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GUBERNUR BANTEN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang
senantiasa ~ melimpahkan  rakhmat dan  karunia-Nya,
Alhamdulillah pada akhirnya dapat kami rampungkan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Akhir

Tahun Anggaran 2019.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Akhir
Tahun Anggaran 2019 ini, disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian LKPj Gubernur Banten
Akhir Tahun Anggaran 2019 ini merupakan informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dari pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019 ini juga disampaikan
informasi atas Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan. Semoga
LKPj ini dapat menjadi acuan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan Provinsi Banten pada masa yang akan datang.

Demikian, atas segala bantuan dan perhatian semua pihak, diucapkan

terimakasih.

Serang, 14 Februari 2020

GUBERNUR BANTEN

Dr. H. Wahidin Halim, M.Si
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BAB 1
PENDAHULUAN

Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten, penyelenggaraan Pemerintah Provinsi
Banten saat ini telah memasuki tahun ke-19. Sehubungan dengan
berakhirnya jabatan gubernur yang terpilih pada periode 2012 - 2017,
berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/P-
Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan
Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, telah ditetapkan Dr. H. Wahidin
Halim, M.Si sebagai Gubernur dan H. Andika Hazrumy, S.Sos, M.AP
sebagai Wakil Gubernur Banten Periode 2017 - 2022 dan telah dilantik oleh
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 12 Mei 2017.

Dasar Hukum penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2019 adalah
sebagai berikut: (1)Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1, (2)Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur
diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Hal ini sesuai
dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai
berikut:

“Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67

Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

I-1
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Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” .

Sesuai dengan amanat pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 sebagaimana disebut di atas, maka dalam Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2019
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan
keterangan pertanggungjawaban Gubernur merupakan laporan yang berisi
informasi hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Tugas Pembantuan
dan Penugasan selama satu tahun anggaran yang disampaikan oleh
Gubernur kepada DPRD.

Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur
Banten Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Banten Tahun 2017 - 2022, serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2005 — 2025, Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019 serta amanat peraturan dan perundang-undangan
lainnya.

Provinsi Banten saat ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan
dan dinamika pembangunan yang semakin kompleks. Tantangan utama
adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi dan kinerja pembangunan di Provinsi Banten.
Dukungan manajemen pemerintahan yang memiliki kinerja yang
berkualitas beroreintasi good governance adalah prasyarat mutlak agar
penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan

yang professional, disertai dengan sistem tata kelola pemerintahan yang

I-2
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baik bisa mengantarkan pada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan

daya saing daerah dapat diwujudkan.

Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan RPJPD 2005-2025, RPJMD 2017-2022 merupakan
periode keempat pelaksanaan RPJPD yaitu Tahap Akselerasi II dengan
fokus pembangunan tetap pada upaya percepatan: penanggulangan
kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia; Peningkatan Daya Saing
Perekonomian; peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana
wilayah; pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih; pengembangan dan
pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan
kawasan strategis.

Secara geografis, Provinsi Banten memiliki keuntungan berupa letak
strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan
berbatasan langsung dengan Ibukota Negara DKI Jakarta. Hal ini
mendorong Provinsi Banten berperan sebagai bagian dari penyangga
pertumbuhan Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekjur.

Beberapa permasalahan jangka menengah yang dihadapi Provinsi
Banten antara lain: infrastuktur wilayah dan kawasan, penataan ruang dan
lingkungan hidup, ketimpangan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.
Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka rumusan arah kebijakan
pembangunan daerah jangka menengah 2017-2022, dititikberatkan pada
Pembangunan aksesibilitas, mutu dan relevansi pendidikan, Pembangunan

meningkatkan  aksesibilitas dan  kualitas layanan  kesehatan,
Pembangunan infrastruktur wilayah, energi dan air baku,
Pembangunan ekonomi lokal, Pembangunan pertanian, Pelestarian
seni, budaya dan pembangunan kepemudaan dan pariwisata,
Pembangunan ketahanan keluarga dan kependudukan,

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial,
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Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan
dengan penerapan iptek.

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025
dan RPJMN 2015-2019, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi
aktual, dan permasalahan yang dihadapi, maka ditetapkan Visi

Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022:

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA
DAN BERAKHLAQUL KARIMAH”

Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta
kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan
Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di
lingkup regional, nasional, maupun global.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi
pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai hingga tahun 2019.

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 merupakan tahapan ke-IV
dari RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, berorientasi pada
pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang
terdapat di Banten, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Banten. Hal
tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif
dan efisien, menekankan upaya penguatan suprastruktur dan infrastruktur
pelayanan kesehatan dan pendidikan, melanjutkan pembangunan dan
revitalisasi infrastruktur, meningkatkan produktivitas pertanian dengan
memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara
pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas
lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun
perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta
mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan

cerdas.
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Kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja dan
mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah
diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan
berkualitas melalui pengembangan core business berdasarkan potensi
unggulan untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah. Hal
ini dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri
manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan
dunia usaha, investasi, infrastruktur dan kemampuan keuangan daerah.

Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan
mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi termasuk
listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka
mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola
pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip
pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui
peningkatan keberpihakan dalam penganggaran pada bidang pendidikan,
peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, serta
infrastruktur wilayah dan kawasan.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dan dengan
memperhatikan kondisi potensi, permasalahan yang ada, tantangan ke
depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5
(lima) Misi sebagai berikut:

Misi Pertama : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
(Good Governance);

Misi Kedua : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;

Misi Ketiga : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan
Pendidikan berkualitas;

Misi Keempat: Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan
Kesehatan berkualitas;

Misi Kelima : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi.
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A). Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
1.1. Strategi

Terdapat 85 strategi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari

setiap Misi, dirumuskan sebagai berikut:

Misi ke-1:

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance), ditempuh melalui 34 Strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksaan
perangkat daerah;

2) Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap
perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat;

3) Meningkatkan kinerja peneyelenggaraan pemerintah daerah;

4) Meningkatkan akses keuangan daerah;

5) Meningkatkan akses perekonomian masyarakat;

6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;

7) Meningkatkan akses infrastruktur bagi masyarakat;

8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

9) Meningkatkan kinerja Administrasi Pembangunan;

10) Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan;

11) Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat daerah;

12) Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan;

13) Meningkatkan Leveling Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP);

14) Meningkatkan Maturitas SPIP;

15) Meningkatkan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan;

16) Meningkatnya Nilai SAKIP;

17) Meningkatkan dan Mempertahankan Opini Laporan
Keuangan;

18) Meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi;
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19) Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas
serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi
informatika sebesar 100%;

20) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah;

21) Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi
pembangunan daerah;

22) Meningkatkan kualitas Penelitian;

23) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur;

24) Meningkatkan kompetensi aparatur ;

25) Meningkatkan Pelayanan Pendapatan Daerah;

26) Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta ketentraman
dan ketertiban umum daerah;

27) Meningkatkan Wawasan Kebangsaan;

28) Meningkatkan keamananan dan stabiitas daerah;

29) Meningkatkan Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana;

30) Meningkatkan  Ketersediaan = Peralatan dan  Logistik,
Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana;

31) Meningkatkan Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan
prasarana pasca bencana;

32) Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan;

33) Meningkatkan Fasilitasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD;

34) Meningkatkan Fasilitasi, Koordinasi pelaksanaan urusan

pemerintahan.

Misi ke-2 :

Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, ditempuh
melalui 16 Strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas infrastruktur Jalan;

2) Meningkatkan Kualitas infrastruktur Jembatan;

3) Meningkatkan Profesionalisma Badan Usaha Jasa Konstruksi;
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4) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan
Pemanfaatan Ruang;

5) Meningkatkan penataan dan penatagunaan kawasan
perumahan dan permukiman;

6) Meningkatkan Sistem Tata Air Terpadu;

7) Meningkatkan pengeloaan sarana dan prasarana lingkungan
yang sehat;

8) Meningkatkan pengeloaan sarana dan prasarana persampahan;

9) Meningkatkan manajemen rekayasa lalulintas;

10) Meningkatkan sarana dan prasarana kelengekapan jalan;

11) Meningkatkan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir;

12) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan
dan Penyediaan Air Baku;

13) Meningkatkan Sarana dan Prasarana jaringan irigasi;

14) meningkatkan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana
strategis provinsi;

15) Penyusunan Regulasi dan Pedoman Standar Pelayanan
Transportasi;

16) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.

Misi ke-3 :

Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan

berkualitas, ditempuh melalui 9 Strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Akses Pendidikan dan penyedian biaya
operasional sekolah Menengah;

2) Meningkatkan Mutu Pendidikan dan penyedian biaya
operasional sekolah Khusus;

3) Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan
kebudayaan;

4) Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan

berbasis komunitas;
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5) Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event;

6) Meningkatkan pengarusutaaman gender pada semua sector;

7) Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penurunan Angka
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

8) Meningkatkan Minat Baca masyarakat dengan peningkatan
sarana dan prasarana perpustakaan;

9) Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang
tertib, rapi, dan handal.

Misi 4 :

Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan

berkualitas, ditempuh melalui 4 Strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Keluarga;

2) Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan
Masyarakat;

3) Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan
Perorangan;

4) Meningkatkan Pengendalian Penduduk.

Misi 5 :

Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,

ditempuh melalui 22 Strategi sebagai berikut:

1

3)
4)

5)
6)

Meningkatkan iklim investasi, dan Meningkatkan promosi
Potensi investasi;

Meningkatkan pelayanan melalui kemudahan perizinan, serta
meningkatkan kepuasan masyarakat;

Meningkatkan pengembangan sektor industri;

Meningkatkan Stabilitas Harga Komoditas penting dan
stratgeis;

Memperluas pangsa pasar Ekspor dan luar Daerah;

Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal;
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7) Meningkatkan produksi, Nilai Tambah daya saing Produk
Kelautan dan perikanan;

8) Meningkatkan ketahanan pangan dengan upaya meningkatkan
Ketersediaan Pangan, mengoptimalkan Sumberdaya Pangan,
Cadangan Pangan dan Distribusi Pangan.serta kestabilan harga
pangan;

9) Meningkatkan jumlah Kunjungan Wisatawan melalui
Pengelolaan  Destinasi  Pariwisata, Pemasaran Produk
Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
dan menggunakan teknologi informasi;

10) Meningkatkan koperasi aktif melalui penataan kelembagaan
dan pengawasan,Pemberdayaan Koperasi, kemitraan strategis,
pemanfaatan teknologi informasi;

11) Meningkatkan Akses permodalan dan layanan kredit,
pendampingan dan pengembangan usaha serta mendorong
terwujudnya kemudahan kepastian dan perlindungan usaha

12) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin;

13) Meningkatkan sapras kelistrikan dan EBT;

14) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara;

15) Mengurangi jumlah desa tertinggal;

16) Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;

17) Meningkatkan Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja;

18) Meningkatkan jaminan ketenagakerjaan;

19) Meningkatkan pengendalian pengawasan lingkungan hidup;

20) Meningkatkan Konservasi Daerah Aliran Sungai;

21) Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung;

22) Meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi,  diversifikasi,

mekanisasi, dan rehabilitasi bidang pertanian.
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1.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan landasan dalam pelaksanaan

Program Prioritas dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran dan

Strategi Pembangunan, maka pada Tahun 2019 dirumuskan sebagai

berikut:

1.

10.

11.

12.
13.

Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktur bagi
masyarakat ;

Peningkatan perencanaan dan pengangaran berbasis kinerja
dan teknologi informasi;

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang
mendukung kawasan strategis, potensi kemaritiman,
pariwisata, ekonomi kreatif dan kawasan agrobisnis;
Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang
mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman,
Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis;
Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banyjir;
Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan
dan Penyediaan Air Baku;

Pembangunan Bendung, empang dan situ;

Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan
Irigasi;

Peningkatan kualitas Regulasi penataan dan pemanfaatan
ruang;

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)
Regional;

Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan
yang sehat;

Pembangunan TPST Regional;

Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana

strategis provinsi;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
transportasi;

Pembangunan sarana dan prasarana kelengkapan jalan;
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi;
Pembangunan sarana dan prasarana transportasi;

Penataan kawasan pemukiman, infrastruktur pemukiman
kumuh;

Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah  serta
relevansi pendidikan;

Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta
relevansi pendidikan;

Peningkatan  Derajat Kesehatan = Masyarakat melalui
Peningkatan  kesehatan masyarakat, Pencegahan dan
pengendalian penyakit;

Peningkatan  Derajat Kesehatan = Masyarakat melalui
Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan
kefarmasian;

Peningkatan jumlah destinisasi wisata yang berkualitas dan
didukung oleh akses infrastruktur;

Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
Provinsi;

Memperluas cakupan BPJS ketenagakerjaan pada pekerja

sektor formal dan informal.

B). Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Guna mencapai tujuan misi, sasaran, strategi dan arah kebijakan

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten

tahun 2019, serta memperhatikan isu strategis atau permasalahan yang

ada maka ditetapkan 4 (Empat) prioritas pembangunan pada tahun

2019 sebagai berikut:

1. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan;
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1.3.
1.3.1.

2. Peningkatan Infrastruktur Wilayah;
3. Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial;

4. Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2019
merupakan gambaran permasalahan yang perlu diselesaikan oleh
pemerintah  Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan. Prioritas pembangunan daerah diselaraskan dengan
program pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RPJMD
untuk tahun 2019.

Selanjutnya Penetapan tema pembangunan yang tertuang dalam
RKPD tahun 2019 yaitu “Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan
Pertumbuhan Ekonomi” tema ini Sejalan dengan tema RKP Tahun 2019
“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Banten memasuki tahun
ke-2 pelaksanaan pembangunan dalam rentang waktu pelaksanaan
RPJMD Tahun 2017-2022, guna mewujudkan Visi ” Banten Yang Maju,
Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah”,
pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dilakukan melalui 127 program
yang dikelompokkan kedalam 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pilihan, dan 7 Urusan
Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dijabarkan dalam 1.276 kegiatan

(4.306 sub kegiatan).

Gambaran Umum Daerah

Kondisi Geografis dan Administratif Provinsi Banten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten menjelaskan tentang luas wilayah Provinsi
Banten yaitu sebesar 8.651,20 km? Secara Administratif Provinsi Banten

terdiri dari 4 (empat) Kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak,
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Tangerang dan 4 (empat) Kota yaitu Tangerang, Cilegon, Serang dan
Tangerang Selatan.

Wilayah Provinsi Banten berada pada batas astronomis 105°01'11"-
106°07'12" Bujur Timur dan 05°07'50"- 07°01'01" Lintang Selatan, posisinya
sangat strategis karena terletak pada lintasan perdagangan nasional dan
internasional yakni Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI). Disamping itu, Provinsi Banten juga merupakan pintu
gerbang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.
Adapun batas-batas wilayah Provinsi Banten yaitu:

a. Sebelah Utara dengan Laut Jawa.

b. Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.
c. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia.

d. Sebelah Barat dengan Selat Sunda dan Provinsi Lampung.

Berdasarkan letak geografis dan batas administratif tersebut, maka
Provinsi Banten memiliki posisi strategis secara geografis dan secara
regional, karena menjadi jalur utama penghubung perekonomian antara
Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera sebagai kesatuan wilayah koridor
andalan pengembangan ekonomi nasional. Disamping itu, wilayah maritim
Banten dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang
menghubungkan lalulintas laut antara Samudra Hindia ke wilayah Asia.

Secara administratif wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi 4
(empat) daerah otonom Kabupaten, serta 4 (empat) daerah otonom Kota.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 luas
daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Pandeglang
(2.746,89 km?), Kabupaten Lebak (3.426,56 km?), Kabupaten Tangerang
(1.011,86 km?), Kabupaten Serang (1.734,28 km?), Kota Tangerang (153,93
km?), Kota Cilegon (175,50 km?), Kota Serang (266,71 km?), serta Kota
Tangerang Selatan (147,19 km?). Selanjutnya secara rinci terdiri dari 155
kecamatan, dan 1551 desa/kelurahan (1.238 desa dan 313 kelurahan).
Adapun profil wilayah Provinsi Banten sebagaimana gambar peta di

bawah ini:
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Gambar 1.1

Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten

GEOGRAFI
Luas Wilayah 9.662,92 Km? (UU No. 23 Tahun 2000)
Pembagian Wilayah * 4 Kabupaten dan 4 kota 3
Administrasi * 155 Kecamatan
* 313 Kel. & 1.238 Desa
* 1,551 Desa/Kel
Letak Wilayah 105°01°11" - 106°07"'12" BT
05°07'50" - 07°01°01" LS
Batas Wilayah Utara :lautjawa

Timur : DKl Jakarta & Jabar
Selatan : Samudera Hlndf.q

:Selat Sunda f et
Panjang Pantai » 'vp.u Km } -
Jumilah Pulau #131 pulsts #

DEMOGRAFI

““17Kab. Lebak X Tangerang
Jumlah Penduduk 2019 : 12.927.316 Jiwa (BPS) ;-Kib pandeglan 1 egon H
LPP 11,94 % - Rab. sene .
Kepadatan Penduduk : 1.288 Jiwa/Km? 3. Kab. Serang 7. Kota Serang

4. Kab. Tangerang 8. Kota Tangsel

1.3.2. Gambaran Umum Demografi

Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan,

dengan jumlah kelahiran yang cukup tinggi. Sebaran penduduk yang tidak

merata dengan aktivitas yang tidak terkontrol mampu menstimulan

konflik-konflik di masyarakat, baik konflik vertikal maupun Horisontal.

Jumlah penduduk Provinsi Banten berdasarkan hasil rekapitulasi

dari data Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten yang dilakukan oleh

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2018 sebanyak 12.689.736 jiwa

dan Tahun 2019 sebanyak 12.927.316 jiwa.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016 - 2019

No | Kabupaten/ Jenis 2016 2017 2018 2019
Kota Kelamin
Kabupaten
Laki-laki 613.108 615.297 617.012 618.304
1 | Pandeglang | Perempuan 587.404 589.906 591.999 593.605
Jumlah 1.200.512 1.205.203 1.209.011 1.211.909
Laki-laki 655.607 659.796 663.511 666.802
2 | Lebak Perempuan 623.805 628.307 632.299 635.806
Jumlah 1.279.412 1.288.103 1.295.810 1.302.608
3 | Tangerang Laki-laki 1.779.102 1.833.470 1.887.915 1.942.490
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No | Kabupaten/ Jenis 2016 2017 2018 2019
Kota Kelamin
Perempuan 1.698.393 1.751.300 1.804.778 1.858.297
Jumlah 3.477.495 3.584.770 3.692.693 3.800.787
Laki-laki 752.703 757.089 760.808 764.097
4 | Serang Perempuan 731.799 736.502 740.693 744.300
Jumlah 1.484.502 1.493.591 1.501.501 1.508.397
Kota
Laki-laki 1.068.606 1.091.787 1.114.613 1.136.898
5 | Tangerang Perempuan 1.025.100 1.048.104 1.070.691 1.093.003
Jumlah 2.093.706 2.139.891 2.185.304 2.229.901
Laki-laki 213.803 217.000 220.105 223.002
6 | Cilegon Perempuan 204.902 208.103 211.200 214.203
Jumlah 418.705 425.103 431.305 437.205
Laki-laki 335.803 341.597 347.305 352.601
7 | Serang Perempuan 319.201 325.003 330.499 336.002
Jumlah 655.004 666.600 677.804 688.603
Laki-laki 802.908 828.392 854.013 879.701
8 ;a“gemng Perempuan 790.904 816.507 842.295 868.205
elatan
Jumlah 1.593.812 1.644.899 1.696.308 1.747.906
Laki-laki 6.221.640 6.344.428 6.465.282 6.583.895
TOTAL Perempuan 5.981.508 6.103.732 6.224.454 6.343.421
Jumlah 12.203.148 12.448.160 12.689.736 12.927.316
Sumber: BPS Provinsi Banten 2016-2019,
Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten 2015 - 2019 (Persen)
TAHUN (%)
KABUPATEN/KOTA
2015 2016 2017 2018 2019
Kabupaten Pandeglang 0,55 0,47 0,39 0,32 NA
Kabupaten Lebak 0,83 0,76 0,68 0,60 NA
Kabupaten Tangerang 3,24 3,17 3,08 3,01 NA
Kabupaten Serang 0,77 0,69 0,61 0,53 NA
Kota Tangerang 2,36 2,28 2,21 2,12 NA
Kota Cilegon 1,68 1,60 1,53 1,46 NA
Kota Serang 1,92 1,83 1,77 1,68 NA
Kota Tangerang Selatan 3,36 3,28 3,21 3,13 NA
BANTEN 2,14 2,07 2,01 1,94 NA

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2015-2019
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Persebaran penduduk Provinsi Banten tidak merata, karena sebagian

besar masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota

Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dibandingkan penduduk yang

tersebar di 5 (lima) wilayah yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang dan Kota Cilegon. Akibatnya

tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten menjadi tidak

merata.

Berdasarkan data Sosial Ekonomi BPS Provinsi Banten, jumlah dan

distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada Tahun

2019, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.3

Jumlah dan Distribusi Penduduk Yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten Tahun 2019

Agustus 2018 Agustus 2019
No. Kategori Lapangan Usaha
Jumlah Persentas Jumlah Persentas
@bw | U (ribw) croentase
1. | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 704.057 13,20 553.201 9,94
2. | Pertambangan dan Penggalian 25.039 0,47 25.735 0,46
3. | Industri Pengolahan 1.267.797 23,77 1.340.008 24,09
4. | Pengadaan Listrik dan Gas 19.528 0,37 27.872 0,50
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, | 55 488 0,98 39.626 0,71
dan Daur Ulang
6. | Konstruksi 348.997 6,54 342.512 6,16
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan | 1 931.459 19,34 1.163.022 20,91
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
8. | Transportasi dan Pergudangan 366.110 6,87 368.703 6,63
9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 310.239 5,82 345.326 6,21
10. | Informasi dan Komunikasi 65.981 1,24 70.620 1,27
11. | Jasa Keuangan dan Asuransi 145.002 2,72 121.381 2,18
12. | Real Estate 49.438 0,93 56.022 1,01
13. | Jasa Perusahaan 155.644 2,92 138.230 2,48
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 139.795 2,62 176.951 3,18
Jaminan Sosial Wajib
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Agustus 2018 Agustus 2019

No. Kategori Lapangan Usaha

Jumlah Persent Jumlah Persent

(ribu) ersentase (ribu) ersentase
15. | Jasa Pendidikan 233.493 4,38 298.863 5,37
16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 82.819 1,55 69.727 1,25
17. | Jasa Lainnya 334.610 6,27 425.047 7,64
Total 5.332.496 100,00 5.562.846 100,00

Sumber : BPS Provinsi Banten 2019

Adapun rincian penduduk berdasarkan Jenis Kegiatan Utama di

Provinsi Banten Tahun 2018 - 2019 sebagaimana tabel 1.4. di bawah ini:

Tabel 1.4

Indikator Ketenagakerjaan
Provinsi Banten Tahun 2018 - 2019

Tahun
No Jenis Kegiatan Utama Satuan
Agst 2018 Agst 2019

1 |Angkatan Kerja Juta Orang 5,83 6,05
a. Bekerja Juta Orang 5,33 5,56
a.1. Pekeja Penuh Juta Orang 4,36 4,58

a.2. Pekerja Tidak Penuh Juta Orang 0,97 0,97
a.2.1. Setengah Penganggur Juta Orang 0,23 0,25

a.2.2. Pekerja Paruh Waktu Juta Orang 0,75 0,72

b. Pengangguran Terbuka Juta Orang 0,49 0,49

2 [Bukan Angkatan Kerja Juta Orang 3,35 3,32
a. Sekolah Juta Orang 0,87 0,80

b. Mengurus Rumahtangga Juta Orang 2,10 2,14

c. Lainnya Juta Orang 0,38 0,37

3 |Penduduk Usia Kerja Juta Orang 9,18 9,38
4 [Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 63,49 64,52
5 [Tingkat Pengangguran Terbuka % 8,52 8,11

Sumber : BPS Provinsi Banten 2019
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Berdasarkan perhitungan sementara oleh Tim Penyusun LKPJ] maka
angka IPM Provinsi Banten Tahun 2019 adalah 72,22. Selanjutnya
perkembangan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi
Banten dibandingkan dengan Nasional Tahun 2015 - 2019, sebagaimana
grafik di bawah ini :

Tabel 1.5

Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2015 - 2019

Kab/Kota TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019
Kabupaten Pandeglang 62,72 63,40 64,09 64,13 NA
Kabupaten Lebak 62,03 62,78 63,54 63,08 NA
Kabupaten Tangerang 70,05 70,44 70,83 71,36 NA
Kabupaten Serang 64,61 65,12 65,63 65,97 NA
Kota Tangerang 76,08 76,81 77,35 77,15 NA
Kota Cilegon 71,81 72,04 72,27 72,47 NA
Kota Serang 70,51 71,09 71,77 71,47 NA
Kota Tangerang Selatan 79,38 80,11 80,98 81,38 NA
Provinsi Banten 70,27 70,96 71,42 71,95 72,22
Indonesia 69,55 70,18 70,81 71,39

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2015-2019
Catatan: Tahun 2019% angka proyeksi

Tahun 2019 telah mencapai 72,22 poin, atau meningkat 0,27 poin
dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,95 Kemajuan pembangunan
manusia di Banten mengalami akselerasi. Pada tahun 2019, status
pembangunan manusia di Banten berada pada kategori “Tinggi”.

Selanjutnya Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi
Banten dibandingkan dengan Nasional Tahun 2019, sebagaimana tabel di
bawah ini :

Tabel 1.6

Indikator Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2018 - 2019

BANTEN NASIONAL
JENIS KEGIATAN
Sept 2018 Sept 2019 Sept 2018 Sept 2019
(1) (2) (3) (4) (5)
s Kemiski
1 | Garis Kemiskinan 450.108 485.096 410.670 440538
(Rupiah/Kapita/Bulan)

2. | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 668.740 641.415 25.674.582 24.785.870
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BANTEN NASIONAL
JENIS KEGIATAN
Sept 2018 Sept 2019 Sept 2018 Sept 2019
Persentase Penduduk Miskin 5,25 4,94 9,66 9,22
3. | Jumlah Penduduk Tidak Miskin (Jiwa) 12.080.011 12.342.694 | 240.102.255 | 244.041.353
Persentase Penduduk Tidak Miskin 94.75 95,06 90.34 90,78

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2019

Angka kemiskinan Provinsi Banten pada bulan September 2019

sebesar 4,94 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan Angka

kemiskinan pada bulan September 2018 yaitu sebesar 5,25 persen, hal

tersebut karena adanya penurunan kemampuan penduduk dalam

memenuhi konsumsinya.

1.4. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun

2011, tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2010 - 2030, di

gambarkan sektor unggulan yang di kembangkan di masing-masing

wilayah Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7

Sektor Unggulan Daerah

No Kawasan

Kegiatan Utama

1 | Kabupaten
Pandeglang

Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Jasa,

Pertambangan, Agribisnis, Agrowisata, Perkebunan,

Kehutanan, Peternakan, Industri Pengolahan, Industri

Kerajinan, Pertambangan Mineral.

2 | Kabupaten Lebak

Pariwisata, Perikanan, Jasa, Pertambangan, Agribisnis,
Agrowisata, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Bisnis
Kelautan, Industri Pengolahan, Agro Industri, Perikanan

Tangkap, Industri Kerajinan dan Pertambangan Mineral

3 | Kabupaten
Tangerang

Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan,
Jasa, Perkebunan, Peternakan, Bisnis Kelautan, Industri
Pengolahan, dan Perikanan Tangkap

4 | Kabupaten Serang

Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan,
Jasa, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Bisnis Kelautan,

Industri  Pengolahan, Perikanan Tangkap, Industri
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No Kawasan Kegiatan Utama

Kerajinan dan Pertambangan Mineral.

5 | Kota Tangerang Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan,
Peternakan, Jasa, Industri Pengolahan, dan Industri

Kerajinan.

6 | Kota Cilegon Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perikanan
Tangkap, Kehutanan, Perdagangan, Jasa, Pertambangan,
Perkebunan, Peternakan, Bisnis Kelautan, Industri

Pengolahan dan Pertambangan Mineral.

7 | Kota Serang Pariwisata, Perikanan, Perikanan Tangkap, Perdagangan,

Jasa, Peternakan dan Industri Kerajinan.

8 | Kota Tangerang | Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan, Jasa, Agro

Selatan Wisata, Peternakan dan Industri Pengolahan.

1.5. Kondisi Ekonomi Daerah
Perkembangan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Banten pada
Tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 1.8

Perkembangan LPE Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2015 - 2019 (Persen)

TAHUN
Kab/Kota

2015 2016 2017* 2018* 2019
Kabupaten Pandeglang 5,81 5,52 6,05 6,09 NA
Kabupaten Lebak 6,20 5,87 6,05 6,11 NA
Kabupaten Tangerang 5,60 5,36 5,84 6,05 NA
Kabupaten Serang 5,09 5,10 5,21 5,28 NA
Kota Tangerang 5,37 5,30 5,91 6,04 NA
Kota Cilegon 4,75 5,05 5,59 5,68 NA
Kota Serang 6,35 6,28 6,41 6,47 NA
Kota Tangerang Selatan 7,25 6,85 7,43 7,57 NA
Provinsi Banten 5,45 5,28 5,71 5,81 5,53
Indonesia 4,88 5,03 5,07 517 5,02

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2019
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Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten
dibandingkan dengan LPE Nasional Tahun 2015 — 2019, sebagaimana grafik
di bawah ini:

Gambar 1.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2015 - 2019
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Sumber : BPS Provinsi Banten, 2019.

Tabel 1.9

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2016 - 2019 (Triliun Rupiah)

TAHUN
Kab/Kota
2016 2017 2018* 2019
Kabupaten Pandeglang 22.186.719 24.376.075 26.047.847 NA
Kabupaten Lebak 22.616.059 24.750.683 | 26.536.477 NA
Kabupaten Tangerang 109.343.793 |  119.293.280 | 125.744.374 NA
Kabupaten Serang 60.895.046 66.048.959 | 70.127.640 NA
Kota Tangerang 136.094.519 | 149.420.367 | 159.875.280 NA
Kota Cilegon 82.056.112 89.142.323 | 93.025.844 NA
Kota Serang 24.032.750 26.482.646 | 28.472.191 NA
Kota Tangerang Selatan 61.367.465 68.317.151 73.058.170 NA
Provinsi Banten 518.271.323 | 563.463.073 | 614.906.614 | 664.960.000

Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2019
Catatan: Tahun 2019 untuk Kabupaten/Kota adalah angka estimasi Tim LKP]
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Tabel 1.10

PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten

Tahun 2017 - 2018 (Triliun Rupiah)

Azas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konsian 20010

Lapangan Usaha

1

2017 2018 2015 2007 2018 205

] 15 [{1] 7

AL Pertanian, Kehutsnam, dan

prals 33,37 IS ST 370 23,05 I3=8 2441
8. Pertambangan dan Penggalian 4,15 LT A 1,85 287 2,88
| e 'h:lu:l:rlF'ungnhhan 179,93 19155 ein e | 184,22 142,43 I54.88
0. Pengadaan Listrik demn Gas L1, 98 1277 1zar 4,18 248 4,33
£ Fengadazn Air, Pengeiotaan Sampah, o

tmbak mn.l:l:uruh.n; s s i oxt A i e
F. Konastruksi 58,23 5545 T3S0 359,31 4236 45,16
& Ferdagangan Besar dan Boeran;

B i H el A 55,28 T BT ES A4S 54,65 =E51 E3,DE
H. Transportas] dan Pergudangan BL2E BE.14 T35 2735 I9.20 29,53
5 :"I" I o) 13,38 1863 1594 5,92 1056 13,52

niam
L. informass dan Komaniias 20,483 e W I37E Z3.AT 5,00 724
. lama Eeumangan dan Asurans] v 1297 1993 12,0 1227 13,315
L Roal Estadn 42,500 45.ET STET 34,54 ITIE a5
B, ML s Ferusahaan E.02 Ba7 TAS 43,18 245 4,84
a..A =k Fi a b,

Peerananan dan Jaminan Sosial LE 45 1730 1355 714 .52 B.I1

Wajlib
P lata Pendidian 18,5 r1.13 IZTS 12,20 12,10 14,31
0. Jaka Eeseharan dan Hegiatan Sxsisl (= T =35 4,51 515 5,70
RETLL Jasa Limevya 323 10.0F 1115 E,O7 B5a 710

w 563,50 E1S.11 BS54, 55 210,14 23401 458,02

(FORE)

Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2019

1.6.

Sistematika Penyusunan Laporan

Sistematika LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana Lampiran Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 sebagai berikut:

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN menjelaskan mengenai Dasar Hukum, Visi
dan Misi Kepala Daerah, Data Umum Daerah, serta
Sistematika Penyusunan Laporan.

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN menjelaskan
Perubahan Terhadap Kegiatan dan Alokasi Yang Terkait
Dengan Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Belanja, dan

Pengelolaan Pembiayaan Dalam Rangka Pencapaian Target.



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

BAB III

BAB IV

BAB V

PENYELENGGARAAN  URUSAN  PEMERINTAHAN
DAERAH menjelaskan mengenai Penyelenggaraan Urusan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah antara lain memuat
Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan, serta
Permasalahan dan Solusi.

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN menjelaskan mengenai
Urusan Pemerintahan Tugas Pembantuan dan Permasalahan
serta Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Tugas
Pembantuan.

PENUTUP menjelaskan mengenai  Ringkasan  Hasil
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 dan Saran

Serta Tindaklanjut Pada Tahun Mendatang.
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BAB II

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI BANTEN

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah disepakati bersama
antara Gubernur dan DPRD Provinsi Banten pada tanggal 3 November 2018,
melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD
Provinsi Banten =~ Nomor 188.341/MoU.06-Huk/2018 dan  Nomor
164/11/DPRD/X1/2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya, KUA sebagai dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019, serta Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2019 di lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten. Proses penyusunan ini mengacu pada Peraturan
Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Banten Tahun 2019 dan secara keseluruhan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun
2017 - 2022.

PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 diatur dalam Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor
188.341/MoU.07-Huk/2018 dan Nomor 164/12/DPRD/X1/2018 tentang Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan KUA dan PPAS APBD Provinsi Banten tersebut, Pemerintah
Provinsi Banten kemudian mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Banten (RAPBD) Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD
Provinsi Banten untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi APBD
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di lingkungan

pemerintah Provinsi Banten, maka Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD
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Provinsi Banten menganggap perlu penyesuaian dalam Kebijakan Umum
penggunaan Anggaran yang mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun
2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten
Tahun 2019.

Sehingga pada tanggal tanggal 6 Agustus 2019, melalui Nota Kesepakatan
Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Banten =~ Nomor 188.341/MoU.11-Huk/2019 dan  Nomor
164/10/DPRD/VIII/2019 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KUA perubahan ini berdampak kepada adanya penyesuaian dalam
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Banten tahun 2019
menjadi PPAS perubahan. PPAS perubahan ini kemudian disepakati pada tanggal
6 Agustus 2019 melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor
188.341/MoU.12-Huk/2019 dan Nomor 164/11/DPRD/VIII/2019 tentang Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan KUA dan PPAS perubahan yang telah disepakati tersebut,
Pemerintah Provinsi Banten kemudian mengajukan RAPBD Perubahan kepada
DPRD Provinsi Banten. RAPBD ini kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi
APBD Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 melalui Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019, tentang Perubahan
APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

Dalam APBD murni Tahun Anggaran 2019, ditetapkan target Pendapatan
Daerah Provinsi Banten sebesar Rp11.831.983.759.800,- sedangkan target
pendapatan  daerah  provinsi Banten = setelah  perubahan  sebesar
Rp11.699.894.624.576,- dengan realisasi mencapai Rp 11.201.902.696.972,90,- atau
95,74%. Anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam APBD perubahan
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp12.648.850.767.464,-
dengan realisasi sebesar Rp11.327.955.521.009,90,- atau mencapai 89,56%.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi akhir Pelaksanaan APBD dan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran
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2019 (un-audited), terdapat sisa lebih penggunaan angaran (SiLPA) sebesar
Rp953.903.318.851,53,- relatif rendah yaitu sebesar Rp123.667.407.826,47,- atau
menurun 11,48% bila dibandingkan dengan realisasi SILPA Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp1.077.570.726.678,-.

Berikut ini realisasi pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk
pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Banten yang mengacu kepada APBD

perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
2.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah terutama yang
berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah, di tahun 2019 berbagai upaya
telah dilakukan baik melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi
sumber pendapatan daerah. Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran
di bidang pendapatan, Pemerintah Provinsi Banten berupaya terus
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, non pajak
daerah dan bagi hasil pajak pusat dengan mempertimbangkan tidak
menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten selama tahun 2019 telah melakukan
langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah
dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek
keadilan masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh melalui:

1. Peningkatan sarana dan prasarana
a. Rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung UPT yang representatif;
b. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung
disetiap UPT.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia :
a. Bimbingan teknis peningkatan kemampuan aparatur;

b. Pelatihan penerapan Sistem Aplikasi Samsat.
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3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah :

d.

b.

Razia Kendaraan Bermotor;
Sosialisasi Pajak Daerah melalui media cetak dan media

elektronik;

4. Penyuluhan Pajak Daerah di Kecamatan-kecamatan;

a.

Koordinasi dengan instansi teknis terkait (Perangkat Daerah
penghasil, Penyedia Bahan Bakar, GAIKINDO, Lembaga

Pembiayaan/Leasing, Kepolisian, dan Jasa Raharja).

5. Peningkatan pelayanan pada UPT/Kantor Bersama Samsat:

a.
b.

C.

Penambahan jumlah UPT/Kantor Bersama Samsat;

Samsat Keliling;

Pembentukan Gerai-Gerai Samsat;

Pembentukan dan Pemeliharaan Sertifikasi Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001:2008, di beberapa UPT/Kantor Bersama Samsat;
Layanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor melalui SMS (Short

Message Services) dengan Provider.

6. Peningkatan Sistem :

a.
b.

C.

Pengembangan Sistem Samsat Online;
Pembentukan dan Maintenance Sistem Aplikasi Samsat;

Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah.

Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi

Banten mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah PAD tahun 2018 dan

tahun 2019. Pada tahun 2018 PAD Provinsi Banten adalah sebesar

Rp6.326.597.200.667,- sedangkan pada tahun 2019 realisasi PAD menjadi

Rp7.022.339.484.543,- atau meningkat sebesar 11%.
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2.1.2.

Target dan Realisasi Pendapatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun
2019 tanggal 27 September 2019 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2019, target pendapatan daerah Provinsi Banten pada
Tahun 2019 adalah Rp11.699.894.624.576,-

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, khususnya dari hasil
optimalisasi pemungutan pendapatan daerah, maka dari target
pendapatan tersebut di atas, telah terealisasi pendapatan sebesar
Rp11.201.902.696.972,90,- atau 95,74%.

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2019 tercapai dengan maksimal
walaupun terdapat beberapa target pendapatan yang belum mencapai
target, antara lain: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) realisasi
98,48%, Pajak Rokok realisasi 69,53%, Retribusi Pelayanan Kesehatan
93,88%, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 49,53%, Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 99,25%,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 97,53%, Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah 62,27%, Jasa Giro 65,77%, Pendapatan
Bunga 0,00%, Pendapatan Denda Pajak 50,73%, Dana Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 75,42%, serta Dana Alokasi Khusus (DAK)
yang terealisasi sebesar 94,69% sesuai hasil fisik yang telah dilaksanakan.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran pendapatan tahun
anggaran 2019, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Provinsi Banten TA.2019

Kode
Rekening

Uraian

APBD Perubahan
Rp)

Realisasi

(Rp)

%

Lebih / (Kurang)
(Rp)

1

2

3

4

6=4-3

PENDAPATAN

4.1

PENDAPATAN ASLI
DAERAH

7.206.341.657.655,00

7.022.339.484.543,19

97,45

(184.002.173.111,81)

411

Pendapatan Pajak Daerah

6.767.729.412.400,00

6.720.753.611.586,00

99,31

(46.975.800.814,00)

4.1.1.01

Pajak Kendaraan Bermotor

2.677.747.900.000,00

2.855.720.475.850,00

106,65

177.972.575.850,00

4.1.1.02

Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB)

2.402.207.100.000,00

2.365.631.567.300,00

98,48

(36.575.532.700,00)

4.1.1.03

Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
(PBBKB)

836.512.630.000,00

894.178.810.325,00

106,89

57.666.180.325,00

4.1.1.04

Pajak Air Permukaan

36.091.972.400,00

38.468.501.858,00

106,58

2.376.529.458,00
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Kode . APBD Perubahan Realisasi Lebih / (Kurang)
. Uraian
Rekening (Rp) (Rp) % (Rp)
1 2 3 4 5 6=4-3
41105 | Pajak Rokok 815.169.810.000,00 566.754.256.253,00 | 69,53 | (248.415.553.747,00)
412 Hasil Retribusi Daerah 19.101.833.200,00 20.853.155.055,00 | 109,17 1.751.321.855,00
Retribusi Pel

412,01 etribusi Pelayanan 100.000.000,00 93.882.500,00 | 93,88 (6.117.500,00)
Kesehatan

41213 | Retribusi Pelayanan 13.929.082.000,00 14.172.793.000,00 | 101,75 243.711.000,00
Pendidikan
Retribusi Pemakaian

41215 2.330.170.650,00 3.891.535.155,00 | 167,01 1.561.364.505,00
Kekayaan Daerah
Retribusi Pel

41222 etribusi Pelayanan 345.076.550,00 170.920.700,00 | 49,53 (174.155.850,00)
Kepelabuhanan

41205 | Retribusi Penjualan 130.000.000,00 139.814.800,00 | 107,55 9.814.800,00

o Produksi Usaha Daerah e T ! o

41229 | Retribusi Izin Trayek 175.890.000,00 304.155.000,00 | 172,92 128.265.000,00

41230 | Retribusi Izin Perikanan 96.614.000,00 99.970.000,00 | 103,47 3.356.000,00
Retribusi Perpanjangan

41232 | Izin Mempekerjakan 1.995.000.000,00 1.980.083.900,00 | 99,25 (14.916.100,00)
Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Hasil Pengelolaan

413 Kekayaan Daerah yang 55.300.000.000,00 53.933.548.147,00 | 97,53 |  (1.366.451.853,00)
Dipisahkan
Bagian Laba atas

t dal pad

41301 | Penveraanmodaipada 55.300.000.000,00 53.933.548.147,00 | 97,53 |  (1.366.451.853,00)
Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
Lain-lain Pendapatan Asli

414 amn-fain Tendapatan Astt 364.210.412.055,00 226.799.169.755,19 | 62,27 | (137.411.242.299,81)
Daerah yang Sah
Hasil Penjualan Aset

41.4.01 Daerah Yang Tidak 99.650.000,00 2.200.947.276,00 | 2.208,68 2.101.297.276,00
Dipisahkan

41403 | JasaGiro 118.337.298.866,00 77.834.054.718,55 6577 | (40.503.244.147,45)

41404 | Pendapatan Bunga 46.942.611.204,00 0 0| (46.942.611.204,00)

41405 | Luntutan Ganti Rugi 0 299.742.682,96 o0 299.742.682,96
Daerah
Pendapatan Denda atas

4.1.4.07 keterlambatan Pelaksanaan 0 1.930.076.939,00 ) 1.930.076.939,00
Pekerjaan

41408 | Pendapatan Denda Pajak 132.148.055.989,00 67.044.244.583,00 | 50,73 | (65.103.811.406,00)

41409 | PendapatanDenda 0 20.645.652,00 o0 20.645.652,00
Retribusi

41412 | Pendapatan Hasil Eksekusi 0 274.009.250,00 o0 274.009.250,00
atas Jaminan

41413 | Pendapatan dari 4.800.000.000,00 7.935.567.231,57 | 165,32 3.135.567.231,57
Pengembalian

41416 | Pendapatan BLUD 61.882.795.996,00 69.259.881.422,11 | 111,92 7.377.085.426,11

42 DANA PERIMBANGAN 4.481.092.487.000,00 | 4.166.561.801.805,00 92,98 | (314.530.685.195,00)
Dana Bagi Hasil

421 Pajak/Bagi Hasil Bukan 711.779.997.000,00 536.826.414.729,00 | 7542 | (174.953.582.271,00)
Pajak

42101 | Bagi Hasil Pajak 707.716.808.000,00 533.856.814.691,00 75,43 | (173.859.993.309,00)
Bagi Hasil Buk.

42.1.02 ag: t-ast bukan 4.063.189.000,00 2.969.600.03800 | 73,09 |  (1.093.588.962,00)
Pajak/Sumber Daya Alam

422 Dana Alokasi Umum 1.140.003.353.000,00 | 1.140.003.353.000,00 100 -

42201 | Dana Alokasi Umum 1.140.003.353.000,00 | 1.140.003.353.000,00 100 -

423 Dana Alokasi Khusus 2.629.309.137.000,00 | 2.489.732.034.076,00 94,69 | (139.577.102.924,00)

42301 | Dana Alokasi Khusus Fisik 161.529.783.000,00 142.321.879.682,00 | 88,11 | (19.207.903.318,00)

423.02 FDZT AlokasiKhusus Non | 0 77 554 000,00 | 2.347.410.154394,00 | 9512 | (120.369.199.606,00)

1S1

LAIN-LAIN

43 PENDAPATAN DAERAH 12.460.479.921,00 13.001.410.624,79 | 104,34 540.930.703,79
YANG SAH

43.1 Pendapatan Hibah 12.460.479.921,00 12.086.246.181,79 97 (374.233.739,21)
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Kode . APBD Perubahan Realisasi Lebih / (Kurang)
. Uraian
Rekening (Rp) (Rp) % (Rp)
1 2 3 4 5 6=4-3

Pendapatan Hi dari

43.1.02 endapatan Hibah dari 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100 -
Pemerintah Daerah lainnya
Pendapatan Hibah dari

4.3.1.03 Badan/Lembaga/Organisasi 7.460.479.921,00 6.276.000.000,00 84,12 (1.184.479.921,00)
Swasta dalam Negeri
Pendapatan Hibah dari

4.3.1.04 Kelompok 0 810.246.181,79 oo 810.246.181,79
Masyarakat/Lainnya

4.3.6 Pendapatan Lainnya 0 915.164.443,00 o 915.164.443,00

4.3.6.01 Pendapatan Lainnya 0 915.164.443,00 oo 915.164.443,00
JUMLAH PENDAPATAN 11.699.894.624.576,00 | 11.201.902.696.972,90 95,74 | (497.991.927.603,02)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2
2.2.1

Pengelolaan Belanja Daerah
Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun
2019 tanggal 27 September 2019, tentang Perubahan APBD Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2019 besarnya rencana Belanja Daerah pada
APBD Perubahan adalah sebesar Rp12.648.850.767.464,- yang terbagi
menjadi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp7.889.167.293.475,-
dan anggaran belanja langsung sebesar Rp4.759.683.473.989,-.

Dalam pelaksanaan kegiatan, alokasi belanja tersebut terserap
sebesar Rp11.327.955.521.009,90,- atau mencapai 89,56%, yang terbagi
menjadi realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp7.306.320.494.580,00,-
atau 92,61% dari anggaran dan realisasi belanja langsung sebesar
Rp4.021.635.026.429,92,- atau 84,49%. Secara rinci realisasi penggunaan
alokasi belanja APBD Provinsi Banten Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Pemerintah Provinsi Banten TA.2019

Realisasi
Selisih

(Rp)

Pagu Anggaran
Rp)

Perangkat Daerah
(RP) %

(2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

2.383.985.413.875,00 2.015.172.812.296,88 | 84,53 (368.812.601.578,12)

2 Dinas Kesehatan

641.410.839.000,00 575.543.397.671,33 | 89,73 (65.867.441.328,67)

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

1.208.203.265.989,00 989.194.013.401,27 | 81,87 (219.009.252.587,73)

Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

582.287.411.000,00 438.496.389.875,94 | 75,31 (143.791.021.124,06)
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Realisasi lisih
Pagu A isi
No Perangkat Daerah agu Anggaran Selis
(Rp) Rp)
(Rp) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
5 Satuan Polisi Pamong Praja 34.744.918.000,00 33.205.452.348,00 | 95,57 (1.539.465.652,00)
Badan P 1 B
¢ | Badan Penanggulangan Bencana 26.141.150.000,00 21.934.474.255,00 | 83,91 (4.206.675.745,00)
Daerah
Badan K B
7 Pzizrl‘( esatuan Bangsa dan 27.896.835.000,00 24.676.307.760,00 | 88,46 (3.220.527.240,00)
8 | Dinas Sosial 61.693.166.000,00 50.048.243.035,00 | 95,71 (2.644.922.965,00)
Dinas Ket Kerjaan d
g | . masheiendga henaan dan 82.166.286.000,00 73.983.536.404,00 | 90,04 (8.182.749.596,00)
Transmigrasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlind Anak,
10 | crmeumeanana 32.467.817.000,00 30.527.188.437,00 | 94,02 (1.940.628.563,00)
Kependudukan dan Keluarga
Berencana
11 | Dinas Ketahanan Pangan 30.237.231.000,00 26.306.352.238,00 | 87,00 (3.930.878.762,00)
Dinas Lingk Hidup d
12 | Jmastmgkungan Hidup dan 68.885.813.000,00 65.410.876.021,00 | 94,96 (3.474.936.979,00)
Kehutanan
13 | DinasPemberdayaan Masyarakat 28.964.406.000,00 23.548.505.844,00 | 81,30 (5.415.900.156,00)
dan Desa
14 | Dinas Perhubungan 88.835.697.000,00 80.102.285.808,00 | 90,17 (8.733.411.192,00)
15 | Dinas Komunikasi Informatika, 48.747.710.000,00 45.359.088.696,00 | 93,05 (3.388.621.304,00)
Statistik dan Persandian
Dinas K. i, Usaha Kecil d
16 | _nasfhoperasi Lsaha Recl dan 28.193.616.000,00 26.106.761.579,00 | 92,60 (2.086.854.421,00)
Menengah
17 | DinasPenanaman Modal dan 29.035.325.000,00 27.041.829.660,00 | 93,13 (1.993.495.340,00)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga 58.439.484.000,00 54.034.479.445,00 | 92,46 (4.405.004.555,00)
19 | Dinas Perpustakaan dan 30.139.854.000,00 28.743.023.216,00 | 95,37 (1.396.830.784,00)
Kearsipan Daerah
20 | Dinas Kelautan dan Perikanan 46.727.923.000,00 41.739.422.519,00 | 89,32 (4.988.500.481,00)
21 | Dinas Pariwisata 33.195.571.000,00 31.229.187.807,00 | 94,08 (1.966.383.193,00)
22 | Dinas Pertanian 100.669.705.000,00 93.742.593.319,00 | 93,12 (6.927.111.681,00)
Dinas Energi dan Sumber D
g3 | _'hasEnergtdan sumberaya 56.408.134.000,00 49.577.414.732,00 | 87,89 (6.830.719.268,00)
Mineral
Dinas Perindustrian d
g4 | -imastTenndustran dan 126.763.335.000,00 |  108.281.338.048,50 | 85,42 (18.481.996.951,50)
Perdagangan
25 | DPRD 72.757.000.000,00 71.607.927.142,00 | 98,42 (1.149.072.858,00)
26 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala 11.067.280.577,00 11.041.280.438,00 | 99,77 (26.000.139,00)
Daerah
27 | Sekretariat DPRD 316.635.758.000,00 |  274.044.055.560,00 | 86,55 (42.591.702.440,00)
28 | Biro Pemerintahan 3.240.747.000,00 2.975.756.879,00 | 91,82 (264.990.121,00)
29 | Biro Hukum 3.065.585.000,00 2.317.415.485,00 | 75,59 (748.169.515,00)
30 | Biro Organisasi 2.511.480.000,00 2.189.165.584,00 | 87,17 (322.314.416,00)
31 | Biro Bina Perekonomian 2.665.426.000,00 2.604.536.361,00 | 97,72 (60.889.639,00)
32 | Biro Kesejahteraan Rakyat 16.777.266.000,00 16.032.924.518,00 | 95,56 (744.341.482,00)
33 | Biro Umum 201.841.480.000,00 |  186.836.958.896,00 | 92,57 (15.004.521.104,00)
34 | Biro Bina Infrastruktur dan 2.095.038.000,00 2.037.594.213,00 | 97,26 (57.443.787,00)
Sumber Daya Alam
Biro Administrasi Pemb
35 | e Administrastembangunan 8.221.490.000,00 7.154.977.241,00 | 87,03 (1.066.512.759,00)
Daerah
Biro Administrasi Rumah T
36 | Yo Administrast Bumah fangga 43.851.512.000,00 37.727.338.414,00 | 86,03 (6.124.173.586,00)

Pimpinan
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Realisasi lisih
Pagu A isi
No Perangkat Daerah agu Anggaran Selis
(Rp) Rp)
(Rp) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
37 | Badan Penghubung 11.195.354.000,00 10.315.478.567,00 | 92,14 (879.875.433,00)
38 | Inspektorat Provinsi 75.482.507.000,00 63.735.572.188,00 | 84,44 (11.746.934.812,00)
Badan Perencanaan Pembangunan
39 66.087.624.000,00 56.971.378.016,00 | 86,21 (9.116.245.984,00)
Daerah
40 | Badan Pendapatan Daerah 330.446.037.000,00 311.736.571.641,00 | 94,34 (18.709.465.359,00)
Badan Pengelolaan K
41 | Badan Pengelolaan Keuangan dan 56.838.803.000,00 48.819.595.516,00 | 85,89 (8.019.207.484,00)
Aset Daerah
42 | Badan Kepegawaian Daerah 44.970.086.000,00 39.479.764.863,00 | 87,79 (5.490.321.137,00)
Badan P
43 | Badan Pengembangan Sumber 71.616.162.000,00 68.334.402.476,00 | 95,42 (3.281.759.524,00)
Daya Manusia Daerah
Kerja Pengelola K
44 SDa::r‘:; eja Fengelola REUAngal | 5 451.243.226.023,00 | 5.148.987.852.595,00 | 94,46 |  (302.255.373.428,00)
JUMLAH 12.648.850.767.464,00 | 11.327.955.521.009,92 | 89,56 | (1.320.895.246.454,08)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2

2.2.2.

Target dan Realisasi Belanja

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksanaan kegiatan yang

telah dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 6

Program 279 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan

realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Tabel 2.3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten TA.2019

Kantor

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(RP) % (Rp)

(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 2.383.985.413.875 2.015.172.812.297 84,53 (368.812.601.578)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.193.116.786.875 | 1.007.801.061.162 | 84,47 (185.315.725.713)
BELANJA LANGSUNG 1.190.868.627.000 | 1.007.371.751.135 | 84,59 (183.496.875.865)
Program Tata Kelola Pemerintahan 70.120.910.589 24.404.255.322 | 34,80 (45.716.655.267)

Penyusunan Laporan Kinerja
500.000.000 452.168.000 | 90,43 (47.832.000)
Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan
700.370.000 543.977.650 | 77,67 (156.392.350)
Pelaporan
P daan S. P
engadaan warana frasarana 42.468.221.289 250.001.500 | 0,59 (42.218.219.789)
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
Rp) % (Rp)
(1) 2) (3) 4) (5) (6)=(4)-(3)
Pemelih.
emeliharaan Sarana dan 3.307.414.300 2.764.213.800 | 83,58 (543.200.500)
Prasarana Kantor
P i B
enyediaan Barang dan Jasa 17.467.486.000 16.471.387.768 | 94,30 (996.098.232)
Perkantoran
R K inasi Kedal
apat Koordinasi Kedalam dan 145.360.000 36.735.540 | 2527 (108.624.460)
Keluar Daerah
P diaan Data Pemb
enyeciaan Data Tembangtinan 211.900.000 205.332.000 | 96,90 (6.568.000)
Sektoral
Pelayanan Tata Usaha pada
Cabang Dinas Pendidikan dan 600.000.000 540.371.530 90,06 (59.628.470)
Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak
Pelayanan Tata Usaha pada
Cabang Dinas Pendidikan dan
622.800.000 547.535.889 | 87,92 75.264.111
Kebudayaan Wilayah Kab. ( )
Pandeglang
Pelayanan Tata Usaha pada
Cabang Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kota 572.264.000 419.151.403 | 73,24 (153.112.597)
Cilegon dan Kota Serang dan Kab.
Serang
Pelayanan Tata Usaha pada
Cabang Dinas Pendidikan dan
600.000.000 548.961.600 | 91,49 51.038.400
Kebudayaan Wilayah Kab. ( )
Tangerang
Pelayanan Tata Usaha pada
Cabang Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kota 598.800.000 580.963.688 | 97,02 (17.836.312)
Tangerang dan Kota Tangerang
Selatan
Pelayanan Tata Usaha pada UPTD
Teknologi, Informasi dan
Komunikasi Pendidikan dan 376.295.000 359.423.314 | 95,52 (16.871.686)
Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha UPTD Taman Budaya dan 500.000.000 391.860.700 | 78,37 (108.139.300)
Museum
Bantuan Operasional
1.450.000.000 292.170.940 | 20,15 (1.157.829.060)
Penyelenggaraan Museum (DAK)

Program Pendidikan Menengah 1.100.875.638.688 964.344.851.117 | 87,60 (136.530.787.571)
Peningkatan Kurikulum SMA 1.000.000.000 977.982.000 | 97,80 (22.018.000)
gﬁ‘z‘gkam Sarana dan Prasarana 7.900.000.000 7.847.914417 | 99,34 (52.085.583)
Peningkatan Peserta Didik SMA 3.000.000.000 2.600.050.800 | 86,67 (399.949.200)
Peningkatan Kurikulum SMK 1.400.000.000 1.350.332.750 | 96,45 (49.667.250)
gﬁ}‘(ﬂgkmﬂ Sarana dan Prasarana 5.699.025.000 3.922.024525 | 68,82 (1.777.000.475)
Peningkatan Peserta Didik SMK 3.000.000.000 2.862.501.551 | 95,42 (137.498.449)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Banjarsari 2.376.000.000 2.216.327.940 | 93,28 (159.672.060)
P 1 Pendidik

enye enggaraan = endician 1.162.800.000 1.039.946.516 | 89,43 (122.853.484)

SMAN 2 Banjarsari

II-10




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Penyelenggaraan Pendidikan
2.646.000. 2.540.524. 1 105.475.4
SMAN 1 Bayah 646.000.000 540.524.600 | 96,0 (105.475.400)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 2 Bayah 716.400.000 709.942.000 | 99,10 (6.458.000)
Penyelenggaraan Pendidikan
780.082. 766.601. ,27 13.480.112
SMAN 1 Bojongmanik 80.082.000 66.601.888 | 98 (13.480.112)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Cibadak 2.052.000.000 1.589.128.768 | 77,44 (462.871.232)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Cibeber 1.972.800.000 1.643.330.500 | 83,30 (329.469.500)
Penyelenggaraan Pendidikan
72.000. 2.083. 7, 19.917.
SMAN 2 Cibeber 972.000.000 952.083.000 | 97,95 (19.917.000)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 3 Cibeber 907.200.000 878.022.500 | 96,78 (29.177.500)
Penyelenggaraan Pendidikan
413.727.000 402.671.000 | 97,33 11.056.000
SMAN 1 Cigemblong ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Cihara 555.944.500 545.360.000 | 98,10 (10.584.500)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Cijaku 1.136.300.000 1.115.845.304 | 98,20 (20.454.696)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Cikulur 1.221.961.000 1.153.947.220 | 94,43 (68.013.780)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Cileles 1.209.600.000 1.061.884.110 | 87,79 (147.715.890)
Penyelenggaraan Pendidikan 2.059.200.000 1.983.392.903 | 96,32 (75.807.097)
SMAN 1 Cilograng
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Cimarga 1.766.151.000 1.645.449.860 | 93,17 (120.701.140)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Cipanas 2.685.761.600 2.130.495.733 79,33 (555.265.867)
P 1 Pendidik
enyelenggaraan rendidian 1.350.000.000 922.076.000 | 68,30 (427.924.000)
SMAN 1 Curugbitung
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Gunung Kencana 1.155.600.000 1.057.534.415 | 91,51 (98.065.585)
Penyelenggaraan Pendidikan 898.600.000 889.518.000 | 98,99 (9.082.000)
SMAN 1 Kalanganyar
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Leuwidamar 2.025.252.000 1.726.234.564 | 85,24 (299.017.436)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 2 Leuwidamar 1.740.600.000 1.537.089.255 88,31 (203.510.745)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Maja 2.274.516.000 2.098.252.279 | 92,25 (176.263.721)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 2 Maja 1.638.000.000 1.600.387.507 | 97,70 (37.612.493)
Penyelenggaraan Pendidikan 3.531.600.000 3.207.781.015 | 90,83 (323.818.985)
SMAN 1 Malingping
P 1 Pendidik
enyelenggaraan rendidian 918.468.000 878.434.600 | 95,64 (40.033.400)
SMAN 2 Malingping
Penyelenggaraan Pendidikan
1.969.174.300 1.529.744.024 | 77,68 439.430.276
SMAN 1 Muncang ’ ( )
P 1 Pendidik
enyelenggaraan rendidian 2.656.800.000 2559390511 | 96,33 (97.409.489)

SMAN 1 Panggarangan
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Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

No Uraian Pagu Anggaran Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)

(1) 2 3) 2 ) (6)=(4)-(3)
ooy ig;rgalf:sﬁﬁzika“ 2.466.000.000 1.618.586.966 | 65,64 (847.413.034)
e ﬁii?f:sze;ﬁ?kan 3.852.000.000 3128701465 | 81,22 (723.298.535)
gﬁ‘iie; iii?i:;;?ﬁ?kan 2.475.850.000 2232752553 | 90,18 (243.097.447)
gﬁ‘iief gza;:an Pendidikan 1.716.516.000 1612.288.669 | 93,93 (104.227.331)
een gfgza; Pendidikan 1.414.800.000 1224529000 | 86,55 (190.270.910)
yeen gngrrzzl:;ndidikan 2.527.200.000 2322115400 | 91,88 (205.084.600)
een gngrrzi; I;T:Ji:an 2.268.000.000 1837779797 | 81,03 (430.220.203)
en ﬁii?:;;j;didika“ 4.413.600.000 3.043.004597 | 6895 (1.370.595.403)
oarye enggara gnlf;gndidikan 3.974.385.000 3250920454 | 81,80 (723.464.546)
yeen {g,gai?:;ffgndidikan 4118.400.000 3007551411 | 7521 (1.020.848.589)
gﬁzierigax:;:;;didikan 4200.806.000 3779460959 | 89,97 (421345.041)
oarye enggaraa ;;f;didikan 3.042.000.000 2516123685 | 82,71 (525.876.315)
meen ﬁii?:;:j;didikan 3.147.695.000 2656272857 | 8439 (491.422.143)
oapye cnggaraa ;;f;didikan 2.588.732.000 2289476383 | 8844 (299.255.617)
meen ﬁii?:;ffgdidikan 3.067.200.000 2386220836 | 77,80 (680.979.164)
e iﬁ?j;jfgdidikan 2.152.800.000 1.895.338.850 | 88,04 (257.461.150)
gﬁ‘giefogﬁj;ijjg Eerlr;didikan 2.170.000.000 2053798947 | 94,65 (116.201.053)
een fﬁgﬁ:gﬂenr;didikan 2.660.400.000 2064005274 | 77,58 (596.394.726)
gﬁgi?fﬁiﬁ:;:%didikan 1.354.834.000 1169.373.249 | 86,31 (185.460.751)
oomeen 3g1g,;?;;:$;idikan 1.274.400.000 1153.694.940 | 90,53 (120.705.060)
omeen fﬁgﬁ;;:ﬁ;idikan 1.306.800.000 1215910318 | 93,04 (90.889.682)
e fﬁgﬁ;ﬂ?;idikan 1.396.800.000 1184724418 | 84,82 (212.075.582)
oeen fﬁi;?;f:ﬁédidikan 1531251500 1446563.936 | 94,47 (84.687.564)
oomeen fﬁi;?;f:ﬁédidikan 1148.400.000 1.092.582.664 | 95,14 (55.817.336)
ooeen i‘cf;:fn Pendidikan 3.747.600.000 2820184063 | 7525 (927.415.937)
penyelenggaraan Pendidiican 1569.600.000 1498.650.000 | 9548 (70.950.000)

SMAN 1 Bandung
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Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
Rp) % (Rp)
(1) 2) (3) 4) (5) (6)=(4)-(3)

Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Baros 2.736.000.000 2.319.409.398 | 84,77 (416.590.602)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Binuang 900.000.000 848.326.065 | 94,26 (51.673.935)
Penyelenggaraan Pendidikan 2.660.400.000 2.117.903.314 | 79,61 (542.496.686)
SMAN 1 Bojonegara
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Carenang 1.735.200.000 1.623.096.473 | 93,54 (112.103.527)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Cikande 4.028.400.000 3.844.489.200 | 9543 (183.910.800)
Penyelenggaraan Pendidikan

2.664.000. 2.532.856. ) 131.143.32
SMAN 1 Cikeusal 664.000.000 532.856.680 | 95,08 (131.143.320)
Penyelenggaraan Pendidikan

1.984.660. 1.895.148.362 4 511.
SMAN 1 Cinangka 984.660.000 895.148.36 95,49 (89.511.638)
Penyelenggaraan Pendidikan

.480.000. .279.825.177 4,2 200.174.82.

SMAN 1 Ciomas 3.480.000.000 3.279.825 94,25 (200.174.823)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Ciruas 4.510.800.000 3.907.138.270 | 86,62 (603.661.730)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Gunung Sari 766.728.000 757.206.580 | 98,76 (9.521.420)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Jawilan 2.880.000.000 2.428545.011 | 84,32 (451.454.989)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Kibin 2.966.882.400 2.684.123.960 | 90,47 (282.758.440)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Kopo 2.053.518.500 2.009.992.053 | 97,88 (43.526.447)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Kragilan K] SMAN 1 914.400.000 907.600.000 | 99,26 (6.800.000)
Ciruas
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Kramat Watu 2.260.318.000 1.974.713.393 | 87,36 (285.604.607)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Mancak 1.756.800.000 1.246.177.949 | 70,93 (510.622.051)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Pabuaran 2.115.884.800 2.008.824.081 | 94,94 (107.060.719)
Penyelenggaraan Pendidikan

1.465.464.000 1.421.108.394 | 96,97 44.355.606
SMAN 1 Padarincang ( )
P 1 Pendidik

enyelenggaraan rendidian 3.304.800.000 3.098.977.420 | 93,77 (205.822.580)

SMAN 1 Pamarayan
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Detir 3.052.800.000 2.652.109.294 | 86,87 (400.690.706)
Penyelenggaraan Pendidikan

3.729.600.000 3.129.568.223 | 83,91 600.031.777
SMAN 1 Pontang ’ ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Puloampel 331.200.000 319.526.400 | 96,48 (11.673.600)
Penyelenggaraan Pendidikan 2.321.100.000 1.724.404.897 | 74,29 (596.695.103)
SMAN 1 Tirtayasa
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Waringinkurung 2.275.200.000 2.091.986.747 | 91,95 (183.213.253)
Penyelenggaraan Pendidikan 4.842.000.000 3395225170 | 70,12 (1.446.774.830)

SMAN 1 Kabupaten Tangerang
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Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran ®o) o ®o)
P ° P
(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Penyelenggaraan Pendidikan 3.589.074.750 3.210.487.081 | 89,45 (378.587.669)
SMAN 2 Kabupaten Tangerang
P It P idik
enyelenggaraan Pendidikan 4.759.200.000 3532295560 | 74,22 (1.226.904.440)
SMAN 3 Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan 4.266.000.000 3.833.158.463 | 89,85 (432.841.537)
SMAN 4 Kabupaten Tangerang
P It P, idik
enyelenggaraan Pendidikan 3.960.000.000 3.164.960.702 | 79,92 (795.039.298)
SMAN 5 Kabupaten Tangerang
P It P, idi
enyelenggaraan Pendidikan 4.454.000.000 3.013.451.940 | 67,66 (1.440.548.060)
SMAN 6 Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan 4.230.000.000 3.515.235.255 | 83,10 (714.764.745)
SMAN 7 Kabupaten Tangerang
P It P, idi
enyelenggaraan Pendidikan 3.477.600.000 2.829.390.068 | 81,36 (648.209.932)
SMAN 8 Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan 3.351.600.000 2.671.754.460 | 79,72 (679.845.540)
SMAN 9 Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 10 Kabupaten Tangerang 2.016.000.000 1.576.629.139 | 78,21 (439.370.861)
Penyelenggaraan Pendidikan 6.102.000.000 5.174.741.773 | 84,80 (927.258.227)
SMAN 11 Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 12 Kabupaten Tangerang 4.712.400.000 3.835.606.854 | 81,39 (876.793.146)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 13 Kabupaten Tangerang 3.810.460.000 2.960.929.216 | 77,71 (849.530.784)
Penyelenggaraan Pendidikan 2.826.997.300 2.554.131.770 | 90,35 (272.865.530)
SMAN 14 Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 15 Kabupaten Tangerang 2.538.000.000 1.953.197.750 | 76,96 (584.802.250)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 16 Kabupaten Tangerang 1.965.600.000 1.231.799.994 | 62,67 (733.800.006)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 17 Kabupaten Tangerang 3.780.000.000 2.858.100.458 | 75,61 (921.899.542)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 18 Kabupaten Tangerang 2.719.918.000 2.098.954.560 | 77,17 (620.963.440)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 19 Kabupaten Tangerang 4.273.200.000 3.578.196.367 | 83,74 (695.003.633)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 20 Kabupaten Tangerang 3.499.200.000 3.141.142.203 | 89,77 (358.057.797)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 21 Kabupaten Tangerang 2.714.400.000 2.327.169.684 | 85,73 (387.230.316)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 22 Kabupaten Tangerang 2.840.400.000 2.415.828.400 | 85,05 (424.571.600)
Penyelenggaraan Pendidikan
2.257.200.000 1.503.774.492 | 66,62 753.425.508
SMAN 23 Kabupaten Tangerang ’ ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
4.003.200.000 2.489.923.480 | 62,20 1.513.276.520
SMAN 24 Kabupaten Tangerang ’ ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 25 Kabupaten Tangerang 2.700.000.000 2.273.033.330 | 84,19 (426.966.670)
Penyelenggaraan Pendidikan
2.444.400.000 2.243.895.903 | 91,80 200.504.097
SMAN 26 Kabupaten Tangerang ’ ( )
P 1 Pendidik
enyelenggaraan rendidixan 3.340.800.000 3.019.975.764 | 90,40 (320.824.236)

SMAN 27 Kabupaten Tangerang
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Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
Rp) % Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Penyelenggaraan Pendidikan
3.546.000.000 2373644253 | 66,94 1.172.355.747
SMAN 28 Kabupaten Tangerang ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
17.200. 74426746 | 82, 142.773.254
SMAN 29 Kabupaten Tangerang 8 00.000 6 6.746 | 8253 ( 3.254)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Cilegon 4.176.000.000 3.289.000210 | 78,76 (886.999.790)
Penyelenggaraan Pendidikan
4.348.080. 625.711.94 , 722.368.
SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon 348.080.000 3.625 945 | 83,39 (722.368.055)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 3 Cilegon 2.748.000.000 2.093.198.296 | 76,17 (654.801.704)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 4 Cilogon 2.120.400.000 1.836.118.945 | 86,59 (284.281.055)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 5 Cilegon 2.122.560.000 1.874.583.755 | 88,32 (247.976.245)
Penyelenggaraan Pendidikan
996.364. 199.759.127 | 86,72 796.604.87
SMAN 1 Kota Serang 5.996.364.000 5.199.759 86 (796.604.873)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 2 Kota Serang 6.303.600.000 5.024.171.047 | 79,70 (1.279.428.953)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 3 Kota Serang 4.730.400.000 4479.628579 | 94,70 (250.771.421)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 4 Kota Serang 4.258.800.000 3.499.181.638 | 82,16 (759.618.362)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 5 Kota Serang 3.925.884.000 2.979.535.298 | 75,89 (946.348.702)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 6 Kota Serang 3.661.200.000 3.300.612.473 | 90,15 (360.587.527)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 7 Kota Serang 1.310.400.000 1.200.424.346 | 91,61 (109.975.654)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 8 Kota Serang 3.081.024.000 2.760.678.763 | 89,60 (320.345.237)
Penyel Pendidik
enye enggaraan rendicican 3.200.400.000 2462429719 | 76,94 (737.970.281)
SMAN 1 Tangerang
Penyel Pendidik
enye enggaraan rendicican 4.017.600.000 3.009.741.637 | 74,91 (1.007.858.363)
SMAN 2 Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan 3.456.000.000 2713463412 | 7851 (742.536.588)
SMAN 3 Tangerang
Penyel Pendidik
enye enggaraan rendician 3.315.600.000 2303.799.818 | 69,48 (1.011.800.182)
SMAN 4 Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan 3.664.800.000 2.846.042.011 | 77,66 (818.757.989)
SMAN 5 Tangerang
Penyel Pendidik
enye enggaraan rendician 3.949.200.000 2.918.008.104 | 73,89 (1.031.191.896)
SMAN 6 Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan 3.477.600.000 2.731.115.554 | 78,53 (746.484.446)
SMAN 7 Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan 3.110.400.000 2.660.908.203 | 85,55 (449.491.797)
SMAN 8 Tangerang
Penyel Pendidik
enye enggaraan rendician 3.351.500.000 2.649.058.708 | 79,04 (702.441.292)
SMAN 9 Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan 2.970.000.000 2.613.837.132 | 88,01 (356.162.868)
SMAN 10 Tangerang
Penyel Pendidik
enye enggaraan rendician 2.912.400.000 1.970.502.089 | 67,66 (941.897.911)

SMAN 11 Tangerang
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Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) 2) (3) 4) (5) (6)=(4)-(3)
P 1 Pendidik
enyelenggaraan Pendidikan 3.438.000.000 2.745.409.015 | 79,85 (692.590.985)
SMAN 12 Tangerang
P 1 Pendidik
enyelenggaraan Pendidikan 3.024.000.000 2174182341 | 71,90 (849.817.659)
SMAN 13 Tangerang
P 1 Pendidik
enyelenggaraan Pendidikan 3.337.200.000 2.677.541.742 | 80,23 (659.658.258)
SMAN 14 Tangerang
P 1 Pendidik
enyeienggaraan rendidian 4.140.000.000 3.458.839.335 | 83,55 (681.160.665)
SMAN 15 Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 1 Kota Tangerang Selatan 3.880.800.000 2.979.821.716 | 76,78 (900.978.284)
Penyelenggaraan Pendidikan
5.266.800.000 3.737.959.273 | 70,97 1.528.840.727
SMAN 2 Kota Tangerang Selatan ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
.337.200. 2.332.759. A 1.004.440.661
SMAN 3 Kota Tangerang Selatan 3.337.200.000 332.759.339 | 69,90 (1.004.440.661)
Penyelenggaraan Pendidikan
3.574.800.000 2.816.659.536 | 78,79 758.140.464
SMAN 4 Kota Tangerang Selatan ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 5 Kota Tangerang Selatan 3.502.800.000 2.218.149.404 | 63,33 (1.284.650.596)
Penyelenggaraan Pendidikan
4.046.400.000 3.310.173.588 | 81,81 736.226.412
SMAN 6 Kota Tangerang Selatan ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
5.130.000.000 4.000.736.713 | 77,99 1.129.263.287
SMAN 7 Kota Tangerang Selatan ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 8 Kota Tangerang Selatan 3.355.200.000 2.586.141.401 | 77,08 (769.058.599)
Penyelenggaraan Pendidikan
3.639.600.000 2.434.715.659 | 66,90 1.204.884.341
SMAN 9 Kota Tangerang Selatan ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 10 Kota Tangerang Selatan 2.898.000.000 2.078.376.188 | 71,72 (819.623.812)
Penyelenggaraan Pendidikan
3.574.800.000 2.759.601.413 | 77,20 815.198.587
SMAN 11 Kota Tangerang Selatan ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
SMAN 12 Kota Tangerang Selatan 3.654.000.000 3.163.057.413 | 86,56 (490.942.587)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Bayah 2.619.848.000 2.455.414.500 | 93,72 (164.433.500)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Cibeber 1.313.768.000 1.066.450.753 | 81,17 (247.317.247)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Cikulur 1.669.189.000 1.646.999.500 | 98,67 (22.189.500)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Cileles 1.056.000.000 1.040.516.000 | 98,53 (15.484.000)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Sobang 1.256.000.000 1.222.510.500 | 97,33 (33.489.500)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Cipanas 2.444.500.000 2.087.842.971 | 85,41 (356.657.029)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Cirinten 1.116.000.000 1.031.544.200 | 92,43 (84.455.800)
P 1 Pendidik
enyelenggaraan rendidian 772.000.000 763.002.000 | 98,83 (8.998.000)
SMKN Curug Bitung
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Gunung Kencana 1.096.000.000 1.072.823.403 | 97,89 (23.176.597)
P 1 Pendidik
enyelenggaraan rendidian 538.632.000 390.060.500 | 72,42 (148.571.500)

SMKN 1 Lebak Gedong

II-16



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) 2) (3) 4) (5) (6)=(4)-(3)
P 1 Pendidik
enyelenggaraan Pendidikan 6.160.000.000 5.926.835.221 | 96,21 (233.164.779)
SMKN 1 Malingping
Penyelenggaraan Pendidikan
.840.000. 161.294.772 , 78.705.22,
SMKN 1 Rangkasbitung 6.840.000.000 6.161.29 90,08 (678.705.228)
Penyelenggaraan Pendidikan
6.554.500.000 5.246.629.311 | 80,05 1.307.870.689
SMKN 2 Rangkasbitung ( )
P 1 Pendidik
enyelenggaraan Pendidikan 1.098.011.500 1.007.616.500 | 91,77 (90.395.000)
SMKN 1 Warunggunung
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Pandeglang 9.520.000.000 8.417.681.239 | 88,42 (1.102.318.761)
Penyelenggaraan Pendidikan
.232.000. 2.899.348. ,71 2.651.
SMKN 2 Pandeglang 3.232.000.000 899.348.950 | 89 (332.651.050)
Penyelenggaraan Pendidikan
4.410.998. .871.398.4 7,77 .599.564
SMKN 3 Pandeglang 0.998.000 3.871.398.436 | 8 (539.599.564)
Penyelenggaraan Pendidikan
3.036.000.000 2.830.556.914 | 93,23 205.443.086
SMKN 4 Pandeglang ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 5 Pandeglang 3.012.000.000 2.581.495.698 | 85,71 (430.504.302)
Penyelenggaraan Pendidikan
3.728.000.000 3.398.689.180 | 91,17 329.310.820
SMKN 6 Pandeglang ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
2.961.000.000 2.655.402.514 | 89,68 305.597.486
SMKN 7 Pandeglang ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 8 Pandeglang 1.868.000.000 1.721.036.001 | 92,13 (146.963.999)
Penyelenggaraan Pendidikan
2.766.000.000 2.283.794.056 | 82,57 482.205.944
SMKN 9 Pandeglang ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 10 Pandeglang 1.604.000.000 1.480.039.500 | 92,27 (123.960.500)
Penyelenggaraan Pendidikan
1.816.000.000 1.641.150.860 | 90,37 174.849.140
SMKN 11 Pandeglang ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 12 Pandeglang 3.620.000.000 2.997.538.990 | 82,80 (622.461.010)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Anyer 3.440.000.000 3.379.693.073 | 98,25 (60.306.927)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Cikande 2.636.300.000 2.364.299.460 | 89,68 (272.000.540)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Cinangka 2.429.618.500 2.337.075.375 | 96,19 (92.543.125)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Ciruas 5.120.000.000 4.862.152.593 | 94,96 (257.847.407)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Kragilan 572.000.000 571.970.000 | 99,99 (30.000)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Keamatwatu 4.372.000.000 4.184.312.000 | 95,71 (187.688.000)
Penyelenggaraan Pendidikan
3.248.000.000 3.082.374.735 | 94,90 165.625.265
SMKN 1 Puloampel ’ ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Tanara 2.556.000.000 2.334.082.055 | 91,32 (221.917.945)
Penyelenggaraan Pendidikan 7.559.050.000 6.666.355.336 | 88,19 (892.694.664)
SMKN 1 Tunjung Teja
P 1 Pendidik
enye enggaraan rendidikan 9.412.000.000 8.177.060.678 | 86,88 (1.234.939.322)

SMKN 1 Kabupaten Tangerang
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran ®o) o ®o)
P ° P
(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)

Penyelenggaraan Pendidikan 2.236.000.000 1987.451.722 | 88,88 (248.548.278)
SMKN 2 Kabupaten Tangerang
P It P idik.

enyelenggaraan Pendidikan 5.856.000.000 5.363.164.669 | 91,58 (492.835.331)
SMKN 3 Kabupaten Tangerang
P It P idik.

enyelenggaraan Pendidikan 9.336.000.000 8.336.333.416 | 89,29 (999.666.584)
SMKN 4 Kabupaten Tangerang
P It P idik.

enyelenggaraan Pendidikan 3.532.000.000 3.101.413.000 | 87,81 (430.587.000)
SMKN 5 Kabupaten Tangerang
P It P idi

enyelenggaraan Pendidikan 7.620.000.000 6.071.929.532 | 79,68 (1.548.070.468)
SMKN 6 Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan 4.792.000.000 3.923.116.498 | 81,87 (868.883.502)
SMKN 7 Kabupaten Tangerang
P It P idi

enyelenggaraan Pendidikan 4.548.000.000 4158341554 | 91,43 (389.658.446)
SMKN 8 Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan 4.032.000.000 3.767.559.175 | 93,44 (264.440.825)
SMKN 9 Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 10 Kabupaten Tangerang 2.816.000.000 2.710.341.000 | 96,25 (105.659.000)
Penyelenggaraan Pendidikan 4.108.000.000 3.455.540.900 | 84,12 (652.459.100)
SMKN 11 Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan

6.956.000.000 6.168.568.006 | 88,68 787.431.994

SMKN 12 Kabupaten Tangerang ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Cilegon 3.108.000.000 2.465.274.948 | 79,32 (642.725.052)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 2 Cilegon 3.296.000.000 2.651.057.082 | 80,43 (644.942.918)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 3 Cilegon 940.000.000 920.054.804 | 97,88 (19.945.196)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 4 Cilegon 9.352.000.000 7.668.275.101 82,00 (1.683.724.899)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Kota Serang 9.576.000.000 7.918.272.950 | 82,69 (1.657.727.050)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 2 Kota Serang 4.844.000.000 4.109.483.590 | 84,84 (734.516.410)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 3 Kota Serang 5.824.000.000 5.016.260.385 86,13 (807.739.615)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 4 Kota Serang 5.160.000.000 4.494.706.662 | 87,11 (665.293.338)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 5 Kota Serang 2.625.373.000 2.541.017.100 | 96,79 (84.355.900)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 6 Kota Serang 4.312.000.000 3.004.225.184 | 69,67 (1.307.774.816)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 7 Kota Serang 2.388.000.000 2.243.164.623 | 93,93 (144.835.377)
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN Pertanian 6.076.000.000 4.475.038.615 73,65 (1.600.961.385)
P 1 Pendidik

enyelenggaraan rendidian 4.976.000.000 4.060.456.838 | 81,60 (915.543.162)
SMKN 1 Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan 4.692.000.000 3.710.299.375 | 79,08 (981.700.625)
SMKN 2 Tangerang
P 1 Pendidik

enye enggaraan rendidikan 6.275.441.000 4.067.636.210 | 64,82 (2.207.804.790)

SMKN 3 Tangerang
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
P 1 Pendidik
enyelenggaraan Pendidikan 4.632.000.000 4.056.474.077 | 87,58 (575.525.923)
SMKN 4 Tangerang
P It P idik.
enyelenggaraan Pendidikan 2.072.000.000 1.806.093.018 | 87,17 (265.906.982)
SMKN 5 Tangerang
P It P idi
enyelenggaraan Pendidikan 3.396.000.000 2.578.981.734 | 7594 (817.018.266)
SMKN 6 Tangerang
P It P idik.
enyelenggaraan Pendidikan 2.604.000.000 2.282.740.046 | 87,66 (321.259.954)
SMKN 7 Tangerang
P It P idi
enyelenggaraan Pendidikan 3.428.000.000 3.167.706517 | 92,41 (260.293.483)
SMKN 8 Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan 5.417.600.000 4.490.057.796 | 82,88 (927.542.204)
SMKN 9 Tangerang
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 1 Kota Tangerang Selatan 5.188.000.000 3.939.370.435 75,93 (1.248.629.565)
Penyelenggaraan Pendidikan
3.192.000.000 2.799.887.985 87,72 392.112.015
SMKN 2 Kota Tangerang Selatan ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 3 Kota Tangerang Selatan 2.920.000.000 2.416.968.207 | 82,77 (503.031.793)
Penyelenggaraan Pendidikan
3.368.000.000 2.771.103.200 | 82,28 596.896.800
SMKN 4 Kota Tangerang Selatan ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
2.748.000.000 2.669.047.890 | 97,13 78.952.110
SMKN 5 Kota Tangerang Selatan ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
SMKN 6 Kota Tangerang Selatan 2.008.000.000 1.634.910.078 | 81,42 (373.089.922)
Penyelenggaraan Pendidikan
7.772.000.000 6.011.025.585 77,34 1.760.974.415
SMKN 7 Kota Tangerang Selatan ( )
Penyelenggaraan Pendidikan
Sekolah Model CMBBS 6.560.844.000 5.964.944.189 | 90,92 (595.899.811)
if;i?a dan Prasarana SMA (DAK 13.659.624.000 13.191.427.800 | 96,57 (468.196.200)
S dan P SMK (DAK
F?;ir)la an trasarana ( 68.486.397.000 55.111.327.142 | 80,47 (13.375.069.858)
Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SMA N i (DAK) pada Cab
VA Negeri (DAK) pada Cabang 24.099.036.304 23.791.008.500 | 98,72 (308.027.804)
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak
Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SMA Negeri (DAK) pada Cabang
Dinas Pendidikan dan 17.724.340.498 17.526.165.142 | 98,88 (198.175.356)
Kebudayaan Wilayah Kab.
Pandeglang
Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SMK Negeri (DAK) pada Cabang
Dinas Pendidikan dan 34.023.483.597 34.274.011.660 | 100,74 250.528.063
Kebudayaan Wilayah Kota
Cilegon, Kota Serang dan Kab.
Serang
Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SMA Negeri (DAK) pada Cabang
Dinas Pendidikan dan 38.860.699.510 38.244.573.900 | 98,41 (616.125.610)

Kebudayaan Wilayah Kab.
Tangerang
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Uraian

Pagu Anggaran

Realisasi

Selisih

(Rp)

%

(Rp)

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)=(4)-(3)

Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SMA Negeri (DAK) pada Cabang
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kota
Tangerang dan Kota Tangerang
Selatan

39.874.305.975

37.350.040.998

93,67

(2.524.264.977)

Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SMK Negeri (DAK) pada Cabang
Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak

13.855.466.196

13.732.496.864

99,11

(122.969.332)

Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SMK Negeri (DAK) pada Cabang
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Pandeglang

18.010.413.141

17.900.476.948

99,39

(109.936.193)

Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SMA Negeri (DAK) pada Cabang
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kota
Cilegon, Kota Serang dan Kab.
Serang

44.270.542.156

42.851.040.211

96,79

(1.419.501.946)

Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SMK Negeri (DAK) pada Cabang
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Tangerang

25.561.696.174

24.990.508.247

97,77

(571.187.927)

Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SMK Negeri (DAK) pada Cabang
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kota
Tangerang dan Kota Tangerang
Selatan

25.296.511.487

24.223.865.338

95,76

(1.072.646.149)

Program Pendidikan Khusus

12.325.177.723

12.071.312.846

97,94

(253.864.877)

Peningkatan Kurikulum
Pendidikan Khusus

5.163.743.000

5.113.792.152

99,03

(49.950.848)

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan Khusus

1.343.400.000

1.322.322.842

98,43

(21.077.158)

Peningkatan Peserta Didik
Pendidikan Khusus

1.344.398.348

1.335.072.000

99,31

(9.326.348)

Penyelenggaraan Pendidikan
SKHN 03 Lebak

79.500.000

50.424.015

63,43

(29.075.985)

Penyelenggaraan Pendidikan
SKHN 01 Lebak

145.500.000

127.166.470

87,40

(18.333.530)

Penyelenggaraan Pendidikan
SKHN 02 Lebak

181.500.000

174.946.921

96,39

(6.553.079)

Penyelenggaraan Pendidikan
SKHN 1 Pembina Pandeglang

139.500.000

135.513.453

97,14

(3.986.547)

Penyelenggaraan Pendidikan
SKHN 01 Kabupaten Tangerang

247.500.000

197.127.516

79,65

(50.372.484)

Penyelenggaraan Pendidikan
SKHN 02 Kota Serang

172.500.000

164.870.852

95,58

(7.629.148)
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Uraian

Pagu Anggaran

Realisasi

Selisih

(Rp)

%

(Rp)

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)=(4)-(3)

Penyelenggaraan Pendidikan
SKHN 01 Kota Serang

226.289.000

180.308.225

79,68

(45.980.775)

Pendidikan Khusus (DAK FISIK)

1.375.976.000

1.366.292.000

99,30

(9.684.000)

Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SKh Negeri (DAK) pada Cabang
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak

619.769.494

618.878.400

99,86

(891.094)

Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SKh Negeri (DAK) pada Cabang
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Pandeglang

227.943.446

227.080.000

99,62

(863.446)

Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SKh Negeri (DAK) pada Cabang
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kota
Cilegon, Kota Serang dan Kab.
Serang

652.860.283

652.720.000

99,98

(140.283)

Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SKh Negeri (DAK) pada Cabang
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Tangerang

404.798.152

404.798.000

100,00

(152)

Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5.250.000.000

4.432.475.250

84,43

(817.524.750)

Peningkatan Tenaga Pendidik dan
Kependidikan SMA, Layanan
Pendidikan Khusus

1.450.000.000

1.049.766.000

72,40

(400.234.000)

Peningkatan Tenaga Pendidik dan
Kependidikan SMK

1.550.000.000

1.203.701.200

77,66

(346.298.800)

Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pendidikan

2.250.000.000

2.179.008.050

96,84

(70.991.950)

Program Peningkatan Mutu
Pembelajaran

300.000.000

273.530.000

91,18

(26.470.000)

Peningkatan Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pendidikan

200.000.000

177.030.000

88,52

(22.970.000)

Evaluasi Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pendidikan

100.000.000

96.500.000

96,50

(3.500.000)

Program Pelestarian Kebudayaan

1.996.900.000

1.845.326.600

92,41

(151.573.400)

Pelestarian, Pengembangan dan
Pemanfaatan Cagar Budaya dan
Permuseuman

496.900.000

477.265.400

96,05

(19.634.600)

Pelestarian, Pengembangan dan
Pemanfaatan Sejarah, Nilai Tradisi
dan Kesenian

700.000.000

587.141.200

83,88

(112.858.800)

Peningkatan Sumberdaya
Manusia Kebudayaan

800.000.000

780.920.000

97,62

(19.080.000)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)
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2.2.2.2 Dinas Kesehatan

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 7 Program dan 68
kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi anggaran
program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(RP) % (Rp)

(1) 2) 3) 4 (5) (6)=(4)-(3)
PENDAPATAN 61.982.795.996 69.361.073.922 | 111,90 7.378.277.926
BELANJA DAERAH 641.410.839.000 575.543.397.671 | 89,73 (65.867.441.329)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 100.783.000.000 94.108.805.425 | 93,38 (6.674.194.575)
BELANJA LANGSUNG 540.627.839.000 481.434.592.246 | 89,05 (59.193.246.754)
Program Tata Kelola Pemerintahan 161.814.560.243 141.800.727.263 | 87,63 (20.013.832.980)

Penyusunan Laporan Kinerja
192.770.000 171.088.565 | 88,75 (21.681.435)
Keuangan dan Neraca Aset
P , Evaluasi d
crencanaan, Bvatiast can 266.034.000 221.405.000 | 83,22 (44.629.000)
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana
17.179.002.006 15.040.903.180 | 87,55 (2.138.098.826)
Kantor
Pemelih. S d
emeTharaan satana can 1.635.913.700 1329.690.500 | 81,28 (306.223.200)
Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa
6.287.902.000 4.821.704.133 | 76,68 (1.466.197.867)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 115.000.000 94.185.000 | 81,90 (20.815.000)
Rapat Koordinasi Kedalam dan 635.000.000 634.904.981 | 99,99 (95.019)
Keluar Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset pada 151.169.200 138.246.836 | 91,45 (12.922.364)
RSUD Malingping
P Evaluasi d
crencanaan, Bvo nastcan 171.880.000 167.396.000 | 97,39 (4.484.000)
Pelaporan pada RSUD Malingping
P daan S P
engadaan sarana | rasarana 48.289.840.200 47610227912 | 98,59 (679.612.288)
Kantor pada RSUD Malingping
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada RSUD 970.640.000 719.561.137 | 74,13 (251.078.863)
Malingping
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada RSUD 7.637.731.277 6.874.902.082 | 90,01 (762.829.195)
Malingping
Koordinas dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada 436.900.000 361.009.000 | 82,63 (75.891.000)
RSUD Malingping
Peningkatan K itas Aparat
eningeasan hapasitas Aparatut 242.500.000 232.791.200 | 96,00 (9.708.800)
pada RSUD Malingping
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset pada 33.836.000 27.836.000 | 82,27 (6.000.000)
RSUD Banten
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan pada RSUD Banten 158.265.000 49.550.500 | 31,31 (108.714.500)
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada RSUD Banten 8.201.689.860 5.483.366.913 | 66,86 (2.718.322.947)
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
Rp) % (Rp)
(1) 2) (3) 4) (5) (6)=(4)-(3)
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada RSUD 3.933.575.000 834.002.237 | 21,20 (3.099.572.763)
Banten
Penyediaan Barang dan Jasa 39.074.299.000 32.855.903.230 | 84,09 (6.218.395.770)
Perkantoran pada RSUD Banten T T ’ T
Peningk K itas A
eningkatan Kapasitas Aparatur 190.770.000 83.782.802 | 43,92 (106.987.198)
pada RSUD Banten
Perbendaharaan dan Verifikasi
37.455.000 37.455.000 | 100,00 -
pada RSUD Banten
P i Data P
enyediaan Data Pembangunan 101.955.000 81.861.497 | 80,29 (20.093.503)
Sektoral
B ional Keseh
antuan Operasional Kesehatan 2.367.000.000 1.465.139.490 | 61,90 (901.860.510)
(DAK)
Pengadaan Sarana dan Prasarana
17.400.301.000 17.377.510.000 | 99,87 22.791.000
Kesehatan RSUD Banten (DAK) ( )
Koordinas dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada 165.096.000 139.978.281 | 84,79 (25.117.719)
RSUD Banten
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD Pelatihan 82.850.000 81.200.000 | 98,01 (1.650.000)
Kesehatan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD 398.530.000 367.579.200 | 92,23 (30.950.800)
Pelatihan Kesehatan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pelatihan 611.106.000 572.956.495 | 93,76 (38.149.505)
Kesehatan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD 200.700.000 200.668.541 | 99,98 (31.459)
Pelatihan Kesehatan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD Laboratorium 1.910.000.000 1.391.420.404 | 72,85 (518.579.596)
Kesehatan Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD 669.000.000 654.384.850 | 97,82 (14.615.150)
Laboratorium Kesehatan Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD 1.985.850.000 1.648.429.597 | 83,01 (337.420.403)
Laboratorium Kesehatan Daerah
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD 80.000.000 29.686.700 | 37,11 (50.313.300)
Laboratorium Kesehatan Daerah
Program Upaya Peninglatan 4.192.681.000 3.693.512.784 | 88,09 (499.168.216)
Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Kesehatan Keluarga 977.224.000 945.016.475 | 96,70 (32.207.525)
dan Gizi
Promosi Kesehatan dan 1,522.108.000 1.288.648.834 | 84,66 (233.459.166)
Pemberdayaan Masyarakat
Upaya Kesehatan Kerja dan 213.460.000 202.166.700 | 94,71 (11.293.300)
Olahraga
Peningkatan Kesehat
eningiatan fesehatan 399.349.000 354.849.935 | 88,86 (44.499.065)
Lingkungan
P Stunting (DAK
enurunan Stunting ( 1.080.540.000 902.830.840 | 83,55 (177.709.160)
Penugasan)
P Peningkatan Akses d
rogram reningiaian A «ses dan 232.700.271.000 |  227.802.589.337 | 97,90 (4.897.681.663)
Mutu Pelayanan Kesehatan
Pembi U Kesehat
embinaan Upaya Resehatan 2.057.000.000 1.866.752.000 | 90,75 (190.248.000)
Rujukan
Pembi d i
embiayaan dan Jaminan 207572205000 |  222.958.169.933 | 97,97 (4.614.035.067)
Pemeliharaan Kesehatan
Pel Kesehatan bagi
cayanal heseharan bagt 1.361.356.000 1.316.184.500 | 96,68 (45.171.500)
Masyarakat Miskin
Kerjasama Pelayanan Kesehatan 1.709.710.000 1.661.482.904 | 97,18 (48.227.096)
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Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(Rp) % Rp)

(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Program Peningkatan Pelayanan 124.586.346.719 95.703.884.291 | 76,82 (28.882.462.428)
Kesehatan

Pemantauan pelayanan 199.314.000 174.542.550 | 87,57 (24.771.450)
Operasional pelayanan 189.180.000 184.050.004 | 97,29 (5.129.996)
Asuhan dan Etika Keperawatan 216.545.000 212.727.170 | 98,24 (3.817.830)
Pembi P
embinaan dan Pengembangan 41.047.250 37.187.553 | 90,60 (3.859.697)
Keperawatan
Pengelolaan B is RSUD
engelolaan Barang Medis RSU 15.806.044.715 14.918.479.697 | 94,38 (887.565.018)
Banten
Pengelolaan B i
engelolaan Barang Non Medis 2.853.470.370 2.639.007.905 | 92,48 (214.462.465)
RSUD Banten
Sistem Informasi Manajemen
) 71.710.000 68.429.229 | 9542 (3.280.771)
Rumah Sakit
Rekam Medis 49.002.500 49.002.500 | 100,00 -
P b Mutu d
engembangan V.t can 94.260.000 76741231 | 8141 (17.518.769)
Kerjasama RSUD Malingping
Peningkatan Pel
eningiatan £ eayanan 104.355.000 95.981.000 | 91,98 (8.374.000)
Keperawatan Rawat Inap
Peningkatan Pelayanan
Keperawatan Rawat Jalan dan 92.355.000 84.269.000 | 91,24 (8.086.000)
Rawat Khusus
Mutu Penunjang Medis RSUD
i renumjang Vedis 5.237.830.585 4618779543 | 88,18 (619.051.042)
Malingping
Mutu Penunjang Non Medi
s enumang won edis 1.551.825.430 1.029.046.492 | 66,31 (522.778.938)
RSUD Malingping
Etika dan Mutu Pel RSUD
1a dan Muth Telayanan 112.870.000 85.085.000 | 75,38 (27.785.000)
Malingping
Pelayanan Kesehatan (BLUD) 97.966.536.869 71430.555.417 | 72,91 (26.535.981.452)
P P han Pengendali
rogram tencegatian Tengencatlan 2.575.619.100 2.243.630.352 | 87,11 (331.988.748)
Penyakit
P han dan Pengendali
enceganan dan rengendatian 508.893.100 441963113 | 86,85 (66.929.987)
Penyakit Menular
Pencegahan, Pengendalian 369.936.000 342315000 | 92,53 (27.621.000)
Penyakit Tidak Menular o T i e
Surveilans, Imunisasi dan Krisi
HrVertans, Tmisast dan Brisis 688.600.000 612.818.979 | 88,99 (75.781.021)
Kesehatan
Upaya Kesehatan Jiwa 654.140.000 539.813.000 | 82,52 (114.327.000)
Pencegahan, Pengendalian
Penyakit Menular Bersumber 354.050.000 306.720.260 | 86,63 (47.329.740)
Binatang
Program Pemberdayaan Sumberdaya 13.326.375.938 9.042.351.750 | 67,85 (4.284.024.188)
Kesehatan dan Kefarmasian
Perencanaan dan Pendayagunaan 10.636.316.338 6.628223.659 | 62,32 (4.008.092.679)
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Ketersediaan Obat Publik dan 2.191.374.600 2142325753 | 97,76 (49.048.847)
Perbekalan Kesehatan
Pengendalian, Pengawasan
Produk dan Distribusi 203.450.000 200.626.888 | 98,61 (2.823.112)
Kefarmasian dan Pangan
Penglajian Pengembangan dan 123.685.000 60.070.650 | 48,57 (63.614.350)
Pengendalian Mutu Kesehatan
Penyel Pendidikan d
enyelenggaraan rendidiian dan 171.550.000 11.104.800 | 6,47 (160.445.200)
Pelatihan Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan
, 1.431.985.000 1.147.896.469 | 80,16 (284.088.531)
Laboratorium Kesehatan Daerah
Pelayanan Laboratorium Klinik
dan Laboratorium Kesehatan 420.000.000 365118226 | 86,93 (54.881.774)

Masyarakat
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Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

Rp) % Rp)

(1) () (3) 4) (5) (6)=(4)-(3)
Pengendalian Mutu Laboratorium 599.035.000 590.010.743 | 98,49 (9.024.257)
Kesehatan Daerah
Akreditasi Labkesda (DAK) 412.950.000 192.767.500 | 46,68 (220.182.500)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun 2019

terdapat 5 Program dan 79 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun

target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 2.5

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(Rp) % (Rp)

(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
PENDAPATAN 883.620.650 2.223.660.127 | 251,65 1.340.039.477
BELANJA DAERAH 1.208.203.265.989 989.194.013.401 81,87 (219.009.252.588)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 62.400.000.000 47.703.934.617 | 76,45 (14.696.065.383)
BELANJA LANGSUNG 1.145.803.265.989 941.490.078.784 | 82,17 (204.313.187.205)
Program Tata Kelola Pemerintahan 55.735.476.877 44.160.106.178 | 79,23 (11.575.370.699)

P L Kinerj

enyustnan taporan fimera 188.923.000 187.923.000 | 99,47 (1.000.000)
Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan

1.480.840.000 1.179.679.601 79,66 (301.160.399)
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana
5.067.043.700 236.137.500 4,66 (4.830.906.200)

Kantor
Pemeliharaan Sarana dan 2.195.000.000 1.230.176.530 | 56,04 (964.823.470)
Prasarana Kantor
P diaan B d

enyediaan Barang dan Jasa 8.589.628.000 7.667.957.350 | 89,27 (921.670.650)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 196.700.000 48.580.000 | 24,70 (148.120.000)
Rapat Koordinasi Kedalam d.

apat Boordinast fedalam dan 400.000.000 340.153.806 | 85,04 (59.846.194)
Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 69.306.500 63.912.000 | 92,22 (5.394.500)
Perpustakaan
P di Data Pemb

enyediaan ata fembangunan 558.745.000 412.806.000 | 73,88 (145.939.000)
Sektoral
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkant da UPTD

erantoran pada L4t , 944.844.020 910.396.300 | 96,35 (34.447.720)
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Ciliman-Cisawarna

I1-25




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Uraian

Pagu Anggaran

Realisasi

Selisih

(Rp)

%

(Rp)

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)=(4)-(3)

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Jalan dan Jembatan Lebak

3.138.124.000

3.019.222.422

96,21

(118.901.578)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Lebak

1.170.000.000

1.036.752.572

88,61

(133.247.428)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Lebak

2.939.800.000

2.817.152.968

95,83

(122.647.032)

Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Lebak

110.000.000

105.488.750

95,90

(4.511.250)

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Jalan dan Jembatan Pandeglang

1.362.022.000

1.240.141.000

91,05

(121.881.000)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Pandeglang

674.170.000

601.956.400

89,29

(72.213.600)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Pandeglang

2.722.760.000

2.561.240.005

94,07

(161.519.995)

Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Pandeglang

47.800.000

46.760.000

97,82

(1.040.000)

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Jalan dan Jembatan Serang dan
Cilegon

3.687.484.000

1.826.268.350

49,53

(1.861.215.650)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Serang dan Cilegon

556.350.000

484.440.752

87,07

(71.909.248)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Serang dan Cilegon

3.376.222.200

3.046.750.303

90,24

(329.471.897)

Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Serang dan Cilegon

17.200.000

13.350.000

77,62

(3.850.000)

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Jalan dan Jembatan Tangerang

71.366.000

69.049.000

96,75

(2.317.000)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Tangerang

885.050.000

832.381.499

94,05

(52.668.501)
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Uraian

Pagu Anggaran

Realisasi

Selisih

(Rp)

%

(Rp)

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)=(4)-(3)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Tangerang

2.565.785.200

2.442.885.677

95,21

(122.899.523)

Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Jalan dan
Jembatan Tangerang

50.160.000

50.160.000

100,00

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Cidurian-Cisadane

2.324.390.868

2.228.920.041

95,89

(95.470.827)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Ciujung-Cidanau

1.674.442.000

1.604.056.000

95,80

(70.386.000)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Ciujung-Cidanau

2.146.086.600

1.824.197.438

85,00

(321.889.162)

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengujian
Bahan Kontruksi Bangunan dan
Informasi Kontruksi

21.610.000

21.610.000

100,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengujian
Bahan Kontruksi Bangunan dan
Informasi Kontruksi

785.569.900

715.795.600

91,12

(69.774.300)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Pengujian Bahan Kontruksi
Bangunan dan Informasi
Kontruksi

309.295.000

303.229.600

98,04

(6.065.400)

Koordinasi dan Konsultasi Ke
dalam dan Keluar Daerah pada
UPTD Pengujian Bahan Kontruksi
Bangunan dan Informasi
Kontruksi

85.532.000

83.894.000

98,08

(1.638.000)

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai Cidurian-
Cisadane

1.619.422.572

1.573.896.568

97,19

(45.526.004)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Cidurian-Cisadane

1.086.151.307

1.053.556.496

97,00

(32.594.811)

Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai Cidurian-Cisadane

118.616.000

117.560.000

99,11

(1.056.000)

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai Ciliman-
Cisawarna

676.230.000

548.619.000

81,13

(127.611.000)

11-27




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) 2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)

Pemeliharaan Sarana dan
P K PTD

rasarana Kantor pada U . 605.166.510 528.665.900 | 87,36 (76.500.610)
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Ciliman-Cisawarna
Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Daerah Aliran 70.000.000 38.320.000 | 54,74 (31.680.000)
Sungai Ciliman-Cisawarna
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kant da UPTD P lol

anor paca cngeoraan 990.950.800 964.554.050 | 97,34 (26.396.750)
Daerah Aliran Sungai Ciujung-
Cidanau
Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Daerah Aliran 156.689.700 81.509.700 | 52,02 (75.180.000)
Sungai Ciujung-Cidanau

Program Pembangunan Jalan dan 935.516.399.623 |  782.708.634.539 | 83,67 | (152.807.765.084)
mbatan

Pemb dan Peningkat

embangtinan dan teningiatan 130958571450 |  125.781.636.348 | 96,05 (5.176.935.102)
Jalan Wilayah Utara
Pembangunan dan Peningkatan 245.914.802.000 |  241.978.493.776 | 98,40 (3.936.308.224)
Jalan Wilayah Selatan
Pembangunan Jembatan 30.159.812.400 23.644.844.600 | 78,40 (6.514.967.800)
Pengadaan Lahan Kebinamargaan 265.237.656.726 142.781.027.480 | 53,83 (122.456.629.246)
Peningkatan Jalan Provinsi (DAK) 45.372.396.690 44.658.443.859 | 98,43 (713.952.831)
P Pemb 1

erencanaan Pembangunan Jalan 8.258.125.000 7.735.297.630 | 93,67 (522.827.370)
dan Jembatan
Pengawasan Pembangunan dan
Pemeliharaan Infrastruktur 9.154.263.600 7.169.693.350 | 78,32 (1.984.570.250)
Kebinamargaan
Pengadaan dan Pemeliharaan
Bahan/Peralatan Kebinamargaan 5.546.102.573 5.351.070.020 96,48 (195.032.553)
Wilayah Lebak
Pemeliharan Jalan dan Jembatan 51.581.362.927 50.862.028.430 | 98,61 (719.334.497)
Provinsi Wilayah Lebak
Pengadaan dan Pemeliharaan
Bahan/Peralatan Kebinamargaan 2.046.048.000 1.339.322.780 65,46 (706.725.220)
Wilayah Pandeglang
Pemeliharan Jalan dan Jembatan 49.679.210.130 49.030.601.250 | 98,69 (648.608.880)
Provinsi Wilayah Pandeglang
Pengadaan dan Pemeliharaan
Bahan/Peralatan Kebinamargaan 2.352.290.000 2.159.677.758 | 91,81 (192.612.242)
Wilayah Serang dan Cilegon
Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Provinsi Wilayah Serang dan 37.747.479.650 31.475.771.169 83,39 (6.271.708.481)
Cilegon
Pengadaan dan Pemeliharaan
Bahan/Peralatan Kebinamargaan 1.422.910.000 563.224.300 | 39,58 (859.685.700)
Wilayah Tangerang
Pemeliharan Jalan dan Jembatan 48.391.387.600 48.177.501.789 | 99,56 (213.885.811)

Provinsi Wilayah Tangerang
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
Rp) % (Rp)
(1) 2) (3) 4) (5) (6)=(4)-(3)
Pembangunan dan Peningkatan
Jalan Wilayah Selatan
1.693.980.877 A 1.693.980.877
(Pembayaran Kewajiban Tahun 693.9808 0 0,00 (1.693.980.877)
Angggaran 2016)
Program Pengembangan Jasa
5.844.177.626 5.128.867.680 | 87,76 (715.309.946)

Konstruksi

Penyelenggaraan Bimbingan

1.526.904.
Teknis 526.904.000

1.410.002.900 | 92,34 (116.901.100)

Pembinaan Jasa Konstruksi 1.309.620.000 1.236.590.730 | 94,42 (73.029.270)

Pengawasan Jasa Konstruksi 529.087.850 377.201.900 | 71,29 (151.885.950)

Optimalisasi Pengelolaan

.. 1.147.704.776 1.117.277.500 | 97,35 (30.427.276)
Pengujian Bahan
imalisasi P lol
Optimalisasi Pengelolaan 1.330.861.000 987.794.650 | 74,22 (343.066.350)
Pengujian Konstruksi
P P
PO embangunan Sumberdaya 143.373.228.975 |  105.620.145.687 | 73,67 |  (37.753.083.288)
Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan, Irigasi, Rawa dan 16.646.700.000 16.062.096.200 | 96,49 (584.603.800)
Jaringan Pengairan Lainnya
Perencanaan Teknis Bidang PJPA 4.801.620.000 4.681.234.191 | 97,49 (120.385.809)
Penatagunaan Pemanfaatan Air 1.786.311.000 1.537.484.500 | 86,07 (248.826.500)
Pembangunan Prasarana Sumber 47.190.276.000 22873218520 | 48,47 (24.317.057.480)
Daya Air
Perencanaan Teknis Bidang PJSA 7.180.345.000 7.001.973.500 | 97,52 (178.371.500)
Penatagunaan Sumber Daya Air 29.470.982.500 19.362.966.653 | 65,70 (10.108.015.847)
Pengawasan Teknis Bidang
Pengelolaan Jaringan Sumber 872.009.000 837.166.800 | 96,00 (34.842.200)
Daya Air
Pengawasan Teknis Bidang
Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan 942.926.275 688.458.666 | 73,01 (254.467.609)
Air
Pemeliharaan Fungsi Jaringan
Sumber Daya Air pada UPTD 4.322.100.000 4227.316.950 | 97,81 (94.783.050)
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Cidurian-Cisadane
Pengelolaan Sistem Informasi
Sumber D Ai da UPTD
LMDBEr aya fAlr paca 842.000.000 819.077.500 | 97,28 (22.922.500)

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Cidurian-Cisadane

Pemeliharaan Fungsi Jaringan
Sumber Daya Air pada UPTD
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Ciliman-Cisawarna

11.482.754.000 10.791.552.500 | 93,98 (691.201.500)

Pengelolaan Sistem Informasi
Sumber Daya Air pada UPTD

Pengelolaan Dasrais Aliran Sungai 1.675.338.800 1.598.635.500 | 95,42 (76.703.300)
Ciliman-Cisawarna

Pemeliharaan Fungsi Jaringan

Sumber Daya Air pada UPTD

umber Laya Alr paca 13.365.765.400 12.517.487.774 | 93,65 (848.277.626)

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Ciujung-Cidanau
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Pengelolaan Sistem Informasi
Sumber Daya Air pada UPTD 2.794.101.000 2.621.476.433 | 93,82 (172.624.567)
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Ciujung-Cidanau
Program Penataan Ruang 5.333.982.888 3.872.324.700 | 72,60 (1.461.658.188)
Penataan dan Pemanfaatan Ruang 2.581.000.000 1.857.447.500 | 71,97 (723.552.500)
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 854.297.000 598.555.000 | 70,06 (255.742.000)
P P i
engaturan dan Pembinaan 781.500.000 587.581.800 | 75,19 (193.918.200)
Pemanfaatan Ruang
Peni Pel Periji
eningkatan Pelayanan Perijinan 1.117.185.888 828.740.400 | 74,18 (288.445.488)
Bidang PUPR

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun

2019 terdapat 4 Program dan 25 kegiatan terhadap belanja langsung.

Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(RP) % (Rp)

(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 582.287.411.000 438.496.389.876 | 75,31 (143.791.021.124)
BELANJA TIDAKLANGSUNG 17.675.000.000 15.920.452.875 | 90,07 (1.754.547.125)
BELANJA LANGSUNG 564.612.411.000 422.575.937.001 | 74,84 (142.036.473.999)
Program Tata Kelola Pemerintahan 40.333.236.000 34.567.825.503 | 85,71 (5.765.410.497)

P L Kinerj
enyustnan Laporan fmera 169.000.000 168.945.000 | 99,97 (55.000)
Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan
1.040.396.000 935.193.300 | 89,89 (105.202.700)

Pelaporan

Pengadaan Sarana Prasarana

4.399.000.000 2.550.140.151 | 57,97 (1.848.859.849)

Kantor

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor 3.141.000.000

2.643.166.300 | 84,15 (497.833.700)

Penyediaan Barang dan Jasa

15.230.853.000 13.368.893.734 | 87,78 (1.861.959.266)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 154.000.000 100.378.600 | 65,18 (53.621.400)
Koordinasi dan Konsultasi Ke 280.000.000 197.781.618 | 70,64 (82.218.382)

Dalam dan Ke Luar Daerah
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Permukiman

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
Rp) % Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 134.000.000 81.710.000 | 60,98 (52.290.000)
Perpustakaan
Pemelih
emeliharaan Sarana dan 15.160.987.000 13.913.891.800 | 91,77 (1.247.095.200)
Prasarana KP3B
P iaan D Inf i
enyediaan Data dan Informasi 624.000.000 607.725.000 | 97,39 (16.275.000)
Pembangunan
P Penyel K
rogram tenyeenggaraan fawasan 144.395.822.086 |  130.672.693.208 | 90,50 (13.723.128.878)
Permukiman dan Perumahan
Peningkatan Kualitas Infrastruktur 41.842.774.000 41.029.691.168 | 98,06 (813.082.832)
Kawasan Permukiman Kumuh
Perencanaan dan Pengawasan
Teknis bidang kawasan 4.689.261.250 3.938.613.720 | 83,99 (750.647.530)
permukiman
P K
enatagunaan Kawasan 2.110.588.000 2.008.040.300 | 95,14 (102.547.700)
Permukiman
Penyediaan dan Pembangunan 47.085.035.136 45.572.746.504 | 96,79 (1.512.288.632)
Perumahan
Perencanaan dan Pengawasan
, 6.481.403.700 6.227.561.567 | 96,08 (253.842.133)
Teknis Perumahan
Penatagunaan Pengembangan 2.299.260.000 1.160.867.000 | 50,49 (1.138.393.000)
Perumahan
Penyelenggaraan Pengadaan
39.887.500.000 30.735.172.949 | 77,05 (9.152.327.051)
Lahan
Program Penataan Bangunan dan
: 260.449.601.144 |  168.238.254.978 | 64,60 (92.211.346.166)
Lingkungan
Penataan S, danP
enataan sarana dan frasarana 4.955.554.844 4445822724 | 89,71 (509.732.120)
KP3B
Pengelolaan gedung strategis
o 121.039.171.300 111.800.420.435 | 92,37 (9.238.750.865)
Provinsi
Penyelenggaraan bangunan dan
lingkungan dikawasan strategis 134.454.875.000 51.992.011.819 | 38,67 (82.462.863.181)
Provinsi
Program Keciptakaryaan 119.433.751.770 89.097.163.312 | 74,60 (30.336.588.458)
Pengelolaan dan P b
engelo‘aan dan rengembangan 69.045.000.000 61.348.981.533 | 88,85 (7.696.018.467)
Air Bersih
Pengelolaan dan P b
engelofaan dan rengembangan 4.909.000.000 4509.306.993 | 91,86 (399.693.007)
Sanitasi
Penyelenggaraan Pengadaan
Lahan Infrastruktur 15.116.319.290 6.975.507.672 | 46,15 (8.140.811.618)
Keciptakaryaan
Pengelolaan dan Pengembangan 15.559.000.000 4.462.875.694 | 28,68 (11.096.124.306)
Persampahan
Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Bidang Infrastruktur 14.804.432.480 11.800.491.420 | 79,71 (3.003.941.060)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2,5 Satuan Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 5 Program dan 19
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kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi anggaran

program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(Rp) % (Rp)

(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 34.744.918.000 33.205.452.348 | 95,57 (1.539.465.652)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.300.000.000 18.436.242.523 95,52 (863.757.477)
BELANJA LANGSUNG 15.444.918.000 14.769.209.825 95,63 (675.708.175)
Program Tata Kelola Pemerintahan 11.476.470.000 10.908.476.125 95,05 (567.993.875)

P L Kinerj
ehyusunan Laporan fnerja 10.000.000 9.640.000 | 96,40 (360.000)
Keuangan dan Neraca Aset
P Evaluasi
erencanaan, Evaluasi dan 208.747.000 201.903.160 | 96,72 (6.843.840)
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana
1.400.000.000 1.332.862.000 | 95,20 (67.138.000)
Kantor
Pemeliharaan Sarana dan 700.000.000 693.458.200 | 99,07 (6.541.800)
Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa 8.257.867.000 7.886.476.565 | 95,50 (371.390.435)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 55.700.000 55.700.000 | 100,00 -
Rapat Koordinasi Kedalam d
apat hoordinast fedalam dan 741.160.000 627.270.200 | 84,63 (113.889.800)
Keluar Daerah
P di Data Pemb
enyediaan ata fembangunan 102.996.000 101.166.000 | 98,22 (1.830.000)
Sektoral
P Ketent: d
rogramm efentraman dan 2.066.656.000 2.012.610.400 | 97,38 (54.045.600)
Ketertiban Umum
Pemeliharaan dan
Penanggulangan Ketentraman dan 1.333.320.000 1.298.285.200 | 97,37 (35.034.800)
Ketertiban Umum
Pengamanan Hari Besar Nasional,
Kantor Pemerintah dan Rumah 441.580.000 426.889.200 | 96,67 (14.690.800)
Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Banten
Kerjasama Peningkatan Ketertiban
Umum dan Ketentraman 291.756.000 287.436.000 | 98,52 (4.320.000)
Masyarakat
P P kan Perat
rogram Tenegakan reramuran 1.227.000.000 1.206.155.000 | 98,30 (20.845.000)
Perundang-undangan Daerah
Pembinaan, Penyuluhan dan
Pengawasan Peraturan
Perundang-Undangan Provinsi 396.010.000 388.730.000 | 98,16 (7.280.000)
Banten Dalam Sektor Sosial
Kemasyarakatan
Pembinaan, Penyuluhan dan
Pengawasan Peraturan 542.510.000 536.310.000 | 98,36 (6.200.000)
Perundang-Undangan Provinsi
Banten Dalam Sektor Ekologis
Penegakan dan Kajian Peraturan 288.480.000 281.115.000 | 97,45 (7.365.000)
Daerah Provinsi Banten
Program Perlindungan Masyarakat 278.856.000 273.044.300 | 97,92 (5.811.700)
Supervisi dan Pendayagunaan
146.406.000 140.594.300 | 96,03 (5.811.700)

Potensi Anggota Satuan Linmas
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Bencana Kebakaran

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
Rp) % Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Penyelenggaraan Teknis
Fungsional dan Pemantapan 132.450.000 132.450.000 | 100,00 -
Tugas Anggota Satpol PP Provinsi
Banten
Program Penanganan Bencana
395.936.000 368.924.000 | 93,18 (27.012.000)
Kebakaran
Penyel P h
enyeleniggaraan renceganan 193.362.000 179.502.000 | 92,83 (13.860.000)
Kebakaran
P 1 T D
enangguiangan fanggap Darurat 95.780.000 92.410.000 | 96,48 (3.370.000)
dan Evakuasi
isi P P
Supervisi Penanganan Pasca 106.794.000 97.012.000 | 90,84 (9.782.000)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 4

Program dan 15 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan

realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 2.8

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten TA.2019

Sektoral

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(RP) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 26.141.150.000 21.934.474.255 | 83,91 (4.206.675.745)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.544.000.000 11.514.708.515 | 79,17 (3.029.291.485)
BELANJA LANGSUNG 11.597.150.000 10.419.765.740 | 89,85 (1.177.384.260)
Program Tata Kelola Pemerintahan 6.708.531.700 5.832.190.140 | 86,94 (876.341.560)

Penyusunan Laporan Kinerja
31.994.000 31.894.500 | 99,69 (99.500)
Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan 225.728.000 191.201.000 | 84,70 (34.527.000)
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana 1.666.435.900 1.509.369.800 | 90,57 (157.066.100)
Kantor
Pemeliharaan Sarana dan 925.000.000 811.554.400 | 87,74 (113.445.600)
Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa
2.575.971.800 2.357.240.848 | 91,51 (218.730.952)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 370.080.000 318.610.000 | 86,09 (51.470.000)
Rapat Koordinasi Kedalam d
apat Boordinast hedalam dan 528.200.000 342.030.092 | 64,75 (186.169.908)
Keluar Daerah
Penyediaan Data Pemb
enyediaan Lata fembangunan 385.122.000 270.289.500 | 70,18 (114.832.500)
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Kebencanaan

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
Rp) % Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Penanggulangan 1.173.166.000 1.110.167.200 | 94,63 (62.998.800)
Bencana
P han Daerah R
ehcegahan Laerah Rawan 503.221.000 468.955.200 | 93,19 (34.265.800)
Bencana
Koordinasi Kesiapsiagaan
669.945.000 641.212.000 | 95,71 (28.733.000)
Penanggulangan Bencana
Program Kedaruratan dan Logistik 2.430.195.300 2.287.562.600 | 94,13 (142.632.700)
Penanggulangan Bencana
Koordinasi SDM Kebencanaan 433.054.800 401.409.600 | 92,69 (31.645.200)
Koordinasi D Peral
cordinasi Dukungan Peralatan 490.144.500 403.266.000 | 82,27 (86.878.500)
dan Logistik Kebencanaan
PUSDALOPS P 1
USDALOPS Penanggulangan 1.506.996.000 1.482.887.000 | 98,40 (24.109.000)
Bencana
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Penanggulangan 1.285.257.000 1.189.845.800 | 92,58 (95.411.200)
Bencana
Koordinasi Rehabilitasi 686.073.000 627.795.800 | 91,51 (58.277.200)
Kebencanaan
Koordinasi Rekonstruksi 599.184.000 562.050.000 | 93,80 (37.134.000)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 5

Program 17 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan

realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 2.9

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten TA.2019

Prasarana Kantor

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(RP) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 27.896.835.000 24.676.307.760 | 88,46 (3.220.527.240)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.464.000.000 11.587.997.083 | 86,07 (1.876.002.917)
BELANJA LANGSUNG 14.432.835.000 13.088.310.677 | 90,68 (1.344.524.323)
Program Tata Kelola Pemerintahan 6.647.628.000 6.056.720.090 | 91,11 (590.907.910)

P L Kinerj

enyusunan aporan &inera 15.000.000 15.000.000 | 100,00 -
Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan

219.454.000 195.974.000 | 89,30 (23.480.000)

Pelaporan
Pengadaan Sarana P

engadaan warana frasarana 938.082.000 878.582.680 | 93,66 (59.499.320)
Kantor
Pemeliharaan Sarana d

emetiharaan sarana dan 1.416.100.000 1.342.815.580 | 94,82 (73.284.420)
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Masyarakat/Kelompok Masyarakat
dan Nirlaba Lainnya

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
P i B
enyediaan Barang dan Jasa 3.052.779.000 2.841.065.484 | 93,06 (211.713.516)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 288.939.000 266.309.000 | 92,17 (22.630.000)
R K inasi Kedal
apat Koordinasi Kedalam dan 567.284.000 380.273.346 | 67,03 (187.010.654)
Keluar Daerah
P i Data P
enyediaan Data Pembangunan 149.990.000 136.700.000 | 91,14 (13.290.000)
Sektoral
P P i Idiologi
rogram Pembinaan Idiologi dan 2.062.750.000 1.956.903.700 | 94,87 (105.846.300)
Wawasan Kebangsaan
Pembinaan Kewarganegaraan 335.000.000 296.874.700 | 88,62 (38.125.300)
Penguatan Pendidikan Wawasan
1.727.750. 1.660.029. , 7.721.
Kebangsaan (PPWK) 50.000 660.029.000 | 96,08 (6 000)
P Peningk K
rogram Peningkatan Kewaspadaan 2.461.508.000 2.121.166.000 | 86,17 (340.342.000)
Nasional
Pencegahan Dini Potensi
Kerawanan Konflik Politik, 1.978.508.000 1.689.192.000 | 85,38 (289.316.000)
Ekonomi, Sosial dan SARA
Pemantauan dan Penyelesaian
Masalah Perbatasan dan Orang 483.000.000 431.974.000 | 89,44 (51.026.000)
Asing
P Peningkatan Ketah
rogram elingiatan Retahanan 994.019.000 828.069.700 | 83,31 (165.949.300)
Sosial dan Ekonomi
Pembinaan Ketahanan ekonomi
dalam Kerangka Ketahanan 342.250.000 293.580.500 | 85,78 (48.669.500)
Nasional
Pembinaan Ormas, OKP,
Masyarakat/Kelompok Masyarakat
dan Nirlaba Lainnya dalam 651.769.000 534.489.200 | 82,01 (117.279.800)
Rangka Mendorong Ketahanan
Nasional
P: Peningkatan Pendidik
rograr rening «atan Tendidikan 2.266.930.000 2.125451.187 | 93,76 (141.478.813)
Politik Masyarakat
Pembinaan Partai Politik 409.726.000 389.786.996 | 95,13 (19.939.004)
Penyelenggaraan Desk Pemilu 1.382.314.000 1.316.442.691 | 95,23 (65.871.309)
Penguatan pendidikan politik bagi
(@) OKP
rmas, LR 474.890.000 419.221.500 | 88,28 (55.668.500)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.8 Dinas Sosial

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial

Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 7 Program dan 32 kegiatan terhadap

belanja langsung. Adapun target dan realisasi anggaran program dan

kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

I1-35




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Tabel 2.10

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Sosial Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(Rp) % (Rp)

(1) () (3) 4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 61.693.166.000 59.048.243.035 | 95,71 (2.644.922.965)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.500.000.000 20.506.151.953 | 91,14 (1.993.848.047)
BELANJA LANGSUNG 39.193.166.000 38.542.091.082 | 98,34 (651.074.918)
Program Tata Kelola Pemerintahan 7.009.695.600 6.816.828.648 | 97,25 (192.866.952)

Penyusunan Laporan Kinerja
40.000.000 39.015.000 | 97,54 (985.000)
Keuangan dan Neraca Aset
P Evaluasi
erencanaan, Evaluasi dan 538.785.000 495.868.356 | 92,03 (42.916.644)
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana
223.744.300 222.881.078 | 99,61 (863.222)
Kantor
Pemeliharaan Sarana dan 290.000.000 287.653.800 | 99,19 (2.346.200)
Prasarana Kantor
P diaan B d
enyediaan Barang dan Jasa 4.483.000.000 4392256051 | 97,98 (90.743.949)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 53.000.000 52.875.000 | 99,76 (125.000)
Rapat Koordinasi Kedalam dan 231.790.300 218.376.500 | 94,21 (13.413.800)
Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 10.000.000 10.000.000 | 100,00 -
Perpustakaan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD Perlindungan 124.520.000 124.030.000 | 99,61 (490.000)
Sosial
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD 154.260.000 152.097.500 | 98,60 (2.162.500)
Perlindungan Sosial
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD 252.365.000 243.560.460 | 96,51 (8.804.540)
Perlindungan Sosial
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD 24.715.000 24.365.000 | 98,58 (350.000)
Perlindungan Sosial
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada pada UPTD Panti 192.000.000 182.426.053 | 95,01 (9.573.947)
Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Panti Sosial Rehabilitasi Tuna 90.000.000 89.750.000 | 99,72 (250.000)
Sosial
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Panti 261.516.000 241.673.850 | 92,41 (19.842.150)
Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD Panti 40.000.000 40.000.000 | 100,00 -
Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial
Program Rehabilitasi Sosial 2.650.476.600 2.592.375.552 | 97,81 (58.101.048)
Rehabilitasi Sosial Anak d.
chabl1ast Sosial Anak dan 452.650.000 442.617.500 | 97,78 (10.032.500)
Lanjut Usia
Rehabilitasi Tuna Sosial dan 403.532.000 395.841.302 | 98,09 (7.690.698)

Korban Perdagangan Orang
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UPTD Perlindungan Sosial

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(Rp) % (Rp)

(1) 2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Rehabilitasi Sosial Penyandang 1.794.294.600 1.753.916.750 | 97,75 (40.377.850)
Disabilitas

Program Pemberdayaan Sosial 2.154.609.000 2.040.268.102 | 94,69 (114.340.898)
Pemberdayaan Sosial Perorangan,
Keluarga dan Kelembagaan 1.403.329.000 1.365.858.000 | 97,33 (37.471.000)
Masyarakat
Kepahlawanan, Keperintisan,
Kejuangan, Kesetiakawanan dan 445.499.000 378.554.502 | 84,97 (66.944.498)
Restorasi Sosial (K3RS)
Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
dan Pengelolaan Sumber Dana 305.781.000 295.855.600 | 96,75 (9.925.400)
Sosial
P Perli i
rogram Perlindungan dan Jaminan 22.040.842.000 21.864.392.900 | 99,20 (176.449.100)
Sosial
Pengelolaan Data Kemiskinan,
259.275. 256.050. ,7 225.
PMKS dan PSKS 59.275.000 56.050.000 | 98,76 (3.225.000)
Perlind Sosial Korb
eriindungan Sostat forban 3.078.845.000 2.935.828.500 | 95,35 (143.016.500)
Bencana
Jaminan Sosial Keluarga 18.702.722.000 18.672.514.400 | 99,84 (30.207.600)
Program Penanganan Fakir Miskin 1.641.000.000 1.613.675.600 | 98,33 (27.324.400)
P Fakir Miski
enanganan takir sk 1.297.000.000 1.283.255.600 | 98,94 (13.744.400)
Perdesaan
P Fakir Miski
enanganan Fakir Mskn 197.000.000 197.000.000 | 100,00 -
Perkotaan
Penanganan Fakir Miskin Daerah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kedil 147.000.000 133.420.000 | 90,76 (13.580.000)
P: Pel dan Rehabilitasi
rograi tetayanan dan Relabiitast 1.296.107.400 1.253.947.300 | 96,75 (42.160.100)
Sosial Dalam Panti
Bimbingan Sosial dan Pelatihan
Keterampilan pada UPTD Panti 589.795.400 555.258.300 | 94,14 (34.537.100)
Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial
Penerimaan Peserta Bimbingan
Sosial dan Pelatihan Keterampilan
706.312.000 698.689.000 | 98,92 7.623.000
pada UPTD Panti Sosial ( )
Rehabilitasi Tuna Sosial
Program Pelayanan dan
Perlindungan Sosial Dalam Panti 2.400.435.400 2.360.602.980 98,34 (39.832.420)
Pelayanan dan Perlindungan
Sosial pada UPTD Perlindungan 1.924.935.400 1.887.095.480 | 98,03 (37.839.920)
Sosial
Penerimaan dan Penyaluran pada 475.500.000 473.507.500 | 99,58 (1.992.500)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.9 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

bawah ini:

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 6
Program dan 30 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan

realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di
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Tabel 2.11

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

Rp) % Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
PENDAPATAN 1.995.000.000 1.984.583.900 | 99,48 (10.416.100)
BELANJA DAERAH 82.166.286.000 73.983.536.404 | 90,04 (8.182.749.596)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 47.452.000.000 43.566.429.798 | 91,81 (3.885.570.202)
BELANJA LANGSUNG 34.714.286.000 30.417.106.606 | 87,62 (4.297.179.394)
Program Tata Kelola Pemerintahan 16.358.608.200 13.356.419.196 | 81,65 (3.002.189.004)

P L Kinerj
ehyusunan Laporan fnera 30.000.000 28.919.000 | 96,40 (1.081.000)
Keuangan dan Neraca Aset
P Evaluasi
erencanaan, Evaluasi dan 193.973.000 186.451.000 | 96,12 (7.522.000)
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana
2.886.000.000 2.408.490.364 | 8345 (477.509.636)
Kantor
Pemelih
emeliharaan Sarana dan 634.140.000 600.053.000 | 94,62 (34.087.000)
Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa 4.986.359.200 4.440.530.778 | 89,05 (545.828.422)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 120.000.000 115.818.000 | 96,52 (4.182.000)
Rapat Koordinasi Kedalam d
apat hoordinast hedalam dan 1.437.000.000 1421517.912 | 98,92 (15.482.088)
Keluar Daerah
Penyediaan Data Pemb
enyediaan ata fembangunan 188.860.000 180.945.940 | 95,81 (7.914.060)
Sektoral
Pengadaan Sarana Prasarana 1.680.510.000 1.174.659.000 | 69,90 (505.851.000)
Kantor pada UPTD Latihan Kerja RN I ’ R
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD 500.000.000 464.102.700 | 92,82 (35.897.300)
Latihan Kerja
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Latihan 1.500.000.000 1.246.915.365 | 83,13 (253.084.635)
Kerja
Pelayanan Tata Usaha pada UPTD
Pengawasan Ketenagakerjaan Kota 517.740.000 307.197.663 | 59,33 (210.542.337)
Cilegon dan Kota Serang
Pelayanan Tata Usaha pada UPTD
P Ketenagakerj
engawasan fetenagaserjaan 700.000.000 247.618212 | 3537 (452.381.788)
Kabupaten Serang, Kabupaten
Pandeglang dan Kabupaten Lebak
Pelayanan Tata Usaha pada UPTD
Pengawasan Ketenagakerjaan 685.676.000 344.746.428 | 50,28 (340.929.572)
Kabupaten Tangerang
Pelayanan Tata Usaha pada UPTD
P Ketenagakerjaan Kot
engawasan fetenagakerjaan fota 298.350.000 188.453.834 | 63,17 (109.896.166)
Tangerang dan Kota Tangerang
Selatan
Program Pelatihan dan Peningkatan 2.808.484.000 2.667.807.870 | 94,99 (140.676.130)
Produktivitas Tenaga Kerja
Peningkatan Pelatihan dan 1.627.484.000 1.559.460.000 | 95,82 (68.024.000)
Pemagangan
P b Produktivit
engembangan troduitivitas 691.000.000 659.185.870 | 95,40 (31.814.130)
Tenaga Kerja
P b Kelemb d
engembangan felembagaan dan 490.000.000 449.162.000 | 91,67 (40.838.000)

Akreditasi
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Peserta Latihan Kerja

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
Rp) % [®p)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Program Peningkatan Hubungan
Industri dan Jaminan Sosial 3.711.944.000 3.551.889.000 | 95,69 (160.055.000)
Ketenagakerjaan
Peningkatan Kapasi
eningkatan Kapasitas 1.236.074.000 1204.944.000 | 97,48 (31.130.000)
Kelembagaan Tenaga Kerja
Peningkatan Pemasyarakatan
Hubungan Industrial dan Syarat 832.000.000 749.225.000 | 90,05 (82.775.000)
Kerja
Penyiapan Pelak P
U?r/ﬁ'japan elaksanaan Penetapan 1.643.870.000 1.597.720.000 | 97,19 (46.150.000)
P P
rogram “engawasan 3.552.008.200 3.189.963.000 | 89,81 (362.045.200)
Ketenagakerjaan
Peningkatan Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1.000.000.000 901.239.000 | 90,12 (98.761.000)
(K3)
Peni P
eningkatan Pengawasan Norma 975.910.000 809.790.000 | 82,98 (166.120.000)
Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan 1.200.000.000 1.181.759.000 | 98,48 (18.241.000)
Peningkatan Penegakan Hukum 376.098.200 297.175.000 | 79,02 (78.923.200)
Ketenagakerjaan
Program Penempatan Tenaga Kerja 2.368.626.000 2.200.438.500 | 92,90 (168.187.500)
dan Transmigrasi
Penyebarluasan dan
. 628.626.000 568.273.000 | 90,40 (60.353.000)
Pengembangan Pasar Kerja
Pembinaan dan Penempatan 1.290.000.000 1.228.753.500 | 95,25 (61.246.500)
Tenaga Kerja
Penyiapan, Penempatan dan
; aran. 450.000.000 403.412.000 | 89,65 (46.588.000)
Pembinaan Transmigrasi
Program Pelayanan Pelatihan Tenaga 5.914.615.600 5.450.589.040 | 92,15 (464.026.560)
Kerja Industri
Pendidikan dan Pelatihan = 5.563.638.600 5.146.044.040 | 92,49 (417.594.560)
Keterampilan Bagi Pencari Kerja
P b dan P
engembangan dan emasaran 350.977.000 304.545.000 | 86,77 (46.432.000)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan

dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 5 Program dan

24 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi

anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2.12

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

Rp) % (Rp)

(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 32.467.817.000 30.527.188.437 | 94,02 (1.940.628.563)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.844.000.000 16.177.666.441 96,04 (666.333.559)
BELANJA LANGSUNG 15.623.817.000 14.349.521.996 | 91,84 (1.274.295.004)
Program Tata Kelola Pemerintahan 4.976.613.550 4.302.480.269 | 86,45 (674.133.281)

P L Kinerj
ehyusunait Laporan fineta 108.578.000 92.960.690 | 85,62 (15.617.310)
Keuangan dan Neraca Aset
P Evaluasi
erencanaan, Evaluasi dan 233.183.800 225.026.400 | 96,50 (8.157.400)
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana
1.516.523.600 1.387.206.192 | 91,47 (129.317.408)
Kantor
P lih
emeliharaan Sarana dan 520.150.000 306.413.952 | 5891 (213.736.048)
Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa 1.844.630.950 1.560.151.194 | 84,58 (284.479.756)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 31.489.000 28.489.000 | 90,47 (3.000.000)
Rapat Koordinasi Kedalam dan 468.067.000 458.268.841 | 97,91 (9.798.159)
Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 20.000.000 18.608.000 | 93,04 (1.392.000)
Perpustakaan
Penyediaan Data dan Informasi 233.991.200 225.356.000 | 96,31 (8.635.200)
Pembangunan
P Pemberd P
rogram Temberdayaan Terempuan 3.805.205.850 3.583.688.350 | 94,18 (221.517.500)
dan Keluarga Sejahtera
Perencanaan dan penyediaan data
563.532.000 540.188.000 | 95,86 (23.344.000)
gender dan anak
Peningkatan kualitas hid
enmgiatan kuattas udup 1.822.416.000 1.685.227.500 | 92,47 (137.188.500)
perempuan
Peningkatan kualitas keluarga 1.419.257.850 1.358.272.850 | 95,70 (60.985.000)
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan 3.075.935.000 3.043.660.500 | 98,95 (32.274.500)
dan Anak
Peningkatan pencegahan
1.536.855.000 1.519.098.500 | 98,84 (17.756.500)
kekerasan terhadap perempuan
Perlindungan dan peningkatan 1.006.030.000 995.112.000 | 98,91 (10.918.000)
tumbuh kembang anak
Eﬁiﬂdungaﬂ khusus terhadap 533.050.000 529.450.000 | 99,32 (3.600.000)
P Administrasi
rograni ACHnIstas) » 2.049.539.600 1.734.941.699 | 84,65 (314.597.901)
Kependudukan dan Catatan Sipil
Pembinaan administrasi sebagai
basis data dan informasi 152.283.000 134.072.600 | 88,04 (18.210.400)
kependudukan
Pembinaan administrasi sebagai
data dan informasi pencatatan 140.611.000 130.800.000 | 93,02 (9.811.000)
sipil
Pembinaan dan peningkatan
layanan data dan informasi 323.368.000 288.711.999 | 89,28 (34.656.001)

kependudukan dan catatan sipil
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pelayanan keluarga Berencana

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) 2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Pembinaan Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di 477.772.000 404.671.000 | 84,70 (73.101.000)
Kabupaten/Kota (DAK)
Pembinaan Penyelenggaraan
Catatan Sipil di Kabupaten/Kota 477.731.600 370.724.100 | 77,60 (107.007.500)
(DAK)
Pembinaan Pengelolaan STAK
477.774. 405.962. 4,97 71.812.
Kabupaten/Kota (DAK) 000 05.962.000 | 84,9 (71.812.000)
Program Kependudukan dan 1.716.523.000 1.684.751.178 98,15 (31.771.822)
Keluarga Berencana
Pemetaan dan pengendalian
. 534.436.000 533.811.178 | 99,88 (624.822)
kuantitas penduduk
A i, K ikasi, Inf i
dvokasi, Komunikasi, Informasi 418.487.000 410.049.000 | 97,98 (8.438.000)
dan Edukasi Keluarga Berencana
Peni kuali
eningkatan akses dan kualitas 763.600.000 740.891.000 | 97,03 (22.709.000)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.11 Dinas Ketahanan Pangan

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 4 Program dan 22

kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi anggaran

program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten TA.2019

Perkantoran

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(RP) % (Rp)

(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 30.237.231.000 26.306.352.238 87,00 (3.930.878.762)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.255.000.000,00 14.662.770.083,00 84,98 (2.592.229.917)
BELANJA LANGSUNG 12.982.231.000,00 11.643.582.155,00 | 89,69 (1.338.648.845)
Program Tata Kelola Pemerintahan 6.058.364.775 5.310.409.087 | 87,65 (747.955.688)

Penyusunan Laporan Kinerja
80.030.000 76.530.000 | 95,63 (3.500.000)

Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan 149.935.000 148.435.000 | 99,00 (1.500.000)
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana

1.099.811.275 1.051.568.900 | 95,61 (48.242.375)
Kantor
Pemeliharaan Sarana dan 1.331.275.000 1.301.204.800 | 97,74 (30.070.200)
Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa 2.438.663.500 1.999.622.794 | 82,00 (439.040.706)
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Mutu dan Keamanan Pangan

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Peningkatan Kapasitas Aparatur 87.520.000 84.720.000 | 96,80 (2.800.000)
R K inasi Kedal
apat Koordinasi Kedalam dan 645.400.000 424541993 | 65,78 (220.858.007)
Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 15.000.000 14.780.000 | 98,53 (220.000)
Perpustakaan
P diaan Data Pemb
enyeciaan ata tembangunan 160.730.000 159.930.000 | 99,50 (800.000)
Sektoral
Pelayanan Tata Usaha pada UPTD
Sertifikasi Mutu dan Keamanan 50.000.000 49.075.600 | 98,15 (924.400)
Pangan
Program Peningkatan Ketahanan 2.194.270.225 1.825.514.100 | 83,19 (368.756.125)
Pangan
P lol K i
engelolaan Ketersediaan 238.352.000 232.009.500 | 97,34 (6.342.500)
Pangan Daerah
Pengelolaan Sumberdaya Pangan 668.550.000 645.426.600 | 96,54 (23.123.400)
Pembinaan dan Penanganan 947.243.000 845.793.000 | 89,29 (101.450.000)
Kerawanan Pangan
Peningkatan Kapasitas Dewan
Ketahanan Pangan Daerah 340.125.225 102.285.000 | 30,07 (237.840.225)
Provinsi Banten
P Peningkat.
rogram © eningiatan 2.176.796.000 2.034.539.000 | 93,46 (142.257.000)
Keterjangkauan Pangan
Pengelolaan Penataan Harga Pasar 351.895.000 341.603.000 | 97,08 (10.292.000)
Pengelolaan dan Pengembangan 920.196.000 872.851.000 | 94,85 (47.345.000)
Cadangan Pangan
Pengelolaan dan Pengembangan
R 904.705.000 820.085.000 | 90,65 (84.620.000)
Distribusi Pangan
Program Perlindungan Konsumen
2.552.800.000 2.473.119.968 | 96,88 (79.680.032)
Pangan
Pembinaan dan Pengembangan 1.140.557.000 1.101.425.168 | 96,57 (39.131.832)
Konsumsi Pangan
Pembi dan P b
embinaan dan Fengembangan 653.568.000 643.311.000 | 98,43 (10.257.000)
Diversifikasi Pangan
Pembi dan P
embinaan dan Fengawasan 453.501.500 444279800 | 97,97 (9.221.700)
Keamanan Pangan
Sertifikasi dan Pengujian Mutu
Pangan pada UPTD Sertifikasi 231.625.500 216.454.000 | 93,45 (15.171.500)
Mutu dan Keamanan Pangan
Pelayanan Teknis Kemanan
Pangan pada UPTD Sertifikasi 73.548.000 67.650.000 | 91,98 (5.898.000)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan

oleh Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat

3 Program dan 52 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan

realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:
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Tabel 2.14

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

Rp) % (Rp)

(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
PENDAPATAN 150.000.000 150.188.000 | 100,13 188.000
BELANJA DAERAH 68.885.813.000 65.410.876.021 94,96 (3.474.936.979)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 39.581.000.000 37.072.723.189 93,66 (2.508.276.811)
BELANJA LANGSUNG 29.304.813.000 28.338.152.832 96,70 (966.660.168)
Program Tata Kelola Pemerintahan 13.672.937.000 13.305.458.805 97,31 (367.478.195)

Penyusunan Laporan Kinerja 64.000.000 64.000.000 | 100,00 -
Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan
295.000.000 282.861.350 95,89 (12.138.650)

Pelaporan
P P

engadaan Sarana Prasarana 481.000.000 476.160.900 | 98,99 (4.839.100)
Kantor
P lih

emeliharaan Sarana dan 1.665.516.000 1.636.817.784 | 98,28 (28.698.216)
Prasarana Kantor
P diaan B d

enyediaan Barang dan Jasa 6.291.321.000 6.134.683.382 | 97,51 (156.637.618)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 113.000.000 113.000.000 | 100,00 -
Rapat Koordinasi Kedalam d

apat hoordinast hedalam dan 200.000.000 199.812.750 | 99,91 (187.250)
Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 30.000.000 30.000.000 | 100,00 -
Perpustakaan
P di Data Pemb

enyediaan ata fembangunan 168.000.000 166.163.000 | 98,91 (1.837.000)
Sektoral
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPT Laboratorium 1.137.021.400 1.112.869.100 97,88 (24.152.300)
Lingkungan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT 609.925.000 606.713.859 99,47 (3.211.141)
Laboratorium Lingkungan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT 457.353.600 444.577.000 97,21 (12.776.600)
Laboratorium Lingkungan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPT 20.000.000 19.970.783 99,85 (29.217)
Laboratorium Lingkungan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD Sertifikasi dan 50.000.000 47.195.297 94,39 (2.804.703)
Perbenihan Tanaman Hutan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantoran pada UPTD
Sertifikasi dan Perbenihan 120.000.000 110.772.440 92,31 (9.227.560)
Tanaman Hutan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD 194.360.000 177.341.679 | 91,24 (17.018.321)

Sertifikasi dan Perbenihan
Tanaman Hutan
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Uraian

Pagu Anggaran

Realisasi

Selisih

(Rp)

%

(Rp)

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)=(4)-(3)

Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD
Sertifikasi dan Perbenihan
Tanaman Hutan

25.640.000

24.576.000

95,85

(1.064.000)

Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Cabang Dinas LHK
Wilayah Lebak dan Tangerang

107.700.000

91.440.500

84,90

(16.259.500)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantoran pada Cabang
Dinas LHK Wilayah Lebak dan
Tangerang

110.100.000

105.997.500

96,27

(4.102.500)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Cabang Dinas
LHK Wilayah Lebak dan
Tangerang

460.000.000

423.570.542

92,08

(36.429.458)

Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Cabang Dinas
LHK Wilayah Lebak dan
Tangerang

55.000.000

54.910.000

99,84

(90.000)

Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Cabang Dinas LHK
Wilayah Pandeglang, Serang dan
Cilegon

70.000.000

64.103.800

91,58

(5.896.200)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantoran pada Cabang
Dinas LHK Wilayah Pandeglang,
Serang dan Cilegon

130.000.000

129.851.800

99,89

(148.200)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada pada Cabang
Dinas LHK Wilayah Pandeglang,
Serang dan Cilegon

325.000.000

320.823.708

98,71

(4.176.292)

Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada pada Cabang
Dinas LHK Wilayah Pandeglang,
Serang dan Cilegon

45.000.000

42.350.000

94,11

(2.650.000)

Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan
Taman Hutan Raya Banten
(TAHURA)

135.000.000

127.389.600

94,36

(7.610.400)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantoran pada UPTD
Pengelolaan Taman Hutan Raya
Banten (TAHURA)

155.000.000

150.223.000

96,92

(4.777.000)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Taman Hutan Raya
Banten (TAHURA)

138.000.000

128.089.131

92,82

(9.910.869)

11-44




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah PTD
eluar Daerah pada U 20.000.000 19.193.900 | 95,97 (806.100)
Pengelolaan Taman Hutan Raya
Banten (TAHURA)
P P lian P
rogram Pengendalian Pencemaran 5.354.900.000 5.060.865.233 | 94,51 (294.034.767)
Lingkungan Hidup
P lian P
engendalian Pencemaran dan 503.000.000 497.851.300 | 98,98 (5.148.700)
Kerusakan Lingkungan hidup
Pengelol h dan Limbah
B;“ge olaan Sampah dan Limba 1.654.000.000 1.579.144.695 | 9547 (74.855.305)
Pemeliharaan Lingkungan Hidup 810.000.000 702.293.040 | 86,70 (107.706.960)
. y
erencanaan dan pengkajian 330.000.000 327.884.000 | 99,36 (2.116.000)
dampak lingkungan hidup
Pelayanan pengaduan dan
355.000.000 322.330.350 | 90,80 (32.669.650)
penegakan hukum
Peningkatan kapasitas lingkungan 745.000.000 717.253.200 | 96,28 (27.746.800)
hidup
Peningkat inan Mut
eningkatan Jaminan Mutu 275.000.000 260.514.426 | 94,73 (14.485.574)
Laboratorium Lingkungan
Pengujian dan analisa 682.900.000 653.594.222 | 95,71 (29.305.778)
laboratorium lingkungan
3 Pengelolaan dan K i
rogram Tengelotaan dan Ronservast 10.276.976.000 9.971.828.794 | 97,03 (305.147.206)
Hutan
Ef;i“ca“aa“ dan penatagunaan h 515.000.000 508.243.227 | 98,69 (6.756.773)
Pemanfaatan hutan d t
emaniaatan fiutan dan penatausa 725.000.000 717.570.000 | 98,98 (7.430.000)
haan hasil hutan
P b ka usaha d
engembangan aneka usaha dan p 606.250.000 594.167.500 | 98,01 (12.082.500)
romosi kehutanan
Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi 900.000.000 861.882.760 | 95,76 (38.117.240)
Hutan dan Lahan
Konservasi SDA dan Ekosistem 600.000.000 593.685.807 | 98,95 (6.314.193)
Penyuluhan dan Pemberdayaan M 650.000.000 626.425.600 | 96,37 (23.574.400)
asyarakat
Pengembangan Pembenihan 742.465.000 706.473.998 | 95,15 (35.991.002)
Tanaman Hutan
Perlindungan dan Rehabilitasi
Kawasan Taman Hutan Raya 271.000.000 269.005.000 99,26 (1.995.000)
Banten
Pengembangan dan Pemanfaatan
Kawasan Taman Hutan Raya 361.000.000 332.701.598 | 92,16 (28.298.402)
Banten
Rehabilitasi Lahan dan
1.407.545.000 1.396.086.000 | 99,19 11.459.000
Perhutanan Sosial (DAK) ! ( )
Sertifikasi dan Proteksi Pered
eriiikast dan trotekst Feredaran 160.000.000 157.277.920 | 98,30 (2.722.080)

Benih Tanaman Hutan
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Cabang Dinas LHK Wilayah
Pandeglang, Serang dan Cilegon

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Hutan pada Cabang
Dinas LHK Wilayah Lebak dan 380.600.000 364.935.000 | 95,88 (15.665.000)
Tangerang
Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Hutan pada Cabang
Dinas LHK Wilayah Pandeglang, 325.000.000 301.195.000 | 92,68 (23.805.000)
Serang dan Cilegon
Rehabilitasi Lahan dan
Pemberdayaan Masyarakat pada
1.154.400. 1.108.173. , 46.226.2
Cabang Dinas LHK Wilayah 54.400.000 08.173.800 | 96,00 (46.226.200)
Lebak dan Tangerang
Rehabilitasi Lahan dan
Pemberdayaan Masyarakat pada 1.478.716.000 1.434.005.584 | 96,98 (44.710.416)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten

oleh Dinas

Tahun 2019

terdapat 4 Program dan 20 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun

target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 2.15

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(RP) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
P Peningkatan Pemberd
rogram reningkatan Tembercdyaan 3.283.480.700 2.671.382.400 | 81,36 (612.098.300)
Masyarakat Desa
Pembinaan dan Pengembangan 476.392.000 447.297.000 | 93,89 (29.095.000)
Masyarakat Desa
Penataan dan Pengembangan
Potensi Pemberdayaan 534.332.900 481.646.200 | 90,14 (52.686.700)
Masyarakat dan Desa
Penataan dan P b
enataan dan rengembangan 484.245.400 361.044.200 | 74,56 (123.201.200)
Pelaku Ekonomi Desa
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Pendampingan Tenaga
Profesional Terhadap Penyaluran 190.808.600 169.829.000 89,00 (20.979.600)
dan Penggunaan Dana Desa
Pembinaan dan Pengembangan
dalam Pemanfaatan Teknologi 1.597.701.800 1.211.566.000 75,83 (386.135.800)
Tepat Guna
P: Peningk P
rogram Peningkatan Pemberdayaan 6.661.810.700 14484786202 | 67,32 (2.177.024.498)
Lembaga Kemasyarakatan
Pembinaan dan Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum 334.768.600 209.598.300 62,61 (125.170.300)
Adat
Penataan dan Pembinaan
153.646.850 140.527.992 91,46 13.118.858
Lembaga Adat Menuju Desa Adat ( )
Pembi Lemb
cmbihaan Lembaga 6.173.395.250 4134659910 | 66,98 (2.038.735.340)
Kemasyarakatan Desa
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun 1.626.069.000 1.450.093.837 | 89,18 (175.975.163)
Desa
Penataan, Pembinaan dan
Pengembangan Lembaga 749.724.000 683.605.479 | 91,18 (66.118.521)
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Pembinaan dan Penataan Badan 209.472.000 181.482.258 | 86,64 (27.989.742)
Kerjasama Desa
Pembi dan P b.
embimaan dan rengembangan 666.873.000 585.006.100 | 87,72 (81.866.900)
Partisipatif Pembangunan Desa

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.14 Dinas Perhubungan
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 6 Program dan 26
kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi anggaran

program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Perhubungan Provinsi Banten TA.2019

No Uraian Pagu Anggaran Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)

(1) 2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
PENDAPATAN 178.290.000 306.555.000 | 171,94 128.265.000
BELANJA DAERAH 88.835.697.000 80.102.285.808 90,17 (8.733.411.192)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.121.000.000 25.853.241.408 91,94 (2.267.758.592)
BELANJA LANGSUNG 60.714.697.000 54.249.044.400 89,35 (6.465.652.600)
Program Tata Kelola Pemerintahan 18.823.328.632 15.908.970.207 84,52 (2.914.358.425)
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Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(Rp) % (Rp)

(1) 2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Penyusunan Laporan Kinerja 443.747.100 424.369.000 | 95,63 (19.378.100)
Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan

789.644.600 665.854.200 84,32 (123.790.400)
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana
2.922.377.100 2.873.030.250 | 98,31 (49.346.850)
Kantor
P lih.
emeliharaan Sarana dan 1.629.825.600 1257.525.710 | 77,16 (372.299.890)
Prasarana Kantor
P i B
enyediaan Barang dan Jasa 9.658.511.882 8.540.305.082 | 88,42 (1.118.206.800)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 310.000.000 99.500.000 32,10 (210.500.000)
R K inasi Kedal
apat Koordinasi Kedalam dan 900.000.000 552.730.986 | 61,41 (347.269.014)
Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 149.787.350 141.844.450 94,70 (7.942.900)
Perpustakaan
P di Data Pemb
enyediaan ata fembangunan 349.700.000 286.632.000 | 81,97 (63.068.000)
Sektoral
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengelolaan 350.000.000 151.642.150 | 43,33 (198.357.850)
Prasarana Perhubungan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkant da UPTD
erantoran pada 999.735.000 618.492.643 | 61,87 (381.242.357)
Pengelolaan Prasarana
Perhubungan
Pemeliharaan Sarana dan
P Kant da UPTD
rasarana hantor pada 320.000.000 297.043.736 | 92,83 (22.956.264)
Pengelolaan Prasarana
Perhubungan
Program Peninglatan Pelayanan 2.813.459.900 2.531.798.700 | 89,99 (281.661.200)
Penyelenggaraan Perhubungan
Perencanaan dan Pengembangan
. ) 1.036.332.000 988.307.000 95,37 (48.025.000)
Jaringan Transportasi
Pengembangan Prasarana
. 1.284.834.700 1.143.944.700 89,03 (140.890.000)
Transportasi
Pengembangan Sarana
Transportasi dan Kelengkapan 492.293.200 399.547.000 | 81,16 (92.746.200)
Jalan
P Peningkatan S d
Togram Tening aian Sarana dan 6.217.297.520 5.488.524.564 | 88,28 (728.772.956)
Prasarana Perhubungan
Peningkatan Pelayanan Anglkutan 3.932.889.520 3.551.460.299 | 90,30 (381.429.221)
Barang dan Kereta Api
Peningkatan Pel Angkut
enimgiatan Felayanan Angiutan 597.765.250 486.122.765 | 81,32 (111.642.485)
Penumpang
Pembangunan dan Penataan 1.686.642.750 1.450.941.500 | 86,03 (235.701.250)
Sarana Prasarana
P P dalian d
rogram “engendatan can 27.686.084.951 25.848.762.832 | 93,36 (1.837.322.119)
Pengamanan Lalu Lintas
Penyelenggaraan Keselamatan 3.838.617.300 3.611.413.176 | 94,08 (227.204.124)

Lalu Lintas Jalan
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Perhubungan Laut dan Udara

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Manaj dan Rek Lal
anaemen dan Rekayasa La 19.871.205.651 18.487.910.156 | 93,04 (1.383.295.495)
Lintas Jalan
P dalian d
engencanandan 3.976.262.000 3.749.439.500 | 94,30 (226.822.500)
Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan
Program Peningkatan Pelayanan 1.300.846.240 1.274.904.640 98,01 (25.941.600)
Perhubungan
Pengelolaan Sarana Perhubungan
Darat dan Pengendalian
Operasional Angkutan pada 1.300.846.240 1.274.904.640 | 98,01 (25.941.600)
UPTD Pengelolaan Prasarana
Perhubungan
P Peningk Pel.
rogram Peninglatan Pelayanan 3.873.679.757 3.196.083.457 | 82,51 (677.596.300)
Perhubungan Laut dan Udara
Penyelenggaraan Keselamatan
Pelayaran dan Pengendalian 894.132.100 785.495.350 | 87,85 (108.636.750)
Pemantauan Angkutan Laut
Perencanaan Pembangunan dan
Pengembangan Pelabuhan Laut 1.763.029.557 1.574.834.057 | 89,33 (188.195.500)
dan Penyeberangan
P 1 Perhub
enyelenggaraan reriubungan 998.813.100 667.612.550 | 66,84 (331.200.550)
Udara
Pengelolaan Prasarana
217.705.000 168.141.500 77,23 (49.563.500)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.15 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun

2019 terdapat 5 Program dan 17 kegiatan terhadap belanja langsung.

Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.17

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(RP) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 48.747.710.000 45.359.088.696 93,05 (3.388.621.304)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.848.000.000 14.209.339.328 89,66 (1.638.660.672)
BELANJA LANGSUNG 32.899.710.000 31.149.749.368 94,68 (1.749.960.632)
Program Tata Kelola Pemerintahan 6.631.648.600 6.572.657.850 99,11 (58.990.750)
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
R®p) % [®p)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
P L Kinerj
enyustnan taporan fmetja 28.965.000 28.965.000 | 100,00 -
Keuangan dan Neraca Aset
P Evaluasi
erencanaan, Evaluasi dan 281.255.700 276.549.600 | 98,33 (4.706.100)
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana 870.122.400 834720192 | 95,93 (35.402.208)
Kantor
Pemelih
emeliharaan Sarana dan 694.594.500 623.873.325 | 89,82 (70.721.175)
Prasarana Kantor
P iaan B
enyediaan Barang dan Jasa 3.474.152.000 3.314.248.190 | 9540 (159.903.810)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 36.984.000 34.041.600 92,04 (2.942.400)
Rapat Koordinasi Kedalam dan 242.000.000 210.270.684 | 86,89 (31.729.316)
Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 30.000.000 29.020.000 96,73 (980.000)
Perpustakaan
Pengelolaan Persandian d
engelofaan tersancian dan 973.575.000 914.584.250 | 93,94 (58.990.750)
Keamanan Informasi
Program Pengembangan,
Pendayagunaan, Peningkatan 14.521.546.500 14.004.497.346 | 96,44 (517.049.154)
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Pengembangan Sarana dan
, 9.124.720.000 9.007.548.450 | 98,72 (117.171.550)
prasarana telematika
Pendayagunaan Telematika 363.000.500 345.852.500 | 95,28 (17.148.000)
Pengelolaan Teknologi Informasi 1.661.000.000 1.605.733.622 | 96,67 (55.266.378)
P b S Aplikasi
engembangan sarana Apuiast 2.453.826.000 2243.889.633 | 91,44 (209.936.367)
Informatika
Layanan Pengadaan Barang dan 919.000.000 801.473.141 | 87,21 (117.526.859)
Jasa Elektronik
Pegkatan Akses dan Kualit
egatan A «ses dan [uattas 10.954.377.900 10.148.773.781 | 92,65 (805.604.119)
Informasi Publik
Penyebarluasan Informasi
7.702.427.600 7.144.496.368 | 92,76 (557.931.232)
Pembangunan
Komunikasi kelembagaan dan 3.251.950.300 3.004.277.413 | 92,38 (247.672.887)
kemitraan media
P Penyediaan Dat
rogram Tenyeciaan Jata 792.137.000 730.205.400 | 92,18 (61.931.600)
Pembangunan Daerah
Penyediaan Data dan Informasi 792.137.000 730.205.400 | 92,18 (61.931.600)
Pembangunan

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.16 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 5
Program dan 21 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan
realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:
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Tabel 2.18
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

Rp) % Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 28.193.616.000 26.106.761.579 | 92,60 (2.086.854.421)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.221.000.000 11.869.955.122 | 89,78 (1.351.044.878)
BELANJA LANGSUNG 14.972.616.000 14.236.806.457 | 95,09 (735.809.543)
Program Tata Kelola Pemerintahan 6.151.612.940 6.074.892.402 | 98,75 (76.720.538)

P L Kinerj
enyusunan Laporan finerja 3.168.000 3.168.000 | 100,00 -
Keuangan dan Neraca Aset
P Evaluasi
erencanaan, Evaluasi dan 72.858.640 66.230.000 | 90,90 (6.628.640)
Pelaporan
P P
engadaan Sarana dan Prasarana 768.865.700 768.714.205 | 99,98 (151.495)
Kantor
Pemelih S d
emetnaraan sarana dan 534.836.300 506.875.500 | 94,77 (27.960.800)
Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa
4.431.126.600 4391.863573 | 99,11 (39.263.027)
Perkantoran
Koordinasi dan Konsultasi ke
Dolam com Lo Daseal: 245.165.000 245074424 | 99,96 (90.576)
Peningkatan Kapasitas Aparatur 24.637.700 22.011.700 | 89,34 (2.626.000)
Penyediaan Data Pemb
enyediaan Uata fembangunan 70.955.000 70.955.000 | 100,00 -
Sektoral
Program Pengembangan Sistem 2.260.381.500 2129.930.161 | 94,23 (130.451.339)
Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil e e ” T
Bina Usaha Kecil 1.535.792.000 1.427.230.661 | 92,93 (108.561.339)
Peningkatan Kualitas SOM Usah
enmgiatan fuatttas saha 144.948.000 142.128.000 | 98,05 (2.820.000)
Kecil
P b P tan d
engembangan tenguatan dan 579.641.500 560.571.500 | 96,71 (19.070.000)
Perlindungan Usaha Kecil
Program Pengembangan
Kelembagaan dan Pengawasan 1.223.248.000 1.178.525.878 96,34 (44.722.122)
Koperasi
Kelembagaan dan Perizinan 570.620.000 533.932.250 | 93,57 (36.687.750)
K taan dan P
eanggotaan dan tenerapan 274.791.000 274.791.000 | 100,00 -
Peraturan
Pengawasan, Pemeriksaanan dan
&a! 377.837.000 369.802.628 | 97,87 (8.034.372)
Penilaian Kesehatan
3 Peningkatan Kualit
rograrl Teningiatan fua as 1.451.970.560 1.396.887.016 | 96,21 (55.083.544)
Usaha dan pemberdayaan Koperasi
Bina Usaha Koperasi 913.217.560 884.924.016 | 96,90 (28.293.544)
Peningkatan Kualitas SDM
enimgkatan fuatttas 113.260.000 111.800.000 | 98,71 (1.460.000)
Koperasi
Pengembangan Penguatan dan
; , 425.493.000 400.163.000 | 94,05 (25.330.000)
Perlindungan Koperasi
Program Pelatihan SDM Koperasi 3.885.403.000 3.456.571.000 | 88,96 (428.832.000)
o OMKM .885.403. 456.571. S 832.
Penyel Pelatihan Usah
Kir;yle enggaraan tefatihan Hsaha 369.030.000 355.800.000 | 96,41 (13.230.000)
Penyelenggaraan Pelatihan
Kelembagaan dan Pengawasan 915.188.000 910.486.000 | 99,49 (4.702.000)
Koperasi
Penyel Pelatih
enyelenggaraan re’atinan 368.585.000 359.650.000 | 97,58 (8.935.000)
Pemberdayaan Koperasi
Peningkatan Kapasitas Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah 2.232.600.000 1.830.635.000 | 82,00 (401.965.000)
(DAK)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)
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2.2.2.17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
Tahun 2019 terdapat 5 program dan 21 kegiatan terhadap belanja

langsung. Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.19

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(RP) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 29.035.325.000 27.041.829.660 | 93,13 (1.993.495.340)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.720.000.000 17.385.343.766 | 92,87 (1.334.656.234)
BELANJA LANGSUNG 10.315.325.000 9.656.485.894 | 93,61 (658.839.106)
Program Tata Kelola Pemerintahan 3.860.331.790 3.568.742.133 92,45 (291.589.657)

Penyusunan Laporan Kinerja 10.000.000 10.000.000 | 100,00 -
Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan 94.154.840 92.796.170 | 98,56 (1.358.670)
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana 96.650.000 96.650.000 100,00 )
Kantor
Pemeliharaan Sarana dan 619.500.000 526.959.500 | 85,06 (92.540.500)
Prasarana Kantor
Penyediaan B d
enyediaan Barang dan Jasa 2.289.018.000 2.100.862.668 | 91,78 (188.155.332)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 42.800.000 34.900.000 81,54 (7.900.000)
Rapat Koordinasi Kedalam d
apat Boordinast hedalam dan 668.049.000 667.414.795 | 99,91 (634.205)
Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 30.159.950 29.159.000 96,68 (1.000.950)
Perpustakaan
Penyediaan Data Pembangunan 10.000.000 10.000.000 100,00 )
Sektoral
Program Peningkatan Iklim, Promosi 2.832.575.910 2.710.070.970 | 95,68 (122.504.940)
dan Kerjasama Investasi
Penyel P id
enyelenggaraan rromost dan 2.091.593.660 2.013.640.760 | 96,27 (77.952.900)
Kerjasama Penanaman Modal
Pengembangan Sarana dan 397.206.000 373.680.710 | 94,08 (23.525.290)
Prasarana Promosi
Pembinaan BUMD dan Kerj
embimaan an fefjasama 343.776.250 322.749.500 | 93,88 (21.026.750)
Penanaman Modal
P Pengelolaan Data d
rogram tengelofaan Lata dan 1.358.073.050 1.322.823.000 | 97,40 (35.250.050)
Sistem Informasi Penanaman Modal
P b data potensi
engembangan data potenst 530.941.000 523.388.000 | 98,58 (7.553.000)
penanaman modal daerah
Perencanaan dan pengembangan 484.566.800 464256500 | 95,81 (20.310.300)
Penanaman modal daerah
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
Rp) % Rp)
(1) (2) (3) 4) (5) (6)=(4)-(3)
Pengembangan Sistem informasi
342.565.250 335.178.500 97,84 (7.386.750)
penanaman modal daerah
P Pel. Perizi
rogram © e ayanan Terizinan 760.151.250 738.755.190 | 97,19 (21.396.060)
Penaman Modal
Pelayanan Perizinan 183.246.000 174.459.240 95,20 (8.786.760)
Pelayanan Non Perizinan 327.601.000 325.816.000 99,46 (1.785.000)
Pel P
elaporan dan Pengaduan 249.304.250 238.479.950 | 95,66 (10.824.300)
Pelayanan Perizinan
Program Pengendalian Penanaman
1.504.193.000 1.316.094.601 87,50 (188.098.399)
Modal
P Realisasi P
emantauan Realisasi Penanaman 513.665.000 479.450.800 | 93,34 (34.214.200)
Modal
Pembinaan Penanaman Modal 387.728.000 376.399.000 97,08 (11.329.000)
P P 1
engawasan Penanaman Moda 602.800.000 460.244.801 | 76,35 (142.555.199)
dan Perijinan

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.18 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 5

Program dan 27 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan

realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 2.20

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(RP) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 58.439.484.000 54.034.479.445 | 92,46 (4.405.004.555)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.440.000.000 14.317.407.043 | 92,73 (1.122.592.957)
BELANJA LANGSUNG 42.999.484.000 39.717.072.402 | 92,37 (3.282.411.598)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga 42.999.484.000 39.717.072.402 92,37 (3.282.411.598)
Program Tata Kelola Pemerintahan 6.255.582.000 5.370.365.040 85,85 (885.216.960)

Penyusunan Laporan Kinerja 42.500.000 39.711.000 | 93,44 (2.789.000)
Keuangan dan Neraca Aset
P Evaluasi d

erencanaan, tvaiuast dan 269.700.000 217.391.500 | 80,60 (52.308.500)
Pelaporan
Pengadaan Sarana P

engadaan warana frasarana 1.046.662.000 913.173.166 | 87,25 (133.488.834)
Kantor
Pemeliharaan Sarana dan 300.000.000 265.817.400 | 88,61 (34.182.600)
Prasarana Kantor
Penyediaan B d

enyediaan Barang dan Jasa 1.875.955.000 1.754.894.205 | 93,55 (121.060.795)
Perkantoran
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Peningkatan Kapasitas Aparatur 247.983.000 247.983.000 | 100,00 -
Rapat Koordinasi Kedalam d.
apat hoordinast hedalam dan 700.000.000 416.799.700 | 59,54 (283.200.300)
Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 199.400.000 139.817.000 70,12 (59.583.000)
Perpustakaan
P diaan Data Pemb
enyediaan ata fembangunan 165.000.000 155.900.000 | 94,48 (9.100.000)
Sektoral
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD Pembinaan 350.000.000 321.019.682 91,72 (28.980.318)
dan Pelatihan Olahraga
Pemeliharaan Sarana dan
P Kant da UPTD
rasarana fantor paca 99.390.000 97.558.800 | 98,16 (1.831.200)
Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkant da UPTD
erantoran paca = 808.992.000 718.839.487 | 88,86 (90.152.513)
Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar D h pada UPTD
uar Dactah paca - 150.000.000 81.460.100 | 54,31 (68.539.900)
Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga
Program Peningkatan Pemberdayaan 10.251.579.000 9.250.850.340 | 90,24 (1.000.728.660)
Kepemudaan
Pembinaan Kepramukaan 694.360.000 519.393.000 74,80 (174.967.000)
Penguatan Kelembagaan Pemuda 3.545.311.000 3.077.182.000 86,80 (468.129.000)
Pendidikan Pelatihan
Kepeloporan dan Kepemimpinan 2.779.189.000 2.589.184.000 93,16 (190.005.000)
Pemuda
Pengembangan Wawasan dan 1.589.153.000 1.506.139.400 | 94,78 (83.013.600)
Kreativitas Pemuda
Pemberian Penghargaan dan
Fasilitas Sarana dan Prasarana 679.216.000 662.979.600 97,61 (16.236.400)
Kepemudaan
Pelatihan Ket ilan bagi
clatian feteramprian bagt 964.350.000 895.972.340 | 92,91 (68.377.660)
Pemuda
Program Pengembangan dan
11.393.580.000 10.876.185.530 95,46 (517.394.470)
Pemberdayaan Olah Raga
Pembi Olah Raga Pendidik.
empmaan aga fendidikan 3.620.000.200 3.550.772.800 | 98,09 (69.227.400)
dan Layanan Khusus
Pembinaan Olah Raga Rekreasi 1.579.960.800 1.399.222.150 | 88,56 (180.738.650)
dan Industri Olah Raga
P d S P
engadaan warana frasarana 6.193.619.000 5926190580 | 95,68 (267.428.420)
Keolah Ragaan
E:;g:am Peningkatan Prestasi Olah 9.427.922.000 8.996.401.992 | 95,42 (431.520.008)
Peningkatan Prestasi dan 5.387.530.000 5.080.166.892 | 94,29 (307.363.108)
Pembibitan Olahraga
Peningkatan SDM Keolah Ragaan 1.917.597.000 1.829.066.000 95,38 (88.531.000)
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Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(Rp) % (Rp)

(1) () (3) 4) (5) (6)=(4)-(3)
Pelayanan dan pengawasan 2.122.795.000 2.087.169.100 | 98,32 (35.625.900)
organisasi keolahragaan

Program Pembinaan dan
5.670.821.000 5.223.269.500 92,11 (447.551.500)
Pemasyarakatan Olah Raga
P i Pelatih lah
embinaan dan Pelatihan Ola 3.985.936.000 3.595.437.500 | 90,20 (390.498.500)
Raga Pelajar
Peningkatan sarana dan prasarana 1.684.885.000 1.627.832.000 | 96,61 (57.053.000)
atlet PPLP

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 4

Program dan 19 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan

realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 2.21

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 30.139.854.000 28.743.023.216 | 95,37 (1.396.830.784)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.193.000.000 16.844.161.696 | 97,97 (348.838.304)
BELANJA LANGSUNG 12.946.854.000 11.898.861.520 | 91,91 (1.047.992.480)
Dinas Perpustakaan dan Kearsi

tnas rerpustakaan dan Rearsipan 11.090.393.440 10.325.240.781 | 93,10 (765.152.659)
Daerah
Program Tata Kelola Pemerintahan 7.276.930.440 6.793.987.270 93,36 (482.943.170)
Penyusunan Laporan Kinerja
40.000.000 40.000.000 | 100,00 -
Keuangan dan Neraca Aset
P Evaluasi d
erencanaan, tvaiuast dan 100.000.000 95.154.000 | 95,15 (4.846.000)
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana 1.659.314.440 1517795290 | 91,47 (141.519.150)
Kantor
Pemeliharaan Sarana dan 756.696.000 714225700 | 94,39 (42.470.300)
Prasarana Kantor
Penyediaan B d
enyediaan Barang dan Jasa 4.028.200.000 3.737.864.415 | 92,79 (290.335.585)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 76.320.000 76.020.000 99,61 (300.000)
Koordinasi Kedalam dan Kel
oordinast fedalam dan Betuar 466.400.000 465.702.865 | 99,85 (697.135)
Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 20.000.000 19.500.000 | 97,50 (500.000)
Perpustakaan
Penyediaan Data Pemb
enyediaan ata fembangunan 130.000.000 127.725.000 | 98,25 (2.275.000)

Sektoral
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) 4) (5) (6)=(4)-(3)
Program Pengembangan Budaya
. 1.411.320.000 1.235.637.564 87,55 (175.682.436)
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Pembinaan dan Pengembangan
Minat dan Budaya Baca 455.000.000 367.523.254 80,77 (87.476.746)
Masyarakat
P i P
embinaan dan Pengembangan 490.000.000 465528310 | 95,01 (24.471.690)
Perpustakaan
Pembi dan P b
cmbindan gan Tengembangan 466.320.000 402.586.000 | 86,33 (63.734.000)
Sistem Kearsipan
Program Pengembangan Koleksi dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan 2.402.143.000 2.295.615.947 95,57 (106.527.053)
Perpustakaan
Peni Kualitas L
eningkatan Kualitas Layanan 1.231.539.000 1.170.563.150 | 95,05 (60.975.850)
dan Kerjasama Perpustakaan
Pengembangan Layanan dan
i Inf i P
Sistem Informasi Perpustakaan 508.548.000 489.463250 | 96,25 (19.084.750)
Berbasis Teknologi dan
Informatika
Pengelolaan Bahan Deposit dan
Penyediaan Bahan Pustaka 459.520.000 433.869.747 94,42 (25.650.253)
Perpustakaan
Pengembangan Koleksi
Perpustakaan (DAK) 202.536.000 201.719.800 99,60 (816.200)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.856.460.560 1.573.620.739 | 84,76 (282.839.821)
Daerah
Program Pengelolaan Sistem 1.856.460.560 1.573.620.739 | 84,76 (282.839.821)
Kearsipan
Penel , Akuisisi d.
enetusuran, Akuisist can 939.834.560 714.504.500 | 76,02 (225.330.060)
Pemeliharaan Arsip Statis
Pelayanan Kearsipan dan 457.901.000 413.059.239 | 90,21 (44.841.761)
Pemanfaatan Arsip
Pengelolaan Arsip Dinamis 458.725.000 446.057.000 97,24 (12.668.000)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.20 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 5 Program dan 42
kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi anggaran
program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.22
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(RP) % (Rp)

(1) (2) (3) 4) (5) (6)=(4)-(3)
PENDAPATAN 544.390.550 393.430.700 | 72,27 (150.959.850)
BELANJA DAERAH 46.727.923.000 41.739.422.519 | 89,32 (4.988.500.481)
BELANJA TIDAKLANGSUNG 29.090.000.000 26.352.326.442 | 90,59 (2.737.673.558)
BELANJA LANGSUNG 17.637.923.000 15.387.096.077 | 87,24 (2.250.826.923)
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Uraian

Pagu Anggaran

Realisasi

Selisih

(Rp)

%

(Rp)

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)=(4)-(3)

Program Tata Kelola Pemerintahan

8.862.033.291

7.821.746.259

88,26

(1.040.287.032)

Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset

94.870.000

84.715.000

89,30

(10.155.000)

Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan

310.765.000

234.003.018

75,30

(76.761.982)

Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor

1.022.719.619

968.871.453

94,73

(53.848.166)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor

664.000.000

614.719.280

92,58

(49.280.720)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran

2.986.447.500

2.711.797.470

90,80

(274.650.030)

Peningkatan Kapasitas Aparatur

234.650.000

160.476.550

68,39

(74.173.450)

Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah

447.130.000

255.420.070

57,12

(191.709.930)

Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral

230.455.000

173.824.385

75,43

(56.630.615)

Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD Produksi
Perikanan Budidaya Air Payau
dan Laut

75.000.000

67.493.300

89,99

(7.506.700)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Produksi Perikanan Budidaya Air
Payau dan Laut

99.324.600

94.214.000

94,85

(5.110.600)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Produksi
Perikanan Budidaya Air Payau
dan Laut

253.538.572

223.508.364

88,16

(30.030.208)

Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD Pengujian dan
Penerapan Mutu Hasil Perikanan

74.370.000

73.000.000

98,16

(1.370.000)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Pengujian dan Penerapan Mutu
Hasil Perikanan

75.000.000

68.366.900

91,16

(6.633.100)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengujian dan Penerapan Mutu
Hasil Perikanan

840.361.000

799.556.024

95,14

(40.804.976)

Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD Pelabuhan
Perikanan Pantai Labuan

75.000.000

73.373.557

97,83

(1.626.443)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Pelabuhan Perikanan Pantai
Labuan

91.300.000

82.706.800

90,59

(8.593.200)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pelabuhan Perikanan Pantai
Labuan

471.262.000

389.916.605

82,74

(81.345.395)

Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Cabang Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi
Banten Wilayah Utara

95.000.000

93.750.000

98,68

(1.250.000)
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Uraian

Pagu Anggaran

Realisasi

Selisih

(Rp)

%

(Rp)

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)=(4)-(3)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Cabang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten Wilayah Utara

211.500.000

199.503.483

94,33

(11.996.517)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Cabang Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi
Banten Wilayah Utara

159.340.000

110.290.000

69,22

(49.050.000)

Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Cabang Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi
Banten Wilayah Selatan

42.502.000

42.502.000

100,00

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Cabang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten Wilayah Selatan

225.000.000

221.763.000

98,56

(3.237.000)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Cabang Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi
Banten Wilayah Selatan

82.498.000

77.975.000

94,52

(4.523.000)

Program Peningkatan Produksi
Perikanan Tangkap

3.903.855.000

3.064.307.404

78,49

(839.547.596)

Pengelolaan Sumber Daya Ikan

576.200.000

363.833.735

63,14

(212.366.265)

Pengelolaan Kapal, Alat
Penangkap Ikan dan Sertifikasi
Awak Kapal Perikanan

529.455.000

446.211.676

84,28

(83.243.324)

Pembinaan dan Pengembangan
Pelabuhan Perikanan

543.200.000

452.389.009

83,28

(90.810.991)

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Fasilitas Pokok dan
Fungsional Pelabuhan Perikanan -
UPTD Provinsi Banten (DAK)

1.900.000.000

1.483.104.841

78,06

(416.895.159)

Pelaksanaan Tata Kelola dan
Pelayanan Usaha Kepelabuhan

100.000.000

92.838.143

92,84

(7.161.857)

Pelaksanaan Operasional
Pelabuhan dan Kesyahbandaran

150.000.000

143.900.000

95,93

(6.100.000)

Pelayanan Usaha Jasa Kelautan
pada Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Utara

70.000.000

51.150.000

73,07

(18.850.000)

Pelayanan Usaha Jasa Kelautan
pada Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Selatan

35.000.000

30.880.000

88,23

(4.120.000)

Program Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan

673.991.500

637.751.420

94,62

(36.240.080)

Penanganan Pelanggaran

250.000.000

242.841.900

97,14

(7.158.100)

Pengawasan Pengelolaan
Sumberdaya Perikanan

253.227.000

243.657.020

96,22

(9.569.980)

Pengawasan Pengelolaan
Sumberdaya Kelautan

170.764.500

151.252.500

88,57

(19.512.000)

Program Peningkatan Daya Saing
Perikanan

1.597.550.620

1.532.678.137

95,94

(64.872.483)
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Realisasi Selisih
Rp) % Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)

No Uraian Pagu Anggaran

Pembinaan Mutu dan Diversifikasi
Produk Kelautan dan Perikanan 479.980.000 450.179.000 93,79 (29.801.000)

Peningkatan Investasi dan
Promosi Produk Perikanan 554.415.620 548.113.000 98,86 (6.302.620)

Peningkatan Usaha dan 184.250.000 179.517.337 | 97,43 (4.732.663)
Kelembagaan Perikanan Budidaya

Peningkatan Kualitas Pengujian 246.525.000 243.926.800 | 98,95 (2.598.200)
Pengendalian Mutu Perikanan 132.380.000 110.942.000 83,81 (21.438.000)

Program Pengelolaan Sumber Daya

2.600.492.589 2.330.612.857 89,62 269.879.732
Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( )

Pengelolaan Ruang L
engelolaan Ruang Laut dan 515.483.380 508.205.881 | 98,59 (7.277.499)
Konservasi

P Pesisir dan Pulau-
endayagunaan Pesisir dan Pulau 578.790.000 538.527.480 | 93,04 (40.262.520)
pulau Kecil

Pemberdayaan Ekonomi
cmpercayadn =ronom 502.260.000 460.369.971 | 91,66 (41.890.029)
Masyarakat Pesisir

Produksi Benih Ikan Air Laut dan

15.000.000 4.400.000 | 29,33 (10.600.000)
Payau

Pelayanan Teknis Produksi
Perikanan Budidaya Air Payau 14.412.209 3.600.000 | 24,98 (10.812.209)
dan Laut

Pengelolaan dan Pengendalian
Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil pada Cabang Dinas Kelautan 110.000.000 60.020.000 | 54,56 (49.980.000)
dan Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Utara

Pengelolaan dan Pengendalian
Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil pada Cabang Dinas Kelautan 104.300.000 95.559.427 | 91,62 (8.740.573)
dan Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Selatan

Pembangunan/Rehabilitasi
prasarana Kawasan Konservasi
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan 340.000.000 307.634.709 90,48 (32.365.291)
prasarana di Pulau-Pulau Kecil
Wilayah Utara (DAK)

Pembangunan/Rehabilitasi
prasarana Kawasan Konservasi
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan 420.247.000 352.295.389 83,83 (67.951.611)
prasarana di Pulau-Pulau Kecil
Wilayah Selatan (DAK)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.21 Dinas Pariwisata
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 5 Program dan 19
kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi anggaran

program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Tabel 2.23

Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(Rp) % Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 33.195.571.000 31.229.187.807 | 94,08 (1.966.383.193)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.628.000.000 15.317.663.540 | 98,01 (310.336.460)
BELANJA LANGSUNG 17.567.571.000 15.911.524.267 | 90,57 (1.656.046.733)
Program Tata Kelola Pemerintahan 4.718.327.700 3.824.979.601 | 81,07 (893.348.099)

P L Kinerj
enyustnan taporan fmetja 32.250.000 31.931.500 | 99,01 (318.500)
Keuangan dan Neraca Aset
P Evaluasi
erencanaan, Evaluasi dan 62.842.600 61715700 | 98,21 (1.126.900)
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana 1.226.058.400 753.896.450 | 61,49 (472.161.950)
Kantor
Pemelih
emeliharaan Sarana dan 596.288.000 473240300 | 79,36 (123.047.700)
Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa 2.542.826.100 2.309.657.252 | 90,83 (233.168.848)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 24.714.000 15.172.000 | 61,39 (9.542.000)
Rapat Koordinasi Kedalam dan 233.348.600 179.366.399 | 76,87 (53.982.201)
Keluar Daerah
Program Pengembangan Industri 1.708.463.700 1.555.169.218 | 91,03 (153.294.482)
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pembinaan Usaha Industri
embimaan Lsaha ndustrt 479.295.550 391.350.692 | 81,65 (87.944.858)
Pariwisata
Standarisasi Usaha Industri - 388.920.500 364420345 | 93,70 (24.500.155)
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
P b Potensi Ekonomi
engembangan totenst onomi 840.247.650 799.398.181 | 95,14 (40.849.469)
Kreatif
Program Pemasaran Produk 7.246.621.150 6.777.792.907 | 93,53 (468.828.243)
Pariwisata
Promosi Pariwisata Provinsi
3.303.848.600 2.910.174.968 | 88,08 (393.673.632)
Banten
Penyiapan Sarana dan Prasarana
an oara 3.263.110.800 3.249.761.555 | 99,59 (13.349.245)
Promosi Pariwisata
P b Potensi P
engembangan rotenst fasar 679.661.750 617.856.384 | 90,91 (61.805.366)
Pariwisata
Program Pengembangan
Sumberdaya Manusia Pariwisata dan 1.513.582.400 1.410.737.887 | 93,21 (102.844.513)
Ekonomi Kreatif
Peningkatan Standarisasi dan
394.053.000 376.440.600 | 95,53 17.612.400
Kualifikasi Sumber Daya Manusia ’ ( )
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pariwisata Ekonomi 232.052.000 200.122.387 | 86,24 (31.929.613)
Kreatif tingkat lanjutan
P b Sumber D
engembangan sumber Laya 887.477.400 834.174.900 | 93,99 (53.302.500)
Manusia Pariwisata Banten
Program Pengembangan Destinasi
gra 2.380.576.050 2.342.844.654 | 98,42 (37.731.396)
Pariwisata
Optimalisasi Pengembangan Daya 1.065.230.700 1.053.544.564 | 98,90 (11.686.136)
Tarik Wisata Provinsi Banten
Pengelolaan K Strategi
engelofaan fawasan Strategls 1.007.973.350 990.324.790 | 98,25 (17.648.560)

Pariwisata Provinsi Banten
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
Rp) % (Rp)
(1) 2) (3) 4) (5) (6)=(4)-(3)

Pengembangan Pemberdayaan
Masyarakat Destinasi Pariwisata 307.372.000 298.975.300 97,27 (8.396.700)
Provinsi Banten

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.22 Dinas Pertanian
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 7 Program dan 61 kegiatan terhadap
belanja langsung. Adapun target dan realisasi anggaran program dan
kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Pertanian Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
PENDAPATAN 230.000.000 345.725.800 | 150,32 115.725.800
BELANJA DAERAH 100.669.705.000 | 93.742.593.319 | 93,12 (6.927.111.681)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 48.880.000.000 | 47.380.649.194 | 96,93 (1.499.350.806)
BELANJA LANGSUNG 51.789.705.000 | 46.361.944.125 | 89,52 (5.427.760.875)
Program Tata Kelola Pemerintahan 29.342.764.675 25.178.618.618 | 85,81 (4.164.146.057)

P L Kinerj

enyustnan taporan fmerja 175.000.000 173.162.600 | 98,95 (1.837.400)
Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan

882.490.000 863.780.000 | 97,88 (18.710.000)

Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 913.908.275 709.227.600 77,60 (204.680.675)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1.400.000.000 |  1.292.139.563 | 92,30 (107.860.437)
Kantor
Penyediaan B d

enyediaan Barang dan Jasa 3.967.950.000 |  3.707.276.793 | 93,43 (260.673.207)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 45.900.000 44.900.000 | 97,82 (1.000.000)
Rapat Koordinasi Kedalam d

apat Boordinast fedalam dan 500.000.000 499.557.355 | 99,91 (442.645)
Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan Kearsi

eningratan rengelofaan hearsipan 9.300.000 9.300.000 | 100,00 -
dan Pelayanan Perpustakaan
Penyediaan Data Pembangunan 405.620.000 377.584.000 | 93,09 (28.036.000)
Sektoral
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada UPTD Benih dan Perlindungan 750.545.300 719.213.591 | 95,83 (31.331.709)
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan
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Uraian

Pagu Anggaran

Realisasi

Selisih

(Rp)

%

(Rp)

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)=(4)-(3)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Benih dan
Perlindungan Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan

902.694.000

860.292.700

95,30

(42.401.300)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran UPTD Benih dan
Perlindungan Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan

4.459.864.100

4.222.045.817

94,67

(237.818.283)

Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD Benih
dan Perlindungan Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan

339.780.000

332.852.954

97,96

(6.927.046)

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada UPTD Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan

292.551.000

285.483.353

97,58

(7.067.647)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan

336.800.000

333.245.500

98,94

(3.554.500)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan

745.552.000

719.873.348

96,56

(25.678.652)

Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD
Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan

146.500.000

146.500.000

100,00

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada UPTD Pelayanan dan
Pengujian Veteriner

427.200.000

365.443.352

85,54

(61.756.648)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pelayanan dan
Pengujian Veteriner

550.000.000

406.660.300

73,94

(143.339.700)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pelayanan
dan Pengujian Veteriner

1.311.710.000

1.254.441.762

95,63

(57.268.238)

Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD
Pelayanan dan Pengujian Veteriner

219.750.000

155.100.000

70,58

(64.650.000)

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada UPTD Pengujian Pakan dan
Pembibitan Ternak

138.200.000

138.021.600

99,87

(178.400)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengujian Pakan
dan Pembibitan Ternak

545.000.000

441.625.500

81,03

(103.374.500)
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Uraian

Pagu Anggaran

Realisasi

Selisih

(Rp)

%

(Rp)

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)=(4)-(3)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pengujian
Pakan dan Pembibitan Ternak

1.759.250.000

1.681.554.487

95,58

(77.695.513)

Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD
Pengujian Pakan dan Pembibitan
Ternak

117.200.000

106.296.100

90,70

(10.903.900)

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
dan Penyediaan Sarana Pendukung
UPTD Benih dan Perlindungan
Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan (DAK)

3.000.000.000

466.952.900

15,57

(2.533.047.100)

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
dan Penyediaan Sarana Pendukung
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
(DAK)

200.000.000

194.419.153

97,21

(5.580.847)

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
dan Penyediaan Sarana Pendukung
UPTD Pelayanan dan Pengujian
Veteriner (DAK)

200.000.000

195.500.000

97,75

(4.500.000)

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
dan Penyediaan Sarana Pendukung
UPTD Pengujian Pakan dan
Perbibitan (DAK)

4.600.000.000

4.476.168.290

97,31

(123.831.710)

Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Pangan

3.697.004.200

3.427.204.700

92,70

(269.799.500)

Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Produk
Serelia

1.294.080.100

1.274.145.000

98,46

(19.935.100)

Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu aneka
Kacang dan Umbi

546.020.000

509.156.600

93,25

(36.863.400)

Pengembangan Teknologi dan Pasca
panen Tanaman pangan

374.305.000

364.704.600

97,44

(9.600.400)

Perlindungan Tanaman Pangan

305.793.500

265.799.200

86,92

(39.994.300)

Pelayanan Teknis Sertifikasi dan
Pengawasan Tanaman Pangan

564.015.000

507.557.000

89,99

(56.458.000)

Perbenihan Tanaman Pangan

612.790.600

505.842.300

82,55

(106.948.300)

Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Hortikultura

3.357.868.000

3.160.641.500

94,13

(197.226.500)

Peningkatan Produksi Buah dan
Florikultura

309.570.000

297.578.800

96,13

(11.991.200)

Peningkatan Produksi Sayuran dan
Tanaman Obat

1.037.750.000

998.042.000

96,17

(39.708.000)

Pengembangan Teknologi dan Pasca
Panen Hortikultura

767.746.000

738.925.800

96,25

(28.820.200)

Perlindungan Tanaman
Hortikultura

164.854.000

156.901.000

95,18

(7.953.000)

Pelayanan Teknis Sertifikasi dan
Pengawasan Tanaman Hortikultura

284.343.000

236.593.000

83,21

(47.750.000)
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Veteriner (Kesmavet)

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=1(4)-(3)
Perbenihan Tanaman hortikultura 793.605.000 732.600.900 | 92,31 (61.004.100)
Program Peningkatan Produksi dan 2.238.808.200 |  2.113.372.000 | 94,40 (125.436.200)
Produktivitas Perkebunan
Pel Teknis Sertifikasi
elayanan Teknis Sertiffkasi dan 46.838.000 44.818.000 | 95,69 (2.020.000)
Pengawasan Tanaman Perkebunan
Perlindungan Tanaman Perkebunan 240.000.000 237.495.000 | 98,96 (2.505.000)
Peningkatan Produksi Komodi
eningkatan Produksi Komoditas 303.580.000 283.804.000 | 93,49 (19.776.000)
Perkebunan
P Komodi
engembangan Komoditas 900.000.000 849.240.000 | 94,36 (50.760.000)
Perkebunan
P A h
engembangan Aneka Usaha dan 316.790.200 289.324.500 | 91,33 (27.465.700)
Pemasaran Hasil Perkebunan
Perbenihan Tanaman Perkebunan 431.600.000 408.690.500 | 94,69 (22.909.500)
P Peningkatan Produksi
rogram Peninglatan Produksi dan 4.015.865.925 |  3.735.790.607 | 93,03 (280.075.318)
Produktivitas Peternakan
Pengembangan Perbibitan Ternak 697.250.000 630.027.084 | 90,36 (67.222.916)
Pengembangan Pakan ternak 271.513.600 264.881.530 | 97,56 (6.632.070)
Pengolahan dan Pemasaran Hasil 336.855.000 307.868.000 | 91,39 (28.987.000)
Peternakan
Pengujian Mutu Pakan dan Hij
enguytan Mty Fakan dan Hyauan 223.630.175 212.244.778 | 94,91 (11.385.397)
Pakan ternak
Pengembangan Kawasan Pertanian 1.650.000.000 |  1.497.023.300 | 90,73 (152.976.700)
terpadu
Perbibitan Ternak 836.617.150 823.745.915 | 98,46 (12.871.235)
Program Peninglkatan Prasarana 6.799.036.200 |  6.521.219.500 | 95,91 (277.816.700)
Sarana dan Penyuluhan Pertanian
Penyediaan Prasarana dan Sarana 425.800.000 412.412.500 | 96,86 (13.387.500)
Pertanian
Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi 468.640.000 453.531.000 | 96,78 (15.109.000)
Peningkatan Kapasitas 5.904.596.200 |  5.655.276.000 | 95,78 (249.320.200)
Kelembagaan Tani
Program Penanganan Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat 2.338.357.800 2.225.097.200 | 95,16 (113.260.600)
Veteriner
P 1 dan P h
enangguwangan dan renceganan 548.100.000 544224700 | 99,29 (3.875.300)
Penyakit Hewan Menular
Pengendalian Kesehatan 460.200.000 454.387.500 | 98,74 (5.812.500)
Masyarakat Veteriner
Pengawasan Obat dan Produk Asal 410.282.700 402.175.000 | 98,02 (8.107.700)
Hewan
Peningkatan Penyidikan, Pengujian
dan Pengendalian Penyakit Hewan 522.135.100 461.790.500 | 88,44 (60.344.600)
Menular
Peningkatan Penyidikan, Pengujian
dan Pelayanan Masyarakat 397.640.000 362.519.500 | 91,17 (35.120.500)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.23 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 4
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Program dan 21 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan

realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Tabel 2.25

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

Rp) % Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 56.408.134.000 49.577.414.732 87,89 (6.830.719.268)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.413.000.000 21.626.527.290 96,49 (786.472.710)
BELANJA LANGSUNG 33.995.134.000 27.950.887.442 82,22 (6.044.246.558)
Program Tata Kelola Pemerintahan 8.560.631.500 7.461.221.581 | 87,16 (1.099.409.919)

Penyusunan Laporan Kinerja
160.000.000 160.000.000 100,00 -
Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan
391.222.000 371.619.604 94,99 (19.602.396)
Pelaporan
P d. S P
engadaan warana frasarana 2.516.863.000 1.890.089.756 | 75,10 (626.773.244)
Kantor
Pemeliharaan Sarana dan 805.530.000 710.515.620 | 88,20 (95.014.380)
Prasarana Kantor
P di B d.
enyediaan Barang dan Jasa 2.769.366.000 2519.411.894 | 90,97 (249.954.106)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 226.653.000 220.886.000 97,46 (5.767.000)
Rapat Koordinasi Kedalam d
apat hoordimast hedalam dan 936.500.000 887.575.707 | 94,78 (48.924.293)
Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 122.817.500 116.017.500 94,46 (6.800.000)
Perpustakaan
Penyediaan Data Pembangunan 631.680.000 585105500 | 92,63 (46.574.500)
Sektoral
Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Pemanfaatan 5.151.253.533 4.691.429.385 | 91,07 (459.824.148)
Geologi, Air Tanah, Mineral dan e R ! e
Batubara
Pengembangan geologi dan air
820.000.000 773.626.871 94,34 (46.373.129)
tanah
Pengusahaan air tanah 442.900.000 435.193.777 98,26 (7.706.223)
Pengendalian geologi dan air 841.364.633 713.229.037 | 84,77 (128.135.596)
tanah
Eksplorasi mineral dan batubara 885.975.000 880.855.800 99,42 (5.119.200)
O i duksi mi 1d.
perast produist minerat dan 1.205.411.000 1.111.711.000 | 92,23 (93.700.000)
batubara
Reklamasi dan pasca tambang 955.602.900 776.812.900 | 81,29 (178.790.000)
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Infrastruktur Energi 18.624.129.447 14.179.467.956 76,13 (4.444.661.491)
dan Ketenagalistrikan
P b infrastrukt
engembangan mirastruitur 991.490.000 945.613.200 | 95,37 (45.876.800)
energi baru terbarukan
Pengembangan infrastruktur 15.585.460.987 11.213.771.49% | 71,95 (4.371.689.491)
ketenagalistrikan
Pengendalian pengembangan 2.047.178.460 2.020.083.260 | 98,68 (27.095.200)
infrastruktur Energi
Program Pengembangan 1.659.119.520 1.618.768.520 | 97,57 (40.351.000)
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
Rp) % Rp)
(1) 2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Pemanfaatan Ketenagalistrikan
Pembinaan Teknis 500.428.520 500.428.520 | 100,00 -
Ketenagalistrikan
Pengusahaan ketenagaistrikan 467.491.000 466.041.000 99,69 (1.450.000)
Pengendalian ketenagalistrikan 691.200.000 652.299.000 94,37 (38.901.000)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 7

Program dan 33 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan

realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Tabel 2.26

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten TA.2019

Industri

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

Rp) % Rp)

(1) (2) (3) 4) (5) (6)=(4)-(3)
PENDAPATAN 79.150.000 91.258.000 | 115,30 12.108.000
BELANJA DAERAH 126.763.335.000 108.281.338.049 85,42 (18.481.996.952)
BELANJA TIDAKLANGSUNG 22.111.000.000 21.974.239.370 99,38 (136.760.630)
BELANJA LANGSUNG 104.652.335.000 86.307.098.679 82,47 (18.345.236.322)
Program Pengembangan 3.748.819.400 3.165.439.327 | 84,44 (583.380.073)
Perdagangan Dalam Negeri

Peningkatan Peran Pelaku Usaha

Dalam Kerjasama Perdagangan 900.000.000 742762100 | 82,53 (157.237.900)

dan Pengembangan Perdagangan

Berjangka

Peningkatan Akses Distribusi 1.161.000.000 1.089.525.827 | 93,84 (71.474.173)

Perdagangan

Stabilisasi Harga Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang 1.101.791.000 914.130.000 82,97 (187.661.000)

Penting

Pengendalian Inflasi Daerah 586.028.400 419.021.400 71,50 (167.007.000)
Program Pengembangan 1.986.966.000 1.876.522.960 | 94,44 (110.443.040)
Perdagangan Luar Negeri

Peningkatan Peran Dunia Usaha

Bagi Pengembangan Ekspor 463.666.000 411.131.600 88,67 (52.534.400)

Daerah

Pengembangan dan Pengendalian 387.300.000 362.280.142 | 93,54 (25.019.858)

Impor daerah

Peningkatan Promosi 1.136.000.000 1.103.111.218 | 97,10 (32.888.782)

Perdagangan Luar Negeri
Program Perlmdungfm dan 3.124.509.000 2.866.122.300 91,73 (258.386.700)
Pengawasan Industri

Pengawasan dan Pembinaan

Standarisasi Mutu Produk 558.880.000 493.895.700 88,37 (64.984.300)

I1-66



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Uraian

Pagu Anggaran

Realisasi

Selisih

(Rp)

%

(Rp)

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)=(4)-(3)

Peningkatan Perlindungan
Konsumen

2.080.779.000

1.888.774.600

90,77

(192.004.400)

Peningkatan Pengawasan Barang
Beredar/Jasa dan Tertib Niaga

484.850.000

483.452.000

99,71

(1.398.000)

Program Pelayanan Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang

1.171.421.000

1.108.751.391

94,65

(62.669.609)

Peningkatan Pelayanan Mutu
Barang

661.289.000

621.711.484

94,02

(39.577.516)

Peningkatan Pelayanan Kalibrasi
dan sertifikasi

510.132.000

487.039.907

95,47

(23.092.093)

Program Tata Kelola Pemerintahan

89.141.785.600

72.234.353.594

81,03

(16.907.432.007)

Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset

92.986.000

83.859.600

90,19

(9.126.400)

Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan

718.808.000

425.833.071

59,24

(292.974.929)

Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor

73.708.739.600

58.712.350.519

79,65

(14.996.389.082)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor

2.980.280.000

2.763.762.973

92,74

(216.517.027)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran

3.850.589.000

3.529.136.608

91,65

(321.452.392)

Peningkatan Kapasitas Aparatur

292.950.000

248.495.200

84,83

(44.454.800)

Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah

943.280.000

594.550.065

63,03

(348.729.935)

Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral

990.348.000

603.939.000

60,98

(386.409.000)

Pengadaan Sarana dan Prasarana
pada UPTD Pengembangan
Teknologi dan Standardisasi
Industri

764.500.000

727.904.535

95,21

(36.595.465)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Pengembangan Teknologi dan
Standardisasi Industri

246.400.000

244.632.400

99,28

(1.767.600)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengembangan Teknologi dan
Standardisasi Industri

1.056.912.000

1.031.116.079

97,56

(25.795.921)

Pengadaan Sarana dan Prasarana
pada UPTD Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang

1.254.070.000

1.239.059.710

98,80

(15.010.290)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Pengujian dan Sertifikasi Mutu
Barang

565.050.000

556.172.640

98,43

(8.877.360)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengujian dan Sertifikasi Mutu
Barang

1.123.239.000

970.924.659

86,44

(152.314.341)

Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD
Pengembangan Teknologi dan
Standardisasi Industri

232.534.000

184.036.363

79,14

(48.497.637)

Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD
Pengujian dan Sertifikasi Mutu
Barang

321.100.000

318.580.172

99,22

(2.519.828)

Program Peningkatan Daya Saing
Industri

4.578.563.000

4.173.611.107

91,16

(404.951.893)

Perencanaan dan Pengembangan
Perwilayahan Industri serta
Rekomendasi Teknis Perijjinan

910.000.000

718.842.407

78,99

(191.157.593)

Peningkatan dan Pengembangan
Industri Kecil Menengah

2.488.563.000

2.313.445.400

92,96

(175.117.600)

11-67




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
Rp) % Rp)
(1) @) 3) ) (5) (6)=(4)-(3)
Peninglatan dan Pengembangan 1.180.000.000 1.141.323.300 | 96,72 (38.676.700)
Sumber Daya Industri
Program Pelayanan Pengembangan 900.271.000 882.298.000 | 98,00 (17.973.000)
Teknologi dan Standarisasi Industri
Pengembangan dan Peningkatan 400.271.000 392.378.000 | 98,03 (7.893.000)
Produk industri
Standarisasi dan sertifikasi 500.000.000 489.920.000 | 97,98 (10.080.000)
Industri

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.25 DPRD

2.2.2.26 Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah

2.2.2.27 Sekretariat DPRD

Alokasi APBD Provinsi Banten untuk membiayai Belanja Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Tahun 2019

ditetapkan

Rp72.757.000.000,- dan

terealisasi

sebesar

Rp71.607.927.142,- atau sebesar 98,42%. Alokasi ditetapkan untuk pos

Belanja Tidak Langsung, yaitu Belanja Pegawai.

Dana yang dialokasikan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 adalah Rp11.067.280.577,- dan

terealisasi sebesar Rp11.041.280.438,- atau sebesar 99,77%. Alokasi

seluruhnya merupakan Belanja Tidak Langsung, yaitu Belanja Pegawai.

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat

DPRD Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 2 Program dan 17 kegiatan

terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi anggaran program

dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.27

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Sekretariat DPRD Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(RP) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 316.635.758.000 274.044.055.560 86,55 (42.591.702.440)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.532.000.000 21.257.105.618 90,33 (2.274.894.382)
BELANJA LANGSUNG 293.103.758.000 252.786.949.942 86,24 (40.316.808.058)
Program Tata Kelola Pemerintahan 67.943.240.000 59.397.721.509 87,42 (8.545.518.491)
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
Rp) % ([Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Perencanaan, Evaluasi dan
687.440.000 685.980.000 | 99,79 (1.460.000)
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana
11.692.200.000 7.977.251.060 | 68,23 (3.714.948.940)
Kantor
Pemelih
emeliharaan Sarana dan 14.307.800.000 12.730.496.182 | 88,98 (1.577.303.818)
Prasarana Kantor
P iaan B
enyediaan Barang dan Jasa 30.110.000.000 27227206491 | 90,43 (2.882.793.509)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.150.000.000 1.113.989.875 96,87 (36.010.125)
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 400.000.000 373.663.200 93,42 (26.336.800)
Perpustakaan
Penyediaan Data Pemb
enyediaan ata fembangunan 61.620.000 60.890.000 | 98,82 (730.000)
Sektoral
Pengelolaan Administrasi
engelolaan Administrasi 800.000.000 771915500 | 96,49 (28.084.500)
Keuangan
Rapat Koordinasi Kedalam d
apat hoordinast hecaiam dan 8.034.180.000 7.765.161.681 | 96,65 (269.018.319)
Keluar Daerah Aparatur
Verifikasi dan Pembukuan 700.000.000 691.167.520 | 98,74 (8.832.480)
Keuangan
P Peningkatan Kapasit
rogram tening atan fapastias 225.160.518.000 193.389.228.433 | 85,89 (31.771.289.567)
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Penyelenggaraan Tata Kelola Alat
Kelengkapan DPRD Provinsi 183.575.318.000 155.670.394.473 | 84,80 (27.904.923.527)
Banten
Pengkajian, P Produk
engiajian, fenyusunan frodu 4.150.000.000 3.284.089.100 | 79,13 (865.910.900)
Hukum
Rapat dan Risalah DPRD Provinsi 2.943.200.000 1.942.313.060 | 65,99 (1.000.886.940)
Banten
Peliputan dan Protokoler DPRD 1.857.000.000 1.737.250.000 | 93,55 (119.750.000)
Provinsi Banten
Informasi, Publikasi dan
Dokumentasi DPRD Provinsi 9.485.000.000 8.551.925.190 | 90,16 (933.074.810)
Banten
Penjaringan Aspirasi Masyarakat 20.150.000.000 19.347.326.750 | 96,02 (802.673.250)
Penyelenggaraan Tata Kelola
Administrasi Pimpinan DPRD dan
3.000.000.000 2.855.929.860 | 95,20 144.070.140
Badan Musyawarah DPRD ( )
Provinsi Banten

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.28 Sekretariat Daerah
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat
Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 10 Program dan 84 kegiatan
terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi anggaran program

dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2.28
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Sekretariat Daerah Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

Rp) % Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 284.270.024.000 259.876.667.591 | 91,42 (24.393.356.409)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 129.810.000.000 121.829.173.479 | 93,85 (7.980.826.521)
BELANJA LANGSUNG 154.460.024.000 138.047.494.112 | 89,37 (16.412.529.888)
Sekretariat Daerah 154.460.024.000 138.047.494.112 | 89,37 (16.412.529.888)
Program Tata Kelola Pemerintahan 106.124.338.325 95.797.926.607 | 90,27 (10.326.411.718)

P L Kinerj
ehyusunan Laporan fnerja 75.000.000 72.734.500 | 96,98 (2.265.500)
Keuangan dan Neraca Aset
Pengadaan Sarana Prasarana
24.894.448.000 22.495.056.586 | 90,36 (2.399.391.414)
Kantor
Pemeliharaan Sarana dan 19.156.100.000 17.151.812.714 | 89,54 (2.004.287.286)
Prasarana Kantor
P iaan B
enyediaan Barang dan Jasa 8.350.109.000 7.879.494253 | 94,36 (470.614.747)
Perkantoran
Rapat Koordinasi Kedalam d
apat hoordinast hedalam dan 3.337.355.000 3264344500 | 97,81 (73.010.500)
Keluar Daerah Aparatur
Tata Usaha Pemerintahan 1.234.557.000 1.200.993.141 | 97,28 (33.563.859)
Tata Usaha Biro Hukum 576.734.500 499.591.635 | 86,62 (77.142.865)
Tata Usaha Biro Kesejaht
ata Lsaha biro Resejahiteraan 1.533.856.500 1.381.277.605 | 90,05 (152.578.895)
Rakyat
Tata Usaha Biro Perekonomian 903.218.500 884.240.000 97,90 (18.978.500)
Tata Usaha Biro Administrasi
ata saha biro Admuustrast 2.555.136.000 2.152.781.080 | 84,25 (402.354.920)
Pembangunan
Tata Usaha Biro Infrastruktur dan 790.191.000 786.922.213 | 99,59 (3.268.787)
SDA
Tata Usaha Biro Administrasi
ata Lsana biro Admunuistrast 8.307.602.000 7.747.993.550 | 93,26 (559.608.450)
Rumah Tangga Pimpinan
Penyediaan Pelayaan Kedinasan
Biro Administrasi Rumah Tangga 13.823.382.000 12.638.107.136 | 91,43 (1.185.274.864)
Pimpinan
Pemeliharaan Sarana dan 8.864.103.250 6.963.798.847 | 78,56 (1.900.304.403)
Prasarana
Tata Usaha Gubernur dan Wakil 1.906.431.500 1.486.699.400 | 77,98 (419.732.100)
Gubernur
Tata Usaha Sekda, Staf Ahli
P 221.460.000 192.199.500 | 86,79 (29.260.500)
Tata Usaha Biro Umum d
ata bsana biro Lmum dan 8.115.574.000 7.637.715.017 | 94,11 (477.858.983)
Perpustakaan Setda
Pelayanan dan Penataan 449.400.000 417.670.200 | 92,94 (31.729.800)
Kearsipan pada Setda
Pel Kerumaht di
_clayanan Berumantanggaan di 200.000.000 193.519.000 | 96,76 (6.481.000)
lingkungan Setda
Pengadaan Sarana dan Prasarana 400.000.000 355.165.000 | 88,79 (44.835.000)
Pelayanan di Lingkungan Setda
Tata Usaha Biro Organisasi 429.680.075 395.810.730 | 92,12 (33.869.345)
P Penataan dan Peningkat
rogram Tenataan can teningiatan 2.081.799.925 1.793.354.854 | 86,14 (288.445.071)
Kapasitas Kelembagaan
Tatalaksana Organisasi 191.945.500 184.400.500 96,07 (7.545.000)
Kebijakan Pelayanan Publik 264.994.000 255.082.500 | 96,26 (9.911.500)
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
R®p) % [®p)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Kel Perangkat
elembagaan dan Perangka 410.003.900 329.225.000 | 80,30 (80.778.900)
Daerah
Pembi P li
embinaan dan Pengendalian 262.322.450 238.158.461 | 90,79 (24.163.989)
Kelembagaan Kab/Kota
Analisa Formasi Jabatan 333.140.000 289.686.400 86,96 (43.453.600)
Akuntabilitas Kinerja Perangkat
untabritas Rinena terangka 304.995.000 245.168.010 | 80,38 (59.826.990)
Daerah
Pelayanan Kepegawaian di
, 222.173.075 162.639.680 | 73,20 (59.533.395)
Lingkungan Setda
Budaya Kerja dan Koordinasi
P D
engembangan Sumber Daya 92.226.000 88.994.303 | 96,50 (3.231.697)
Manusia Pemerintah Provinsi
Banten
P P Kebijak
rogram Perumusan Kebijakan 2.006.190.000 1.774.763.738 | 88,46 (231.426.262)
Pemerintahan
Penyel Kerj L
enyelenggaraan femasama Luar 180.000.000 171.804.000 | 9545 (8.196.000)
Negeri
Penyel Kerj
enye enggaraan ferjasama 345.500.000 323.491.500 | 93,63 (22.008.500)
Daerah
Pembinaan Kabupaten/Kota
Dalam Penyel
alam Tenye enggaraan 210.000.000 194.977.695 | 92,85 (15.022.305)
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan
Penataan Wilayah Administrasi 284.000.000 229575543 | 80,84 (54.424.457)
dan Batas Daerah
Penyusunan Administrasi
Rupabumi dan Kode Data 196.690.000 184.350.000 | 93,73 (12.340.000)
Wilayah Administrasi
Pemerintahan
Penataan Daerah Otonom 210.000.000 180.053.000 85,74 (29.947.000)
Administrasi Kepala Daerah dan 240.000.000 184.155.500 | 76,73 (55.844.500)
DPRD
Evaluasi Kinerja Pemerintah
vatuast funera temerimtahan 340.000.000 306.356.500 | 90,10 (33.643.500)
Daerah
3 P Kebijak
rogram Terumusan Rebljakan 1.762.207.500 1.720.296.361 | 97,62 (41.911.139)
Perekonomian
Perumusan Kebijakan Lembaga
310.860.000 307.835.000 | 99,03 3.025.000
Keuangan Daerah dan BUMD ( )
P Kebijakan P
erumusan febyakan Fenanaman 197.845.000 197.550.000 | 99,85 (295.000)
Modal dan Promosi
Perumusan Kebijakan
Perindustrian, Perdagangan, 185.036.000 185.036.000 | 100,00 -
Koperasi dan UMKM
Perumusan Kebijakan
Ketenagakerjaan dan 167.984.000 167.984.000 | 100,00 -
Transmigrasi
Perumusan Kebjjakan Pariwisata 179.707.000 178.707.000 | 99,44 (1.000.000)
dan Ekonomi Kreatif
Perumusan Kebijakan Pertanian,
Perkebunan dan Ketahanan 362.054.500 359.509.861 | 99,30 (2.544.639)
Pangan
P Kebijakan Kelaut
erumusan febjakan Refautan 189.562.000 154.850.000 | 81,69 (34.712.000)
dan Perikanan
Perumusan Kebjjakan Lingkungan 169.159.000 168.824.500 | 99,80 (334.500)
Hidup dan Kehutanan
Program Peningkatan Kualitas 2.488.850.500 1.817.823.850 73,04 (671.026.650)
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Produk dan Pelayanan Hukum
Sosialisasi Hukum 349.522.000 266.804.350 76,33 (82.717.650)
Pengembangan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi 288.564.000 261.256.600 | 90,54 (27.307.400)
Hukum
P R P,
enyusunan Rancangan Feraturan 219.754.500 69.056.200 | 31,42 (150.698.300)
Daerah
Penyusunan Keputusan dan
Peraturan Kepala Daerah Provinsi 121.362.500 109.132.500 89,92 (12.230.000)
Banten
P P H
engawasan Produk Hukum 109.477.000 97.396.000 | 88,96 (12.081.000)
Kab/Kota
Penanganan Sengketa Hukum 550.720.000 253.505.600 46,03 (297.214.400)
Pelayanan Bantuan Hukum 465.948.500 401.578.600 86,19 (64.369.900)
Peningkatan Perlindungan
Hukum dan HAM 383.502.000 359.094.000 93,64 (24.408.000)
P P Kebijak
rogram rerimusan febljakan 1.304.847.000 1.250.672.000 | 95,85 (54.175.000)
Infrastruktur
Perumusan Kebijakan ESDM 245.034.000 244.224.000 99,67 (810.000)
Perumusan Kebijakan Pekerjaan 306.550.000 286.105.000 | 93,33 (20.445.000)
Umum dan Penataan Ruang
Perumusan Kebijakan Pertanahan 241.850.000 222.920.000 92,17 (18.930.000)
Perumusan Kebijakan Perumahan 253.296.000 241.126.000 | 95,20 (12.170.000)
Rakyat dan Kawasan Permukiman
Perumusan Kebijakan Urusan 135.097.000 135.017.000 | 99,94 (80.000)
Perhubungan
Perumusan Kebijakan bidang
komunikasi informasi, statistik 123.020.000 121.280.000 98,59 (1.740.000)
dan persandian
Program Perumusan Kebijakan 15.243.409.500 14.651.646.913 | 96,12 (591.762.587)
Kesejahteraan Rakyat
Perumusan Kebijakan
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, 142.780.000 138.548.000 97,04 (4.232.000)
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Koordinasi Pelaskanaan Kebijakan
Ketentraman dan Ketertiban 147.558.000 141268500 | 9574 (6.289.500)
Umum serta Perlindungan
Masyarakat
Perumusan Kebijakan Pendidikan
dan Kebudayaan, Kepemudaan 177.650.000 169.772.500 | 95,57 (7.877.500)
dan Olah Raga
Perumusan Kebijakan Kesehatan 176.790.000 171.113.000 96,79 (5.677.000)
Perumusan Kebijakan
Pengendalian Penduduk dan KB, 180.000.000 148.658.500 82,59 (31.341.500)
Kependudukan dan Catatan Sipil
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 4.413.712.192 4366.862.932 | 98,94 (46.849.260)
Kehidupan Agama
Koordinasi Lembaga Agama 9.567.439.308 9.109.621.681 95,21 (457.817.627)
Perumusan Kebijakan Sosial 437.480.000 405.801.800 92,76 (31.678.200)
P Duk L
rogram Uuingan tayanan 5.666.354.000 5.002.196.161 | 88,28 (664.157.839)
Administrasi Pembangunan
Analisa Data Kegiatan Pel
naisa wata feglatan relaporan 186.423.000 126.348.300 | 67,78 (60.074.700)

dan Pelaksanaan Pembangunan
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) 2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan administrasi 288.726.000 287.026.500 99,41 (1.699.500)
pembangunan
Pengendalian Administrasi 1.148.350.000 1.004.151.960 | 87,44 (144.198.040)
Pelaksanaan Pembangunan
Pengendalian Administrasi
Bantuan Keuangan,
Dekonsentrasi, Dana Alokasi 750.000.000 600.711.876 | 80,09 (149.288.124)
Khusus dan Tugas Perbantuan
Pengendalian Administrasi
Pendapatan Keuangan dan Aset 371.230.000 290.775.970 78,33 (80.454.030)
Daerah
Penyusunan Pedoman
679.595.000 590.615.000 86,91 (88.980.000)
Pelaksanaan Pembangunan
Pengadaan Barang dan Jasa 1.714.550.000 1.602.874.280 | 93,49 (111.675.720)
Pengendalian Barang dan Jasa 527.480.000 499.692.275 | 94,73 (27.787.725)
P Fasilitasi dan Pel
Togram tasiifiasi dan Telayanan 10.728.533.250 8.698.539.981 | 81,08 (2.029.993.269)
Pimpinan
Penyelenggaraan Dinas Pimpinan 7.645.256.500 5.704.995.611 74,62 (1.940.260.889)
Tata Acara Pimpinan 984.730.000 981.784.000 99,70 (2.946.000)
Pelayanan Tamu Pimpinan 708.216.000 676.055.920 | 95,46 (32.160.080)
Peliputan dan Dok tasi
eliputan dan Lokumentast 1.390.330.750 1.335.704.450 | 96,07 (54.626.300)
Pimpinan
Program Pelayanan Umum 7.053.494.000 5.540.273.647 | 78,55 (1.513.220.353)
Analisa Kebutuhan S d
natisa febutuhian sarana dan 471.523.000 450.622.900 | 95,57 (20.900.100)
Prasarana
Distribusi dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana di Lingkungan 3.221.671.000 2.155.631.247 | 66,91 (1.066.039.753)
Setda
Pelayanan Pembayaran
Gaji/Tunjangan Pegawai di 120.300.000 103.331.000 85,89 (16.969.000)
Lingkungan Setda
Pengelolaan Perbendaharaan dan 290.000.000 245.500.000 | 84,66 (44.500.000)
Verifikasi Biro Umum
P 1 P intah
Dizz}fnggaraan emerinta 2.950.000.000 2.585.188.500 | 87,63 (364.811.500)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.29 Badan Penghubung
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan
Penghubung Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 2 Program dan 11
kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi anggaran

program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2.29

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Penghubung Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

Rp) % Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
PENDAPATAN 113.000.000 91.750.000 | 81,19 (21.250.000)
BELANJA DAERAH 11.195.354.000 10.315.478.567 | 92,14 (879.875.433)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.127.000.000 5.653.568.711 | 92,27 (473.431.289)
BELANJA LANGSUNG 5.068.354.000 4.661.909.856 | 91,98 (406.444.144)
Program Tata Kelola Pemerintahan 2.911.891.000 2.690.128.658 | 92,38 (221.762.342)

P L Kinerj
ehyusunan Laporan fnerja 23.440.000 19.833.000 | 84,61 (3.607.000)
Keuangan dan Neraca Aset
P , Evaluasi d
crencanaan, tvatuast dan 35.607.000 34.539.000 | 97,00 (1.068.000)
Pelaporan
P P
engadaan Sarana Prasarana 163.651.500 156.684.200 | 95,74 (6.967.300)
Kantor
Pemelih
emeliharaan Sarana dan 449.444.000 408.909.779 | 90,98 (40.534.221)
Prasarana Kantor
Penyediaan B d
enyediaan Barang dan Jasa 1.512.032.000 1.396.317.263 | 92,35 (115.714.737)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 34.889.000 21.888.800 | 62,74 (13.000.200)
Rapat Koordinasi Kedalam d
apat hoordinast hedalam dan 558.037.500 518.116.616 | 92,85 (39.920.884)
Keluar Daerah
Penyediaan Data Pembangunan 134.790.000 133.840.000 | 99,30 (950.000)
Sektoral
Program Pembangunan Kemitraan 2.156.463.000 1.971.781.198 91,44 (184.681.802)
Penyelenggaraan Pemerintah
440.690.000 385.183.906 | 87,40 (55.506.094)
Daerah
Pelayanan Masyarakat 347.396.000 302.944.550 87,20 (44.451.450)
P i, Investasi dan Hub
romosi, mvestast dan Hubungan 1.368.377.000 1283.652.742 | 93,81 (84.724.258)
Kelembagaan

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.30 Inspektorat Provinsi

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat

Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 2 Program dan 17 kegiatan terhadap

belanja langsung. Adapun target dan realisasi anggaran program dan

kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.30

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Inspektorat Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(RP) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 75.482.507.000 63.735.572.188 84,44 (11.746.934.812)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 46.000.000.000 39.853.323.641 86,64 (6.146.676.359)
BELANJA LANGSUNG 29.482.507.000 23.882.248.547 81,00 (5.600.258.453)
Program Tata Kelola Pemerintahan 13.696.834.200 11.975.538.814 87,43 (1.721.295.386)
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) 2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Penyusunan Laporan Kinerja
22.288.000 22.288.000 | 100,00 -
Keuangan dan Neraca Aset
P Evaluasi
erencanaan, Evaluasi dan 87.865.000 79.182.800 | 90,12 (8.682.200)
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana
4.580.267.000 4.390.438.713 95,86 (189.828.287)
Kantor
P lih.
emeliharaan Sarana dan 2.600.378.200 2.178.657.411 | 83,78 (421.720.789)
Prasarana Kantor
P i B
enyediaan Barang dan Jasa 3.424.845.500 2.867.032.295 | 83,71 (557.813.205)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.623.990.500 1.126.821.345 69,39 (497.169.155)
R K inasi Kedal
apat Koordinasi Kedalam dan 1.200.000.000 1.160.909.250 | 96,74 (39.090.750)
Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 106.500.000 104.760.000 98,37 (1.740.000)
Perpustakaan
P di Data Pemb
enyediaan ata fembangunan 50.700.000 45.449.000 | 89,64 (5.251.000)
Sektoral
Program Pembinaan dan
Pengawasan penyelenggaraan 15.785.672.800 11.906.709.733 7543 (3.878.963.067)
Pemerintahan Daerah
Pengawasan Internal Bidang 7.125.293.000 5.902.457.200 | 82,84 (1.222.835.800)
Pendapatan
Pengawasan Internal Bidang
Belanja Modal dan Barang Milik 1.922.895.800 1.380.409.300 71,79 (542.486.500)
Daerah
Pengawasan Internal Bidang
Belanja Barang dan Jasa dan 2.167.527.300 1.296.466.400 59,81 (871.060.900)
Bantuan Keuangan Daerah
Pengawasan Perencanaan
Pemb Daerah d.
embangunan aerah dan 2.335.990.000 1.487.004.000 | 63,66 (848.986.000)
Pengendalian Kepegawaian
Daerah
P Kebijakan tent
enyustnan fiebyakan tentang 209.126.500 208.226.500 | 99,57 (900.000)
Sistem dan Prosedur Pengawasan
Evaluasi Hasil Pembinaan dan 299.378.000 230.511.800 | 77,00 (68.866.200)
Pengawasan Provinsi Banten
Pemantauan dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP 175.690.000 110.522.400 62,91 (65.167.600)
dan Itjen Kementerian
Pelaksanaan Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi di 1.549.772.200 1.291.112.133 83,31 (258.660.067)

Lingkungan Provinsi Banten

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)
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2.2.2.31 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat
7 Program dan 24 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan

realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Tabel 2.31

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(RP) % (Rp)

(1) (2) (3) 4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 66.087.624.000 56.971.378.016 86,21 (9.116.245.984)
BELANJA TIDAKLANGSUNG 36.490.000.000 33.373.051.455 91,46 (3.116.948.545)
BELANJA LANGSUNG 29.597.624.000 23.598.326.561 79,73 (5.999.297.439)
Program Tata Kelola Pemerintahan 12.678.836.000 10.131.630.177 | 79,91 (2.547.205.823)

Penyusunan Laporan Kinerja 109.430.000 107.980.000 | 98,67 (1.450.000)
Keuangan dan Neraca Aset
P , Evaluasi d
erencanaan, tvatuast dan 237.430.000 231.375.000 | 97,45 (6.055.000)
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana
2.362.000.000 1.773.604.800 75,09 (588.395.200)
Kantor
Pemelih S d
emetiharaan sarana can 3.073.762.000 2.762.780.453 | 89,88 (310.981.547)
Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa 6.092.322.000 4703223.620 | 77,20 (1.389.098.380)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 243.862.000 173.962.300 71,34 (69.899.700)
Rapat Koordinasi Kedalam dan 542.269.000 366.416.004 | 67,57 (175.852.996)
Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 17.761.000 12.288.000 69,19 (5.473.000)
Perpustakaan
Program Perencanaan, Pengendalian 7.581.025.000 6.095.862.900 | 80,41 (1.485.162.100)
dan Evaluasi Pembangunan
P dan P
erencanaan dan Fenganggaran 5.226.000.000 4725424300 | 90,42 (500.575.700)
Pembangunan
Pengendalian dan Evaluasi 1.393.905.000 1.118.678.600 | 80,26 (275.226.400)
Pembangunan
Kerj Pend
erjasama rendanaan 961.120.000 251.760.000 | 26,19 (709.360.000)
Pembangunan
Program Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan 1.890.190.000 1.591.892.750 | 84,22 (298.297.250)
Ekonomi
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Ketahanan 648.110.000 588.265.900 | 90,77 (59.844.100)
Pangan
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Keuangan, 742.080.000 559.769.050 75,43 (182.310.950)
Investasi dan Ketenagakerjaan
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Uraian

Pagu Anggaran

Realisasi

Selisih

(Rp)

%

(Rp)

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)=(4)-(3)

Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Dunia
Usaha dan Ekonomi Kreatif

500.000.000

443.857.800

88,77

(56.142.200)

Program Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan Sosial
dan Pemerintahan Kemasyarakatan

1.586.536.000

1.217.431.791

76,74

(369.104.209)

Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang
Kesejahteraan Sosial

333.000.000

250.948.544

75,36

(82.051.456)

Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Sumber
Daya Manusia dan Kebudayaan

364.680.000

297.542.174

81,59

(67.137.826)

Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Tata
Pemerintahan

603.755.000

519.754.573

86,09

(84.000.427)

Pengendalian dan Evaluasi
Program Penanggulangan
Kemiskinan Daerah

285.101.000

149.186.500

52,33

(135.914.500)

Program Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah

1.273.356.000

1.115.297.465

87,59

(158.058.535)

Perencanaan, Penganggaran dan

Lingkungan Hidup dan Energi
Sumber Daya Mineral

Pengendalian Bidang Tata Ruang,

724.861.000

639.683.154

88,25

(85.177.846)

Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Penataan
Infrastruktur Wilayah

265.530.000

220.164.200

82,92

(45.365.800)

Perencanaan, Penganggaran dan

dan Informatika

Pengendalian Bidang Komunikasi

282.965.000

255.450.111

90,28

(27.514.889)

Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah

616.618.000

450.387.743

73,04

(166.230.257)

Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan

616.618.000

450.387.743

73,04

(166.230.257)

Program Penelitian dan
Pengembangan

3.971.063.000

2.995.823.735

75,44

(975.239.265)

Penelitian, Pengkajian dan

Analisis Kebijakan Strategi Daerah

2.972.610.000

2.231.217.600

75,06

(741.392.400)

Pengembangan dan Inovasi
Kebijakan Strategi Daerah

998.453.000

764.606.135

76,58

(233.846.865)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.32 Badan Pendapatan Daerah
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 3 Program dan
73 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi

anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten TA.2019

Tabel 2.32

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

Rp) % [®p)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
PENDAPATAN 7.125.507.028459 | 6.932.450.416.094 | 97,29 | (193.056.612.365)
BELANJA DAERAH 330.446.037.000 311.736.571.641 | 94,34 (18.709.465.359)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 194.164.000.000 184.215.684.918 | 94,88 (9.948.315.082)
BELANJA LANGSUNG 136.262.037.000 127.520.886.723 | 93,57 (8.761.150.277)
Program Tata Kelola Pemerintahan 109.324.068.700 102.421.170.638 | 93,69 (6.902.898.062)

Penyusunan Laporan Kinerja 265.204.000 228430285 | 86,13 (36.773.715)
Keuangan dan Neraca Aset
P Evaluasi

erencanaan, Evaluasi dan 123.652.800 105.121.800 | 85,01 (18.531.000)
Pelaporan
Pengadaan Sarana dan Prasarana 52.458.972.600 49.135.790.777 | 93,67 (3.323.181.823)
Kantor
Pemelih

emeliharaan Sarana dan 2.363.440.000 2.104.353.770 | 89,04 (259.086.230)
Prasarana Kantor
Penyediaan B d

enyediaan Barang dan Jasa 18.210.552.800 17.569.821.502 | 96,48 (640.731.298)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 556.768.000 520.707.088 | 93,52 (36.060.912)
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Docrah dan Loar Doeral 876.000.000 722.757.007 | 82,51 (153.242.993)
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 304.900.000 255.680.200 83,86 (49.219.800)
Perpustakaan
Penyediaan Data Pemb

enyediaan ata fembangunan 232.184.600 227.203.000 | 97,85 (4.981.600)
Sektoral
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD 310.180.000 289.450.106 | 93,32 (20.729.894)
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Cikande
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD 741.587.200 705.100.159 | 95,08 (36.487.041)
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Cilegon
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD 363.855.900 341530562 | 93,86 (22.325.338)
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Rangkasbitung
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD 668.556.000 639.318.099 | 95,63 (29.237.901)
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Serang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD 622.759.000 591.624.700 | 95,00 (31.134.300)
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Balaraja
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD 1.054.680.000 981.857.762 | 93,10 (72.822.238)
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Cikokol
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD 1.089.680.000 990.945.929 | 90,94 (98.734.071)
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Ciledug
Pemeliharaan Sarana dan
P Kantor pada UPTD

rasarana fantor pada 1.243.145.000 1.232.079.289 | 99,11 (11.065.711)

Pengelolaan Pendapatan Daerah
Ciputat
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Uraian

Pagu Anggaran

Realisasi

Selisih

(Rp)

%

(Rp)

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)=(4)-(3)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Malingping

322.198.000

297.281.800

92,27

(24.916.200)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pandeglang

441.406.000

354.887.600

80,40

(86.518.400)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Serpong

1.769.950.000

1.756.306.000

99,23

(13.644.000)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Cikande

2.552.748.000

2.460.366.457

96,38

(92.381.543)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Cilegon

1.836.950.400

1.748.557.118

95,19

(88.393.282)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Rangkasbitung

1.919.506.100

1.710.670.268

89,12

(208.835.832)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Serang

2.235.930.000

2.050.992.692

91,73

(184.937.308)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Balaraja

2.412.323.000

2.168.658.841

89,90

(243.664.159)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Cikokol

2.882.947.000

2.613.007.172

90,64

(269.939.828)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Ciledug

2.062.052.000

1.750.139.490

84,87

(311.912.510)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Ciputat

2.082.557.000

1.948.395.976

93,56

(134.161.024)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Malingping

1.709.103.700

1.560.293.440

91,29

(148.810.260)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pandeglang

2.301.143.600

2.132.733.247

92,68

(168.410.353)
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Uraian

Pagu Anggaran

Realisasi

Selisih

(Rp)

%

(Rp)

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)=(4)-(3)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Serpong

1.921.606.000

1.873.437.886

97,49

(48.168.114)

Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cikande

100.000.000

96.445.000

96,45

(3.555.000)

Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cilegon

100.000.000

96.097.000

96,10

(3.903.000)

Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Rangkasbitung

97.250.000

94.298.500

96,97

(2.951.500)

Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serang

55.430.000

49.206.920

88,77

(6.223.080)

Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Balaraja

100.000.000

99.980.000

99,98

(20.000)

Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Cikokol

223.850.000

223.830.000

99,99

(20.000)

Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciledug

150.000.000

148.437.680

98,96

(1.562.320)

Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Ciputat

150.000.000

149.914.516

99,94

(85.484)

Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Malingping

100.000.000

94.860.000

94,86

(5.140.000)

Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Pandeglang

161.000.000

150.940.000

93,75

(10.060.000)

Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada
UPTD Pengelolaan Pendapatan
Daerah Serpong

150.000.000

149.661.000

99,77

(339.000)

Program Peningkatan Pendapatan
Daerah

22.832.187.300

21.510.602.327

94,21

(1.321.584.973)

Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah

3.499.113.300

3.236.695.360

92,50

(262.417.940)
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Uraian

Pagu Anggaran

Realisasi

Selisih

(Rp)

%

(Rp)

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)=(4)-(3)

Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah

9.154.740.000

8.788.846.364

96,00

(365.893.636)

Keberatan dan Restitusi Pajak
Daerah

1.351.760.000

1.072.428.500

79,34

(279.331.500)

Peningkatan Pengelolaan
Retribusi Daerah

324.150.000

239.981.800

74,03

(84.168.200)

Peningkatan dan Pengelolaan
Pendapatan Lain-lain

256.874.000

220.010.153

85,65

(36.863.847)

Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non
Pajak

441.270.000

385.852.650

87,44

(55.417.350)

Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikande

419.028.000

416.624.000

99,43

(2.404.000)

Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cilegon

341.244.000

339.821.500

99,58

(1.422.500)

Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Rangkasbitung

284.140.000

283.875.000

99,91

(265.000)

Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serang

305.309.000

300.966.500

98,58

(4.342.500)

Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Balaraja

523.758.000

454.104.000

86,70

(69.654.000)

Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikokol

481.793.000

481.793.000

100,00

Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciledug

373.852.000

318.259.800

85,13

(55.592.200)

Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciputat

372.536.000

372.480.000

99,98

(56.000)

Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Malingping

218.758.000

214.449.000

98,03

(4.309.000)

Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Pandeglang

355.393.000

354.193.000

99,66

(1.200.000)

Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serpong

380.530.000

376.916.000

99,05

(3.614.000)

Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikande

319.910.000

318.785.000

99,65

(1.125.000)

Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cilegon

319.460.000

305.442.000

95,61

(14.018.000)

Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Rangkasbitung

315.905.000

303.629.000

96,11

(12.276.000)

I1-81



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Uraian

Pagu Anggaran

Realisasi

Selisih

(Rp)

%

(Rp)

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)=(4)-(3)

Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serang

319.910.000

319.910.000

100,00

Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Balaraja

347.410.000

310.996.800

89,52

(36.413.200)

Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Cikokol

358.660.000

355.420.000

99,10

(3.240.000)

Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciledug

358.660.000

358.404.000

99,93

(256.000)

Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Ciputat

355.700.000

353.350.000

99,34

(2.350.000)

Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Malingping

319.910.000

305.770.000

95,58

(14.140.000)

Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Pandeglang

349.454.000

343.319.500

98,24

(6.134.500)

Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah pada UPTD Pengelolaan
Pendapatan Daerah Serpong

382.960.000

378.279.400

98,78

(4.680.600)

Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pendapatan Daerah

4.125.781.000

3.589.113.758

86,99

(536.667.242)

Pendataan, Perencanaan dan
Pengembangan Potensi
Pendapatan Daerah

2.557.154.000

2.378.866.800

93,03

(178.287.200)

Pembinaan dan Pengendalian
Pendapatan Daerah

944.127.000

700.493.268

74,19

(243.633.732)

Monitoring dan Evaluasi
Pelaporan Pendapatan Daerah

624.500.000

509.753.690

81,63

(114.746.310)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.33 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Tahun 2019

terdapat 4 Program dan 27 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun

target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:
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Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Tabel 2.33

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

Rp) % Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 56.838.803.000 48.819.595.516 | 85,89 (8.019.207.484)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 33.592.000.000 28.301.678.573 | 84,25 (5.290.321.427)
BELANJA LANGSUNG 23.246.803.000 20.517.916.943 | 88,26 (2.728.886.057)
Program Tata Kelola Pemerintahan 15.482.047.300 13.623.691.149 | 88,00 (1.858.356.151)

P L Kinerj
ehyusunan Laporan fnerja 148.927.600 148.645.600 | 99,81 (282.000)
Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan
285.507.000 272.517.000 | 95,45 (12.990.000)
Pelaporan
P P
engadaan Sarana dan Prasarana 3.145.384.300 2.775.435.850 | 88,24 (369.948.450)
Kantor
Pemelih
emeliharaan Sarana dan 3.607.222.500 3.001.866.630 | 83,22 (605.355.870)
Prasarana Kantor
Penyediaan B d
enyediaan Barang dan Jasa 6.681.171.900 6.036.344.795 | 90,35 (644.827.105)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 100.000.000 39.600.000 | 39,60 (60.400.000)
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Dacrah don T oar Daoral 600.574.000 556.778.624 | 92,71 (43.795.376)
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 338.080.000 236.709.650 70,02 (101.370.350)
Perpustakaan
Penyediaan Data Pembangunan 575.180.000 555.793.000 | 96,63 (19.387.000)
Sektoral
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan 1.843.144.000 1.632.984.792 88,60 (210.159.208)
Keuangan Daerah
Penatausahaan Realisasi
enatausahaan Bealisast 77.213.000 74.010.767 | 95,85 (3.202.233)
Keuangan Daerah
Penatausahaan Kas Daerah 177.620.000 176.074.769 99,13 (1.545.231)
Pembinaan Pengelolaan K
embinaan tengelolaan feuangan 330.311.000 322272025 | 97,57 (8.038.975)
Daerah
Penyusunan Pedoman Anggaran 356.000.000 321.859.431 90,41 (34.140.569)
Verifikasi Dokumen Pelaksanaan 902.000.000 738.767.800 | 81,90 (163.232.200)
APBD
P Penatausahaan d
rogram Teflatausahaan dan 927.426.000 808.354.289 | 87,16 (119.071.711)
Pelaporan Keuangan Daerah
Penyusunan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan Pergub Penjabaran 136.478.000 121.580.330 | 89,08 (14.897.670)
Pertanggung Jawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi
Banten
Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota
dan RaperKDH Tentang APBD 92.015.000 74.985.000 | 81,49 (17.030.000)
dan Perubahan APBD
Penyediaan Informasi Akuntansi, 97.000.000 92.159.299 | 95,01 (4.840.701)
Statistik dan Laporan Keuangan
Pembinaan dan P b
embimaan dan Fengembangan 243.322.500 173.622.360 | 71,35 (69.700.140)

Akuntansi
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) 2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
P Pel Ki
eryustian relaporan hevangan 264.926.500 258.096.300 | 97,42 (6.830.200)

dan Interim Provinsi Banten
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran APBD Provinsi 22.948.000 21.406.000 93,28 (1.542.000)
Banten
Penyusunan Laporan Pada
Koordinator Unit Akuntansi 42.657.000 40.143.000 94,11 (2.514.000)
Perwakilan Wilayah
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kab/ Kota se Provinsi
Banten dan Rancangan Peraturan 28.079.000 26.362.000 93,89 (1.717.000)
Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanguungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/ Kota se-
Provinsi Banten

Program Penatausahaan Aset Daerah 4.994.185.700 4.452.886.713 89,16 (541.298.987)
Penatausahaan Aset Daerah 1.447.870.600 1.329.553.457 91,83 (118.317.143)
Penggunaan dan Pemanfaatan 268.470.000 221789375 | 82,61 (46.680.625)
Aset Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Aset 2.270.442.100 1964544923 | 86,53 (305.897.177)
Daerah
Perencanaan Kebutuhan Barang 352.828.000 309.646.000 87,76 (43.182.000)
Penghapusan Barang Daerah 654.575.000 627.352.958 95,84 (27.222.042)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.34 Badan Kepegawaian Daerah
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 3 Program dan
18 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi
anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.34
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

(RP) % (Rp)

(1) (2) 3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
BELANJA DAERAH 44.970.086.000 39.479.764.863 87,79 (5.490.321.137)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 34.000.000.000 31.097.085.861 91,46 (2.902.914.139)
BELANJA LANGSUNG 10.970.086.000 8.382.679.002 76,41 (2.587.406.998)
Program Tata Kelola Pemerintahan 4.616.452.000 4.031.956.333 87,34 (584.495.667)

P L Kinerj
enyustnan Laporan fmera 100.000.000 94308550 | 94,31 (5.691.450)
Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan
684.348.000 654.892.650 95,70 (29.455.350)
Pelaporan
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Realisasi Selisih
No Uraian Pagu Anggaran
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
Pengadaan Sarana Prasarana
466.263.720 261.405.000 56,06 (204.858.720)
Kantor
P lih.
emeliharaan Sarana dan 656.955.000 600.254.112 | 91,37 (56.700.888)
Prasarana Kantor
P i B
enyediaan Barang dan Jasa 1.598.485.280 1.492.787.774 | 93,39 (105.697.506)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 140.000.000 104.778.500 74,84 (35.221.500)
R K inasi Kedal
apat Koordinasi Kedalam dan 785.400.000 657.600.780 | 83,73 (127.799.220)
Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 10.000.000 9.877.800 98,78 (122.200)
Perpustakaan
P i Data P
enyediaan Data Pembangunan 175.000.000 156.051.167 | 89,17 (18.948.833)
Sektoral
Program Penatausahaan
. 2.922.198.000 2.155.022.253 73,75 (767.175.747)
Kepegawaian Daerah
Perencanaan, Pengadaan dan
783.719.000 226.419.673 28,89 (557.299.327)
Pengangkatan
Kepangkatan dan Penggajian 593.911.000 555.001.211 | 93,45 (38.909.789)
Perpindahan, Pemberhentian dan 214.304.000 207.627.983 | 96,88 (6.676.017)
Pensiun
Disiplin Pegawai 443.565.000 365.449.331 82,39 (78.115.669)
Kinerja dan Kesejaht
tena dan Resejahteraan 239.009.000 208.748.535 | 87,34 (30.260.465)
Pegawai
Data dan Informasi Kepegawaian 647.690.000 591.775.520 | 91,37 (55.914.480)
Program Peningkatan Kapasitas 3.431.436.000 2195.700.416 | 63,99 (1.235.735.584)
Sumber Daya Aparatur
Pengembangan Jabatan 262.576.000 134.715.500 | 51,31 (127.860.500)
Fungsional
P kat batan Ti id
engangkatan Jabatan Tinggi dan 2.731.460.000 1711.433.193 | 62,66 (1.020.026.807)
Administrasi
Pengembangan Kompetensi
. 437.400.000 349.551.723 79,92 (87.848.277)
Pegawai

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)

2.2.2.35 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten Tahun
2019 terdapat 3 Program dan 18 kegiatan terhadap belanja langsung.
Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:
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Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tabel 2.35

Provinsi Banten TA.2019

Realisasi Selisih

No Uraian Pagu Anggaran

Rp) % Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(3)
PENDAPATAN 14.678.382.000 14.940.843.000 | 101,79 262.461.000
BELANJA DAERAH 71.616.162.000 68.334.402.476 | 9542 (3.281.759.524)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.204.000.000 25.144.574.285 | 99,76 (59.425.715)
BELANJA LANGSUNG 46.412.162.000 43.189.828.191 | 93,06 (3.222.333.809)
Program Tata Kelola Pemerintahan 24.025.948.211 23.051.433.965 | 9594 (974.514.246)

P L Kinerj
enyusunan L.aporan finerja 120.000.000 120.000.000 | 100,00 -
Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan
315.983.000 290.371.296 | 91,89 (25.611.704)
Pelaporan
P P
engadaan Sarana Prasarana 9.704.139.609 9.290.693.585 | 95,74 (413.446.024)
Kantor
Pemeliharaan Sarana dan 3.867.486.586 3.802.136.875 | 98,31 (65.349.711)
Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa 9.019.040.016 8.562.160.003 | 94,93 (456.880.013)
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 70.000.000 58.788.000 83,98 (11.212.000)
Rapat Koordinasi Kedalam d
apat hoordinast edalam dan 713.250.000 713.203.806 | 99,99 (46.194)
Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 200.319.000 198.350.400 99,02 (1.968.600)
Perpustakaan
Penyediaan Data Pembangunan 15.730.000 15.730.000 | 100,00 -
Sektoral
3 P b SDM
rogram Tengembangan 20.206.345.250 18.389.961.946 | 91,01 (1.816.383.304)
Aparatur
Pengembangan Kompetensi 14.486.812.450 13.099.351.675 | 90,42 (1.387.460.775)
Kepemimpinan dan Prajabatan
Pengembangan Kompetensi 794.900.000 794.900.000 | 100,00 -
Manajemen
Pengembangan Kompetensi
: 3.006.944.000 2757129220 | 91,69 (249.814.780)
Pemerintahan
P b Kompetensi
engembangan fompetenst 676.026.000 618.814.000 | 91,54 (57.212.000)
Teknis Umum
Pengembangan Kompetensi
, : 762.612.800 668.678.208 | 87,68 (93.934.592)
Teknis Substantif
P b Kompetensi
engembangan fompetenst 479.050.000 451.088.843 | 9416 (27.961.157)
Fungsional
Program Penilaian dan Sertifikasi 2.179.868.539 1.748.432.280 | 80,21 (431.436.259)
Aparatur
Sertifikasi Kompetensi d
ertiikast Rompetenst dan 577.951.539 445258.149 | 77,04 (132.693.390)
Kerjasama
Pengendalian Mutu Diklat 1.301.917.000 1.008.578.862 | 77,47 (293.338.138)
Kurikulum dan Teknologi 300.000.000 294595269 | 98,20 (5.404.731)
Pembelajaran

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, (un-audited)
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Pembiayaan Daerah

Pembiayaan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah
setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran.

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar
Rp1.079.956.142.888,- atau 113,80% dari jumlah anggaran sebesar
Rp948.956.142.888,- Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp752.409.135.894,- realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran
2019 mengalami peningkatan sebesar Rp327.547.006.994,- Rincian realisasi
pembiayaan netto adalah tahun 2019 sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan terealisasi Tahun 2019 sebesar
Rp1.079.956.142.888,- atau 100% dari jumlah anggaran sebesar
Rp1.079.956.142.888,-. Seluruhnya diperoleh dari Penggunaan Sisa
Lebih Pembiayaan Tahun 2018. Dibandingkan dengan realisasi
Penerimaan  Pembiayaan = Tahun  Anggaran 2018  sebesar
Rp752.409.135.894,- realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran
2019 meningkat sebesar Rp327.5 47.006.994,-.
b. Pengeluaran Pembiayaan
Pada Tahun 2019 tidak adanya Pengeluaran Pembiayaan dari
target anggaran sebesar Rp131.000.000.000,-, Hal ini disebabkan tidak

adanya penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

11-87



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2019 telah melaksanakan 37 Bidang
Urusan, yaitu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar, 7 Urusan Pilihan, dan 7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.
Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 127 program dan 1.276
kegiatan (4.306 sub kegiatan) yang dilaksanakan oleh 41 Perangkat Daerah (PD)
sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Banten Tahun 2019 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren
antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota.

3.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.
Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar melaksanakan 6

Urusan Bidang, 35 program dan 532 kegiatan yang tersebar di 8 (delapan)

Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas

Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

Dinas Sosial Provinsi Banten.

Adapun Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019, sebagai berikut :

3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan.
Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan didukung oleh

5 program dan 274 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 3.1
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Pendidikan)
Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
0,
(RP) %o (%)
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
PENDIDIKAN 1.186.921.727.000 1.004.842.392.895 | 84,66
. 1 Dinas
Dinas Pendidikan dan 1.186.921.727.000 | 1.004.842.392.895 | 84,66 Pendidikan dan
Kebudayaan
Kebudayaan
Dinas
Program Tata Kelola 68.170.910.589 23.720.223.682 | 34,80 | 8586 | Pendidikan dan
Pemerintahan
Kebudayaan
Penyusunan Laporan . 1
D P
Kinerja Keuangan dan 500.000.000 452168000 | 9043 | 9527 | inasPendidikan
dan Kebudayaan
Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan 700.370.000 543.977.650 | 77,67 94,84 Dinas Pendidikan
Pelaporan dan Kebudayaan
Pengadaan Sarana 42.468.221.289 250001500 | 059 | 71,67 | Dinas Pendidikan
Prasarana Kantor dan Kebudayaan
Pemeliharaan Sarana dan 3,307 414.300 2764213.800 | 83,58 83,58 Dinas Pendidikan
Prasarana Kantor dan Kebudayaan
Penyediaan Barang dan Jasa 17.467.486.000 16471387768 | 94,30 | 9503 | DinasPendidikan
Perkantoran dan Kebudayaan
Rapat Koordinasi Kedalam Dinas Pendidikan
dan Keluar Dacrah 145.360.000 36.735.540 | 2527 | 34,80 dan Kebudayaan
Penyediaan Data 211.900.000 205332000 | 9690 | 100,00 | Dinas Pendidikan
Pembangunan Sektoral dan Kebudayaan
Pelayanan Tata Usaha pada
Cabang Dinas Pend{dlkan 600.000.000 540371530 | 90,06 74,89 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Wilayah dan Kebudayaan
Kab. Lebak
Pelayanan Tata Usaha pada
Cabang Dinas Pendl'dlkan 622.800.000 547535889 | 87,02 | 87.92 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Wilayah dan Kebudayaan
Kab. Pandeglang
Pelayanan Tata Usaha pada
Cabang Dinas Pendidikan
Dinas Pendidik
dan Kebudayaan Wilayah 572.264.000 419151403 | 7324 | 99,17 | s enaiciian
. dan Kebudayaan
Kota Cilegon dan Kota
Serang dan Kab. Serang
Pelayanan Tata Usaha pada
Cabang Dinas Pendl'dlkan 600.000.000 548.961.600 | 9149 | 8033 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Wilayah dan Kebudayaan
Kab. Tangerang
Pelayanan Tata Usaha pada
Cabang Dinas Pendidikan
Dinas Pendidik
dan Kebudayaan Wilayah 598.800.000 580.963.688 | 97,02 | 100,00 | o eneicrian
dan Kebudayaan
Kota Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan
Pelayanan Tata Usaha pada
UPTD Teknologi, Informasi Dinas Pendidikan
dan Komunikasi Pendidikan 376:295.000 359423314 | 9552 | 9873 dan Kebudayaan
dan Kebudayaan
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Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
0,
(RP) % © /0)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
.1 Dinas
Program Pendidikan 1.100.875.638.688 |  964.344.851.117 | 87,60 | 84,88 | Pendidikan dan
Menengah
Kebudayaan
Peningkatan Kurikulum 1.000.000.000 977.982.000 | 97,80 | 100,00 Dinas Pendidikan
SMA dan Kebudayaan
Peningkatan Sarana dan Dinas Pendidikan
Prasarana SMA 7.900.000.000 7.847.914.417 | 99,34 100,00 dan Kebudayaan
Peningkatan Peserta Didik 3.000.000.000 2.600.050.800 | 86,67 98,17 Dinas Pendidikan
SMA dan Kebudayaan
Peningkatan Kurikulum 1.400.000.000 1350332750 | 9645 | 97,57 | DinasPendidikan
SMK dan Kebudayaan
Peningkatan Sarana dan Dinas Pendidikan
Prasarana SMK 5.699.025.000 3.922.024.525 | 68,82 | 100,00 dan Kebudayaan
Peningkatan Peserta Didik 3.000.000.000 2862501551 | 9542 | 100,00 Dinas Pendidikan
SMK dan Kebudayaan
Penyelenggaraan . 1
Pendidikan SMAN 1 2.376.000.000 2216327940 | 9328 | 89,66 | DnasPendidikan
. . dan Kebudayaan
Banjarsari
Penyelenggaraan . 1
Pendidikan SMAN 2 1.162.800.000 1039.946.516 | 8943 | sgoy | DinasPendidikan
. . dan Kebudayaan
Banjarsari
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendidikan SMAN 1 Bayah 2.646.000.000 2.540.524.600 96,01 95,40 dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendidikan SMAN 2 Bayah 716.400.000 709.942.000 | 99,10 99,10 dan Kebudayaan
Penyelenggaraan . ‘g
Pendidikan SMAN 1 780.082.000 766.601.888 | 9827 | 9608 | DinasPendidikan
. . dan Kebudayaan
Bojongmanik
Penyelenggaraan . ‘g
Pendidikan SMAN 1 2.052.000.000 1589128768 | 77,44 | 7665 | Dinas Pendidikan
. dan Kebudayaan
Cibadak
Penyelenggaraan . ‘g
Pendidikan SMAN 1 1.972.800.000 1643330500 | 8330 | sogo | DinasPendidikan
. dan Kebudayaan
Cibeber
Penyelenggaraan . L
Pendidikan SMAN 2 972.000.000 952.083.000 | 97,95 | 97,57 | Dinas Pendidikan
. dan Kebudayaan
Cibeber
Penyelenggaraan . L
Pendidikan SMAN 3 907.200.000 878.022500 | 96,78 | 95,54 | DinasPendidikan
. dan Kebudayaan
Cibeber
Penyelenggaraan . .
Pendidikan SMAN 1 413.727.000 402.671.000 | 97,33 | 95,59 | DinasPendidikan
. dan Kebudayaan
Cigemblong
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendidikan SMAN 1 Cihara 555.944.500 545.360.000 | 98,10 9,10 dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendidikan SMAN 1 Cijaku 1.136.300.000 1.115.845.304 | 98,20 92,16 dan Kebudayaan
Penyelenggaraan . .
Pendidikan SMAN 1 1.221.961.000 1153.947.220 | 9443 | 87,30 | DinasPendidikan
. dan Kebudayaan
Cikulur
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendidikan SMAN 1 Cileles 1.209.600.000 1.061.884.110 | 87,79 80,17 dan Kebudayaan
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Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
R 0,
( P) %o %)

(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan Dins Penddidian
Pendidikan SMAN 1 2.059.200.000 1983.392.903 | 9632 | 93,85 | oo endidixa

i dan Kebudayaan
Cilograng
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMAN 1 1.766.151.000 1645449860 | 9317 | 6602 | Dinas Pendidikan
i dan Kebudayaan
Cimarga
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMAN 1 2.685.761.600 2130495733 | 79,33 | 7ag | DinasPendidikan
i dan Kebudayaan
Cipanas
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMAN 1 1.350.000.000 922076000 | 6830 | 62,92 | Dinas Pendidikan
i dan Kebudayaan
Curugbitung
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMAN 1 1.155.600.000 1057534415 | 91,51 | 90,95 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Gunung Kencana
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMAN 1 898.600.000 889.518.000 | 9899 | 97,60 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kalanganyar
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMAN 1 2.025.252.000 1726234564 | 8524 | 8365 | Dinas Pendidikan
i dan Kebudayaan
Leuwidamar
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMAN 2 1.740.600.000 1537089255 | 8831 | 8308 | DinasPendidikan
i dan Kebudayaan
Leuwidamar
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendidikan SMAN 1 Maja 2.274.516.000 2098252279 | 9225 | 9L63 | o dayaan
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendidikan SMAN 2 Maja 1.638.000.000 1600.387.507 | 97,70 | 9629 | . © dayaan
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 3.531.600.000 3207781015 | 90,83 | 9045 | Dinas Pendidikan
i i dan Kebudayaan
Malingping
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 2 918.468.000 878.434.600 | 9564 | op,g | DinasPendidikan
i i dan Kebudayaan
Malingping
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 1.969.174.300 1520744024 | 77,68 | 7302 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Muncang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 2.656.800.000 2559390511 | 9633 | 9554 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Panggarangan
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 2.466.000.000 1618586966 | 6564 | 6345 | DinasPendidikan
i dan Kebudayaan
Rangkas Bitung
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 2 3.852.000.000 3128701465 | 81,22 | 1,03 | Dinas Pendidikan
i dan Kebudayaan
Rangkas Bitung
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 3 2.475.850.000 2232752553 | 90,18 | 7,84 | DinasPendidikan
i dan Kebudayaan
Rangkas Bitung
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendidiken SMAN 1 Sajira 1.716.516.000 1612.288.669 | 93,93 | 8280 | . . dayaan
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendidikan SMAN 1 Sobang 1.414.800.000 1224.529.000 | 8655 | 7410 | o © dayaan
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 2.527.200.000 2322115400 | 91,88 | 87,12 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Wanasalam
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 2.268.000.000 1837779797 | 81,03 | 81,03 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Warung Gunung
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Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
R o,
( P) %o %)
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
OO Dinas Pendidikan
Pendidikan SMAN 1 4.413.600.000 3.043.004597 | 68,95 | 6895
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 2 3.974.385.000 3250920454 | 81,80 | s1g0 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 3 4118.400.000 3007551411 | 7521 | 7521 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan . ..

Pendidikan SMAN 4 4.200.806.000 3779460959 | 89,97 | g9y | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan . ..

Pendidikan SMAN 5 3.042.000.000 2516123685 | 8271 | so,71 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan . ..

Pendidikan SMAN 6 3.147.695.000 2656272857 | 8439 | 8439 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan . ..

Pendidikan SMAN 7 2.588.732.000 2289476383 | 8844 | sg44 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan . ..

Pendidikan SMAN 8 3.067.200.000 2386220836 | 77,80 | 77,80 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 9 2.152.800.000 1895.338.850 | 88,04 | 804 | inasPendidikan
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 10 2.170.000.000 2053798947 | 94,65 | o465 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 11 2.660.400.000 2064005274 | 77,58 | 77,58 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 12 1.354.834.000 1169373249 | 8631 | 86,31 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 13 1.274.400.000 1153694940 | 9053 | 90,53 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 14 1.306.800.000 1215910318 | 9304 | 9304 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 15 1.396.800.000 1184724418 | 8482 | sag | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 16 1.531.251.500 1446563936 | 9447 | o447 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 17 1.148.400.000 1092582664 | 9514 | 9514 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Pandeglang

Penyelenggaraan Dinas Pendidikan

Pendidikon SMAN 1 Anyer 3.747.600.000 2820184063 | 7525 | 7525 | B dovaan

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 1 1.569.600.000 1498.650.000 | 9548 | 95,4g | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Bandung

Penyelenggaraan Dinas Pendidikan

Perddidikor, SMAN 1 Baros 2.736.000.000 2319409398 | 8477 | 8477 | 1 S dayaan
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Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
o,
(RP) %o %)

(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan Dins Penddidian
Pendidikan SMAN 1 900.000.000 848.326.065 | 9426 | 9426 | oo endidixa

i dan Kebudayaan
Binuang
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMAN 1 2.660.400.000 2117903314 | 79,61 | 79,61 | Dinas Pendidikan
j dan Kebudayaan
Bojonegara
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMAN 1 1.735.200.000 1623006473 | 9354 | 9354 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Carenang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 4.028.400.000 3.844489200 | 9543 | 9543 | DinasPendidikan
i dan Kebudayaan
Cikande
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 2.664.000.000 2532856680 | 9508 | 9508 | DinasPendidikan
i dan Kebudayaan
Cikeusal
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 1.984.660.000 1895148362 | 9549 | 9549 | DinasPendidikan
i dan Kebudayaan
Cinangka
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 3.480.000.000 3279825177 | 9425 | 945 | DinasPendidikan
i dan Kebudayaan
Ciomas
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Perddidiln SMAN 1 Ciras 4.510.800.000 3907138270 | 86,62 | 8662 | 4 S dvaan
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMAN 1 766.728.000 757206580 | 9876 | 9876 | DinasPendidikan
i dan Kebudayaan
Gunung Sari
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMAN 1 2.880.000.000 2428545011 | 8432 | sa3p | DinasPendidikan
i dan Kebudayaan
Jawilan
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pordfidiba SMAN 1 Kibin 2.966.882.400 2684123960 | 9047 | 9047 | (B0 Gavaan
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendidikar, SMAN 1 Kopo 2.053.518.500 2009.992.053 | 9788 | 9788 |\ B Gavaan
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 914.400.000 907.600.000 | 99,26 | 99,26 E;Ealiep;;‘;;d;l;n
Kragilan K] SMAN 1 Ciruas y
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 2260.318.000 1974713393 | 8736 | 8736 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kramat Watu
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 1.756.800.000 1246177949 | 7093 | 7093 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Mancak
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 2115.884.800 2008824081 | 9494 | 9494 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Pabuaran
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 1.465.464.000 1421108394 | 9697 | 9ggy | DinasPendidikan
i dan Kebudayaan
Padarincang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 3.304.800.000 3.0908977.420 | 93,77 | 9377 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pamarayan
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Perdidils SMAN 1 Petic 3.052.800.000 2652109294 | 8687 | 8687 | S davaan
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 3.729.600.000 3129568223 | 8391 | 3670 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Pontang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 331.200.000 319526400 | 96,48 56,84 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Puloampel
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Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
R o,
( P) % © /0)
(1) ) 3) (4) 5) (6) (7)
o Dinas Pendidikan
Pendidikan SMAN 1 2.321.100.000 1.724.404.897 | 74,29 74,29
i dan Kebudayaan
Tirtayasa
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMAN 1 2.275.200.000 2091986747 | 91,95 | 91,05 | DinasPendidikan
ingi dan Kebudayaan
Waringinkurung
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMAN 1 4.842.000.000 3395225170 | 70,12 | 59,00 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 2 3.589.074.750 3210487081 | 89,45 | 945 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 3 4.759.200.000 3532205560 | 7422 | 7420 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 4 4.266.000.000 3833158463 | 89,85 | s9,5 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 5 3.960.000.000 3164.960.702 | 79,92 | 79,9p | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 6 4.454.000.000 3013451940 | 67,66 | 67,66 | DnasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 7 4.230.000.000 3515235255 | 83,10 | 8310 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 8 3.477.600.000 2829390.068 | 81,36 | 81,36 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 9 3.351.600.000 2671754460 | 7972 | 79,72 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 10 2.016.000.000 1576629139 | 7821 | 7821 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 11 6.102.000.000 5174741773 | 8480 | sago | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 12 4.712.400.000 3835606854 | 81,39 | g139 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . “
Pendidikan SMAN 13 3.810.460.000 2960929216 | 77,71 | 77,71 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . “
Pendidikan SMAN 14 2.826.997.300 2550131770 | 9035 | 9035 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . “
Pendidikan SMAN 15 2.538.000.000 1953.197.750 | 7696 | 7696 | oinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . “
Pendidikan SMAN 16 1.965.600.000 1231799994 | 62,67 | 62,67 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 17 3.780.000.000 2858100458 | 7561 | 7561 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 18 2.719.918.000 2098954560 | 77,7 | 77,17 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
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Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
(RP) %
(%)

(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
AR Dinas Pendidikan
Pendidikan SMAN 19 4.273.200.000 3578196367 | 83,74 | 83,74

dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMAN 20 3.499.200.000 3141142203 | 8977 | go77 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMAN 21 2.714.400.000 2327.169.684 | 8573 | 573 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 22 2.840.400.000 2415828400 | 8505 | 8505 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 23 2.257.200.000 1503774492 | 66,62 | 66,62 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 24 4.003.200.000 2489923480 | 6220 | 62,0 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 25 2.700.000.000 2273033330 | 8419 | sa19 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 26 2.444.400.000 2243895903 | 91,80 | o1,g0 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 27 3.340.800.000 3019.975.764 | 90,40 | 9040 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 28 3.546.000.000 2373644253 | 6694 | 66oa | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 29 817.200.000 674426746 | 82,53 | 82,53 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 1 4.176.000.000 3289000210 | 7876 | 2507 | DinasPendidikan
i dan Kebudayaan
Cilegon
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 2 4.348.080.000 3625711945 | 83,39 | 2967 | DinasPendidikan
i dan Kebudayaan
Krakatau Steel Cilegon
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 3 2.748.000.000 2093198296 | 7617 | 7617 | DinasPendidikan
i dan Kebudayaan
Cilegon
Penyelenggaraan . “
Pendidikan SMAN 4 2.120.400.000 1836118945 | 8659 | 8659 | Dinas Pendidikan
i dan Kebudayaan
Cilegon
Penyelenggaraan . “
Pendidikan SMAN 5 2.122.560.000 1874583.755 | 8832 | ss32 | Dinas Pendidikan
i dan Kebudayaan
Cilegon
Penyelenggaraan . “
Pendidikan SMAN 1 Kota 5.996.364.000 5199759127 | 8672 | se72 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Serang
Penyelenggaraan . “
Pendidikan SMAN 2 Kota 6.303.600.000 5024171047 | 79,70 | 7970 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Serang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 3 Kota 4.730.400.000 4479.628.579 | 9470 | 9470 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Serang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMAN 4 Kota 4.258.800.000 3499.181.638 | 8216 | 82,16 | DinasPendidikan
Serang dan Kebudayaan
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Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
R 0,
( P) % %)
1 2) 3) ) (5) ) )
AR Dinas Pendidikan
Pendidikan SMAN 5 Kota 3.925.884.000 2979535298 | 7589 | 75,89
dan Kebudayaan

Serang

Penyelenggaraan . ..

Pendidikan SMAN 6 Kota 3.661200.000 3300612473 | 90,15 | 90,15 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Serang

Penyelenggaraan . ..

Pendidikan SMAN 7 Kota 1.310.400.000 1200424346 | 9161 | 9161 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Serang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 8 Kota 3.081.024.000 2.760.678.763 | 89,60 | 89,60 | onasPendidikan
dan Kebudayaan

Serang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 1 3.200.400.000 2462429719 | 76,94 | 7604 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Tangerang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 2 4.017.600.000 3000741637 | 7491 | 7491 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Tangerang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 3 3.456.000.000 2713463412 | 7851 | 7851 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Tangerang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 4 3.315.600.000 2303799818 | 69,48 | 6948 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Tangerang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 5 3.664.800.000 2846042011 | 77,66 | 77,66 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Tangerang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 6 3.949.200.000 2918008104 | 73,89 | 7389 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Tangerang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 7 3.477.600.000 2731115554 | 78,53 | 7853 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Tangerang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 8 3.110.400.000 2660908203 | 8555 | 8555 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Tangerang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 9 3.351.500.000 2649058708 | 79,04 | 7904 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Tangerang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 10 2.970.000.000 2613837.132 | 88,01 | sgo1 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Tangerang

Penyelenggaraan . ”

Pendidikan SMAN 11 2.912.400.000 1970502089 | 67,66 | 67,66 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Tangerang

Penyelenggaraan . ”

Pendidikan SMAN 12 3.438.000.000 2745409015 | 79,85 | 79,85 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Tangerang

Penyelenggaraan . ”

Pendidikan SMAN 13 3.024.000.000 2174182341 | 71,90 | 7190 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Tangerang

Penyelenggaraan . ”

Pendidikan SMAN 14 3.337.200.000 2677541742 | 8023 | 803 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Tangerang

Penyelenggaraan . —
Dinas Pendidik

Pendidikan SMAN 15 4.140.000.000 3.458.839.335 | 8355 | 8355 | . o cnaicrean
dan Kebudayaan

Tangerang

Penyelenggaraan . —

Pendidikan SMAN 1 Kota 3.880.800.000 2979821716 | 7678 | 7678 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Tangerang Selatan
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Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
R o,
(Rp) %o %)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendidikan SMAN 2 Kota 5.266.800.000 3.737.959.273 | 70,97 | 7097 | - 'nastendidixa

dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan . Lo
Pendidikan SMAN 3 Kota 3.337.200.000 2332759339 | 69,00 | 69,00 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan . L3
Pendidikan SMAN 4 Kota 3.574.800.000 2816659536 | 7879 | 7879 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan . 1
Pendidikan SMAN 5 Kota 3.502.800.000 2218149404 | 6333 | 63,33 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan . -
Pendidikan SMAN 6 Kota 4.046.400.000 3310173588 | 8181 | sig1 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan . 1
Pendidikan SMAN 7 Kota 5.130.000.000 4000736713 | 77,99 | 77,09 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan . 1
Pendidikan SMAN 8 Kota 3.355.200.000 2586141401 | 77,08 | 77,08 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan . 1
Pendidikan SMAN 9 Kota 3.639.600.000 2434715659 | 6690 | 6600 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan . 1
Pendidikan SMAN 10 Kota 2.898.000.000 2078376188 | 71,72 | 7172 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan . 1
Pendidikan SMAN 11 Kota 3.574.800.000 2759601413 | 7720 | 7700 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan . 1
Pendidikan SMAN 12 Kota 3.654.000.000 3163057413 | 8656 | 8656 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendiclikan SMKN 1 Bayah 2.619.848.000 2455414500 | 9372 | 9009 | (B favaan
Penyelenggaraan . 1
Pendidikan SMKN 1 1.313.768.000 1066450753 | 8117 | s1,17 | DinasPendidikan
. dan Kebudayaan
Cibeber
Penyelenggaraan . Lo
Pendidikan SMKN 1 1.669.189.000 1646999500 | 98,67 | 9715 | Dinas Pendidikan
. dan Kebudayaan
Cikulur
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Persticilor SMKN 1 Cileles 1.056.000.000 LO40516.000 | 9853 | 9152 | (1 vaan
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
1.256.000. 1.222.510. 7 2
Pendidikan SMKN 1 Sobang 56.000.000 >10.500 1 97,33 | 89,26 dan Kebudayaan
Penyelenggaraan . 1
Pendidikan SMKN 1 2.444.500.000 2087842971 | 8541 | 541 | DinasPendidikan
. dan Kebudayaan
Cipanas
Penyelenggaraan . 1
Pendidikan SMKN 1 1.116.000.000 1031544200 | 9243 | 92,32 | DinasPendidikan
.. dan Kebudayaan
Cirinten
Penyelenggaraan . 1
Dinas Pendidik
Pendidikan SMKN Curug 772.000.000 763.002.000 | 98,83 | 98,83 | _ L a°rendidian
. dan Kebudayaan
Bitung
Penyelenggaraan . 1
Dinas Pendidik
Pendidikan SMKN 1 1.096.000.000 1.072.823.403 | 97,89 | 87,81 | | oo rendidikan
dan Kebudayaan
Gunung Kencana
Penyelenggaraan . 1
Pendidikan SMKN 1 Lebak 538.632.000 390.060500 | 72,42 | 7215 | DinasPendidikan
Gedong dan Kebudayaan
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Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
R o,
( P) % %)

) 2) 3 @ e | ® (7)
AL Dinas Pendidikan
Pendidikan SMKN 1 6.160.000.000 5926.835.221 | 96,21 | 96,21

i i dan Kebudayaan
Malingping
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 1 6.840.000.000 6161294772 | 90,08 | 87,36 | Dinas Pendidikan
i dan Kebudayaan
Rangkasbitung
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 2 6.554.500.000 5246629311 | 80,05 | 7803 | Dinas Pendidikan
i dan Kebudayaan
Rangkasbitung
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMKN 1 1.098.011.500 1007616500 | 91,77 | 91,68 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Warunggunung
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMKN 1 9.520.000.000 8417681239 | 8842 | 77,34 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Pandeglang
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMKN 2 3.232.000.000 2899348950 | 89,71 | sg4p | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Pandeglang
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMKN 3 4.410.998.000 3871398436 | 87,77 | 971 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Pandeglang
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMKN 4 3.036.000.000 2830556914 | 93,23 | 87,77 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Pandeglang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 5 3.012.000.000 2581495698 | 8571 | 9323 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Pandeglang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 6 3.728.000.000 3398.689.180 | 91,17 | 571 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Pandeglang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 7 2.961.000.000 2655402514 | 89,68 | 91717 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Pandeglang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 8 1.868.000.000 1721036001 | 9213 | 89,68 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Pandeglang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 9 2.766.000.000 2283794056 | 8257 | 9p13 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pandeglang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 10 1.604.000.000 1480039500 | 9227 | sa,57 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pandeglang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 11 1.816.000.000 1641150860 | 9037 | 9p,27 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pandeglang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 12 3.620.000.000 2997538990 | 82,80 | opa7 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Pandeglang
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pertidikon SMKN 1 Anyer 3.440.000.000 3379693073 | 9825 | 8280 | N dayaan
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 1 2.636.300.000 2364299460 | 89,68 | 9g25 | Dinas Pendidikan
i dan Kebudayaan
Cikande
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 1 2.429.618.500 2337075375 | 9619 | so6s | Dinas Pendidikan
i dan Kebudayaan
Cinangka
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Perddidiks SMKN 1 Ciruas 5.120.000.000 4862152598 | 9496 | 9619 | S ivaan
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Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
R o,
( P) %o %)

(1) (2) 3) 4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan Dins Pendidikan
Pendidikan SMKN 1 572.000.000 571.970.000 | 99,99 | 9496 | oo endicixa

. dan Kebudayaan
Kragilan
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 1 4.372.000.000 4184312000 | 9571 | 99,99 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kramatwatu
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 1 3.248.000.000 3082374735 | 9490 | 9571 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Puloampel
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendidikan SMKN 1 Tanara 2.556.000.000 2.334.082.055 | 91,32 94,90 dan Kebudayaan
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 1 7.559.050.000 6666355336 | 88,19 | 9132 | Dinas Pendidikan
i j dan Kebudayaan
Tunjung Teja
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 1 9.412.000.000 8.177.060.678 | 86,88 | 8819 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 2 2.236.000.000 1987451722 | 8888 | segs | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 3 5.856.000.000 5363.164.669 | 91,58 | sggg | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMKN 4 9.336.000.000 8336333416 | 89,29 | 91,58 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMKN 5 3.532.000.000 3101413000 | 87,81 | s9p9 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 6 7.620.000.000 6071929532 | 79,68 | 87,1 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 7 4.792.000.000 3923116498 | 81,87 | 79,68 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 8 4.548.000.000 4158341554 | 91,43 | s1,g7 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 9 4.032.000.000 3767559175 | 93,44 | 91,43 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 10 2.816.000.000 2710341000 | 9625 | 9344 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 11 4.108.000.000 3455540900 | 8412 | 9625 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 12 6.956.000.000 6168568006 | 88,68 | s412 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 1 3.108.000.000 2465274948 | 7932 | sses | Dinas Pendidikan
i dan Kebudayaan
Cilegon
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 2 3.296.000.000 2651057082 | 80,43 | 3064 | DinasPendidikan
i dan Kebudayaan
Cilegon
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 3 940.000.000 920.054.804 | 97,88 | 80,43 Dinas Pendidikan
Cilegon dan Kebudayaan
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Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
R o,
( P) %o %)

(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
AL Dinas Pendidikan
Pendidikan SMKN 4 9.352.000.000 7.668.275.101 | 82,00 | 97,88

i dan Kebudayaan
Cilegon
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 1 Kota 9.576.000.000 7918272950 | 82,690 | sp,00 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Serang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 2 Kota 4.844.000.000 4109483590 | 8484 | s260 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Serang
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMKN 3 Kota 5.824.000.000 5016260385 | 86,13 | saga | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Serang
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMKN 4 Kota 5.160.000.000 4494706.662 | 87,11 | 8613 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Serang
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMKN 5 Kota 2.625.373.000 2541.017.100 | 9679 | 7,11 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Serang
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMKN 6 Kota 4.312.000.000 3004225.184 | 69,67 | 9679 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Serang
Penyelenggaraan . ..
Pendidikan SMKN 7 Kota 2.388.000.000 2243164623 | 93,93 | 69,67 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Serang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 6.076.000.000 4475038615 | 73,65 | 9393 | DinasPendidikan
i dan Kebudayaan
Pertanian
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 1 4.976.000.000 4060456838 | 81,60 | 7365 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 2 4.692.000.000 3710299375 | 79,08 | 8160 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 3 6.275.441.000 4067636210 | 6482 | 7908 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 4 4.632.000.000 4056474077 | 87,58 | 6agp | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 5 2.072.000.000 1806.093.018 | 87,17 | 87,58 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 6 3.396.000.000 2578981734 | 7594 | g7,17 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 7 2.604.000.000 2280740046 | 87,66 | 7594 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 8 3.428.000.000 3167706517 | 9241 | 87,66 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 9 5.417.600.000 449005779 | 82,88 | 9241 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 1 Kota 5.188.000.000 3939370435 | 7593 | g2 | Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan . —
Pendidikan SMKN 2 Kota 3.192.000.000 2799887985 | 87,72 | 7593 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan

Tangerang Selatan
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Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
0,
(Rp) %o %)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendidikan SMKN 3 Kota 2.920.000.000 2.416.968.207 | 82,77 87,72

dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan . L
Pendidikan SMKN 4 Kota 3.368.000.000 2771103200 | 8228 | s,77 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan . L
Pendidikan SMKN 5 Kota 2.748.000.000 2669.047.890 | 97,13 | s | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan . .
Pendidikan SMKN 6 Kota 2.008.000.000 1634910078 | 81,42 | 97,3 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan . 4.
Pendidikan SMKN 7 Kota 7.772.000.000 6011025585 | 77,34 | 8142 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan . 4.
D P
Pendidikan Sekolah Model 6.560.844.000 5.964.944189 | 90,92 | 9092 | . lza;e;nildlkin
CMBBS a udayaa
Sarana dan Prasarana SMA Dinas Pendidikan
13.659.624. 13.191.427. ,57 100,
(DAK Fisik) 3.659.624.000 319 800 | 96,5 00,00 dan Kebudayaan
Sarana dan Prasarana SMK Dinas Pendidikan
68.486.397.000 55.111.327.142 80,47 90,27
(DAK Fisik) ! g dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMA Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas Dinas Pendidikan
24.099.036.304 23.791.008.500 98,72 99,47
Pendidikan dan ’ ’ dan Kebudayaan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Lebak
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMA Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas Dinas Pendidikan
17.724.340.498 17.526.165.142 98,88 100,00
Pendidikan dan ’ ’ dan Kebudayaan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Pandeglang
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMK Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas . .
Pendidikan dan 34.023.483.597 34274011660 | 100,74 | 99,21 | Dinas Pendidikan
. dan Kebudayaan
Kebudayaan Wilayah Kota
Cilegon, Kota Serang dan
Kab. Serang
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMA Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas Dinas Pendidikan
Pendidikan dan 38.860.699.510 38.244.573.900 | 98,41 98,41 dan Kebudayaan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Tangerang
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMA Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas . Lo
Pendidikan dan 39.874.305.975 37350040998 | 93,67 | 9367 | DinasPendidikan
. dan Kebudayaan
Kebudayaan Wilayah Kota
Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMK Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas Dinas Pendidikan
Pendidikan dan 13.855.466.196 13.732.496.864 | 99,11 99,12 dan Kebudayaan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Lebak
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Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
0,
(RP) % © /0)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMK Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas Dinas Pendidikan
Pendidikan dan 18.010.413.141 17.900.476.948 | 99,39 | 100,00 dan Kebudayaan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Pandeglang
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMA Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas . L.
Pendidikan dan 44.270.542.156 42.851.040211 | 96,79 | 9679 | Dinas Pendidikan
. dan Kebudayaan
Kebudayaan Wilayah Kota
Cilegon, Kota Serang dan
Kab. Serang
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMK Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas Dinas Pendidikan
Pendidikan dan 25.561.696.174 24.990.508.247 | 97,77 98,92 dan Kebudayaan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Tangerang
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMK Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas . 1.
Pendidikan dan 25.296.511.487 24223865338 | 9576 | 99,65 | Dinas Pendidikan
. dan Kebudayaan
Kebudayaan Wilayah Kota
Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan
Dinas
Program Pendidikan Khusus 12.325.177.723 12.071.312.846 97,94 91,82 Pendidikan dan
Kebudayaan
Peningkatan Kurikulum Dinas Pendidikan
Pendidikan Khusus 5.163.743.000 5.113.792.152 99,03 100,00 dan Kebudayaan
Peningkatan Sarana dan . L.
Prasarana Pendidikan 1.343.400.000 1322.322.842 | 9843 | 9ga43 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Khusus
Peningkatan Peserta Didik Dinas Pendidikan
Pendidikan Khusus 1.344.398.348 1.335.072.000 | 99,31 | 100,00 dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendidikan SKHN 03 Lebak 79500000 50424015 | 63,43 | 6343 dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendidikan SKHN 01 Lebak 145.500.000 127.166.470 | 8740 | 8740 dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Dinas Pendidikan
Pendidikan SKHN 02 Lebak 181.500.000 174946921 | 96,39 | 96,39 dan Kebudayaan
Penyelenggaraan . L
Pendidikan SKHN 1 139.500.000 135513453 | 97,14 | 100,00 | Dinas Pendidikan
. dan Kebudayaan
Pembina Pandeglang
Penyelenggaraan . L
Pendidikan SKHN 01 247.500.000 197127516 | 79,65 | 57,02 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tangerang
Penyelenggaraan . L
Pendidikan SKHN 02 Kota 172.500.000 164870852 | 9558 | 9558 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Serang
Penyelenggaraan . L
Pendidikan SKHN 01 Kota 226.289.000 180308225 | 79,68 | 79,68 | DinasPendidikan
dan Kebudayaan
Serang
Pendidikan Khusus (DAK 1.375.976.000 1366292.000 | 99,30 | 99,32 | DinasPendidikan
FISIK) dan Kebudayaan
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Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
o,
(RP) %o (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SKh Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas Dinas Pendidikan
Pendidikan dan 619.769.494 618.878.400 | 99,86 | 100,00 dan Kebudayaan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Lebak
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SKh Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas Dinas Pendidikan
Pendidikan dan 227.943.446 227.080.000 | 99,62 | 100,00 dan Kebudayaan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Pandeglang
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SKh Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas . 1
Pendidikan dan 652.860.283 652.720.000 | 99,98 | 100,00 | Dinas Pendidikan
) dan Kebudayaan
Kebudayaan Wilayah Kota
Cilegon, Kota Serang dan
Kab. Serang
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SKh Negeri (DAK)
pada Cabang Dinas Dinas Pendidikan
Pendidikan dan 404.798.152 404.798.000 | 100,00 | 100,00 dan Kebudayaan
Kebudayaan Wilayah Kab.
Tangerang
Program Peningkatan Mutu Dinas
Pendidik dan Tenaga 5.250.000.000 4.432.475.250 | 84,43 92,48 | Pendidikan dan
Kependidikan Kebudayaan
Peningkatan Tenaga
Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan
SMA, Layanan Pendidikan 1.450.000.000 1.049.766.000 | 72,40 79,02 dan Kebudayaan
Khusus
Peningkatan Tenaga . 1
D Pendidik
Pendidik dan Kependidikan 1.550.000.000 1203701200 | 77,66 | 100,00 | - oo endidisan
dan Kebudayaan
SMK
Pengembangan Sumberdaya Dinas Pendidikan
Manusia Pendidikan 2.250.000.000 2.179.008.050 | 96,84 98,43 dan Kebudayaan
Dinas
P Peningk
rogram Peningkatan Mutu 300.000.000 273530.000 | 91,18 | 97,13 | Pendidikan dan
Pembelajaran
Kebudayaan
Peningkatan Pemanfaatan . .
Teknologi Informasi dan 200.000.000 177030000 | 8852 | 9426 | DinasPendidikan
o L dan Kebudayaan
Komunikasi Pendidikan
Evaluasi Teknologi . Lo
Informasi dan Komunikasi 100.000.000 96500000 | 9650 | 100,00 | Dinas Pendidikan
1 dan Kebudayaan
Pendidikan
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Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten,

adalah:

a). Permasalahan

1.

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tidak
tersedianya waktu yang cukup untuk melaksanakan Jasa
Konsultasi Perencanaan untuk pengadaan lahan dan juga
pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), dan tidak terpenuhinya
persyaratan pencairan perjalanan dinas;

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada
Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung dengan Pagu
Anggaran Rp.42.000.000.000 (Empat Puluh Dua Milyar Rupiah)
tidak tercapai Target dan Realisasinya disebabkan dalam
rangka Pembentukan Tim Perencanaan Persiapan/Pelaksanaan
Pengadaan Tanah dan Tim Kajian Keberatan dalam melakukan
Jadwal Pembentukan Tim tersebut dan Standar Operasional
Prosedur yang ditentukan tidak cukup waktu, dan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menganggarkan
kembali Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung pada
tahun 2020 dan pelaksanaan tugasnya dialihkan pada Seksi
Sarana Prasarana pada Bidang SMA, Bidang SMK dan Bidang
Pendidikan Khusus;

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar
Daerah terkendala pada masing — masing pelaku Perjalanan
Dinas tidak menyerahkan atau melengkapi hal - hal yang
dibutuhkan dalam SP] misalnya Visum, nota Bensin dan Tol
serta Laporan Perjalanan Dinas sehingga tidak dapat diproses
lebih lanjut, kemuadian pada bidang masing — masing juga

terdapat Anggaran Perjalanan Dinas sehingga Anggaran yang
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ada di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tidak dapat

dimaksimalkan;

4. Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon dan Kota Serang dan
Kab. Serang pada Anggaran Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat tidak direalisasikan karena tidak
memenuhi kriteria;

5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha UPTD Taman
Budaya dan Museum tidak terserap seluruhnya disebabkan
antara lain :

- Anggaran Barang dan Jasa yaitu Honorarium Tenaga
Lapangan yang tidak dapat diserap sebanyak 2 orang
dikarenakan 2 orang pegawai tersebut mengundurkan diri.

- Penggabungan/perubahan status UPT Taman Budaya dan
Musium yang pada awalnya dipisah menyebabkan jumlah
pegawai berkurang sangat drastis sehingga Anggaran Belanja
Barang dan Jasa untuk Pakaian Batik, Belanja Bahan Bakar
Minyak untuk kendaraan Operasional (2 Kepala UPT, 1 TU),
dan Belanja Makan dan Minum Rapat.

- Jasa Instruktur Seni yang sudah dianggarkan namun belum
mengusulkan Standar Satuan Harga (SSH).

6. Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum
(DAK) tidak terserap seluruhnya disebabkan :

- DPA Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK)
2019 disahkan pada Bulan Desember 2018. Sampai pada saat
disahkan, Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan belum
ada/belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, sehingga penyusunan RKA (Rencana Kerja
Anggaran) DAK tidak mengacu kepada Juknis.

- Juknis Pelaksanaan dikeluarkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan pada Bulan Februari 2019, dan
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baru diterima oleh UPTD Taman Budaya dan Museum pada
Bulan Maret 2019.

- SK Pergeseran SPD (Surat Pencairan Dana) terbit pada Bulan
Juli 2019, bersamaan dengan waktu libur sekolah. Karena
kegiatan yang akan dilaksanakan di UPTD Taman Budaya
dan Museum mengundang peserta yang merupakan para
pelajar, sehingga Kegiatan baru bisa dilaksanakan di Bulan
Agustus 2019

- Saat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan pada
tanggal 02 September s/d 05 September 2019 di Hotel Novotel
Jakarta, diketahui bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak
dapat dilaksanakan karena tidak sesuai Juknis yaitu bahwa
penggunaan anggaran tidak diperbolehkan berupa belanja
modal.

- Setelah evaluasi tersebut, karena ada beberapa kegiatan yang
tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai Juknis, maka
kemudian UPTD Taman Budaya dan Museum diarahkan
untuk menyusun Anggaran Perubahan di Bulan Oktober
2019.

- Karena dibayangi waktu Penyusunan Anggaran Perubahan
yang dapat memakan waktu lama, sedangkan Laporan
Realisasi Penggunaan Anggaran DAK harus segera
dilaporkan paling lambat tanggal 22 November 2019, maka
diputuskan UPTD Taman Budaya dan Museum tidak
mengajukan Perubahan Anggaran untuk Penyerapan DAK.
Karena tidak menyusun Anggaran Perubahan agar kegiatan
yang sebelumnya tidak sesuai Juknis dapat dilaksanakan,
menyebabkan banyak anggaran tidak terserap.

7. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK pada

pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan tidak
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10.

11.

dapat terealisasi dikarnakan waktu tidak cukup wuntuk

pengadaan tanah tersebut.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 terdapat

beberapa kendala meliputi :

- Perencanaan anggaran dan realisasinya tidak sesuai karena
ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena
keterbatasan waktu pada beberapa kode rekening, sehingga
terdapat sisa anggaran pada kode rekening tersebut;

- Terdapat mata anggaran yang sama pada dua sumber dana
bantuan yang kami terima (BOSNAS dan BOSDA), sehingga
karni harus memilih salah satu dari kedua sumber dana
bantuan tersebut yaitu BOSNAS;

- Waktu pelaksanaan untuk Pengadaan Belanja Modal melalui
proses e-catalog tidak sesuai dengan target.

- Kurangnya informasi tentang mekanisme pengajuan
pencairan dan dalam hal pertanggungjawaban laporan;

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Lebak Gedong

terkendala pada Belanja Tenaga Kerja Lapangan yang awalnya

diperuntukan bagi Tenaga Keamanan/Satpam dan Office Boy
tidak dapat diserap karena yang bersangkutan mengundurkan
diri sebelum mendapatkan Honorarium;

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pandeglang

terkendala karena ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana

sehingga terdapat sisa anggaran pada Kode Rekening, dan
erdapat kesalahan Kode Rekening diantaranya di uraian Kode

Rekening Barjas terdapat Kode Rekening Modal, begitu juga

sebaliknya;

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Mancak

terkendala karena adanya kesalahan Kode Rekening untuk Wali

Kelas dan Pelatih Ekstrakurikuler, serta untuk pengawas UNBK
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12.

13.

14.

15.

USBN dan PAS walaupun sudah dirubah di Perubahan
Anggaran namun belum dapat dicairkan;

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kota Serang
terkendala karena terdapat pengajuan Modal alat praktek
dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang terdapat
dipasar;

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Kabupaten
Tangerang terkendala pada Belanja Premi Asuransi tidak dapat
direalisasikan, dan Belanja Perjalanan Dinas, tidak dapat
direalisasikan karena kalimat rincian pada DPA terlalu umum
dan tidak spesifik;

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Kabupaten
Tangerang terkendala pada belanja Modal harga yang di
anggarkan di bawah SSH sehingga sulit direalisasikan, dan
terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan salah satunya
adalah pembayaran Jasa Kebersihan Kepada Pihak Ketiga;
Kegiatan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
SMA, Layanan Pendidikan Khusus terkendala pada kegiatan
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan (Seleksi
Substantif Calon Pengawas Sekolah) yang bekerja sama dengan
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
(LPPKS) yang beralamat di Jawa Tengah tidak dapat
dilaksanakan disebabkan oleh Target PNBP LPPKS sudah
terpenuhi dan adanya revisi Anggaran di Kanwil DJA. Sehingga
kegiatan ini baru bisa dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020.

b). Solusi

1.

Kendala pada Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung
dengan keterbatasan waktu di APBD Perubahan akan
dianggarkan di APBD Murni Tahun 2020;

Harus dilakukan Sosialisasi tentang tata cara pencairan

perjalanan dinas;
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3. Melakukan survey tempat yang sesuai kriteria;

4. Mengusulkan SSH Jasa Instruktur Seni untuk Kegiatan

Peningkatan Pelayanan Tata Usaha UPTD Taman Budaya dan

Museum;

5. Dalam penyusunan RKAS harus jelas sumber dana dan

peruntukannya, dan terkait waktu

disesuaikan dengan target;

pelaksanaan

akan

6. Meningkatkan kompetensi, komunikasi dan koordinasi terkait

mekanisme pencairan dengan pihak Pejabat Pengadaan Barang

dan Jasa;
7. Melakukan survey terkait harga dipasaran;

8. Dianggarkan kembali di APBD Murni Tahun 2020;

3.1.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan.
Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan didukung oleh
7 program dan 70 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Provinsi
Banten, RSUD Malingping, dan RSUD Banten. Pelaksanaan program dan
kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.2
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Kesehatan)
. L Realisasi
No Uraian Urusan, Org:'mlsasy Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
(RP) %
(%)

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
KESEHATAN 540.627.839.000 |  481.434.592.246 | 89,05 Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan 540.627.839.000 481.434.592.246 | 89,05 Dinas Kesehatan
Program Tata Kelola 161.814.560.243 |  141.800.727.263 | 87,63 | 96,17 | Dinas Kesehatan
Pemerintahan

Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan 192.770.000 171.088.565 | 88,75 99,94 Dinas Kesehatan
Neraca Aset

Perencanaan, Evaluasi dan 266.034.000 221.405.000 | 8322 | 9535 | DinasKesehatan
Pelaporan

Pengadaan Sarana Prasarana .

Kt 17.179.002.006 15.040.903.180 | 87,55 | 99,95 | Dinas Kesehatan
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Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

Anggaran

Realisasi

(Rp)

%

Fisik
(%)

Nama PD

(1)

(2)

3)

4)

()

(6)

7)

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor

1.635.913.700

1.329.690.500

81,28

87,83

Dinas Kesehatan

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran

6.287.902.000

4.821.704.133

76,68

99,99

Dinas Kesehatan

Peningkatan Kapasitas
Aparatur

115.000.000

94.185.000

81,90

99,99

Dinas Kesehatan

Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah

635.000.000

634.904.981

99,99

100,00

Dinas Kesehatan

Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset pada RSUD
Malingping

151.169.200

138.246.836

91,45

100,00

Dinas Kesehatan

Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan pada RSUD
Malingping

171.880.000

167.396.000

97,39

100,00

Dinas Kesehatan

Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada RSUD
Malingping

48.289.840.200

47.610.227.912

98,59

98,75

Dinas Kesehatan

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
RSUD Malingping

970.640.000

719.561.137

74,13

93,75

Dinas Kesehatan

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada RSUD
Malingping

7.637.731.277

6.874.902.082

90,01

90,56

Dinas Kesehatan

Koordinas dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah
pada RSUD Malingping

436.900.000

361.009.000

82,63

100,00

Dinas Kesehatan

Peningkatan Kapasitas
Aparatur pada RSUD
Malingping

242.500.000

232.791.200

96,00

100,00

Dinas Kesehatan

Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset pada RSUD
Banten

33.836.000

27.836.000

82,27

99,99

Dinas Kesehatan

Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan pada RSUD
Banten

158.265.000

49.550.500

31,31

83,96

Dinas Kesehatan

Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada RSUD Banten

8.201.689.860

5.483.366.913

66,86

84,70

Dinas Kesehatan

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
RSUD Banten

3.933.575.000

834.002.237

21,20

97,73

Dinas Kesehatan

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada RSUD
Banten

39.074.299.000

32.855.903.230

84,09

93,63

Dinas Kesehatan

Peningkatan Kapasitas
Aparatur pada RSUD
Banten

190.770.000

83.782.802

43,92

100,00

Dinas Kesehatan

Perbendaharaan dan
Verifikasi pada RSUD
Banten

37.455.000

37.455.000

100,00

100,00

Dinas Kesehatan

Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral

101.955.000

81.861.497

80,29

96,24

Dinas Kesehatan

Bantuan Operasional
Kesehatan (DAK)

2.367.000.000

1.465.139.490

61,90

87,95

Dinas Kesehatan

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kesehatan RSUD

Banten (DAK)

17.400.301.000

17.377.510.000

99,87

100,00

Dinas Kesehatan
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Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

Anggaran

Realisasi

(Rp)

%

Fisik
(%)

Nama PD

(1)

(2)

3)

4)

()

(6)

7)

Koordinas dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah
pada RSUD Banten

165.096.000

139.978.281

84,79

100,00

Dinas Kesehatan

Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD
Pelatihan Kesehatan

82.850.000

81.200.000

98,01

95,40

Dinas Kesehatan

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pelatihan Kesehatan

398.530.000

367.579.200

92,23

99,98

Dinas Kesehatan

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pelatihan Kesehatan

611.106.000

572.956.495

93,76

97,41

Dinas Kesehatan

Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada
UPTD Pelatihan Kesehatan

200.700.000

200.668.541

99,98

97,82

Dinas Kesehatan

Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD
Laboratorium Kesehatan
Daerah

1.910.000.000

1.391.420.404

72,85

99,96

Dinas Kesehatan

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah

669.000.000

654.384.850

97,82

99,93

Dinas Kesehatan

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Laboratorium Kesehatan
Daerah

1.985.850.000

1.648.429.597

83,01

84,02

Dinas Kesehatan

Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada
UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah

80.000.000

29.686.700

37,11

88,86

Dinas Kesehatan

Program Upaya Peningkatan
Kesehatan Masyarakat

4.192.681.000

3.693.512.784

88,09

98,53

Dinas Kesehatan

Peningkatan Kesehatan
Keluarga dan Gizi

977.224.000

945.016.475

96,70

99,97

Dinas Kesehatan

Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

1.522.108.000

1.288.648.834

84,66

99,95

Dinas Kesehatan

Upaya Kesehatan Kerja dan
Olahraga

213.460.000

202.166.700

94,71

99,99

Dinas Kesehatan

Peningkatan Kesehatan
Lingkungan

399.349.000

354.849.935

88,86

92,77

Dinas Kesehatan

Penurunan Stunting (DAK
Penugasan)

1.080.540.000

902.830.840

83,55

99,98

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Akses
dan Mutu Pelayanan
Kesehatan

232.700.271.000

227.802.589.337

97,90

99,89

Dinas Kesehatan

Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan

2.057.000.000

1.866.752.000

90,75

99,67

Dinas Kesehatan

Pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan

227.572.205.000

222.958.169.933

97,97

99,95

Dinas Kesehatan

Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakat Miskin

1.361.356.000

1.316.184.500

96,68

99,95

Dinas Kesehatan

Kerjasama Pelayanan
Kesehatan

1.709.710.000

1.661.482.904

97,18

99,99

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan

124.586.346.719

95.703.884.291

76,82

98,70

Dinas Kesehatan

Pemantauan pelayanan

199.314.000

174.542.550

87,57

97,33

Dinas Kesehatan
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Realisasi
No Uraian Urusan, Org;-misasi, Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan R o Fisik
( P) o (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Operasional pelayanan 189.180.000 184.050.004 | 97,29 97,51 Dinas Kesehatan
Asuhan dan Etika 216.545.000 212.727.170 | 98,24 | 100,00 | Dinas Kesehatan
Keperawatan
Pembinaan dan
Pengembangan 41.047.250 37.187.553 | 90,60 100,00 | Dinas Kesehatan
Keperawatan
Pengelolaan Barang Medis 15.806.044.715 14.918.479.697 | 94,38 | 100,00 | Dinas Kesehatan
RSUD Banten
Pengelolaan Barang Non .

Medis RSUD Banten 2.853.470.370 2.639.007.905 92,48 100,00 Dinas Kesehatan
Sistem Informasi , 71.710.000 68429229 | 9542 | 100,00 | Dinas Kesehatan
Manajemen Rumah Sakit
Rekam Medis 49.002.500 49.002.500 | 100,00 100,00 Dinas Kesehatan
Pengembangan Mutu dan
Kerjasama RSUD 94.260.000 76.741.231 | 81,41 100,00 | Dinas Kesehatan
Malingping
Peningkatan Pelayanan .
104.355.000 95.981.000 91,98 100,00 Dinas Kesehatan
Keperawatan Rawat Inap
Peningkatan Pelayanan
Keperawatan Rawat Jalan 92.355.000 84.269.000 91,24 100,00 Dinas Kesehatan
dan Rawat Khusus
Mutu Penunjang Medis 5.237.830.585 4618.779.543 | 88,18 | 96,67 | DinasKesehatan
RSUD Malingping
Mutu Penunjang Non Medis 1.551.825.430 1.029.046.492 | 66,31 | 100,00 | Dinas Kesehatan
RSUD Malingping
Etika dan Mutu Pelayanan 112.870.000 85.085.000 | 7538 | 100,00 | Dinas Kesehatan
RSUD Malingping
Pelayanan Kesehatan 97.966.536.869 71430555417 | 7291 | 89,00 | Dinas Kesehatan
(BLUD)
Program Pencegahan .
. . 2.575.619.100 2.243.630.352 87,11 99,96 Dinas Kesehatan
Pengendalian Penyakit
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit 508.893.100 441.963.113 | 86,85 99,97 Dinas Kesehatan
Menular
Pencegahan, Pengendalian 369.936.000 342.315.000 | 9253 | 99,96 | DinasKeschatan
Penyakit Tidak Menular
Surveilans, Imunisasi dan 688.600.000 612.818.979 | 8899 | 99,94 | Dinas Kesehatan
Krisis Kesehatan
Upaya Kesehatan Jiwa 654.140.000 539.813.000 82,52 99,95 Dinas Kesehatan
Pencegahan, Pengendalian
Penyakit Menular 354.050.000 306.720.260 | 86,63 100,00 Dinas Kesehatan
Bersumber Binatang
Program Pemberdayaan
Sumberdaya Kesehatan dan 13.326.375.938 9.042.351.750 | 67,85 86,83 Dinas Kesehatan
Kefarmasian
Perencanaan dan
Pendayagunaan Sumber 10.636.316.338 6.628.223.659 | 62,32 99,95 Dinas Kesehatan
Daya Manusia Kesehatan
Ketersediaan Obat Publik 2.191.374.600 2142325753 | 97,76 | 99,97 | Dinas Kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan
Pengendalian, Pengawasan
Produk dan Distribusi 203.450.000 200.626.888 | 98,61 99,94 Dinas Kesehatan

Kefarmasian dan Pangan
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Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

Anggaran

Realisasi

(Rp)

%

Fisik
(%)

Nama PD

(1)

(2)

3)

4)

()

(6)

7)

Pengkajian Pengembangan
dan Pengendalian Mutu
Kesehatan

123.685.000

60.070.650

48,57

68,17

Dinas Kesehatan

Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
Kesehatan

171.550.000

11.104.800

6,47

66,13

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan
Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Daerah

1.431.985.000

1.147.896.469

80,16

98,48

Dinas Kesehatan

Pelayanan Laboratorium
Klinik dan Laboratorium
Kesehatan Masyarakat

420.000.000

365.118.226

86,93

99,98

Dinas Kesehatan

Pengendalian Mutu
Laboratorium Kesehatan
Daerah

599.035.000

590.010.743

98,49

100,00

Dinas Kesehatan

Akreditasi Labkesda (DAK)

412.950.000

192.767.500

46,68

95,46

Dinas Kesehatan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Kesehatan (Dinas Kesehatan, RSUD Malingping, RSUD Banten), adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor tidak terserap

disebabkan antara lain :

- Anggaran pemagaran gudang farmasi dan pengawasannya

tidak direalisasikan dikarenakan akan dilakukan pelebaran

jalan Provinsi pada lokasi tersebut.

- Anggaran pengadaan lemari arsip tidak direalisasikan

dikarenakan dengan adanya aplikasi SIMAYA membantu

pengelolaan arsip (kondisi yang ada masih memadai).

- Honorarium DPPT, Pematokan untuk pengadaan lahan RS

Cibaliung tidak direalisasikan dikarenakan pengadaan

lahannya dipertimbangkan kembali, difokuskan pada RS

Cilograng terlebih dahulu.

2. Kegiatan Penurunan Stunting (DAK Penugasan) terdapat

Efisiensi Kegiatan (penyesuaian harga PMT berdasarkan harga

survei);
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3. Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan disebabkan
adanya efisiensi anggaran pada belanja penggandaan, makan
minum, uang saku peserta honor narasumber, serta sisa kontrak
pelatihan ACLS ATLS dan PPGD.

4. Kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
tidak terserap disebabkan Pendataan penduduk miskin dan
tidak mampu yang belum terdaftar JKN dan tidak optimal.

5. Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan disebabkan Rekruitmen tenaga kesehatan
ditargetkan sebanyak 170 orang sedangkan yang terealisasi
sebanyak 126 orang, hal tersebut dikarenakan adanya tenaga
kesehatan yang mengundurkan diri saat proses seleksi dam
mengundurkan diri karena telah diterima sebagai CPNS.

6. Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
terkendala karena ketersediaan obat pada aplikasi e-catalog
sering terjadi kekosongan.

7. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada pada
Unit Pelatihan Kesehatan pada Belanja prermi asuransi tidak
direalisasikan dikarenakan besaran pagu dengan tagihan
peserta per bulan tidak sesuai.

8. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Kesehatan
Tidak terlaksanaya rekruietment tenaga kesehatan khusus tahap
ke-2.

9. Kegiatan Pengkajian Pengembangan dan Pengendalian Mutu
Pelatihan Kesehatan pada akreditasi pelatihan, Quallity
asurance & Organizing Commite tidak dilaksanakan karena di
seluruh BBPK/Bapelkes tidak menjadwalkan kegiatan tersebut
pada Tahun 2019 serta kegiatan evaluasi pelatihan tidak
dilaksanakan karena belum adanya pelatihan yang
dilaksanakan oleh UPTD Pelatihan Kesehatan sehingga tidak

ada penyerapan anggaran.
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10.

11.

12.

13.

Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah terdapat pekerjaan yang
pemutusan kontrak dikarenakan pelaksanaan kegiatan tidak
tepat waktu, terdapat kegiatan yang harganya melebihi harga e
katalog.

Kegiatan Akreditasi Labkesda (DAK) belum dapat dilaksanakan
dengan tepat waktu dikarenakan pengaturan jadwal kegiatan
diatur oleh pusat, dan terdapat kegiatan survey simulasi yang
tidak dapat dilaksanakan karena hasil nilai bimtek ke 2
akreditasi lab telah mencukupi. Selanjutnya penyerapan dana
untuk transport dan akomodasi sesuai dengan riil cost, dan
narasumber yang ditugaskan berasal dari DKI dan Jabar yang
tidak memerlukan transportasi pesawat.

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada
RSUD Malingping terkendala karena adanya kekosongan
direktur atau kuasa pengguna angggaran selama 2 bulan
sehingga kegiatan rutin pemeliharaan tidak dilaksanakan

selama 2 bulan.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada RSUD

Banten terkendala pada:

- Pembangunan Gedung Artesis Tidak dilaksanakan
dikarenakan setelah dikaji ulang oleh Peltek bangunan yang
ada tidak memungkinkan untuk dihapuskan dan apabila
dilaksanakan maka bangunan akan lebih tinggi dan
dikatagorikan bangunan 2 tingkat.

- Pengadaan auning ambulance tidak dilaksanakan karena
area yang akan dipasang auning dijadikan area
pembangunan gedung 8 lantai.

- Pengadaan Jaringan Pipa Tendon Air Tidak dilaksanakan

dikarenakan perencanaan yang tidak tepat usulan dari
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b).

14.

15.

kepala instalasi sanitasi IPAL setelah direview oleh tim teknis

anggaran yang ada tidak mencukupi.
Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada
RSUD Banten terkendala dengan Rehabilitasi dingding interior
dan eksterior termasuk ganti fasade ACP tidak diserap karena
tidak terpenuhinya persyaratan kontrak di dalam KAK oleh
penyedia sehingga lelang dibatalkan, dan pada Pemeliharaan
ruang perkantoran lantai 4 tidak dilaksanakan dikarenakan
perubahan peruntukkan penggunaan lantai 4.
Banyak tolok ukur kegiatan terhadap Kegiatan Pelayanan
Kesehatan BLUD pada RSUD Banten yang sudah dianggarkan
tetapi tidak terealisasi karena belum lengkap dokumen
pendukung dan kebutuhan tidak prioritas serta perubahan

kebijakan.

Solusi

1.

Solusi pada Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
Untuk pemagaran gudang farmasi disesuaikan dengan kondisi
yang terkena pelebaran jalan Provinsi;

Penyusunan penganggaran pada kegiatan Kegiatan Penurunan
Stunting (DAK Penugasan) akan disesuaikan dengan harga
pasar;

Dilakukan perencanaan anggaran dan yang lebih baik;
Melakukan update data Pendataan penduduk miskin dan tidak
mampu dengan OPD terkait baik di Provinsi maupun di
Kab/Kota.

Dilakukan percepatan pelaksanaan seleksi Rekruitmen tenaga
kesehatan diawal tahun dan pelaksanaan selesi dilakukan
beberapa gelombang dalam 1 tahun.

Harus dilakukan koordinasi kepada penyedia sebelum
pelaksanaan belanja pada sistem e-catalog.

Tarif perserta pada Belanja prermi asuransi harus disesuaikan.
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8. Rekruietment tenaga kesehatan khusus tahap ke 2 pada tahapan
perencanaan di Tahun 2020 sarasaran dan jadwal akan akan
dibuat tepat sasaran fleksibel.

9. Untuk kegiatan pelatihan akreditasi pelatihan harus
mengirimkan peserta untuk mengikuti magang di BBPK Ciloto.

10. Kegiatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah harus
melakukan reschedule kegiatan, melakukan pemutusan kontrak
pekerjaan dan membayarkan sesuai dengan capaian realisasi
tisik serta hasil uji mutu lab, dan melakukan rasionalisasi harga
merujuk pada harga dipasaran/e catalog.

11. Pada kegiatan Akreditasi Labkesda (DAK) kedepan harus
melakukan reschedule kegiatan sesuai dengan jadwal yang
telah diatur oleh pusat dan membuat serta menyusun
pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil mempedomani
pada SSH APBD Provinsi Banten.

12. Terkait kekosongan direktur atau kuasa pengguna angggaran
Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada
RSUD Malingping akan membuat surat usulan kuasa pengguna
anggaran atau plt. Direktur ke BKD Provinsi Banten.

13. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Banten yang
tidak tercapai, kedepan dilakukan pengkajian ulang untuk

perencanaan berikutnya.

3.1.3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang.

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang didukung oleh 5 program dan 80 kegiatan yang dilaksanakan

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:
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Tabel 3.3

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019

(Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Realisasi
No Uraian Urusan, Orge.mlsas1, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) ) 3) 4 (5) (6) 7)
PEKERJAAN UMUM DAN
1.145.803.265. 41.490.078.784 2,17
PENATAAN RUANG 5.803.265.989 941.490.078.78 82,

. . Dinas Pekerjaan
Dinas Pekerjaan Umum dan 1.145.803.265.989 |  941.490.078.784 | 82,17 Umum dan
Penataan Ruang

Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Program Tata Kelola 55.735.476.877 44160106178 | 7923 | 8642 | Umum dan
Pemerintahan
Penataan Ruang
Penyusunan Laporan Dinas Pekerjaan
Kinerja Keuangan dan 188.923.000 187.923.000 99,47 100,00 Umum dan
Neraca Aset Penataan Ruang
Perencanaan, Evaluasi dan Dinas Pekerjaan
anaan, Bvatasi <a 1.480.840.000 1.179.679.601 | 79,66 | 100,00 | Umum dan
Pelaporan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Eerr‘fzfaa“ Sarana Prasarana 5.067.043.700 236.137.500 | 4,66 | 466 | Umum dan
a Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan
Pemeliharaan Sarana dan 2.195.000.000 1230176530 | 5604 | 5604 | Umum dan
Prasarana Kantor
Penataan Ruang
. Dinas Pekerjaan
Penyediaan Barang dan Jasa 8.589.628.000 7.667.957.350 | 8927 | 8927 | Umum dan
Perkantoran
Penataan Ruang
. . Dinas Pekerjaan
Peningkatan Kapasitas 196.700.000 48.580.000 | 24,70 | 24,70 | Umum dan
Aparatur
Penataan Ruang
- Dinas Pekerjaan
Rapat Koordinasi Kedalam 400.000.000 340153806 | 8504 | 8504 | Umum dan
dan Keluar Daerah
Penataan Ruang
Peningkatan Pengelolaan Dinas Pekerjaan
Kearsipan dan Pelayanan 69.306.500 63.912.000 | 92,22 92,22 Umum dan
Perpustakaan Penataan Ruang
P diaan Dat Dinas Pekerjaan
enyediaan ~asa 558.745.000 412.806.000 | 73,88 | 8210 | Umum dan
Pembangunan Sektoral
Penataan Ruang
ll:enlzledtlaan Bar;miT tlijrrg asa Dinas Pekerjaan
errantoran pada =t o 944,844,020 910396300 | 9635 | 9635 | Umum dan
Pengelolaan Daerah Aliran
s . Penataan Ruang
Sungai Ciliman-Cisawarna
1l:enga(ia<31r1K52;1rtar1a dzn Dinas Pekerjaan
rasararia hatror paca 3.138.124.000 3.019.222.422 | 9621 | 96,65 | Umum dan
UPTD Pengelolaan Jalan Penataan Ruan
dan Jembatan Lebak &
Pemeliharaan Sarana dan . .
Prasarana Kantor pada Dinas Pekerjaan
P 1.170.000.000 1.036.752.572 | 88,61 100,00 | Umum dan
UPTD Pengelolaan Jalan Penataan Ruan
dan Jembatan Lebak &
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Realisasi
No Uraian Urusan, Orge.mlsas1, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
0
(1) 2) (3) 4) (5) (6) (7)
ki
P 2.939.800.000 2.817.152.968 | 95,83 96,05 Umum dan
Pengelolaan Jalan dan Penataan Ruan
Jembatan Lebak &
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Keluar Dinas Pekerjaan
Daerah pada UPTD 110.000.000 105.488.750 | 95,90 99,81 Umum dan
Pengelolaan Jalan dan Penataan Ruang
Jembatan Lebak
gle.ngadaanKSartana dzn Dinas Pekerjaan
asarana fantor pada 1.362.022.000 1.240.141.000 | 91,05 | 91,26 | Umum dan
UPTD Pengelolaan Jalan
Penataan Ruang
dan Jembatan Pandeglang
Pemeliharaan Sarana dan . .
Pr Kant q Dinas Pekerjaan
asaramia Aamior paca 674.170.000 601.956.400 | 8929 | 8929 | Umum dan
UPTD Pengelolaan Jalan
Penataan Ruang
dan Jembatan Pandeglang
genlzledtlaan Bar:;n%J (;lfrt;j] asa Dinas Pekerjaan
erxantoran pada 2.722.760.000 2.561.240.005 | 9407 | 9407 | Umum dan
Pengelolaan Jalan dan
Penataan Ruang
Jembatan Pandeglang
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Keluar Dinas Pekerjaan
Daerah pada UPTD 47.800.000 46.760.000 | 97,82 97,82 Umum dan
Pengelolaan Jalan dan Penataan Ruang
Jembatan Pandeglang
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Dinas Pekerjaan
UPTD Pengelolaan Jalan 3.687.484.000 1.826.268.350 | 49,53 49,53 Umum dan
dan Jembatan Serang dan Penataan Ruang
Cilegon
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Dinas Pekerjaan
UPTD Pengelolaan Jalan 556.350.000 484.440.752 | 87,07 87,07 Umum dan
dan Jembatan Serang dan Penataan Ruang
Cilegon
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Dinas Pekerjaan
Pengelolaan Jalan dan 3.376.222.200 3.046.750.303 | 90,24 90,24 Umum dan
Jembatan Serang dan Penataan Ruang
Cilegon
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Keluar . .
D h pada UPTD Dinas Pekerjaan
aerali pacda 17.200.000 13350000 | 77,62 | 77,62 | Umum dan
Pengelolaan Jalan dan
Penataan Ruang
Jembatan Serang dan
Cilegon
e e b
P 71.366.000 69.049.000 | 96,75 100,00 | Umum dan
UPTD Pengelolaan Jalan
Penataan Ruang
dan Jembatan Tangerang
Pemeliharaan Sarana dan . .
Prasarana Kantor pada Dinas Pekerjaan
P 885.050.000 832.381.499 | 94,05 100,00 | Umum dan

UPTD Pengelolaan Jalan
dan Jembatan Tangerang

Penataan Ruang
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. o Realisasi
No Uraian Urusan, Orge.mlsas1, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(1) ) 3) 4 (5) (6) 7)
Penyediaan Barang dan Jasa
Perlz’antoran pada gUPTD] Dinas Pekerjaan
2.565.785.200 2.442.885.677 | 95,21 98,89 | Umum dan
Pengelolaan Jalan dan
Penataan Ruang
Jembatan Tangerang
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Keluar Dinas Pekerjaan
Daerah pada UPTD 50.160.000 50.160.000 | 100,00 100,00 Umum dan
Pengelolaan Jalan dan Penataan Ruang
Jembatan Tangerang
Penyediaan Barang dan Jasa . .
Perlz’antoran pada %JPTD] Dinas Pekerjaan
. 2.324.390.868 2.228.920.041 | 95,89 95,89 | Umum dan
Pengelolaan Daerah Aliran Penataan Ruang
Sungai Cidurian-Cisadane
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Dinas Pekerjaan
UPTD Pengelolaan Daerah 1.674.442.000 1.604.056.000 | 95,80 95,80 Umum dan
Aliran Sungai Ciujung- Penataan Ruang
Cidanau
Penyediaan Barang dan Jasa . .
Perlz’antoran pada %JPTD] Dinas Pekerjaan
. 2.146.086.600 1.824.197.438 | 85,00 85,00 | Umum dan
Pengelolaan Daerah Aliran
C s . Penataan Ruang
Sungai Ciujung-Cidanau
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Dinas Pekerjaan
UPTD Pengujian Bahan 21.610.000 21.610.000 | 100,00 | 100,00 | Umum dan
Kontruksi Bangunan dan Penataan Ruang
Informasi Kontruksi
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Dinas Pekerjaan
UPTD Pengujian Bahan 785.569.900 715.795.600 91,12 91,12 Umum dan
Kontruksi Bangunan dan Penataan Ruang
Informasi Kontruksi
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Dinas Pekerjaan
UPTD Pengujian Bahan 309.295.000 303.229.600 | 98,04 98,04 Umum dan
Kontruksi Bangunan dan Penataan Ruang
Informasi Kontruksi
Koordinasi dan Konsultasi
Ke dalam dan Keluar Dinas Pekerjaan
Daerah pada UPTD , 85.532.000 83.894.000 | 98,08 | 9808 | Umum dan
Pengujian Bahan Kontruksi
. Penataan Ruang
Bangunan dan Informasi
Kontruksi
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Dinas Pekerjaan
UPTD Pengelolaan Daerah 1.619.422.572 1.573.896.568 | 97,19 97,19 Umum dan
Aliran Sungai Cidurian- Penataan Ruang
Cisadane
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Dinas Pekerjaan
UPTD Pengelolaan Daerah 1.086.151.307 1.053.556.496 | 97,00 97,00 Umum dan

Aliran Sungai Cidurian-
Cisadane

Penataan Ruang
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. o Realisasi
No Uraian Urusan, Orge.mlsas1, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(1) ) 3) 4 (5) (6) 7)
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Keluar Dinas Pekerjaan
Daerah pada UPTD 118.616.000 117.560.000 | 99,11 99,11 Umum dan
Pengelolaan Daerah Aliran Penataan Ruang
Sungai Cidurian-Cisadane
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Dinas Pekerjaan
UPTD Pengelolaan Daerah 676.230.000 548.619.000 | 81,13 95,79 Umum dan
Aliran Sungai Ciliman- Penataan Ruang
Cisawarna
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Dinas Pekerjaan
UPTD Pengelolaan Daerah 605.166.510 528.665.900 | 87,36 87,36 Umum dan
Aliran Sungai Ciliman- Penataan Ruang
Cisawarna
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Keluar Dinas Pekerjaan
Daerah pada UPTD 70.000.000 38.320.000 | 54,74 54,74 Umum dan
Pengelolaan Daerah Aliran Penataan Ruang
Sungai Ciliman-Cisawarna
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Dinas Pekerjaan
UPTD Pengelolaan Daerah 990.950.800 964.554.050 | 97,34 97,34 Umum dan
Aliran Sungai Ciujung- Penataan Ruang
Cidanau
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Keluar Dinas Pekerjaan
Daerah pada UPTD 156.689.700 81.509.700 | 52,02 52,02 Umum dan
Pengelolaan Daerah Aliran Penataan Ruang
Sungai Ciujung-Cidanau
Program Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan
935.516.399.623 782.708.634.539 | 83,67 88,96 Umum dan
dan Jembatan
Penataan Ruang
Pembangunan dan Dinas Pekerjaan
Peningkatan Jalan Wilayah 130.958.571.450 125.781.636.348 | 96,05 100,00 | Umum dan
Utara Penataan Ruang
Pembangunan dan Dinas Pekerjaan
Peningkatan Jalan Wilayah 245.914.802.000 241.978.493.776 | 98,40 100,00 Umum dan
Selatan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Pembangunan Jembatan 30.159.812.400 23.644.844.600 | 78,40 92,57 Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Lahan Dinas Pekerjaan
: 265.237.656.726 142.781.027.480 | 53,83 56,60 Umum dan
Kebinamargaan
Penataan Ruang
Peningkatan Jalan Provinsi Dinas Pekerjaan
45.372.396.690 44.658.443.859 | 98,43 100,00 | Umum dan
(DAK)
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan Dinas Pekerjaan
8.258.125.000 7.735.297.630 | 93,67 93,67 | Umum dan
Jalan dan Jembatan
Penataan Ruang
Pengawasan Pembangunan
dangPerneliharaan i Dinas Pekerjaan
9.154.263.600 7.169.693.350 | 78,32 98,47 | Umum dan
Infrastruktur
. Penataan Ruang
Kebinamargaan
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Realisasi
No Uraian Urusan, Orge.mlsas1, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
0
(1) 2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan dan
Pemeliharaan Dinas Pekerjaan
Bahan/Peralatan 5.546.102.573 5.351.070.020 | 96,48 96,88 Umum dan
Kebinamargaan Wilayah Penataan Ruang
Lebak
Pemeliharan Jalan dan Dinas Pekerjaan
Jembatan Provinsi Wilayah 51.581.362.927 50.862.028.430 98,61 100,00 Umum dan
Lebak Penataan Ruang
Pengadaan dan
Pemeliharaan Dinas Pekerjaan
Bahan/Peralatan 2.046.048.000 1.339.322.780 | 65,46 65,46 Umum dan
Kebinamargaan Wilayah Penataan Ruang
Pandeglang
Pemeliharan Jalan dan Dinas Pekerjaan
Jembatan Provinsi Wilayah 49.679.210.130 49.030.601.250 | 98,69 99,95 Umum dan
Pandeglang Penataan Ruang
Pengadaan dan
Pemeliharaan Dinas Pekerjaan
Bahan/Peralatan 2.352.290.000 2.159.677.758 | 91,81 91,81 Umum dan
Kebinamargaan Wilayah Penataan Ruang
Serang dan Cilegon
Pemeliharan Jalan dan Dinas Pekerjaan
Jembatan Provinsi Wilayah 37.747.479.650 31.475.771.169 | 83,39 99,84 Umum dan
Serang dan Cilegon Penataan Ruang
Pengadaan dan
Pemeliharaan Dinas Pekerjaan
Bahan/Peralatan 1.422.910.000 563.224.300 | 39,58 39,58 Umum dan
Kebinamargaan Wilayah Penataan Ruang
Tangerang
Pemeliharan Jalan dan Dinas Pekerjaan
Jembatan Provinsi Wilayah 48.391.387.600 48.177.501.789 | 99,56 99,56 Umum dan
Tangerang Penataan Ruang
Pembangunan dan
Peningkatan Jalan Wilayah Dinas Pekerjaan
Selatan (Pembayaran 1.693.980.877 0 0,00 0,00 Umum dan
Kewajiban Tahun Penataan Ruang
Angggaran 2016)
Program Pengembangan Jasa Dinas Pekerjaan
gram Teng 5 5.844.177.626 5.128.867.680 | 87,76 | 98,76 | Umum dan
Konstruksi
Penataan Ruang
Penyelenggaraan Bimbingan Dinas Pekerjaan
yeengs & 1.526.904.000 1.410.002.900 | 9234 | 9699 | Umum dan
Teknis
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Pembinaan Jasa Konstruksi 1.309.620.000 1.236.590.730 | 94,42 100,00 Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Pengawasan Jasa Konstruksi 529.087.850 377.201.900 71,29 100,00 Umum dan
Penataan Ruang
Optimalisasi P lol Dinas Pekerjaan
pimatsast fengelofaan 1.147.704.776 1.117.277.500 | 97,35 | 97,35 | Umum dan
Pengujian Bahan
Penataan Ruang
T Dinas Pekerjaan
Optimalisasi Pengelolaan 1.330.861.000 987.794.650 | 7422 | 99,47 | Umum dan

Pengujian Konstruksi

Penataan Ruang
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Realisasi
No Uraian Urusan, Orge.mlsas1, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(Y
(1) ) 3) 4 (5) (6) 7)
Program Pembangunan Dinas Pekerjaan
& . 8 143.373.228.975 105.620.145.687 | 73,67 92,47 Umum dan
Sumberdaya Air
Penataan Ruang
et b
“nee gan, 16.646.700.000 16.062.096.200 | 96,49 98,00 | Umum dan
Irigasi, Rawa dan Jaringan
. . Penataan Ruang
Pengairan Lainnya
A Dinas Pekerjaan
Perencanaan Teknis Bidang 4.801.620.000 4681234191 | 97,49 | 99,37 | Umum dan
PJPA
Penataan Ruang
Penatagunaan Pemanfaatan Dinas Pekerjaan
Air 8 1.786.311.000 1.537.484.500 | 86,07 100,00 | Umum dan
Penataan Ruang
Pembaneunan Prasaran Dinas Pekerjaan
angunan ¢ rasarana 47.190.276.000 22873218520 | 4847 | 51,88 | Umum dan
Sumber Daya Air
Penataan Ruang
- Dinas Pekerjaan
;esreAncanaa“ Teknis Bidang 7.180.345.000 7.001.973500 | 9752 | 97,99 | Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Py D
Ae;r‘atagunaan Sumber Daya 29.470.982.500 19.362.966.653 | 6570 | 8978 | Umum dan
Penataan Ruang
Pengawasan Teknis Bidang Dinas Pekerjaan
Pengelolaan Jaringan 872.009.000 837.166.800 | 96,00 98,43 Umum dan
Sumber Daya Air Penataan Ruang
Pengawasan Teknis Bidang Dinas Pekerjaan
Pengelolaan Jaringan 942.926.275 688.458.666 | 73,01 85,01 Umum dan
Pemanfaatan Air Penataan Ruang
Pemeliharaan Fungsi
Jaringan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
pada UPTD Pengelolaan 4.322.100.000 4.227.316.950 | 97,81 99,80 Umum dan
Daerah Aliran Sungai Penataan Ruang
Cidurian-Cisadane
Pengelolaan Sistem
Informasi Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
pada UPTD Pengelolaan 842.000.000 819.077.500 | 97,28 97,28 Umum dan
Daerah Aliran Sungai Penataan Ruang
Cidurian-Cisadane
Pemeliharaan Fungsi
Jaringan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
pada UPTD Pengelolaan 11.482.754.000 10.791.552.500 | 93,98 93,98 Umum dan
Daerah Aliran Sungai Penataan Ruang
Ciliman-Cisawarna
Pengelolaan Sistem
Informasi Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
pada UPTD Pengelolaan 1.675.338.800 1.598.635.500 | 95,42 95,42 Umum dan

Daerah Aliran Sungai
Ciliman-Cisawarna

Penataan Ruang
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Realisasi
No Uraian Urusan, Orge.mlsas1, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(Y
(1) ) 3) 4 (5) (6) 7)
Pemeliharaan Fungsi
Jaringan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
pada UPTD Pengelolaan 13.365.765.400 12.517.487.774 | 93,65 93,87 Umum dan
Daerah Aliran Sungai Penataan Ruang
Ciujung-Cidanau
Pengelolaan Sistem
Informasi Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
pada UPTD Pengelolaan 2.794.101.000 2.621.476.433 | 93,82 93,82 Umum dan
Daerah Aliran Sungai Penataan Ruang
Ciujung-Cidanau

Dinas Pekerjaan
Program Penataan Ruang 5.333.982.888 3.872.324.700 | 72,60 79,26 Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan
2.581.000.000 1.857.447.500 | 71,97 79,17 Umum dan
Penataan Ruang

Penataan dan Pemanfaatan
Ruang

Dinas Pekerjaan
854.297.000 598.555.000 | 70,06 70,09 Umum dan
Penataan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan
Ruang

Dinas Pekerjaan
781.500.000 587.581.800 | 75,19 93,60 | Umum dan
Penataan Ruang

Pengaturan dan Pembinaan
Pemanfaatan Ruang

Dinas Pekerjaan
1.117.185.888 828.740.400 | 74,18 74,18 | Umum dan
Penataan Ruang

Peningkatan Pelayanan
Perijinan Bidang PUPR

Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor terkendala
pada Pengadaan videotron outdoor sebanyak 4 unit tidak
terealisasi karena gagal lelang. Sedangkan waktu untuk lelang
ulang terbatas karena anggaran ditambahkan pada saat APBD-
Perubahan;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terdapat anggaran
yang tidak digunakan karena pada kegiatan Workshop

peningkatan Kinerja Aparatur tidak dilaksanakan
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3. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral terkendala
pada Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial
Tematik tidak dilaksanakan karena pekerjaan yang sama sudah
ada dibidang tata penataan ruang dan adanya SiLPA
Pengelolaan PPID menyesuaikan dengan kebutuhan;

4. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD
Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang dan Cilegon terkendala
pada Pengadaan Truck+Crane dan Paket Pengadaan Water
Tanker kapasitas 5000 liter tidak jadi dilelangkan berdasarkan
hasil kaji ulang Pokja karena tidak cukup waktu untuk
melaksanakan tender tersebut;

5. Kegiatan Pembangunan Jembatan terkendala pada Pelaksanaan
peninggian jembatan Raden Fatah hanya dapat direalisasikan
setengah badan jalan karena berada pada ruas jalan yang
padat lalu lintas dan jalan tidak bisa ditutup selama
pelaksanaan konstruksi, Penggantian Jembatan Kronjo tidak
jadi dilaksanakan. Tahun 2019 baru pada tahap DED;

6. Kegiatan Pengadaan Lahan Kebinamargaan terkendala pada
beberapa tolok ukur kegiatan, meliputi :

- Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Sempu-Dukuh
Kawung terdapat 12 (dua belas) bidang dalam kondisi
sengketa pemilik, milik pemerintah/instansi, tidak sepakat
dengan harga yang ditetapkan;

- Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Pakupatan-Palima
terdapat 10 (sepuluh) bidang dalam kondisi sengketa
keluarga, milik perusahaan, tidak sepakat dengan harga yang
ditetapkan, berkas tidak lengkap. 8 (delapan) bidang harus
didaftarkan kembali untuk pengukuran tanah. 2 (dua) bidang
diagunkan di Bank;

- Pengadaan Lahan Relokasi Jalan Tonjong-Banten Lama dan

Tikungan Pertigaan Banten Lama, dan pekerjaan Pengadaan
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Lahan untuk Ruas Cikeusal-Boru (Pendukung Akses Tol
Serang-Panimbang), serta pekerjaan Pengadaan Lahan
Palima-Baros disebabkan Metode Pegadaan Diatas 5 Ha yang
sudah ditempuh tahapan perencanaan dan persiapan
sedangkan yang belum ditempuh adalah tahap pelaksanaan,
dasar pelaksanaan adalah SK Penlok;

- Pembebasan Lahan untuk Sp. Gondrong-Hasyim Ashari
terdapat 21 (dua satu) bidang belum terbayar di tahun 2019
dikarenakan  persyaratan = belum  lengkap,  belum
memutuskan, milik perusahaan, tidak sepakat dengan harga
yang ditetapkan, diagunkan di Bank;

- Pembebasan Lahan Jl.Simpang Muncul-Pajajaran-Pamulang-
Otista terdapat 12 (dua belas) bidang belum terbayar dan
tahapan harus dimulai dari awal;

- Pengadaan Tanah Pengganti dan Pembangunan Gedung
(Pengganti) Kantor Polsek Cipocok Jaya untuk Tanah
Pengganti dan DED sudah selesai Tahun 2019, namun untuk
Fisik Bangunan akan dilaksanakan Tahun 2020;

- Pengadaan Lahan Palima Pasang Teneng terdapat 20 (dua
puluh) bidang sudah terbayarkan di tahun 2019 dan
sebanyak 25 (dua puluh lima) milik PT. KS, PLN, KPLN,
diagunkan di Bank;

- Pengadaan Lahan A.Yani (Pandeglang) harus dilakukan
tahapan dari awal karena kegiatan ini sisa dari pekerjaan
tahun 2010;

- Pengadaan Lahan Jalan TB.Suwandi dan Ruas Abdul Hadi
Kota Serang terdapat sisa 4 (empat) bidang dilanjut di Tahun
2020, dikarenakan 3 (tiga) bidang menolak, 1 (satu) tanah

wakaf;
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7.

10.

- Pengadaan Lahan Akses Tol Serang Timur Selesai untuk di
belokan arah MOS, karena pemilik terbukti memakai tanah
negara;

- Pengganti Lahan Pengadilan Negeri dan Kekurangan
Pembayaran Lahan Pengganti Pengadilan Agama Pada tahun
2019 sudah terbayarkan Kekurangan Pembayaran Lahan
Pengganti Pengadilan Agama sedangkan untuk tanah
pengganti Pengadilan Negeri dari pihak PN belum
menentukan tanah penggantinya.

Kegiatan Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan

Infrastruktur Kebinamargaan disebabkan adanya optimasi

waktu pelaksanaan di pekerjaan fisik akibat tender, maka

pekerjaan  pengawasan  terdapat  optimasi  sebesar

Rp.403.713.500,- pada paket Pengawasan Pembangunan Jalan

Mengger -Mandalawangi-Caringin, Rp.635.104.000,- pada paket

Pengawasan Pembangunan Jalan Cikotok-Bts.]Jabar;

Kegiatan Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah

Serang dan Cilegon disebabkan terdapat sisa anggaran dari

pemeliharaan rutin jalan dan penanganan jalan strategis karena

menyesuaikan dengan kondisi dillapangan. Sisa anggaran
terbesar pda pemeliharaan rutin jalan pada ruas JI. Sp. Taktakan

- Gn. Sari, JI. Gn. Sari - Mancak - Anyer, J1. Trip Jamaksari;

Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan

(Pembayaran Kewajiban Tahun Angggaran 2016) terkendala

karena kontraktor tidak menindaklanjuti proses ke Badan

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai syarat dalam

pencairan Pembayaran kewajiban untuk Pembangunan Jalan

Provinsi Ruas Jalan Citeureup-Tanjung Lesung-Sumur Tahun

2016;

Kegiatan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air

disebabkan pada Pekerjaan revitalisasi kanal ada pengurangan
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11.

12.

13.

pembayaran berdasarkan hasil perhitungan pekerjaan yang
tidak bisa dilaksanakan (karena lahan belum bebas) dan
kekurangan pekerjaan pada saat PHO dan denda
keterlambatan. Pengadaan lahan revitalisasi kanal tidak
terealisasi karena terkendala terbitnya SPH dari BPN;

Kegiatan Penatagunaan Sumber Daya Air terdapat efisiensi dari
Pengadaan Lahan Sungai Cilemer mengacu kepada hasil
Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik, dan terkendala pada
Pengadaan Tanah Bendungan Sindangheula masih menyisakan
8 bidang tanah yang masih proses penyelesaian dari target 119
bidang;

Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan
Pemanfaatan Air terkendala pada kegiatan Pengawasan DI
Cikoncang tidak jadi dilaksanakan karena kontruksi fisik gagal
lelang;

Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Ruang terkendala karena
adanya kekosongan dalam penyusunan Perda KSP KP3B dan
KSP Banten Lama karena pergantian dewan. KLHS RTR KSP
Kawasan Perbatasan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
WKEP III tidak dilaksanakan karena penyedia jasa yang sudah

ditetapkan menjadi pemenang mengundurkan diri.

b). Solusi

Solusi yang dapat disampaikan dari permasalahan-permasalahan

tersebut, meliputi :

1.

Dilakukan Kaji ulang waktu pelaksanaan pekerjaan. Untuk
mengantisipasi gagal lelang, penganggaran di APBD murni;
Koordinasi dengan bidang tata ruang sebelum mengusulkan
penganggaran pekerjaan yang berhubungan dengan GIS;
Pembangunan Jembatan Raden Fatah dilanggarkan pada
TA.2020. Kondisi jembatan Kronjo masih baik, agar berfungsi

optimal hanya perlu pelebaran lantai jembatan dari tipe kelas
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jembatan B (standar kabupaten/ kota) ke tipe kelas jembatan A
(standar Provinsi). Pembangunan Jembatan Kronjo akan
diusulkan kembali sesuai review desain DED. Koordinasi lebih
insentif dengan BPN untuk pembebasan lahan dan PLN, PDAM
untuk pemindahan utilitas;

4. Solusi dari kendal pada kegiatan Pengawasan Pembangunan
dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan, akan
dilakukan perencanaan yang lebih matang menyesuaikan
dengan prediksi pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan
dan jembatan;

5. Solusi dari kendal pada pekerjaan Pengadaan lahan revitalisasi
kanal Banten Lama adalah Pembebasan Lahan Banten Lama
dilanjutkan pada TA.2020 pada Kegiatan Penatagunaan PJSA.
Koordinasi lebih intensif dengan BPN dalam penerbitan SPH
untuk mempercepat proses pembebasan lahan;

6. Solusi dari kendal pada kegiatan Penatagunaan Sumber Daya
Air terkait Pembebasan lahan Sindangheula sebanyak 8 bidang
dilanjutkan pada anggaran 2020 yaitu 5 bidang tanah wakaf
dalam tahap verifikasi BPN, 1 bidang tanah kas desa tahap
perijinan dari Bupati Serang, 1 bidang tanah aset Pemkab
Serang (SMPN 2 Pabuaran) minta lahan pengganti, 1 bidang
tanah negara;

7. Kegiatan Pengawasan mengikuti pekerjaan kontruksi fisik,
anggaran di sesuaikan pada APBD Perubahan;

8. Terkait adanya kekosongan dalam penyusunan Perda KSP
KP3B dan KSP Banten Lama, tetap dilakukan koordinasi

dengan Biro Hukum dalam pembahasan materi Perda.
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3.1.4 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman.

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman didukung oleh 4 program dan 25 kegiatan yang

dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019

(Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)

. o Realisasi
No Uraian Urusan, Orgflnlsa51, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(1]
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN 564.612.411.000 422.575.937.001 74,84
Dinas
Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan
Ste . Y 564.612.411.000 422.575.937.001 74,84 Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kawasan
Permukiman
Dinas
Perumahan
P Tata Kelol
rogram “ata Relola 40.333.236.000 34.567.825503 | 8571 | 96,87 | Rakyatdan
Pemerintahan
Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan
Penyusunan Laporan Rakvat dan
Kinerja Keuangan dan 169.000.000 168.945.000 | 99,97 100,00 Y
Kawasan
Neraca Aset .
Permukiman
Dinas Perumahan
Perencanaan, Evaluasi dan 1.040.396.000 935.193.300 | 89,89 | 100,00 | Rakyatdan
Pelaporan Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan
Pengadaan Sarana Prasarana 4.399.000.000 2550140151 | 57,07 | 6865 | cakvatdan
Kantor Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan
Pemeliharaan Sarana dan 3.141.000.000 2643166300 | 8415 | 100,00 | Rakvatdan
Prasarana Kantor Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan
Penyediaan Barang dan Jasa 15.230.853.000 13.368.893.734 | 8778 | 10000 | Rakvatdan
Perkantoran Kawasan
Permukiman
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Realisasi
No Uraian Urusan, Orge.mlsas1, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(1]
(1) 2) 3) (4) (5) (6) (7)
Dinas Perumahan
Peninglatan Kapasitas 154.000.000 100378.600 | 6518 | 100,00 | Rakvatdan
Aparatur Kawasan
Permukiman
Koordinasi dan Konsultasi E;I;aifzg;mahan
Ke Dalam dan Ke Luar 280.000.000 197.781.618 | 70,64 100,00 Y
Kawasan
Daerah .
Permukiman
Di P h:
Peningkatan Pengelolaan R:llasat Z;ima an
Kearsipan dan Pelayanan 134.000.000 81.710.000 | 60,98 100,00 Kavzasan
Perpustakaan Permukiman
Dinas Perumahan
Pemeliharaan Sarana dan 15.160.987.000 13913.891.800 | 91,77 | 100,00 | Rekyatdan
Prasarana KP3B Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan
Penyediaan Data dan 624.000.000 607.725.000 | 97,39 | 10000 | Rakyatdan
Informasi Pembangunan Kawasan
Permukiman
Dinas
Program Penyelenggaraan Perumahan
Kawasan Permukiman dan 144.395.822.086 130.672.693.208 | 90,50 95,55 Rakyat dan
Perumahan Kawasan
Permukiman
Peningkatan Kualitas E;rllazf’zz?mahan
Infrastruktur Kawasan 41.842.774.000 41.029.691.168 98,06 100,00 Y
. Kawasan
Permukiman Kumuh .
Permukiman
Dinas Perumahan
Perencanaan dan Rakvat dan
Pengawasan Teknis bidang 4.689.261.250 3.938.613.720 | 83,99 100,00 Kavjlasan
kawasan permukiman .
Permukiman
Dinas Perumahan
Penatagunaan Kawasan 2.110.588.000 2008040300 | 9514 | 100,00 | Xakvatdan
Permukiman Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan
Penyediaan dan 47.085.035.136 45572746504 | 96,79 | 10000 | Rakyatdan
Pembangunan Perumahan Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan
Perencanaan dan Rakvat dan
Pengawasan Teknis 6.481.403.700 6.227.561.567 | 96,08 99,03 Y
Kawasan
Perumahan .
Permukiman
Dinas Perumahan
Penatagunaan 2.299.260.000 1160.867.000 | 5049 | 69,83 | Rakvatdan
Pengembangan Perumahan Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan
Penyelenggaraan Pengadaan 39.887.500.000 30735172949 | 77,05 | 10000 | Rakyatdan
Lahan Kawasan
Permukiman
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Realisasi
No Uraian Urusan, Orge.mlsas1, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(1]
(1) 2) 3) (4) (5) (6) (7)
Dinas
Program Penataan Bangunan Perumahan
& . 8 260.449.601.144 168.238.254.978 64,60 76,85 Rakyat dan
dan Lingkungan
Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan
P Rak
enataan Sarana dan 4.955.554.844 4445822724 | 8971 | 10000 | Rekyatdan
Prasarana KP3B Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan
Pengelolaan gedung 121039171300 | 111.800420435 | 9237 | 9067 | Rakyatdan
strategis Provinsi Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan
Penyelenggaraan bangunan Rakvat dan
dan lingkungan dikawasan 134.454.875.000 51.992.011.819 | 38,67 39,89 Kavzasan
strategis Provinsi Permukiman
Dinas
Perumahan
Program Keciptakaryaan 119.433.751.770 89.097.163.312 | 74,60 77,77 Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan
Pengelolaandan 69.045.000.000 61348981533 | 88,85 | 9300 | Rakvatdan
Pengembangan Air Bersih Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan
P lol R
engelolaandan 4.909.000.000 4500306993 | 91,86 | 100,00 | Rakyatdan
Pengembangan Sanitasi Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan
Penyelenggaraan Pengadaan Rakvat dan
Lahan Infrastruktur 15.116.319.290 6.975.507.672 | 46,15 82,90 Y
Keciptakaryaan Kawasan
P Y Permukiman
Pengelolaan dan E;rllasatPcell;;mahan
Pengembangan 15.559.000.000 4.462.875.694 | 28,68 36,23 Y
Persampahan Kawasan
P Permukiman
Dinas Perumahan
Perencanaan dan Rakvat dan
Pengawasan Teknis Bidang 14.804.432.480 11.800.491.420 79,71 76,65 Y
. Kawasan
Infrastruktur Permukiman .
Permukiman

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanaan oleh

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten,

adalah:
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a). Permasalahan

1.

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terdapat

Efesiensi sisa Anggaran, meliputi : Belanja Jasa Konsultan

Manajemen; Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Belanja

Perjalanan Dinas Luar Daerah; Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan; Belanja Konsultan Perencanaan; Belanja Jasa

Narasumber/Instruktur; Belanja Jasa Tenaga Ahli; dan Belanja

Penggandaan.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor terdapat

Efesiensi sisa Anggaran, meliputi : Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Daerah dan Luar Daerah; Pengadaan Unit Pemeliharaan

Lapangan; Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua;

Pengadaan Alat Pembersih; Pengadaan Alat Pendingin

Pendingin; Pengadaan Personal Komputer; Pengadaan Alat

Komunikasi Radio VHF; dan Belanja Barang Non Kapitalisasi.

Anggaran yang tidak digunakan, meliputi :

- Belanja pengadaan pemeliharaan lapangan (Mobil
Pengangkut Material (Hio 300 Dutro 130 HD 6,8 PS bak Drop
Side Platform + Crane Kap 3 Ton)) sebesar Rp. 800,000,000,
dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi;

- Belanja pengadaan kendaraan bermotor khusus (Mobil Toilet
(Long Chasis - Super VVIP)) sebesar Rp. 850,000,000,
dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi; dan

- Belanja Pengadaan Alat Pembersih Pembersih (Manual
Sweefer sebanyak 10 unit x Rp.7.000.000) sebesar
Rp.70.000.000, dikarenakan barangnya Inden sampai Tahun
2020.

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor sisa

anggaran tidak terserap maksimal disebabkan adanya efisiensi

sisa anggaran, meliputi : Belanja Pemeliharaan Bangunan

Gedung Tempat Kerja; Belanja Jasa Service; Belanja Penggantian
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Suku Cadang; Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB;
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor; dan Belanja
Pemeliharaan Alat Studio.

4. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran sisa
anggaran tidak terserap maksimal disebabkan adanya efisiensi
sisa anggaran, dan terdapat Anggaran yang tidak digunakan,
meliputi :

- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, dikarenakan 1
(satu) orang pegawai telah meninggal;

- Belanja Premi Asuransi Kesehatan, dikarenakan adanya 1
orang TKS telah meninggal;

- Belanja Cetak, Belanja Sewa Tenda, Belanja Sewa Sound
System dan Air Conditioning, Belanja Jasa Tenaga Ahli,
Belanja Jasa Pendampingan dan Belanja Dokumentasi),
belanja tersebut untuk kegiatan Banten Expo, namun tidak
jadi dilaksanakan.

5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur sisa anggaran tidak
terserap maksimal disebabkan adanya efisiensi sisa anggaran,
meliputi : Belanja Penggandaan; Belanja Perjaanan Dinas Dalam
Daerah; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Belanja
Perlengkapan Peserta/Panitia; Belanja Jasa
Narasumber/Instruktur; Belanja Jasa Tenaga Ahli; Belanja
Dokumentasi; dan Belanja Promosi dan Publikasi.

Sedangkan Anggaran yang tidak digunakan adalah Belanja

Pengiriman Kursus-kursus Pelatihan Singkat/Pelatihan pada

Aparatur Dinas hanya terlaksana 50%, hal tersebut dikarenakan

adanya kursus-kursus pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh

BPSDM Provinsi Banten.

6. Selain efisiensi sisa anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana KP3B terdapat pula anggaran yang tidak

digunakan, meliputi :
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10.

- SOP Pemeliharaan (Kebersihan, Taman dan Sarana
Bangungan Penunjang), Kawasan Banten Lama TA. 2020,
dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan tidak
dianggarkan kembali Tahun Anggaran 2020.

- SOP Pemeliharaan (Kebersihan, taman dan sarana bangunan
penunjang), kawasan KP3B Tahun Anggaran 2020 dan
Sertifkasi Uji Kelayakan Lift SKPD Terpadu tidak diserap,
dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan tidak
dianggarkan kembali Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Perumahan terdapat

anggaran yang tidak digunakan, meliputi :

Peningkaan Kualitas PSU Masjid di Kel. Sukajaya Kec. Curug

Kota Serang Rp.100.000.000,-.

- Peningkatan Kualitas PSU Masjid Kp. GowoK Sentul Kel.
Sukajaya Kec. Curug Kota Serang Rp.175.000.000,-.

- Peningkatan Kualitas PSU Masjid Kp.Tegal Desa Cikoneng
Kec. Anyar Kab. Serang Rp. 190.000.000,-.

- Peningkatan Kualitas PSU Masjid Kel. Kaligandu Kec. Serang
Kota Serang Rp.180.000.000,-.

Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan

terdapat anggaran yang tidak digunakan yaitu pada Pekerjaan

Pengawasan Bantuan PSU tidak diserap, dikarenakan fisiknya

tidak dilaksanakan.

Kegiatan Penatagunaan Pengembangan Perumahan terdapat

anggaran yang tidak digunakan yaitu pada Belanja Sarana dan

Prasarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Jalan

Lingkungan) di Kawasan Hunian Tetap dikarenakan tidak

cukup waktu (baru selesai pembebasannya).

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan

dikawasan Strategis Provinsi terdapat anggaran yang tidak

digunakan, meliputi :
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Pekerjaan Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre
(Multiyears) belum dilaksanakan pada TA. 2019 batal
kontrak, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi
dan akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2020.

Penataan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman di
Kawasan Strategis Kab. Lebak (Jalan Lingkungan Desa

Cikatomas, Kec. Cilograng), putus kontrak.

11. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih terdapat

12.

13.

anggaran yang tidak digunakan, meliputi :

Pekerjaan pembangunan Bronchaptering, Reservoair dan
Perpipaan Desa Sukamanah Kec. Menes kab. Pamdeglang
tidak diserap, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak
mencukupi.

Pekerjaan Pembangunan WTP Sindang Heula + Reservoar
Pipa Distribusi (92,53%) yang belum selesai karena adanya
keterlambatan pengiriman alat penunjang WTP, sehingga
mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan finishing pada

WTP, reservoir dan pembuatan jalan beton.

Beberapa tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan pada

Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang

Infrastruktur Permukiman karena terkendala dengan waktu

pelaksanaan yang tidak mencukupi, meliputi :

Kajian Pembangunan Landmark dan RTH Di Kawasan
Strategis Provinsi Banten;

SID/DED  Penataan Infrastruktur Sarana Prasarana
Keciptakaryaan Pada Kawasan Startegis;

AMDAL/UKL-UPL Sport Center;

AMDAL/UKL-UPL WTP Sindang Heula;

AMDAL banten Lama Skala Kota dan Kabupaten Serang.

Kegiatan Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi disebabkan

karena pada Pekerjaan Pembangunan Gedung OPD dan
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14.

15.

Infrastruktur Dasar (progres fisik 92,09%) putus kontrak
dikarenakan terdapat pekerjaan yg belum selesai di kerjakan
(Finishing Infrastruktur sekitar OPD dan Lancscepe).

Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur
Keciptakaryaan terkendala pada Pengadaan Lahan Jalan Akses
TPST Bojong Menteng (135,500 m2); Biaya Ukur; Pemeriksaaan
Tranah dan Sertifikasi oleh BPN; dan Biaya Operasional dan
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah (3% X
Rp.108.000.000) tidak diserap karena pembangunan TPST tidak
dilaksanakan.

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan
terkendala pada Pekerjaan Pembangunan TPA Persampahan
Regional (TPST Bojong Menteng) , batal kontrak sehingga tidak
diserap karena adanya penolakan pembangunan TPA

persampahan dari warga setempat.

b). Solusi

1.

Efisiensi sisa anggaran pada tolok ukur kegiatan yang

menunjang kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

dilanjutkan pada tahun anggran 2020.

Aparatur Dinas pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur

dilakukan pengurangan belanja pengiriman kursus-kursus

pelatihan pada TA. 2020.

Solusi dari pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

KP3B meliputi :

- Pemeliharaan Bangunan Air (Kolam Retensi II) Putus
kontrak dan dilanjutkan pada tahun anggran 2020

- Pemeliharaan Bangunan Air (Kolam Retensi III), dilakukan
putus kontrak dan dilanjutkan tahun 2020

Beberapa kegiatan yang belum terlaksana dilanjutkan pada

tahun anggran 2020.
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3.1.5

5. Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur
Dasar harus dilakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan.

6. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur
Keciptakaryaan, dan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan
Persampahan akan dilakukan kajian TPA Persampahan

Regional.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat.

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat didukung oleh 12 program
dan 51 kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019

(Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat)

. o Realisasi
No Uraian Urusan, Org;jmlsam, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (2) 3) 4) (5) (6) (7)
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN 41.474.903.000 38.277.286.242 | 92,29
MASYARAKAT
tuan Polisi
Satuan Polisi Pamong Praja 15.444.918.000 14.769.209.825 | 95,63 Satuan Polist
Pamong Praja
Program Tata Kelola 11.476.470.000 10908476125 | 9505 | osaa | Soruan FPolisi
Pemerintahan Pamong Praja
Penyusunan Laporan ..
Kinerja Keuangan dan 10.000.000 9.640.000 | 9640 | 100,00 | Satuan Polisi
Pamong Praja
Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan 208,747 000 201.903.160 | 96,72 100,00 Satuan POIIS?
Pelaporan Pamong Praja
Pengadaan Sarana Prasarana 1.400.000.000 1332862000 | 9520 | 100,00 | S2tmanFolisi
Kantor Pamong Praja
Pemeliharaan Sarana dan 700.000.000 693.458.200 | 99,07 100,00 Satuan Pohs?
Prasarana Kantor Pamong Praja
Penyediaan Barang dan Jasa 8.257.867.000 7886476565 | 9550 | s750 | SatmanPolis
Perkantoran Pamong Praja
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Realisasi
No Uraian Urusan, Org;.mlsasL Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (2) (3) 4 ) (6) (7)
Peninglatan Kapasitas 55.700.000 55700000 | 100,00 | 100,00 | Satuan Polisi
Aparatur Pamong Praja
Rapat Koordinasi Kedalam 741.160.000 627270200 | 84,63 100,00 Satuan Pohs?
dan Keluar Daerah Pamong Praja
Penyediaan Data 102.996.000 101166000 | 9822 | 100,00 | Satuan Polisi
Pembangunan Sektoral Pamong Praja
Program Ketentraman dan 2.066.656.000 2.012.610.400 | 97,38 | 100,00 | S2tuan Polisi
Ketertiban Umum Pamong Praja
Pemeliharaan dan
Penanggulangan , 1.333.320.000 1298285200 | 97,37 | 100,00 | Satuan Polisi
Ketentraman dan Ketertiban Pamong Praja
Umum
Pengamanan Hari Besar
Nasional, Kantor Satuan Polisi
Pemerintah dan Rumah 441.580.000 426.889.200 | 96,67 100,00 .
Lo Pamong Praja
Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten
Kerjasama Peningkatan Satuan Polisi
Ketertiban Umum dan 291.756.000 287.436.000 | 98,52 100,00 .
Pamong Praja
Ketentraman Masyarakat
P P kan P Polisi
rogram Penegakan Peraturan 1.227.000.000 1.206.155.000 | 9830 | 100,00 | SatuanPolisi
Perundang-undangan Daerah Pamong Praja
Pembinaan, Penyuluhan dan
Pengawasan Peraturan
Perundang-Undangan 396.010.000 388.730.000 | 9816 | 10000 | SatuanPolisi
Provinsi Banten Dalam Pamong Praja
Sektor Sosial
Kemasyarakatan
Pembinaan, Penyuluhan dan
Pengawasan Peraturan Satuan Polisi
Perundang-Undangan 542.510.000 536.310.000 | 98,86 100,00 .
. Pamong Praja
Provinsi Banten Dalam
Sektor Ekologis
Penegakan dan Kajian Satuan Polisi
Peraturan Daerah Provinsi 288.480.000 281.115.000 97,45 100,00 K
Pamong Praja
Banten
Program Perlindungan 278.856.000 273.044.300 | 9792 | 100,00 | Satuan Polisi
Masyarakat Pamong Praja
Supervisi dan Satuan Polisi
Pendayagunaan Potensi 146.406.000 140.594.300 96,03 100,00 .
. Pamong Praja
Anggota Satuan Linmas
Penyelenggaraan Teknis
Fungsional dan Pemantapan Satuan Polisi
132.450.000 132.450.000 | 100,00 | 100,00 .
Tugas Anggota Satpol PP Pamong Praja
Provinsi Banten
Program Penanganan Bencana 395.936.000 368.924.000 | 93,18 100,00 Satuan POllS'I
Kebakaran Pamong Praja
Penyelenggaraan 193.362.000 179.502.000 | 92,83 | 10000 | Suan Polisi
Pencegahan Kebakaran Pamong Praja
Penanggulangan Tanggap 95.780.000 92410000 | 9648 | 10000 | SatuanPolis

Darurat dan Evakuasi

Pamong Praja
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Realisasi
Uraian Urusan, Org;.mlsasL Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(2) (3) 4 ) (6) (7)
Supervisi Penanganan Pasca 106.794.000 97.012.000 | 90,84 100,00 Satuan Pohs?
Bencana Kebakaran Pamong Praja
Badan Penanggulangan Badan
gguiang 11.597.150.000 10.419.765.740 | 89,85 Penanggulangan
Bencana Daerah
Bencana Daerah
Badan
P Tata Kelol
rogram Tata Kelola 6.708.531.700 5.832.190.140 | 86,94 | 100,00 | Penanggulangan
Pemerintahan
Bencana Daerah
Penyusunan Laporan Badan
Kinerja Keuangan dan 31.994.000 31.894.500 | 99,69 100,00 | Penanggulangan
Neraca Aset Bencana Daerah
Perencanaan, Evaluasi dan Badan
’ 225.728.000 191.201.000 | 84,70 100,00 | Penanggulangan
Pelaporan
Bencana Daerah
Pengadaan Sarana Prasarana Badan
5 1.666.435.900 1.509.369.800 | 90,57 100,00 | Penanggulangan
Kantor
Bencana Daerah
. Badan
Pemeliharaan Sarana dan 925.000.000 811554.400 | 87,74 | 100,00 | Penanggulangan
Prasarana Kantor
Bencana Daerah
Penyediaan Barang dan J. Badan
enyediaan barang dan jasa 2.575.971.800 2.357.240.848 | 91,51 | 100,00 | Penanggulangan
Perkantoran
Bencana Daerah
Peningkatan K it Badan
eningkatan fapasitas 370.080.000 318.610.000 | 86,09 | 100,00 | Penanggulangan
Aparatur
Bencana Daerah
N Badan
Rapat Koordinasi Kedalam 528.200.000 342.030.092 | 64,75 | 100,00 | Penanggulangan
dan Keluar Daerah
Bencana Daerah
Badan
Py di Dat.
enyedaan —a‘a 385.122.000 270289.500 | 70,18 | 100,00 | Penanggulangan
Pembangunan Sektoral
Bencana Daerah
Program Pencegahan dan Badan
Kesiapsiagaan 1.173.166.000 1.110.167.200 | 94,63 100,00 | Penanggulangan
Penanggulangan Bencana Bencana Daerah
Badan
Py han D h R
encegahan Laerah Rawan 503.221.000 468955200 | 93,19 | 100,00 | Penanggulangan
Bencana
Bencana Daerah
Koordinasi Kesiapsi Badan
Poor masll e“aﬁ’;lagaa“ 669.945.000 641212.000 | 9571 | 100,00 | Penanggulangan
enanggulangan Bencana Bencana Daerah
Program Kedaruratan dan Badan
Logistik Penanggulangan 2.430.195.300 2.287.562.600 | 94,13 100,00 | Penanggulangan
Bencana Bencana Daerah
- Badan
Koordinasi SDM 433.054.800 401.409.600 | 92,69 | 100,00 | Penanggulangan
Kebencanaan
Bencana Daerah
Koordinasi Dukungan Badan
Peralatan dan Logistik 490.144.500 403.266.000 | 82,27 100,00 | Penanggulangan
Kebencanaan Bencana Daerah
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Realisasi
No Uraian Urusan, Org;.mlsasL Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(1]
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
Badan
PUSDALOPS
Penangelangan Bencana 1.506.996.000 1.482.887.000 | 98,40 100,00 | Penanggulangan
geuiang Bencana Daerah
Program Rehabilitasi dan Badan
Rekonstruksi Penanggulangan 1.285.257.000 1.189.845.800 | 92,58 100,00 | Penanggulangan
Bencana Bencana Daerah
. e Badan
Koordinasi Rehabilitasi 686.073.000 627795800 | 91,51 | 100,00 | Penanggulangan
Kebencanaan
Bencana Daerah
Badan
K inasi R ksi
oordinasi Rekonstruksi 599.184.000 562.050.000 | 93,80 | 100,00 | Penanggulangan
Kebencanaan
Bencana Daerah
Badan Kesatuan
Badan Kesatuan Bangsa dan 14.432.835.000 13.088.310.677 | 90,68 Bangsa dan
Politik ire
Politik
Badan Kesatuan
Program Tata Kelola 6.647.628.000 6.056.720.090 | 91,11 | 100,00 | Bangsa dan
Pemerintahan e
Politik
Penyusunan Laporan Badan Kesatuan
Kinerja Keuangan dan 15.000.000 15.000.000 | 100,00 | 100,00 | Bangsa dan
Neraca Aset Politik
Perencanaan, Evaluasi dan Badan Kesatuan
’ 219.454.000 195.974.000 | 89,30 100,00 | Bangsa dan
Pelaporan 2
Politik
Pengadaan Sarana Prasarana Badan Kesatuan
& 938.082.000 878.582.680 | 93,66 100,00 | Bangsa dan
Kantor L
Politik
Pemeliharaan Sarana dan Badan Kesatuan
1.416.100.000 1.342.815.580 | 94,82 100,00 | Bangsa dan
Prasarana Kantor 2
Politik
Penyediaan Barang dan Jasa Badan Kesatuan
Y & 3.052.779.000 2.841.065.484 | 93,06 100,00 | Bangsa dan
Perkantoran 2
Politik
Peningkatan Kapasitas Badan Kesatuan
& P 288.939.000 266.309.000 | 92,17 100,00 | Bangsa dan
Aparatur 2
Politik
Badan Kesatuan
Rapat Koordinasi Kedal
apat foordinast feda‘am 567.284.000 380.273.346 | 67,03 | 100,00 | Bangsadan
dan Keluar Daerah 2
Politik
Penyediaan Data Badan Kesatuan
Y 149.990.000 136.700.000 | 91,14 100,00 | Bangsa dan
Pembangunan Sektoral o
Politik
Program Pembinaan Idiologi Badan Kesatuan
& & 2.062.750.000 1.956.903.700 94,87 100,00 Bangsa dan
dan Wawasan Kebangsaan opr
Politik
Pembinaan Badan Kesatuan
335.000.000 296.874.700 | 88,62 100,00 | Bangsa dan
Kewarganegaraan o
Politik
Penguatan Pendidikan Badan Kesatuan
Wawasan Kebangsaan 1.727.750.000 1.660.029.000 96,08 100,00 Bangsa dan
(PPWK) Politik
Program Peningkatan Badan Kesatuan
8 gl 2.461.508.000 2.121.166.000 | 86,17 | 100,00 | Bangsadan
Kewaspadaan Nasional -
Politik
Pencegahan Dini Potensi Badan Kesatuan
Kerawanan Konflik Politik, 1.978.508.000 1.689.192.000 85,38 100,00 Bangsa dan
Ekonomi, Sosial dan SARA Politik
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Realisasi
No Uraian Urusan, Org;.mlsasL Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(1]

(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
Pemantauan dan Badan Kesatuan
Penyelesaian Masalah 483.000.000 431.974.000 | 89,44 100,00 Bangsa dan
Perbatasan dan Orang Asing Politik

Program Peningkatan Badan Kesatuan
& g . 994.019.000 828.069.700 | 83,31 100,00 | Bangsa dan
Ketahanan Sosial dan Ekonomi 2
Politik
Pembinaan Ketahanan Badan Kesatuan
ekonomi dalam Kerangka 342.250.000 293.580.500 85,78 100,00 Bangsa dan
Ketahanan Nasional Politik
Pembinaan Ormas, OKP,
oot
. Y 651.769.000 534.489.200 | 82,01 100,00 | Bangsa dan
Lainnya dalam Rangka Politik
Mendorong Ketahanan
Nasional
Program Peningkatan Badan Kesatuan
2.266.930. 2.125.451.187 7 1 B
Pendidikan Politik Masyarakat 66.930.000 5451.18 93,76 00,00 artg.sa dan
Politik
Badan Kesatuan
Pembinaan Partai Politik 409.726.000 389.786.996 | 95,13 100,00 | Bangsa dan
Politik
Penyelenggaraan Desk Badan Kesatuan
yelengs 1.382.314.000 1.316442.691 | 9523 | 100,00 | Bangsadan
Pemilu S
Politik
Penguatan pendidikan
politik bagi Ormas, OKP, Badan Kesatuan
Masyarakat/Kelompok 474.890.000 419.221.500 | 88,28 100,00 | Bangsa dan
Masyarakat dan Nirlaba Politik
Lainnya

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,

adalah:

Satuan Polisi Pamong Praja

a). Permasalahan

Pada beberapa kegiatan serapan belum maksimal hanya efisiensi

anggaran, dan pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada tolok ukur Penyelenggaraan Banten Expo

anggaran tidak diserap disebabkan Satpol PP tidak diundang untuk

menyelenggarakan banten expo 2019;
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b). Solusi

Lebih Teliti dalam Penymusunan Kebutuhan Anggaran.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
a). Permasalahan

1. Kegiatan Pembentukan Sister Village terkendala pada Kegiatan
Pencegahan Daerah Rawan Bencana tidak dapat terlaksana, hal
ini karena Dasar Hukum serta Mekanisme Pembentukan Sister
Village Belum ada sehingga Kesulitan  untuk
melaksanakannya.

2. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
tidak terserap dengan maksimal disebabkan meliputi
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari uang trasportasi pejabat ke
kab/kota karena banyak yg tdk menyerahkan truk bbm dan tol,
hanya menyerap uang harian; dan untuk Perjalanan Dinas luar
daerah yaitu belanja hotel yg ke DKI untuk memfasilitasi
kegiatan musrembangnas di jakarta tidak ada yg menyerap.

3. Kegiatan Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo tidak
dapat terserap, hal ini disebabkan OPD tidak diperbolehkan
untuk menggunakan anggaran dari APBD.

b). Solusi

1. Di Perubahan Anggaran 2019 Target Pembentukan Sister
Village di tiadakan dan Anggaran dialihkan ke Kegiatan Drill
Tsunami.

2. Anggaran yang tidak terserap pada beberapa kegiatan
dikembalikan ke Kas Daerah;

3.1.6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial.
Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial didukung oleh 7
program dan 32 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi
Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel

di bawah ini:
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Tabel 3.6
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Sosial)
Realisasi
No Uraian Urusan, Org;.misasi, Anggaran ealisasi _ Nama PD
Program dan Kegiatan o Fisik
(RP) %0
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
SOSIAL 39.193.166.000 38.542.091.082 98,34
Dinas Sosial 39.193.166.000 38.542.091.082 | 98,34 Dinas Sosial
Program Tata Kelola 7.009.695.600 6.816.828.648 | 97,25 | 99,83 | Dinas Sosial
Pemerintahan
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan 40.000.000 39.015.000 | 97,54 100,00 | Dinas Sosial
Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan 538.785.000 495.868.356 | 92,03 | 100,00 | Dinas Sosial
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana . .
223.744.300 222.881.078 99,61 100,00 Dinas Sosial
Kantor
Pemeliharaan Sarana dan 290.000.000 287.653.800 | 99,19 | 100,00 | Dinas Sosial
Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa . .
4.483.000.000 4.392.256.051 97,98 98,45 Dinas Sosial
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas 53.000.000 52.875.000 | 99,76 | 100,00 | Dinas Sosial
Aparatur
Rapat Koordinasi Kedalam 231.790.300 218.376500 | 9421 | 100,00 | Dinas Sosial
dan Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan 10.000.000 10.000.000 | 100,00 100,00 | Dinas Sosial
Perpustakaan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD 124.520.000 124.030.000 | 99,61 100,00 | Dinas Sosial
Perlindungan Sosial
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada 154.260.000 152.097.500 98,60 100,00 Dinas Sosial
UPTD Perlindungan Sosial
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD 252.365.000 243.560.460 | 96,51 100,00 Dinas Sosial
Perlindungan Sosial
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada 24.715.000 24.365.000 | 98,58 100,00 Dinas Sosial
UPTD Perlindungan Sosial
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada pada UPTD 192.000.000 182.426.053 | 9501 | 100,00 | Dinas Sosial
Panti Sosial Rehabilitasi
Tuna Sosial
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada . .
UPTD Panti Sosial 90.000.000 89.750.000 | 99,72 100,00 | Dinas Sosial
Rehabilitasi Tuna Sosial
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD 261.516.000 241673850 | 9241 | 9889 | Dinas Sosial
Panti Sosial Rehabilitasi
Tuna Sosial
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada . .
UPTD Panti Sosial 40.000.000 40.000.000 | 100,00 100,00 | Dinas Sosial
Rehabilitasi Tuna Sosial
Program Rehabilitasi Sosial 2.650.476.600 2.592.375.552 97,81 100,00 Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Anak dan 452.650.000 442617500 | 97,78 | 100,00 | Dinas Sosial
Lanjut Usia
Rehabilitasi Tuna Sosial dan 403.532.000 395.841.302 | 98,09 | 100,00 | Dinas Sosial
Korban Perdagangan Orang
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Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Anggaran

Realisasi

(Rp)

%

Fisik
(%)

Nama PD

(1)

(2)

3)

4)

()

(6)

7)

Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas

1.794.294.600

1.753.916.750

97,75

100,00

Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Sosial

2.154.609.000

2.040.268.102

94,69

100,00

Dinas Sosial

Pemberdayaan Sosial

Kelembagaan Masyarakat

Perorangan, Keluarga dan

1.403.329.000

1.365.858.000

97,33

100,00

Dinas Sosial

Kepahlawanan,
Keperintisan, Kejuangan,
Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial (K3RS)

445.499.000

378.554.502

84,97

100,00

Dinas Sosial

Sosial dan Pengelolaan
Sumber Dana Sosial

Penyuluhan Kesejahteraan

305.781.000

295.855.600

96,75

100,00

Dinas Sosial

Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial

22.040.842.000

21.864.392.900

99,20

100,00

Dinas Sosial

Pengelolaan Data
Kemiskinan, PMKS dan
PSKS

259.275.000

256.050.000

98,76

100,00

Dinas Sosial

Bencana

Perlindungan Sosial Korban

3.078.845.000

2.935.828.500

95,35

100,00

Dinas Sosial

Jaminan Sosial Keluarga

18.702.722.000

18.672.514.400

99,84

100,00

Dinas Sosial

Program Penanganan Fakir
Miskin

1.641.000.000

1.613.675.600

98,33

100,00

Dinas Sosial

Penanganan Fakir Miskin
Perdesaan

1.297.000.000

1.283.255.600

98,94

100,00

Dinas Sosial

Penanganan Fakir Miskin
Perkotaan

197.000.000

197.000.000

100,00

100,00

Dinas Sosial

Penanganan Fakir Miskin
Daerah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil

147.000.000

133.420.000

90,76

100,00

Dinas Sosial

Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Dalam
Panti

1.296.107.400

1.253.947.300

96,75

100,00

Dinas Sosial

Bimbingan Sosial dan

Pelatihan Keterampilan
pada UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna Sosial

589.795.400

555.258.300

94,14

100,00

Dinas Sosial

Penerimaan Peserta
Bimbingan Sosial dan
Pelatihan Keterampilan
pada UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna Sosial

706.312.000

698.689.000

98,92

100,00

Dinas Sosial

Program Pelayanan dan
Perlindungan Sosial Dalam
Panti

2.400.435.400

2.360.602.980

98,34

100,00

Dinas Sosial

Sosial pada UPTD
Perlindungan Sosial

Pelayanan dan Perlindungan

1.924.935.400

1.887.095.480

98,03

100,00

Dinas Sosial

pada UPTD Perlindungan
Sosial

Penerimaan dan Penyaluran

475.500.000

473.507.500

99,58

100,00

Dinas Sosial
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3.2

3.2.1

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar melaksanakan
17 Urusan Bidang, 41 program dan 270 kegiatan yang tersebar di 13 (tiga belas)
Perangkat Daerah, yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas
Ketahanan Pangan; Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi; Dinas
Perhubungan; Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten.

Adapun Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018, sebagai berikut :
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenaga Kerjaan
didukung oleh 6 program dan 30 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Ketenagakerjaan)

No

Realisasi

Uraian Urusan, Org:'mlsasy Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
()

(1)

(2) 3) 4) (5) (6) (7)

KETENAGA KERJAAN 34.714.286.000 30.417.106.606 | 87,62

Dinas Ketenaga
34.714.286.000 30.417.106.606 | 87,62 Kerjaan dan
Transmigrasi

Dinas Ketenaga Kerjaan dan
Transmigrasi

Program Tata Kelola Dinas Ketenaga

. 16.358.608.200 13.356.419.196 | 81,65 93,90 Kerjaan dan
Pemerintahan . .
Transmigrasi
Penyusunan Laporan Dinas Ketenaga
Kinerja Keuangan dan 30.000.000 28.919.000 | 96,40 98,67 Kerjaan dan
Neraca Aset Transmigrasi
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Realisasi
No Uraian Urusan, Org;-mlsasL Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (2) 3) 4 ) (6) (7)
Perencanaan, Evaluasi dan Dinas Ketenaga
’ 193.973.000 186.451.000 | 96,12 100,00 | Kerjaan dan
Pelaporan . .
Transmigrasi
Pengadaan Sarana Prasarana Dinas Ketenaga
& 2.886.000.000 2.408.490.364 | 83,45 100,00 | Kerjaan dan
Kantor . .
Transmigrasi
. Dinas Ketenaga
Pemelih S d
emeiharaan sarana can 634.140.000 600.053.000 | 94,62 | 100,00 | Kerjaan dan
Prasarana Kantor . .
Transmigrasi
. Dinas Ketenaga
P B
enyediaan Barang dan Jasa 4.986.359.200 4440.530.778 | 89,05 | 100,00 | Kerjaan dan
Perkantoran .
Transmigrasi
. . Dinas Ketenaga
P k K
eningiatan Rapasitas 120.000.000 115.818.000 | 96,52 | 100,00 | Kerjaan dan
Aparatur . .
Transmigrasi
. Dinas Ketenaga
R K Kedal.
apat Koordinasi Kedalam 1.437.000.000 1421517.912 | 9892 | 100,00 | Kerjaan dan
dan Keluar Daerah . .
Transmigrasi
Dinas Ketenaga
P diaan Dat.
enyedaan —a‘a 188.860.000 180.945.940 | 9581 | 100,00 | Kerjaan dan
Pembangunan Sektoral . .
Transmigrasi
Pengadaan Sarana Prasarana Dinas Ketenaga
Kantor pada UPTD Latihan 1.680.510.000 1.174.659.000 | 69,90 73,22 Kerjaan dan
Kerja Transmigrasi
Pemeliharaan Sarana dan Dinas Ketenaga
Prasarana Kantor pada 500.000.000 464.102.700 | 92,82 100,00 | Kerjaan dan
UPTD Latihan Kerja Transmigrasi
Penyediaan Barang dan Jasa Dinas Ketenaga
Perkantoran pada UPTD 1.500.000.000 1.246.915.365 | 83,13 100,00 | Kerjaan dan
Latihan Kerja Transmigrasi
Pel T h
Ui’?l"}];i?’ar; ata US:: apada Dinas Ketenaga
engawasa 517.740.000 307.197.663 | 59,33 | 9233 | Kerjaan dan
Ketenagakerjaan Kota . .
. Transmigrasi
Cilegon dan Kota Serang
Pelayanan Tata Usaha pada
PTD P
II.(Ietena irllgj' ‘;\::ilabu aten Dinas Ketenaga
gaxen P 700.000.000 247618212 | 3537 | 5391 | Kerjaan dan
Serang, Kabupaten . .
Transmigrasi
Pandeglang dan Kabupaten
Lebak
&2 685.676.000 344.746.428 | 50,28 90,44 | Kerjaan dan
Ketenagakerjaan Kabupaten . .
Transmigrasi
Tangerang
Pelayanan Tata Usaha pada
UPTD Pengawasan Dinas Ketenaga
Ketenagakerjaan Kota 298.350.000 188.453.834 | 63,17 100,00 | Kerjaan dan
Tangerang dan Kota Transmigrasi
Tangerang Selatan
Program Pelatihan dan Dinas Ketenaga
Peningkatan Produktivitas 2.808.484.000 2.667.807.870 | 94,99 100,00 Kerjaan dan

Tenaga Kerja

Transmigrasi
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Realisasi
No Uraian Urusan, Org;-mlsasL Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (2) 3) 4 ) (6) (7)

. . Dinas Ketenaga
Peningkatan Pelatihan dan 1.627.484.000 1559.460.000 | 9582 | 100,00 | Kerjaan dan
Pemagangan . .

Transmigrasi
Pengembangan Dinas Ketenaga
gembang . 691.000.000 659.185.870 | 95,40 100,00 | Kerjaan dan
Produktivitas Tenaga Kerja . .
Transmigrasi
Pengembangan Dinas Ketenaga
Kelembagaan dan 490.000.000 449.162.000 | 91,67 100,00 | Kerjaan dan
Akreditasi Transmigrasi
P Peningkat
Hubungan Industri dan Dinas Ketenaga
ungan 3.711.944.000 3.551.889.000 | 95,69 100,00 | Kerjaan dan
Jaminan Sosial R .
. Transmigrasi
Ketenagakerjaan

. . Dinas Ketenaga
Peningkatan Kapasitas 1.236.074.000 1.204.944.000 | 9748 | 100,00 | Kerjaan dan
Kelembagaan Tenaga Kerja L

Transmigrasi
Peningkatan Dinas Ketenaga
Pemasyarakatan Hubungan 832.000.000 749.225.000 | 90,05 100,00 | Kerjaan dan
Industrial dan Syarat Kerja Transmigrasi
Penyiapan Pelaksanaan Dinas Ketenaga
yiap 1.643.870.000 1.597.720.000 | 97,19 100,00 | Kerjaan dan
Penetapan UMP . .
Transmigrasi
Program Pengawasan Dinas Ketenaga
& 8 3.552.008.200 3.189.963.000 | 89,81 100,00 | Kerjaan dan
Ketenagakerjaan . .
Transmigrasi
Peningkatan Pengawasan Dinas Ketenaga
Norma Keselamatan dan 1.000.000.000 901.239.000 | 90,12 100,00 Kerjaan dan
Kesehatan Kerja (K3) Transmigrasi
Peningkatan Pengawasan Dinas Ketenaga
ghatat & 975.910.000 809.790.000 | 82,98 100,00 | Kerjaan dan
Norma Kerja . .
Transmigrasi
Pen n Dinas Ketenaga
engawasan 1.200.000.000 1.181.759.000 | 9848 | 100,00 | Kerjaan dan
Ketenagakerjaan . .
Transmigrasi

. Dinas Ketenaga
Peningkatan Penegakan 376.098.200 297.175.000 | 79,02 | 100,00 | Kerjaan dan
Hukum Ketenagakerjaan .

Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Dinas Ketenaga
& pa'an enag 2.368.626.000 2.200438.500 | 92,90 | 100,00 | Kerjaan dan
Kerja dan Transmigrasi . .
Transmigrasi
Penyebarluasan dan Dinas Ketenaga
4 . 628.626.000 568.273.000 | 90,40 100,00 | Kerjaan dan
Pengembangan Pasar Kerja . .
Transmigrasi
Dinas Ketenaga
Pembi dan P t
embinaan dan tenempatan 1.290.000.000 1228753.500 | 9525 | 100,00 | Kerjaan dan
Tenaga Kerja . .
Transmigrasi
Penyiapan, Penempatan dan Dinas Ketenaga
yiapat, patart 450.000.000 403.412.000 | 89,65 | 100,00 | Kerjaan dan
Pembinaan Transmigrasi . .
Transmigrasi
. Dinas Ketenaga
Program Pelayanan Pelatihan 5.914.615.600 5.450.589.040 | 92,15 | 100,00 | Kerjaan dan

Tenaga Kerja Industri

Transmigrasi
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Uraian Urusan, Organisasi,

Realisasi

A isi PD
No Program dan Kegiatan nggaran (Rp) o F(lojl)k Nama
o
(1) (2) 3) 4 ) (6) (7)
Pendidikan dan Pelatihan Dinas Ketenaga
Keterampilan Bagi Pencari 5.563.638.600 5.146.044.040 92,49 100,00 Kerjaan dan
Kerja Transmigrasi
Pengembangan dan Dinas Ketenaga
Pemasaran Peserta Latihan 350.977.000 304.545.000 86,77 100,00 Kerjaan dan
Kerja Transmigrasi

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Ketenaga Kerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenaga

Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada
pekerjaan Pengadaan Bangunan Tempat Pertemuan terdapat
efisiensi SPK  Pembangunan  Audotarium sebesar
Rp.392.386.500,-;

Sisa anggaran sebesar Rp.416.380.222,- pada Pekerjaan
Penyediaan Operasional Jasa Perkantoran untuk pelaksanaan
Banten Fair tidak dapat dilaksanakan;

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan
Kerja Industri pada pekerjaan pengadaan travo tidak dapat
dilaksanakan akibat belum masuk dalam RKBMD Tahun 2019,
dan atas masukan dan saran dari Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman atas kecukupan daya;

Pada beberapa kegiatan terkait dengan Perjalanan Dinas Keluar
Daerah tidak dapat dilaksanakan, setelah koordinasi dengan

inspektorat;

b). Solusi

1.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Adanya Efesiensi
Kontrak Berdasarkan Analisa HPS Satgas BPKP dari Anggaran
Pagu Rp. 2.2 M Menadi Rp. 1.8 M;
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3.2.2

2. Tidak Menganggarkan kembali untuk bantuan Banten Expo
(Banten Fair);

3. Telah dilaksanakan Koordinasi dengan Dinas Perkim, bahwa
tidak diperlukannya Travo dikarenakan sudah tersedianya
fasilitasi atas kecukupan daya listrik;

4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Study Banding)
pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, untuk peralanan
dinas luar daerah akan di anggarkan di kantor induk;

5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Study Banding)
pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, untuk peralanan

dinas luar daerah akan di anggarkan di kantor induk;

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 3 program dan 15 kegiatan
yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Pelaksanaan

program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019

(Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Uraian Urusan, Organisasi Realisasi
No Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) % F(l;l)k Nama PD
o
(1) () (3) 4 (5) (6) 7)
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN 11.857.754.400 10.929.829.119 | 92,17
PERLINDUNGAN ANAK
Dinas
Pemberdayaan
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perempuan, Perlindungan 11.857.754.400 10.929.829.119 | 92,17 Perlindungan
Anak, Kependudukan dan ’ Anak,
Keluarga Berencana Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
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Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

Anggaran

Realisasi

(Rp)

%

Fisik
(%)

Nama PD

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

Program Tata Kelola
Pemerintahan

4.976.613.550

4.302.480.269

86,45

93,72

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset

108.578.000

92.960.690

85,62

100,00

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan

233.183.800

225.026.400

96,50

94,17

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor

1.516.523.600

1.387.206.192

91,47

90,74

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor

520.150.000

306.413.952

58,91

90,94

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran

1.844.630.950

1.560.151.194

84,58

100,00

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

Peningkatan Kapasitas
Aparatur

31.489.000

28.489.000

90,47

88,67

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah

468.067.000

458.268.841

97,91

95,31

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
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Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

Anggaran

Realisasi

(Rp)

%

Fisik
(%)

Nama PD

(1)

2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan

20.000.000

18.608.000

93,04

100,00

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

Penyediaan Data dan
Informasi Pembangunan

233.991.200

225.356.000

96,31

83,66

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

Program Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
Sejahtera

3.805.205.850

3.583.688.350

94,18

96,38

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

Perencanaan dan
penyediaan data gender dan
anak

563.532.000

540.188.000

95,86

100,00

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

Peningkatan kualitas hidup
perempuan

1.822.416.000

1.685.227.500

92,47

89,14

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

Peningkatan kualitas
keluarga

1.419.257.850

1.358.272.850

95,70

100,00

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak

3.075.935.000

3.043.660.500

98,95

99,26

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

Peningkatan pencegahan
kekerasan terhadap
perempuan

1.536.855.000

1.519.098.500

98,84

97,79

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
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Realisasi

Uraian Urusan, Organisasi,

No Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) % F(I;I)k Nama PD
o
(1) 2) (3) 4) (5) (6) (7)
Dinas
Pemberdayaan
. Perempuan,
Perlindungan dan Perlindungan

peningkatan tumbuh 1.006.030.000 995.112.000 | 98,91 100,00

Anak
kembang anak nas

Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana

Perlindungan khusus 533.050.000 529.450.000 | 99,32 | 100,00
terhadap anak

Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang
Anak pada Pelaksanaa Pekerjaan Pelatihan Pengasuhan Anak
bagi Pengelola Pondok Pesantren sebagian SDM Pondok
Pesantren belum memahami pola pengasuhan anak berbasis
KHA;
2. DPekerjaan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA
tingkat Provinsi dan kabupaten/kota terkendala pada beberapa
OPD terkait KLA di Kab/Kota belum memahami pentingnya
program pembangunan yang mengintegrasikan sumberdaya
pembangunan dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhan
anak.
b). Solusi
1. Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Pondok Pesantren

harus dilakukan Pembinaan pengetahuan pola pengasuhan
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anak berbasis Konvensi Hak Anak (KHA) melalui pelatihan

maupun bintek;

2. Bagi OPD yang belum memahami pentingnya program

pembangunan terkait KLA di kabupaten/kota perlu dilakukan

pelatihan maupun bintek.

3.2.3 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan didukung

oleh 4 program dan 22 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Pembangunan Sektoral

Tabel 3.9
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Pangan)
Realisasi
No Uraian Urusan, Org;imlsam, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % ©)
(1) (2) 3) 4) (5) (6) 7)
PANGAN 12.982.231.000 11.643.582.155 | 89,69
Di Ketah
Dinas Ketahanan Pangan 12.982.231.000 11.643.582.155 | 89,69 inas Ketahanan
Pangan
Program Tata Kelola 6.058.364.775 5.310409.087 | 87,65 | 100,00 | DinasKetahanan
Pemerintahan Pangan
Penyusunan Laporan .
D Ketah
Kinerja Keuangan dan 80.030.000 76.530.000 | 9563 | 100,00 | onasitetahanan
Pangan
Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan 149.935.000 148.435.000 | 99,00 100,00 Dinas Ketahanan
Pelaporan Pangan
Pengadaan Sarana Prasarana 1.099.811.275 1.051.568.900 | 95,61 100,00 Dinas Ketahanan
Kantor Pangan
Pemeliharaan Sarana dan 1.331.275.000 1301204800 | 9774 | 10000 | DinasKetahanan
Prasarana Kantor Pangan
Penyediaan Barang dan Jasa 2.438.663.500 1999.622794 | 8200 | 100,00 | DinasKetahanan
Perkantoran Pangan
Peningkatan Kapasitas 87.520.000 84720000 | 96,80 100,00 Dinas Ketahanan
Aparatur Pangan
Rapat Koordinasi Kedalam 645.400.000 424541993 | 65,78 100,00 Dinas Ketahanan
dan Keluar Daerah Pangan
Peningkatan Pengelolaan .
D Ketah
Kearsipan dan Pelayanan 15.000.000 14.780.000 | 9853 | 100,00 | . a°tednanan
Pangan
Perpustakaan
Penyediaan Dafa 160.730.000 159.930.000 | 9950 | 10000 | LinasKetahanan

Pangan
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Realisasi
No Uraian Urusan, Org;-mlsasL Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(Y
(1) (2) 3) 4 ) (6) 7)
Pelayanan Tata Usaha pada .
D Ketah
UPTD Sertifikasi Mutu dan 50.000.000 49.075.600 | 98,15 | 10000 | -Masnenanan
Pangan
Keamanan Pangan
Program Peningkatan 2.194.270.225 1825514100 | 8319 | 9036 | DinasKetahanan
Ketahanan Pangan Pangan
Pengelolaan Ketersediaan 238.352.000 232.009.500 | 97,34 100,00 Dinas Ketahanan
Pangan Daerah Pangan
Pengelolaan Sumberdaya 668.550.000 645.426.600 | 96,54 100,00 Dinas Ketahanan
Pangan Pangan
Pembinaan dan Penanganan 947 243.000 845.793.000 | 89,29 100,00 Dinas Ketahanan
Kerawanan Pangan Pangan
Peningkatan Kapasitas .
D Ketah
Dewan Ketahanan Pangan 340.125.225 102285000 | 30,07 | 61,43 | oS tetahanan
- Pangan
Daerah Provinsi Banten
Program Peningkatan 2.176.796.000 2.034.539.000 | 93,46 | 100,00 | DinasKetahanan
Keterjangkauan Pangan Pangan
Pengelolaan Penataan Harga 351.895.000 341.603.000 | 97,08 100,00 Dinas Ketahanan
Pasar Pangan
Pengelolaan dan .
D Ketah
Pengembangan Cadangan 920.196.000 872851000 | 9485 | 10000 | 17 ctahanan
Pangan anga
Pengelolaan dan
Dinas Ketah.
Pengembangan Distribusi 904.705.000 820.085.000 | 90,65 | 100,00 | 11" AN
Pangan &
Program Perlindungan 2.552.800.000 2473119968 | 9688 | 100,00 | DinasKetahanan
Konsumen Pangan Pangan
Pembinaan dan Dinas Ketahanan
Pengembangan Konsumsi 1.140.557.000 1.101.425.168 | 96,57 100,00 Panean
Pangan &
Pembinaan dan Dinas Ketahanan
Pengembangan Diversifikasi 653.568.000 643.311.000 | 98,43 100,00 Panean
Pangan &
Pembinaan dan Pengawasan 453.501.500 444279.800 | 97,97 100,00 Dinas Ketahanan
Keamanan Pangan Pangan
Sertifikasi dan Pengujian
Mutu P da UPTD Dinas Ketah.
utu Pangan pada U 231.625.500 216454000 | 9345 | 100,00 | . nashednanan
Sertifikasi Mutu dan Pangan
Keamanan Pangan
Pelayanan Teknis Kemanan
P, da UPTD Dinas Ketah.
angan pada U 73.548.000 67.650.000 | 91,98 | 100,00 | _ | ashednanan
Sertifikasi Mutu dan Pangan
Keamanan Pangan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Banten, adalah:
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a). Permasalahan

1.

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran terkendala

pada kegiatan event Banten Expo tidak dapat terserap, hal ini

disebabkan OPD tidak diperbolehkan untuk menggunakan
anggaran dari APBD;

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan

Daerah Provinsi Banten terkendala karena :

- Agenda penilaian Adhykarya Pangan Nursantara (APN)
Tahun 2019 secara nasioanal tidak dilaksanakan;

- Rencana Pelaksanaan HPS Tingkat Provinsi Banten,
waktunya berbarengan dengan pelaksanaan HPS Tingkat
Nasional, sehingga pelaksanaan HPS Tingkat Provinsi Banten
dibatalkan;

- Keterbatasan personil pengelola Dewan Ketahanan Pangan

Provinsi Banten.

b). Solusi

1.

Daya dukung wilayah Provinsi Banten dalam menyediakan
bagi penduduknya pada tahun 2019 adalah sebesar 41,8% dari
AKE atau setara dengan 1.004 Kkkal/kapita/hari. Adapun
ketersediaan protein sebesar 31,19 g/kap/hari (49,5% AKP).
Kualitas (keanekaragaman) pangan yang dapat disediakan
secara mandiri oleh Provinsi Banten yaitu sebesar 42,81 dari skor
maksimal 100. Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi
Banten belum dapat menyediakan pangan dari hasil produksi
daerah baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Hasil
analisis ketersediaan menunjukkan bahwa penyediaan pangan
di Provinsi Banten selain bertumpu pada produksi sendiri juga
ditopang oleh pasokan dari daerah lain (impor);

Berdasarkan data produksi, cadangan pangan dan estimasi
ekspor-impor diperoleh hasil situasi ketersediaan pangan di

Provinsi Banten Tahun 2019 yaitu ketersediaan energi sebesar
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2.593 kkal/kap/hari atau 108,1% AKE dan ketersediaan protein
84,94 g/kap/hari atau 134,82 % AKP. Pangan yang tersedia di
Provinsi Banten sudah cukup beragam dengan skor PPH sebesar
93,17. Pangan yang sudah mencapai skor PPH maksimum
adalah padi-padian (25,0), pangan hewani (20,61), serta pangan
minyak dan lemak (5,0) serta sayur dan buah (30). Pangan yang
belum mencapai skor PPH maksimum adalah umbi-umbian (1,4
dari 2,5), pangan hewani (20,61 dari 24), buah biji berminyak (0,1
dari 1), serta gula (1,06 dari 2,5). Penyebab belum terpenuhinya
ketersediaan pangan secara mandiri disebabkan antara lain :

a. Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non
pertanian (perumahan, industri, dll);

b. Degradasi sumber daya lahan dan air;

c. Bencana alam dan bencana sosial

Upaya yang perlu dilakukan ke depan dalam rangka
pemenuhan ketersediaan pangan antara lain :

a. Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada
sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal;

b. Mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;

c. Mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk
produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan
penyimpanan pangan;

d.Membangun, merehabilitasi dan mengembangkan
prasarana produksi pangan;

e. Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif;

f. Membangun kawasan sentra produksi pangan.

2. Aspek Keterjangkauan/Akses Pangan adalah kemampuan
rumahtangga untuk secara periodik memenuhi sejumlah
pangan yang dibutuhkan. Kemampuan tersebut, terutama
dipengaruhi oleh daya beli, yang ditentukan oleh besarnya

pendapatan dan harga pangan. Hanya saja, keterjangkauan
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terhadap pangan ini terkendala oleh lokasi pembelian pangan.
Capaian keterjangkauan/Akses pangan di tahun 2019
berdasarkan data yang diolah sementara sebesar 82,19% dari
target 85,5 % atau baru mencapai 96,13%.
Pemecahan masalah antara lain melalui :
a. Peningkatan aksesibitas dan infrastruktur pangan di
daerah;
b. Penguatan kelembagaan lembaga distribusi pangan
masyarakat;

3. Tingkat capaian pemanfaatan pangan masih pada tahun 2019
baru mencapai 77,84% dari target 90% atau baru 86,49%, hal ini
disebabkan antara lain :

a. Tingkat Kosumsi Pangan Masyarakat

- Masih endanya tingkat keberagaman (diversifikasi)
konsumsi pangan masyarakat;

- Kurangnya promosi akan pentingnya konsumen
pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan
aman (B2SA);

b. Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
(PSAT)

- Kurangnya tenaga fungsional wuji mutu hasil
pangan segar asal tumbuha (PSAT) yang ada,
sampai dengan tahun 2019 Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi Banten baru memiliki 1 (satu)
orang tenaga fungsional Pengawas Mutu Hasil
Pertanian;

- Sampai saat ini Provinsi Banten belum memiliki
Laboratorium pengujian pangan segar asal

tumbuhan (PSAT) sendiri.
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c. Pemecahan atas permaslahan tersebut antara lain melalui :

Meningkatkan promosi dan sosialisasi pola
konsumsi dan beragam, bergizi, sehat dan aman
(B2SA) ke semua lapisan masyarakat;

- Pembinaan dan pengawasan kepada pelaku utama
(petani) terkait perilaku tanam yang sehat tanpa
menggunakan pestisida yang melebihi ambang
batas yang dianjurkan;

- Pengawasan di tingkat pelaku usaha PSAT, melalui
uji sampel dan uji lab PSAT;

- Meningkatkan surveilance atas pelaku usaha/petani
yang sudah memiliki sertifikat prima 2-3 maupun
produk PSAT yang sudah teregistrasi secara ketat
dan kontinyu;

- Penguatan kelembagaan dan SDM pengawas mutu

pangan .

3.2.4 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup
didukung oleh 2 program dan 37 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 3.10

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Lingkungan Hidup)

Realisasi

Uraian Urusan, Organisasi,

No Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) o, F(lojl)k Nama PD
(1) 2) (3) (4) (5) (6) 7)
LINGKUNGAN HIDUP 19.027.837.000 18.366.324.038 | 96,52
. . . Dinas Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup dan 19.027.837.000 18.366.324.038 | 96,52 Hidup dan
Kehutanan
Kehutanan
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Realisasi
No Uraian Urusan, Orge-mlsas1, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(Y
1) ) (3) 4 (5) (6) (7)
Dinas Lingkungan
Program Tata Kelola 13.672.937.000 13.305.458.805 | 97,31 | 100,00 | Hidup dan
Pemerintahan
Kehutanan
Penyusunan Laporan Dinas Lingkungan
Kinerja Keuangan dan 64.000.000 64.000.000 | 100,00 | 100,00 | Hidup dan
Neraca Aset Kehutanan
. Dinas Lingkungan
Perencanaan, Evaluasi dan 295.000.000 282.861.350 | 9589 | 100,00 | Hidup dan
Pelaporan
Kehutanan
Dinas Lingkungan
Pengadaan Sarana Prasarana 481.000.000 476.160.900 | 9899 | 100,00 | Hidup dan
Kantor
Kehutanan
. Dinas Lingkungan
Pemeliharaan Sarana dan 1.665.516.000 1.636.817.784 | 98,28 | 100,00 | Hidup dan
Prasarana Kantor
Kehutanan
. Dinas Lingkungan
Penyediaan Barang dan Jasa 6.291.321.000 6.134.683.382 | 97,51 | 100,00 | Hidup dan
Perkantoran
Kehutanan
. . Dinas Lingkungan
Peningkatan Kapasitas 113.000.000 113.000.000 | 100,00 | 100,00 | Hidup dan
Aparatur
Kehutanan
N Dinas Lingkungan
Rapat Koordinasi Kedalam 200.000.000 199.812.750 | 99,91 | 100,00 | Hidup dan
dan Keluar Daerah
Kehutanan
Peningkatan Pengelolaan Dinas Lingkungan
Kearsipan dan Pelayanan 30.000.000 30.000.000 | 100,00 | 100,00 | Hidup dan
Perpustakaan Kehutanan
. Dinas Lingkungan
Penyediaan Data 168.000.000 166.163.000 | 9891 | 100,00 | Hidup dan
Pembangunan Sektoral
Kehutanan
Pengadaan Sarana Prasarana Dinas Lingkungan
Kantor pada UPT 1.137.021.400 1.112.869.100 | 97,88 100,00 | Hidup dan
Laboratorium Lingkungan Kehutanan
Pemeliharaan Sarana dan Dinas Lingkungan
Prasarana Kantor pada UPT 609.925.000 606.713.859 | 99,47 100,00 | Hidup dan
Laboratorium Lingkungan Kehutanan
Penyediaan Barang dan Jasa Dinas Lingkungan
Perkantoran pada UPT 457.353.600 444.577.000 | 97,21 100,00 Hidup dan
Laboratorium Lingkungan Kehutanan
K
ranp 20.000.000 19.970.783 | 99,85 100,00 | Hidup dan
UPT Laboratorium
. Kehutanan
Lingkungan
P s Feo
Lor pa . 50.000.000 47.195.297 | 94,39 100,00 | Hidup dan
Sertifikasi dan Perbenihan
Kehutanan
Tanaman Hutan
Pemeliharaan Sarana dan . .
Prasarana Kantoran pada Dinas Lingkungan
Lantoran p 120.000.000 110.772.440 | 92,31 100,00 | Hidup dan
UPTD Sertifikasi dan
Kehutanan

Perbenihan Tanaman Hutan
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Realisasi
No Uraian Urusan, Orge-mlsas1, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(Y
(1) ) (3) 4 (5) (6) (7)
Py g o o
antoran p . 194.360.000 177.341.679 | 91,24 100,00 | Hidup dan
Sertifikasi dan Perbenihan
Kehutanan
Tanaman Hutan
v ——
UPTD Sertifikasi dan 25.640.000 24.576.000 | 95,85 100,00 Eliuf dan
Perbenihan Tanaman Hutan chutanan
s e s
LHK Wilayah Lebak dan 107.700.000 91.440.500 | 84,90 100,00 | Hidup dan
Kehutanan
Tangerang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantoran pada Dinas Lingkungan
Cabang Dinas LHK 110.100.000 105.997.500 | 96,27 100,00 | Hidup dan
Wilayah Lebak dan Kehutanan
Tangerang
o
Dinas LHK Wilayah Lebak 460.000.000 423.570.542 | 92,08 100,00 | Hidup dan
Kehutanan
dan Tangerang
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada Dinas Lingkungan
Cabang Dinas LHK 55.000.000 54.910.000 | 99,84 100,00 | Hidup dan
Wilayah Lebak dan Kehutanan
Tangerang
Eer;%alc.laarcll SaCraE anPraDs‘,ifana Dinas Lingkungan
anor pada -abang Inas 70.000.000 64.103.800 | 91,58 | 100,00 | Hidup dan
LHK Wilayah Pandeglang,
. Kehutanan
Serang dan Cilegon
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantoran pada Dinas Lingkungan
Cabang Dinas LHK Wilayah 130.000.000 129.851.800 | 99,89 100,00 | Hidup dan
Pandeglang, Serang dan Kehutanan
Cilegon
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada pada Dinas Lingkungan
Cabang Dinas LHK Wilayah 325.000.000 320.823.708 | 98,71 100,00 | Hidup dan
Pandeglang, Serang dan Kehutanan
Cilegon
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada Dinas Lingkungan
pada Cabang Dinas LHK 45.000.000 42.350.000 | 94,11 100,00 | Hidup dan
Wilayah Pandeglang, Serang Kehutanan
dan Cilegon
s S s
p 135.000.000 127.389.600 | 94,36 100,00 | Hidup dan
Pengelolaan Taman Hutan Kehutanan
Raya Banten (TAHURA)
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantoran pada Dinas Lingkungan
UPTD Pengelolaan Taman 155.000.000 150.223.000 | 96,92 100,00 Hidup dan
Hutan Raya Banten Kehutanan
(TAHURA)
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Realisasi
No Uraian Urusan, Orge-mlsas1, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(Y
(1) ) (3) 4 (5) (6) (7)
Sk
p 138.000.000 128.089.131 | 92,82 100,00 | Hidup dan
Pengelolaan Taman Hutan Kehutanan
Raya Banten (TAHURA)
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada Dinas Lingkungan
UPTD Pengelolaan Taman 20.000.000 19.193.900 | 95,97 100,00 | Hidup dan
Hutan Raya Banten Kehutanan
(TAHURA)
Program Pengendalian Dinas Lingkungan
Pencemaran Lingkungan 5.354.900.000 5.060.865.233 | 94,51 99,48 Hidup dan
Hidup Kehutanan
Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan
dan Kerusakan Lingkungan 503.000.000 497.851.300 | 98,98 100,00 | Hidup dan
hidup Kehutanan
Dinas Lingkungan
Pengelolaan Sampah dan 1.654.000.000 1.579.144.695 | 9547 | 100,00 | Hidup dan
Limbah B3
Kehutanan
. . Dinas Lingkungan
Pemeliharaan Lingkungan 810.000.000 702.293.040 | 86,70 | 9583 | Hidup dan
Hidup
Kehutanan
Perencanaan dan pengkajian Dinas Lingkungan
) Pengia) 330.000.000 327.884.000 | 99,36 | 100,00 | Hidup dan
dampak lingkungan hidup
Kehutanan
Dinas Lingkungan
Pelayanan pengaduan dan 355.000.000 322330350 | 90,80 | 100,00 | Hidup dan
penegakan hukum
Kehutanan
. . Dinas Lingkungan
Peningkatan kapasitas 745.000.000 717253200 | 96,28 | 100,00 | Hidup dan
lingkungan hidup
Kehutanan
. . Dinas Lingkungan
Peningkatan Jaminan Mutu 275.000.000 260514426 | 9473 | 100,00 | Hidup dan
Laboratorium Lingkungan
Kehutanan
Pengujian dan analisa Dinas Lingkungan
guytar . 682.900.000 653.594.222 | 95,71 100,00 | Hidup dan
laboratorium lingkungan
Kehutanan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM bidang lingkungan

dalam pelaksanaan beberapa kegiatan bidang lingkungan hidup
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b).

seperti dalam kegiatan penanganan kasus-kasus pencemaran
dan perusakan lingkungan;

Terbatasnya kewenangan provinsi sehingga penanganan kasus
belum maksimal serta kurangnya koordinasi dengan instansi
lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota serta koordinasi
dan sinkroniasi data dalam menunjang pelaksanaan kegiatan
dengan stakeholder lain yang belum optimal;

Masih adanya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
yang tidak tepat waktu (tidak sesuai dengan waktu
perencanaan) sehingga masih terdapat kegiatan yang
mengalaml sedikit keterlambatan dalam hal pelaksanaan
kegiatannya;

Masih minimnya SDM pada UPTD dan Cabang Dinas yang
menangani perencanaan dan petugas teknis sehingga beberapa
kegiatan mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan
dan pelaporan;

Pada Kegiatan Pemeliharaan lingkungan Hidup terkait
pengembangan pusat mangrove masih terkendala karena belum
terealisasikannya ~MoU  (Perjanjian  Kerjasama) terkait
penyediaan lahan di Kota Serang yang akan digunakan sebagai

lahan pengembangan mangrove center di Provinsi Banten.

Solusi

1.

Melaksanakan  upaya  peningkatan kuantitas SDM  dan
mengoptimalkan SDM yang ada sesuai kapasitas teknisnya serta
mengikutsertakan/mengirim SDM yang ada untuk mengikuti diklat
diklat teknis terkait;

Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi terkait kelengkapan
administrasi ~ pengaduan  sehingga  dapat  ditindaklanjuti,
melaksanakan upaya-upaya koordinasi dengan stakeholder terkait
dan peningkatan jumlah anggaran, melakukan koordinasi dengan
instansi terkait dikabupaten/kota serta instasi vertical lainya ditingkat

pusat;
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3. Proses persiapan yang lebih baik lagi dalam perencanaan pengadaan
barang dan jasa dan pelaksanaannya serta peningkatan koordinasi
dengan pelaksana kegiatan (pihak ketiga) kepada para pelaksana
teknis kegiatan kedepan perlu memperhatikan dan mengacu pada
Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah dibuat;

4. Melaksanakan/mengusulkan tambahan tenaga Pecencanaan dan
administrasi serta tenaga teknis di UPTD dan Cabang Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Melaksanakan tindaklanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (MoU)
antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota Serang
terkait pengadaan lahan Pengelolaan Pusat Mangrove Daerah

Provinsi Banten.

3.2.5 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan

dan Capil.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi
Kependudukan dan Capil didukung oleh 1 program dan 6 kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil)

Realisasi
No Uraian Urusan, Org:'mlsasy Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN 2.049.539.600 1.734.941.699 | 84,65
CAPIL
Dinas
Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Perempuan,
Anak, Kependudukan dan 2.049.539.600 1.734.941.699 | 84,65 Perlindungan Anak,
Keluarga Berencana Kependudukan dan
Keluarga Berencana
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Realisasi
No Uraian Urusan, Org;-mlsasL Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (2) (3) 4 (5) (6) 7)
Dinas
Program Administrasi g:i:;erﬂzzaan
Kependudukan dan Catatan 2.049.539.600 1.734.941.699 | 84,65 98,08 R puan,
Sipil Perlindungan Anak,
P Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Dinas
Pembinaan administrasi Ezz?jrizzaan
sebagai basis data dan 152.283.000 134.072.600 | 88,04 100,00 npuan,
informasi kependudukan Perlindungan Anak,
a pendudtika Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Dinas
Pembinaan administrasi Ezz?jrizzaan
sebagai data dan informasi 140.611.000 130.800.000 | 93,02 100,00 npuan,
encatatan sipil Perlindungan Anak,
pencatatan sip Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Dinas
Pembinaan dan peningkatan Pemberdayaan
layanan data dan informasi 323.368.000 288711999 | 89,28 | 99,50 | Lerempuan,
kependudukan dan catatan Perlindungan Anak,
sipil Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Dinas
Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan
Administrasi Perempuan,
Kependudukan di 477.772.000 404.671.000 | 84,70 94,56 Perlindungan Anak,
Kabupaten/Kota (DAK) Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Dinas
Pemberd,
Pembinaan Penyelenggaraan PZfeln?ruZiaan
Catatan Sipil di 477.731.600 370.724.100 | 77,60 94,33 mpuan,
Kabupaten/Kota (DAK) Perlindungan Anak,
abtipaten/iota Kependudukan dan
Keluarga Berencana
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Realisasi
No Uraian Urusan, Org;-mlsasL Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (2) (3) 4 (5) (6) 7)
Dinas
Pembinaan Pengelolaan II;zir;EfrdZiaan
SIAK Kabupaten/Kota 477.774.000 405.962.000 | 84,97 100,00 mpuan,
(DAK) Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana

3.2.6 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa didukung oleh 4 program dan 20 kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Realisasi
No Uraian Urusan, Org?msasy Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % ©)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA 15.363.406.000 11.780.115.843 | 76,68
Dinas
Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa 15.363.406.000 11.780.115.843 | 76,68 Masyarakat dan
Desa
Dinas
Program Tata Kelola 3.792.045.600 3.173.853.404 | 8370 | 100,00 | Cemberdayaan
Pemerintahan Masyarakat dan
Desa
Dinas
Penyusunan Laporan Pemberdavaan
Kinerja Keuangan dan 42.100.000 28.030.000 | 66,58 100,00 Y
Masyarakat dan
Neraca Aset
Desa
Dinas
Perencanaan, Evaluasi dan 398.629.000 361.780.790 | 90,76 100,00 Pemberdayaan
Pelaporan Masyarakat dan
Desa
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Realisasi
No Uraian Urusan, Orge.mlsas1, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(Y
(1) ) (3) 4 (5) (6) (7)
Dinas
Pengadaan Sarana Prasarana 759.500.000 694.572.000 | 9145 100,00 Pemberdayaan
Kantor Masyarakat dan
Desa
Dinas
Pemeliharaan Sarana dan 369,560,000 227731900 | 61,62 100,00 Pemberdayaan
Prasarana Kantor Masyarakat dan
Desa
Dinas
Penyediaan Barang dan Jasa 1.399.571.500 1068392383 | 7634 | 100,00 | Pemberdayaan
Perkantoran Masyarakat dan
Desa
Dinas
Peningkatan Kapasitas 124.119.000 103339.000 | 8326 | 10000 | Femberdayaan
Aparatur Masyarakat dan
Desa
Dinas
Rapat Koordinasi Kedalam 563.202.100 550318331 | 99,31 100,00 Pemberdayaan
dan Keluar Daerah Masyarakat dan
Desa
Di
Peningkatan Pengelolaan Pmmas d 0
Kearsipan dan Pelayanan 30.704.000 27.349.000 | 89,07 | 100,00 |  _croerdayad
Masyarakat dan
Perpustakaan
Desa
Dinas
Penyediaan Data 104.660.000 103340000 | 9874 | 100,00 | Femberdayaan
Pembangunan Sektoral Masyarakat dan
Desa
Program Peningkatan I]?l::; rdavaan
Pemberdayaan Masyarakat 3.283.480.700 2.671.382.400 | 8136 | 100,00 | oo oY
Masyarakat dan
Desa
Desa
Pembinaan dan I]?ellaljer davaan
Pengembangan Masyarakat 476.392.000 447.297.000 | 93,89 100,00 Y
Masyarakat dan
Desa
Desa
Penataan dan Dinas
Pengembangan Potensi 534.332.900 481.646200 | 90,14 | 10000 | emPberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat dan
dan Desa Desa
Penataan dan I]?;;aljer davaan
Pengembangan Pelaku 484.245.400 361.044.200 | 74,56 100,00 Yy
. Masyarakat dan
Ekonomi Desa
Desa
Pendampingan Tenaga Dinas
Profesional Terhadap 190.808.600 169.829.000 | 89,00 | 100,00 | Femberdayaan
Penyaluran dan Penggunaan Masyarakat dan
Dana Desa Desa
Pembinaan dan Dinas
P dal P d
engembangan dalam 1.597.701.800 1211566000 | 7583 | 100,00 | Pemberdayaan
Pemanfaatan Teknologi Masyarakat dan
Tepat Guna Desa
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Realisasi
No Uraian Urusan, Orge.mlsas1, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
0
(1) 2) 3) (4) (5) (6) (7)
Di
Program Peningkatan Pérl:labser davaan
Pemberdayaan Lembaga 6.661.810.700 4.484.786.202 | 67,32 100,00 Y
Masyarakat dan
Kemasyarakatan
Desa
Pembinaan dan Dinas
Pemberdayaan Lembaga 334.768.600 209.598.300 | 62,61 | 10000 | Pemberdayaan
Masyarakat dan Hukum Masyarakat dan
Adat Desa
Penataan dan Pembinaan I]:’);nmaljer q 0
Lembaga Adat Menuju Desa 153.646.850 140527.992 | 91,46 | 100,00 ayaa
Masyarakat dan
Adat
Desa
Dinas
Pembinaan Lembaga 6.173.395.250 4134659910 | 6698 | 10000 | Pemberdayaan
Kemasyarakatan Desa Masyarakat dan
Desa
Di
Program Peningkatan Pelrl:la;er davaan
Partisipasi Masyarakat Dalam 1.626.069.000 1.450.093.837 | 89,18 100,00 y
Masyarakat dan
Membangun Desa
Desa
Penataan, Pembinaan dan Dinas
P L P
engembangan Lembaga 749.724.000 683.605.479 | 91,18 | 100,00 | Demberdayaan
Pemerintahan Masyarakat dan
Desa/Kelurahan Desa
Dinas
Pembinaan dan Penataan 209.472.000 181482258 | 86,64 | 10000 | Pemberdayaan
Badan Kerjasama Desa Masyarakat dan
Desa
Pembinaan dan I]?ellaljer davaan
Pengembangan Partisipatif 666.873.000 585.006.100 | 87,72 100,00 4
Masyarakat dan
Pembangunan Desa Desa

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada tolok
ukur kegiatan Sewa Stand HUT Banten tidak diserap;
2. Kegiatan Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa

pada tolok ukur kegiatan Belanja Hadiah dan Uang yang
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diberikan kepada Masyarakat tidak diserap disebabkan belum
ada kriteria/penilaian kepada BUMDES yang berprestasi :
b). Solusi.
1. Anggaran dikembalikan ke Kas Daerah;
2. Harus dilakukan penilaian khusus kepada BUMDES yang

berprestasi.

3.2.7 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan

yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Pelaksanaan

program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019

(Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

. S Realisasi
Uraian Urusan, Organisasi,
No . Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) 2) 3) 4) () (6) (7)
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN 1.716.523.000 1.684.751.178 | 98,15
KELUARGA BERENCANA
Dinas
Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Perempuan,
Anak, Kependudukan dan 1.716:523.000 1681751178 | 98,15 Perlindungan Anak,

Keluarga Berencana Kependudukan dan
Keluarga Berencana

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana

Program Kependudukan dan

1.716.523.000 1.684.751.178 | 98,15 100,00
Keluarga Berencana

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana

Pemetaan dan pengendalian

. 534.436.000 533.811.178 | 99,88 100,00
kuantitas penduduk
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No atan Lrusan, ga} sast, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % ©)
(1]
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
Dinas
Advokasi, Komunikasi, gizlo;riziaan
Informasi dan Edukasi 418.487.000 410.049.000 | 97,98 100,00 . puat,
Keluarea Berencana Perlindungan Anak,
uarg Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Dinas
Peningkatan akses dan gzzlrorieriziaan
kualitas pelayanan keluarga 763.600.000 740.891.000 | 97,03 100,00 mpuaty
Berencana Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana

3.2.8 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan

didukung oleh 6 program dan 26 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas

Perhubungan Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Perhubungan)
. L Realisasi
No Uraian Urusan, Org;imlsam, Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan R % Fisik
(Rp) ° (%)
(1) ) 3) 4) 5) (6) (7)
PERHUBUNGAN 60.714.697.000 54.249.044.400 | 89,35
Dinas Perhubungan 60.714.697.000 54.249.044.400 | 89,35 Dinas Perhubungan
Program Tata Kelola 18.823.328.632 15.908.970.207 | 84,52 | 84,77 | Dinas Perhubungan
Pemerintahan
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan 443.747.100 424.369.000 | 95,63 98,74 Dinas Perhubungan
Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan 789.644.600 665.854.200 | 8432 | 100,00 | Dinas Perhubungan
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana .
2.922.377.100 2.873.030.250 98,31 100,00 Dinas Perhubungan
Kantor
Pemeliharaan Sarana dan 1.629.825.600 1257525710 | 77,16 | 100,00 | Dinas Perhubungan
Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa 9.658.511.882 8.540.305.082 | 88,42 | 93,25 | DinasPerhubungan
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas 310.000.000 99.500.000 | 32,10 | 3244 | Dinas Perhubungan
Aparatur
Rapat Koordinasi Kedalam 900.000.000 552.730.986 | 61,41 | 80,00 | Dinas Perhubungan
dan Keluar Daerah
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Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

Anggaran

Realisasi

(Rp)

%

Fisik
(%)

Nama PD

(1)

(2)

3)

4)

5)

(6)

7)

Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan

149.787.350

141.844.450

94,70

100,00

Dinas Perhubungan

Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral

349.700.000

286.632.000

81,97

96,43

Dinas Perhubungan

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan

350.000.000

151.642.150

43,33

56,67

Dinas Perhubungan

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengelolaan Prasarana
Perhubungan

999.735.000

618.492.643

61,87

71,41

Dinas Perhubungan

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan

320.000.000

297.043.736

92,83

100,00

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan
Pelayanan Penyelenggaraan
Perhubungan

2.813.459.900

2.531.798.700

89,99

100,00

Dinas Perhubungan

Perencanaan dan
Pengembangan Jaringan
Transportasi

1.036.332.000

988.307.000

95,37

100,00

Dinas Perhubungan

Pengembangan Prasarana
Transportasi

1.284.834.700

1.143.944.700

89,03

100,00

Dinas Perhubungan

Pengembangan Sarana
Transportasi dan
Kelengkapan Jalan

492.293.200

399.547.000

81,16

100,00

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perhubungan

6.217.297.520

5.488.524.564

88,28

96,20

Dinas Perhubungan

Peningkatan Pelayanan
Angkutan Barang dan
Kereta Api

3.932.889.520

3.551.460.299

90,30

100,00

Dinas Perhubungan

Peningkatan Pelayanan
Angkutan Penumpang

597.765.250

486.122.765

81,32

93,64

Dinas Perhubungan

Pembangunan dan Penataan
Sarana Prasarana

1.686.642.750

1.450.941.500

86,03

94,96

Dinas Perhubungan

Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas

27.686.084.951

25.848.762.832

93,36

99,04

Dinas Perhubungan

Penyelenggaraan
Keselamatan Lalu Lintas
Jalan

3.838.617.300

3.611.413.176

94,08

100,00

Dinas Perhubungan

Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas Jalan

19.871.205.651

18.487.910.156

93,04

97,67

Dinas Perhubungan

Pengendalian dan
Penyelenggaraan Lalu lintas
Jalan

3.976.262.000

3.749.439.500

94,30

99,45

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan
Pelayanan Perhubungan

1.300.846.240

1.274.904.640

98,01

100,00

Dinas Perhubungan

Pengelolaan Sarana
Perhubungan Darat dan
Pengendalian Operasional
Angkutan pada UPTD
Pengelolaan Prasarana
Perhubungan

1.300.846.240

1.274.904.640

98,01

100,00

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan
Pelayanan Perhubungan Laut
dan Udara

3.873.679.757

3.196.083.457

82,51

99,86

Dinas Perhubungan

I11-84




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Realisasi

Uraian Urusan, Org;-mlsasy Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan Fisik
(Rp) 0/0 (0 / )
o

(1)

(2) 3) 4) (5) (6) (7)

Penyelenggaraan

Keselamatan Pel
eselamatan Pelayaran dan 894.132.100 785495350 | 87,85 | 100,00 | Dinas Perhubungan

Pengendalian Pemantauan

Angkutan Laut

Perencanaan Pembangunan
dan Pengembangan
Pelabuhan Laut dan
Penyeberangan

1.763.029.557 1.574.834.057 | 89,33 99,44 Dinas Perhubungan

Penyelenggaraan

Perhubungan Udara 998.813.100 667.612.550 66,84 100,00 Dinas Perhubungan

Pengelolaan Prasarana
Perhubungan Laut dan 217.705.000 168.141.500 | 77,23 100,00 Dinas Perhubungan

Udara

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada tolok ukur
kegiatan penyelenggaraan diklat teknis tidak di serap karena
permintaan dari badan tidak menyediakan diklat yang dibiayai
oleh APBD;

2. Kegiatan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Laut dan Udara
pada kegiatan rapat kordinasi untuk pelimpahan tidak di serap
dikarenakan Pelabuhan pengumpan regional yang akan di
serahkan dari pusat ke pemerintah provinsi belum deserahkan;

3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD
Pengelolaan Prasarana Perhubungan terkait belanja pengadaan
kendaraan roda dua tidak boleh diserap sesuai arahan peneliti
dalam, serta untuk pengadaan komputer dan printer tidak
tersedian dalam E-Katalog;

4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang

terdapat efisiensi anggaran, hal ini disebabkan terjadinya
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double anggaran pada tolok ukur evaluasi jaringan trayek
angkutan umum AKDP dan pengawasan tarif angkutan umum;

5. Kegiatan Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana tidak
diserap karena pada tolok ukur pembangunan halte pada ruas
jalan provinsi banten pada titik (depan Ramayana/Gereja Kota
Serang di sarankan untuk tidak dapat dibangun) berdasarkan
hasil koordinasi dengan kota serang;

6. Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan pada
pengadaan Warning light tidak dapat dilaksanakan karna pada
sub kegiatan dangan rincian belanjanya tidak sesuai dengan
arahan dari peneliti anggaran;

7. Kegiatan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Laut dan Udara
pada kegiatan rapat kordinasi untuk pelimpahan tidak di serap
dikarenakan Pelabuhan pengumpan regional yang akan di
serahkan dari pusat ke pemerintah provinsi belum deserahkan;

b). Solusi

Merujuk pada permasalahan tersebut diatas, antara lain:

1. Pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan aturan yang berlaku
perlu antisipasi pada perubahan anggaran tahun n+1;

2. Mengimkan surat kepada kementrian perhubungan untuk
melakukan  percepatan  pelaksanaan P3D  Pelabuhan
Pengumpan Regional;

3. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan aturan yang
berlaku, dan perlu antisipasi pada perubahan anggaran tahun

n+1;

3.2.9 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan
Informatika didukung oleh 3 program dan 15 kegiatan yang dilaksanakan

pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi
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Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:
Tabel 3.15

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019

(Bidang Komunikasi dan Informatika)

Uraian Urusan, Organisasi Realisasi
No 4 g, ’ Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
0
(1) 2) 3) (4) (5) (6) (7)
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 31.133.998.000 29.504.959.718 94,77
Dinas Komunikasi E:;:;;I;fi?:mkam
Informatika, Statistik dan 31.133.998.000 29.504.959.718 | 94,77 L. ’
. Statistik dan
Persandian .
Persandian
Dinas Komunikasi
Program Tata Kelola Informatika,
K .073. .351.688.591 4 1
Pemerintahan 5.658.073.600 5.351.688.59 94,58 00,00 Statistik dan
Persandian
Dinas Komunikasi
Penyusunan Laporan .
e Informatika,
Kinerja Keuangan dan 28.965.000 28.965.000 | 100,00 | 100,00 .
Statistik dan
Neraca Aset .
Persandian
Dinas Komunikasi
Perencanaan, Evaluasi dan 281.255.700 276549.600 | 9833 | 10000 | nformatika,
Pelaporan Statistik dan
Persandian
Dinas Komunikasi
Pengadaan Sarana Prasarana 870.122.400 834720192 | 95,93 100,00 Info.rn.1at1ka,
Kantor Statistik dan
Persandian
Dinas Komunikasi
Pemeliharaan Sarana dan 694.594.500 623.873325 | 89,82 | 10000 | nformatika,
Prasarana Kantor Statistik dan
Persandian
Dinas Komunikasi
Penyediaan Barang dan Jasa 3.474.152.000 3314248190 | 9540 | 100,00 | nformatika
Perkantoran Statistik dan
Persandian
Dinas Komunikasi
Peningkatan Kapasitas 36.984.000 34041600 | 92,04 | 10000 | mormatika,
Aparatur Statistik dan
Persandian
Dinas Komunikasi
Rapat Koordinasi Kedalam Informatika,
242.000. 210.270.684 1
dan Keluar Daerah 000.000 0.270.68 86,89 00,00 Statistik dan
Persandian
Peningkatan Pengelolaan }?;i;i;?;mkaﬁ
Kearsipan dan Pelayanan 30.000.000 29.020.000 | 96,73 100,00 . ’
Perpustakaan Statistik dan
P Persandian
Program Pengembangan, Dinas Komunikasi
Pendayagunaan, Peningkatan Informatika,
A . 14.521.546.500 14.004.497.346 96,44 100,00 ..
Teknologi Informasi dan Statistik dan
Komunikasi Persandian
Dinas Komunikasi
Pengembangan Sarana dan 9.124.720.000 9.007.548450 | 98,72 | 100,00 | nformatika,
prasarana telematika Statistik dan
Persandian
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No atan Lrusan, g? sast, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
0
(1) 2) (3) (4) (5) (6) (7)
Dinas Komunikasi
Inf tik
Pendayagunaan Telematika 363.000.500 345852500 | 9528 | 100,00 | o oAt
Statistik dan
Persandian
Dinas Komunikasi
Pengelolaan Teknologi 1.661.000.000 1605.733.622 | 96,67 | 100,00 | nformatika,
Informasi Statistik dan
Persandian
Dinas Komunikasi
Pengembangan Sarana 2.453.826.000 2243.880.633 | 91,44 | 100,00 | Dformatika,
Aplikasi Informatika Statistik dan
Persandian
Dinas Komunikasi
Layanan Pengadaan Barang Informatika,
dan Jasa Elektronik 919.000.000 801.473.141 | 87,21 100,00 Statistik dan
Persandian
Dinas Komunikasi
Peglatan Akses dan Kualitas 10.954.377.900 10.148.773.781 | 92,65 | 100,00 | nformatika,
Informasi Publik Statistik dan
Persandian
Dinas Komunikasi
Penyebarluasan Informast 7.702.427.600 7144496368 | 9276 | 10000 | nformatika,
Pembangunan Statistik dan
Persandian
Dinas Komunikasi
Komunikasi kelembagaan 3.251.950.300 3004277413 | 92,38 | 100,00 | Iformatika,
dan kemitraan media Statistik dan
Persandian

3.2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah didukung oleh 5 program dan 21 kegiatan yang

dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel

di bawah ini:

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019

Tabel 3.16

(Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)

Uraian Urusan, Organisasi, Realisasi
No san, Lrganisasl, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan o 181
(RP) % o
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH 14.972.616.000 14.236.806.457 95,09
. . . Dinas Koperasi,
D K ha Kecil
inas Koperasi, Usaha Keci 14.972.616.000 14.236.806.457 | 95,09 Usaha Kecil dan
dan Menengah
Menengah
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Uraian U o .. Realisasi
No rla)lan ruzan, Krg;_mtlsash Anggaran e Nama PD
rogram dan Kegiatan Rp) % N
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Dinas Koperasi,
Program Tata Kelola 6.151.612.940 6.074.892.402 | 98,75 | 100,00 | Usaha Kecil dan
Pemerintahan
Menengah
Penyusunan Laporan Dinas Koperasi,
Kinerja Keuangan dan 3.168.000 3.168.000 | 100,00 100,00 Usaha Kecil dan
Neraca Aset Menengah
Perencanaan, Evaluasi dan Dinas Koperasi,
! 72.858.640 66.230.000 | 90,90 100,00 | Usaha Kecil dan
Pelaporan
Menengah
Pengadaan Sarana dan Dinas Koperasi,
& 768.865.700 768.714.205 | 99,98 100,00 | Usaha Kecil dan
Prasarana Kantor
Menengah
. Dinas Koperasi,
Pemeliharaan Sarana dan 534.836.300 506.875.500 | 94,77 | 100,00 | Usaha Kecil dan
Prasarana Kantor
Menengah
. Dinas Koperasi,
Penyediaan Barang dan Jasa 4.431.126.600 4391863573 | 99,11 | 100,00 | Usaha Kecil dan
Perkantoran
Menengah
N . Dinas Koperasi,
Koordinasi dan Konsultasi 245.165.000 245074424 | 99,96 | 10000 | Usaha Kecil dan
ke Dalam dan Luar Daerah
Menengah
. . Dinas Koperasi,
Peningkatan Kapasitas 24.637.700 22011700 | 89,34 | 100,00 | Usaha Kecil dan
Aparatur
Menengah
. Dinas Koperasi,
Penyediaan Data 70.955.000 70.955.000 | 100,00 | 100,00 | Usaha Kecil dan
Pembangunan Sektoral
Menengah
Program Pengembangan Dinas Koperasi,
Sistem Pendukung Usaha Bagi 2.260.381.500 2.129.930.161 | 94,23 100,00 | Usaha Kecil dan
Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi,
Bina Usaha Kecil 1.535.792.000 1.427.230.661 | 92,93 100,00 Usaha Kecil dan
Menengah
Peningkatan Kualitas SDM Dinas Koperasi,
& . 144.948.000 142.128.000 | 98,05 100,00 Usaha Kecil dan
Usaha Kecil
Menengah
Pengembangan Penguatan Dinas Koperasi,
dan Perlindungan Usaha 579.641.500 560.571.500 | 96,71 100,00 Usaha Kecil dan
Kecil Menengah
Program Pengembangan Dinas Koperasi,
Kelembagaan dan Pengawasan 1.223.248.000 1.178.525.878 | 96,34 100,00 | Usaha Kecil dan
Koperasi Menengah
Dinas Koperasi,
Kelembagaan dan Perizinan 570.620.000 533.932.250 | 93,57 100,00 Usaha Kecil dan
Menengah
K taan dan P Dinas Koperasi,
canggotaan dan renerapan 274.791.000 274.791.000 | 100,00 | 100,00 | Usaha Kecil dan
Peraturan
Menengah
Pengawasan, Pemeriksaanan Dinas Koperasi,
gawasery, 377.837.000 369.802.628 | 97,87 100,00 | Usaha Kecil dan
dan Penilaian Kesehatan
Menengah
Program Peningkatan Kualitas Dinas Koperasi,
Usaha dan pemberdayaan 1.451.970.560 1.396.887.016 | 96,21 100,00 | Usaha Kecil dan
Koperasi Menengah
Dinas Koperasi,
Bina Usaha Koperasi 913.217.560 884.924.016 | 96,90 100,00 Usaha Kecil dan
Menengah
Peningkatan Kualitas SDM Dinas Koperasi,
g% 113.260.000 111.800.000 | 98,71 100,00 | Usaha Kecil dan
Koperasi
Menengah
Pengembangan Penguatan Dinas Koperasi,
gembangan Lenguatan, 425.493.000 400.163.000 | 9405 | 100,00 | Usaha Kecil dan
dan Perlindungan Koperasi
Menengah
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Uraian U o .. Realisasi
No rla)lan ru;an, Krg;-mtlsasy Anggaran Fisik Nama PD
rogram dan Kegiatan (Rp) % .
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
. Dinas Koperasi,
Program Pelatihan SDM 3.885.403.000 3.456.571.000 | 88,96 | 100,00 | Usaha Kecil dan
Koperasi dan UMKM
Menengah
Penyelenggaraan Pelatihan Dinas Koperasi,
yelenes 369.030.000 355.800.000 | 9641 | 100,00 | Usaha Kecil dan
Usaha Kecil
Menengah
Penyelenggaraan Pelatihan Dinas Koperasi,
Kelembagaan dan 915.188.000 910.486.000 | 99,49 100,00 Usaha Kecil dan
Pengawasan Koperasi Menengah
. Dinas Koperasi,
Penyelenggaraan Pelatihan 368.585.000 359.650.000 | 97,58 | 100,00 | Usaha Kecil dan
Pemberdayaan Koperasi
Menengah
Peningkatan Kapasitas Dinas Koperasi,
Koperasi dan Usaha Kecil 2.232.600.000 1.830.635.000 | 82,00 100,00 | Usaha Kecil dan
dan Menengah (DAK) Menengah

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah (DAK) terkendala pada Belanja Sewa Ruang
Rapat/Tempat Pertemuan, belanja makan dan minum kegiatan,
Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan dikarenakan selisih pagu
anggaran dengan HPS, dan selebihnya untuk tolok ukur kegiatan
lainnya hanya efisiensi anggaran.

b). Solusi
Kedepan agar lebih teliti dalam Penyusunan Kebutuhan Anggaran,

sehingga tidak terjadi SILPA yang besar.

3.2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal
didukung oleh 5 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.
Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:
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Tabel 3.17

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Penanaman Modal)

Uraian Urusan, Organisasi Realisasi
No ’ g, ! Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % )
(1]
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
PENANAMAN MODAL 10.315.325.000 9.656.485.894 93,61
Dinas Penanaman
Dinas Penanaman Modal dan 10.315.325.000 9.656.485.894 | 93,61 Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Program Tata Kelola 3.860.331.790 3568742133 | 9245 | o763 | Modaldan
Pemerintahan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Penyusunan Laporan Modal dan
Kinerja Keuangan dan 10.000.000 10.000.000 | 100,00 100,00
Pelayanan Terpadu
Neraca Aset .
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Perencanaan, Evaluasi dan 94,154 840 92.796.170 | 98,56 100,00 Modal dan
Pelaporan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Pengadaan Sarana Prasarana 96.650.000 96.650.000 | 100,00 | 100,00 Modal dan
Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Pemeliharaan Sarana dan 619.500.000 526959500 | 8506 | 9901 | Modaldan
Prasarana Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Penyediaan Barang dan Jasa 2.289.018.000 2100862668 | 91,78 | ogo5 | Modaldan
Perkantoran Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Peningkatan Kapasitas 42.800.000 34900000 | 81,54 | 81,54 | Modaldan
Aparatur Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Rapat Koordinasi Kedalam 668.049.000 667414795 | 9991 | 9991 | Modaldan
dan Keluar Daerah Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
. Dinas Penanaman
Peningkatan Pengelolaan Modal dan
Kearsipan dan Pelayanan 30.159.950 29.159.000 96,68 100,00
Pelayanan Terpadu
Perpustakaan .
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Penyediaan Data 10.000.000 10.000.000 | 100,00 | 100,00 | Modaldan
Pembangunan Sektoral Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Di P
Program Peningkatan Iklim, MI:’I::I ;:::maman
Promosi dan Kerjasama 2.832.575.910 2.710.070.970 | 95,68 98,21
. Pelayanan Terpadu
Investasi .
Satu Pintu
. Dinas Penanaman
Penyelenggaraan Promosi Modal dan
dan Kerjasama Penanaman 2.091.593.660 2.013.640.760 96,27 100,00
Pelayanan Terpadu
Modal .
Satu Pintu
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No alan Prusan, rganisast, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
()
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
Dinas Penanaman
Pengembangan Sarana dan 397.206.000 373680710 | 9408 | o587 | Modaldan
Prasarana Promosi Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
. Dinas Penanaman
Pembinaan BUMD dan Modal dan
Kerjasama Penanaman 343.776.250 322.749.500 | 93,88 98,77
Pelayanan Terpadu
Modal .
Satu Pintu
Dinas P
Program Pengelolaan Data dan Ml:(;:l dear:jmaman
Sistem Informasi Penanaman 1.358.073.050 1.322.823.000 | 97,40 99,37
Pelayanan Terpadu
Modal .
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Pengembangan data potensi 530.941.000 523388000 | 98,58 | 99,72 | Modaldan
penanaman modal daerah Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Perencanaan dan Modal dan
pengembangan Penanaman 484.566.800 464.256.500 | 95,81 98,38
Pelayanan Terpadu
modal daerah .
Satu Pintu
. Dinas Penanaman
Pengembangan Sistem Modal dan
informasi penanaman 342.565.250 335.178.500 | 97,84 100,00
Pelayanan Terpadu
modal daerah .
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Program Pelayanan Perizinan Modal dan
760.151.2 738.755.1 7,1 X
Penaman Modal 60.151.250 38.755.190 | 97,19 99,65 Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
.. Modal dan
Pelayanan Perizinan 183.246.000 174.459.240 95,20 100,00
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
. Modal dan
Pelayanan Non Perizinan 327.601.000 325.816.000 | 99,46 100,00
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Pelaporan dan Pengaduan 249.304.250 238479950 | 9566 | 9g96 | Modaldan
Pelayanan Perizinan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Program Pengendalian Modal dan
1.504.193. 1.316.094.601 7, 4,
Penanaman Modal 504.193.000 316.094.60 87,50 94,68 Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Pemantauan Realisasi 513.665.000 479450800 | 9334 | o793 | Modaldan
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Pembi P Modal d
embhaan Tenanaman 387.728.000 376.399.000 | 97,08 | 9842 | »oot
Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
Pengawasan Penanaman 602.800.000 460244801 | 7635 | s7z0 | Modaldan
Modal dan Perijinan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

I11-92




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor tidak
diserap dikarenakan adanya Penghapusan Kendaraan Dinas
Operasional Roda 4 (empat) sebanyak 2 Unit dan roda 2 (dua)
sebanyak 1 Unit, terhitung mulai bulan Agustus 2019;

2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran anggaran
tidak diserap disebabkan kegiatan pawai kendaraan pada
pelaksanaan HUT Banten tidak dilaksanakan karena adanya
aturan pusat untuk tidak menggunakan anggaran dari APBD;

3. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Penanaman
Modal tidak diserap karena kegiatan Agenda BKPM RI tidak
jadi dilaksanakan.

b). Solusi

1. Dalam menyusun Perencana kegiatan dan penganggaran harus
di sesuaikan dengan kebutuhan serta aturan yang ditetapkan;

2. Agenda Kegiatan Promosi akan lebih disinkrokan dengan

agenda pusat dan daerah.

3.2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan
Olah Raga didukung oleh 5 program dan 27 kegiatan yang dilaksanakan pada
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 3.18

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Kepemudaan dan Olah Raga)

Uraian U n, Organisasi Realisasi
No atan Lrusan, g? sasl, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) 2) 3) 4) (5) (6) (7)
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA 42.999.484.000 39.717.072.402 | 92,37
Dinas Kepemudaan dan 42.999.484.000 39.717.072.402 | 92,37 Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Olahraga
Program Tata Kelola 6.255.582.000 5.370365.040 | 85,85 | 95,09 | DinasKepemudaan
Pemerintahan dan Olahraga
Penyusunan Laporan .
D K d
Kinerja Keuangan dan 42.500.000 39.711.000 | 93,44 | 100,00 | oo tepemudaan
dan Olahraga
Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan 269.700.000 217.391.500 | 80,60 100,00 Dinas Kepemudaan
Pelaporan dan Olahraga
Pengadaan Sarana Prasarana 1.046.662.000 913.173.166 | 8725 100,00 Dinas Kepemudaan
Kantor dan Olahraga
Pemeliharaan Sarana dan 300.000.000 265.817.400 | 88,61 100,00 Dinas Kepemudaan
Prasarana Kantor dan Olahraga
Penyediaan Barang dan Jasa 1.875.955.000 1754894205 | 9355 | 100,00 | Dinas Kepemudaan
Perkantoran dan Olahraga
Peningkatan Kapasitas 247.983.000 247.983.000 | 100,00 | 100,00 | DinasKepemudaan
Aparatur dan Olahraga
Rapat Koordinasi Kedalam Dinas Kepemudaan
700.000.000 416.799.700 | 59,54 67,86
dan Keluar Daerah ! ’ dan Olahraga
Peningkatan Pengelolaan Dinas Kepemudaan
Kearsipan dan Pelayanan 199.400.000 139.817.000 | 70,12 100,00 P
dan Olahraga
Perpustakaan
Penyediaan Dafa 165.000.000 155900000 | 9448 | 10000 | inasKepemudaan
Pembangunan Sektoral dan Olahraga
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD Dinas Kepemudaan
350.000.000 321.019.682 | 91,72 100,00
Pembinaan dan Pelatihan ! ! dan Olahraga
Olahraga
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Dinas Kepemudaan
UPTD Pembinaan dan 99.390.000 97.558.800 | 98,16 100,00 dan Olahraga
Pelatihan Olahraga
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD 808.992.000 718.839.487 | 8886 | 100,00 | -inasKepemudaan
Pembinaan dan Pelatihan dan Olahraga
Olahraga
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada Dinas Kepemudaan
UPTD Pembinaan dan 150.000.000 81.460.100 | 54,31 68,33 dan Olahraga
Pelatihan Olahraga
Program Peninglatan 10.251.579.000 0.250850.340 | 9024 | 99,34 | DinasKepemudaan
Pemberdayaan Kepemudaan dan Olahraga
. Dinas Kepemudaan
Pembinaan Kepramukaan 694.360.000 519.393.000 74,80 100,00
dan Olahraga
Penguatan Kelembagaan 3.545.311.000 3077182000 | 8680 | 100,00 | DinasKepemudaan
Pemuda dan Olahraga

I11-94




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Uraian U n, Organisasi Realisasi
No alan Lrusan, Lrganisast, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) ) 3) 4) 5) (6) (7)
Pendidikan Pelatihan Dinas Kepemudaan
Kepeloporan dan 2.779.189.000 2.589.184.000 | 93,16 96,03 pemu
.. dan Olahraga
Kepemimpinan Pemuda
Pengembangan Wawasan 1589.153.000 1506139400 | 9478 | 9999 | DinasKepemudaan
dan Kreativitas Pemuda dan Olahraga
Pemberian Penghargaan dan Dinas Kepemudaan
Fasilitas Sarana dan 679.216.000 662.979.600 | 97,61 100,00 P
dan Olahraga
Prasarana Kepemudaan
Pelatihan Keterampilan bagi 964.350.000 895.972.340 | 92,01 100,00 Dinas Kepemudaan
Pemuda dan Olahraga

Program Pengembangan dan 11.393.580.000 10.876.185.530 | 9546 | 10000 | D.nas Kepemudaan

Pemberdayaan Olah Raga dan Olahraga
Pembinaan Olah Raga Dinas Kepemudaan
Pendidikan dan Layanan 3.620.000.200 3.550.772.800 | 98,09 100,00 P

dan Olahraga
Khusus
Pembinaan Olah Raga Dinas Kepemudaan
Rekreasi dan Industri Olah 1.579.960.800 1.399.222.150 | 88,56 100,00 P

dan Olahraga
Raga
Pengadaan Sarana Prasarana 6.193.619.000 5.926.190.580 | 95,68 100,00 Dinas Kepemudaan
Keolah Ragaan dan Olahraga

Program Peningkatan Prestasi 9.427.922.000 8.996.401.992 | 9542 100,00 Dinas Kepemudaan

Olah Raga dan Olahraga
Peningkatan Prestasi dan 5.387.530.000 5.080.166.892 | 9429 | 10000 | DinasKepemudaan
Pembibitan Olahraga dan Olahraga
Peninglatan SDM Keolah 1.917.597.000 1829066000 | 9538 | 100,00 | Dinas Kepemudaan
Ragaan dan Olahraga
Pelayanan dan pengawasan 2.122.795.000 2.087.169.100 | 98,32 | 10000 | DinasKepemudaan
organisasi keolahragaan dan Olahraga

Program Pembinaan dan Dinas Kepemudaan

.670.821. .223.269. 2,11 7,

Pemasyarakatan Olah Raga 5:670.821.000 5:223.269.500 | 9 97,58 dan Olahraga
Pembinaan dan Pelatihan 3.985.936.000 3595437500 | 9020 | 95,15 | inasKepemudaan
Olah Raga Pelajar dan Olahraga
Peninglatan sarana dan 1.684.885.000 1627832000 | 9661 | 100,00 | Dinas Kepemudaan

prasarana atlet PPLP

dan Olahraga

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas

Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar

Daerah pada Dinas dan pada UPTD tidak terserap seluruhnya

disebabkan adanya perubahan lokasi kegiatan atau penyesuaian

tarif transportasi.
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3.2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar terdapat

Efisiensi terkait Dana Pendidikan Atlet.

b). Solusi

Diharapkan kedepan harus lebih selektif dalam penganggaran.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik didukung

oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi

Informatika, Statistik dan Persandian, dan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.19
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Statistik)
. L. Realisasi
No Uraian Urusan, Org;jmlsam, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan [®Rp) % %)
(1]
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
STATISTIK 1.408.755.000 1.180.593.143 | 83,80
Dinas Komunikasi }?;i;f;?:mkam
Informatika, Statistik dan 792.137.000 730.205.400 | 92,18 . .. ’
. Statistik dan
Persandian .
Persandian
Dinas Komunikasi
Program Penyediaan Data Informatika,
792.137. 730.205.4 2,1 , L.
Pembangunan Daerah 92.137.000 30.205.400 | 92,18 98,63 Statistik dan
Persandian
Dinas Komunikasi
Penyediaan Data dan 792.137.000 730205400 | 92,18 | oge3 | nformatika,
Informasi Pembangunan Statistik dan
Persandian
Badan Perencanaan Badan Perencanaan
616.618.000 450.387.743 | 73,04 Pembangunan
Pembangunan Daerah
Daerah
Program Penyediaan Data Badan Perencanaan
& Y 616.618.000 450.387.743 | 73,04 99,44 Pembangunan
Pembangunan Daerah
Daerah
Badan Perencanaan
P di Data d
enyediaan ata can 616.618.000 450387.743 | 73,04 | 9944 | Pembangunan
Informasi Pembangunan Daerah

I11-96




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Statistik, adalah:

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

a). Permasalahan

Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan terkendala

pada Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial

Tematik disebabkan Anggaran Kurang, dan pada Pengelolaan PPID

Pembantu disebabkan pelaksanaanya berada di Sekretariat.

b). Solusi

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi

Geospasial Tematik dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran

2020.

3.2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian

didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas

Komunikasi

Informatika.

Statistik dan Persandian Provinsi

Banten.

Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:
Tabel 3.20
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Persandian)
Realisasi
Uraian Urusan, Organisasi, —
N A N PD
0 Program dan Kegiatan nggaran (Rp) % F(lojl)k ama
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PERSANDIAN 973.575.000 914.584.250 93,94
Dinas Komunikasi Ellfni;lzfill?:mkam
Informatika, Statistik dan 973.575.000 914.584.250 93,94 0, . !
. Statistik dan
Persandian .
Persandian
Dinas Komunikasi
Program Tata Kelola 973.575.000 914584250 | 9394 | 100,00 | nformatika,
Persandian Statistik dan
Persandian
Dinas Komunikasi
Pengelolaan Persand.lan dan 973.575.000 914.584.250 93,04 100,00 Info.rn?ahka,
Keamanan Informasi Statistik dan
Persandian

I11-97




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

3.2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan
didukung oleh 2 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Kebudayaan)
. . Realisasi
No Uraian Urusan, Org?msasy Anggaran Fioik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
()
(1) 2) (3) 4 (5) (6) (7)
KEBUDAYAAN 3.946.900.000 2.529.358.240 | 64,08
Dinas Pendidikan dan 3.946.900.000 2529.358.240 | 64,08 Dinas Pendidikan
Kebudayaan dan Kebudayaan
Program Tata Kelola 1.950.000.000 684031640 | 3508 | 692 | Dinas Pendidikan
Pemerintahan dan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Tata . Lo
D Pendidik
Usaha UPTD Taman Budaya 500.000.000 391.860.700 | 7837 | 7837 | oo endidian
dan Kebudayaan
dan Museum
Bantuan Operasional . 1
D Pendidik
Penyelenggaraan Museum 1.450.000.000 292170940 | 20,15 | 60,07 | oo -endicdian
dan Kebudayaan
(DAK)
Program Pelestarian Dinas Pendidikan
1.996.900. 1.845.326. 2,41 ,07
Kebudayaan 996.900.000 815.326.600 | 9 99,0 dan Kebudayaan
Pelestarian, Pengembangan . .1
D Pendidik
dan Pemanfaatan Cagar 496.900.000 477265400 | 96,05 | 9948 | . astendidiian
dan Kebudayaan
Budaya dan Permuseuman
Pelestarian, Pengembangan Dinas Pendidikan
dan Pemanfaatan Sejarah, 700.000.000 587.141.200 | 83,88 97,72
o . . dan Kebudayaan
Nilai Tradisi dan Kesenian
Penmg‘katan Sumberdaya 800.000.000 780920000 | 97,62 100,00 Dinas Pendidikan
Manusia Kebudayaan dan Kebudayaan

Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiata,
meliputi :
- Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK)
2019 disahkan pada Bulan Desember 2018. Sampai pada saat

disahkan, Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan belum
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ada/belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, sehingga penyusunan RKA (Rencana Kerja
Anggaran) DAK tidak mengacu kepada Juknis.

- Juknis Pelaksanaan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan pada Bulan Februari 2019, dan baru diterima
oleh UPTD Taman Budaya dan Museum pada Bulan Maret 2019.

- SK Pergeseran SPD (Surat Pencairan Dana) terbit pada Bulan Juli
2019, bersamaan dengan waktu libur sekolah. Karena kegiatan
yang akan dilaksanakan di UPTD Taman Budaya dan Museum
mengundang peserta yang merupakan para pelajar, sehingga
Kegiatan baru bisa dilaksanakan di Bulan Agustus 2019

- Saat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan pada tanggal 02
September s/d 05 September 2019 di Hotel Novotel Jakarta,
diketahui bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dapat
dilaksanakan karena tidak sesuai Juknis yaitu bahwa
penggunaan anggaran tidak diperbolehkan berupa belanja
modal.

- Setelah evaluasi tersebut, karena ada beberapa kegiatan yang
tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai Juknis, maka
kemudian UPTD Taman Budaya dan Museum diarahkan untuk
menyusun Anggaran Perubahan di Bulan Oktober 2019.

- Karena dibayangi waktu Penyusunan Anggaran Perubahan yang
dapat memakan waktu lama, sedangkan Laporan Realisasi
Penggunaan Anggaran DAK harus segera dilaporkan paling
lambat tanggal 22 November 2019, maka diputuskan UPTD
Taman Budaya dan Museum tidak mengajukan Perubahan
Anggaran untuk Penyerapan DAK. Karena tidak menyusun
Anggaran Perubahan agar kegiatan yang sebelumnya tidak
sesuai Juknis dapat dilaksanakan, menyebabkan banyak

anggaran tidak terserap.
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b). Solusi
Kedepan agar dilakukan perencanaan yang lebih matang, dan

dilakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan.

3.2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan
didukung oleh 3 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten. Pelaksanaan program

dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.22

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019

(Bidang Perpustakaan)
. - Realisasi
No Uraian Urusan, Orge.mlsam, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
PERPUSTAKAAN 11.090.393.440 10.325.240.781 | 93,10
. Dinas Perpustakaan
D P k.
inas Perpustakaan dan 11.090.393.440 10.325.240.781 | 93,10 dan Kearsipan
Kearsipan Daerah
Daerah
Dinas Perpustakaan
P Tata Kelol
rogram Tata Kelola 7.276.930.440 6.793.987.270 | 93,36 | 9890 | dan Kearsipan
Pemerintahan
Daerah
Penyusunan Laporan Dinas Perpustakaan
Kinerja Keuangan dan 40.000.000 40.000.000 | 100,00 100,00 | dan Kearsipan
Neraca Aset Daerah
Perencanaan. Evaluasi dan Dinas Perpustakaan
erencanaan, Bvatast ca 100.000.000 95.154.000 | 9515 | 100,00 | dan Kearsipan
Pelaporan
Daerah
P daan S P Dinas Perpustakaan
engadaan Sarana trasarana 1.659.314.440 1517.795290 | 9147 | 91,47 | dan Kearsipan
Kantor
Daerah
. Dinas Perpustakaan
Pemeliharaan Sarana dan 756.696.000 714225700 | 9439 | 100,00 | dan Kearsipan
Prasarana Kantor
Daerah
. Dinas Perpustakaan
Penyediaan Barang dan Jasa 4.028.200.000 3737.864415 | 92,79 | 98,62 | dan Kearsipan
Perkantoran
Daerah
. . Dinas Perpustakaan
Peningkatan Kapasitas 76.320.000 76.020.000 | 99,61 | 100,00 | dan Kearsipan
Aparatur
Daerah
L Dinas Perpustakaan
Koordinasi Kedalam dan 466.400.000 465.702.865 | 99,85 | 100,00 | dan Kearsipan
Keluar Daerah
Daerah
Peningkatan Pengelolaan Dinas Perpustakaan
Kearsipan dan Pelayanan 20.000.000 19.500.000 | 97,50 100,00 | dan Kearsipan
Perpustakaan Daerah
. Dinas Perpustakaan
Py d Dat.
enyediaan ~a‘a 130.000.000 127.725.000 | 98,25 | 100,00 | dan Kearsipan
Pembangunan Sektoral Daerah
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No atan Lrusan, ge,‘ sast, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) 2) 3) 4) 5) (6) (7)
Program Pengembangan Dinas Perpustakaan
Budaya Baca dan Pembinaan 1.411.320.000 1.235.637.564 | 87,55 96,98 dan Kearsipan
Perpustakaan Daerah
Pembinaan dan Dinas Perpustakaan
Pengembangan Minat dan 455.000.000 367.523.254 | 80,77 90,95 dan Kearsipan
Budaya Baca Masyarakat Daerah
Pembinaan dan Dinas Perpustakaan
Pengembangan 490.000.000 465.528.310 | 95,01 100,00 | dan Kearsipan
Perpustakaan Daerah
Pembinaan dan Dinas Perpustakaan
Pengembangan Sistem 466.320.000 402.586.000 86,33 100,00 dan Kearsipan
Kearsipan Daerah
P P
o T
. 8 2.402.143.000 2.295.615.947 | 95,57 100,00 dan Kearsipan
Kualitas Pelayanan
Daerah
Perpustakaan
Peningkatan Kualitas Dinas Perpustakaan
Layanan dan Kerjasama 1.231.539.000 1.170.563.150 | 95,05 100,00 | dan Kearsipan
Perpustakaan Daerah
Ziﬁ%ﬁ:&nﬁzﬁz’;ﬂaﬂ Dinas Perpustakaan
. 508.548.000 489.463.250 | 96,25 100,00 | dan Kearsipan
Perpustakaan Berbasis Daerah
Teknologi dan Informatika
Pengelolaan Bahan Deposit Dinas Perpustakaan
dan Penyediaan Bahan 459.520.000 433.869.747 | 94,42 100,00 | dan Kearsipan
Pustaka Perpustakaan Daerah
. Dinas Perpustakaan
P b Kolek
CNgEMbangan 2o'exst 202.536.000 201.719.800 | 99,60 | 100,00 | dan Kearsipan
Perpustakaan (DAK) Daerah

Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada pekerjaan
DED perpustakaan khusus Banten Lama tidak dapat
direalisasikan disebabkan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman sudah melaksanakan penyusunan DED
penataan Banten Lama, dimana didalamnya sudah memuat
DED ruang pelayanan perpustakaan;
2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Sub

Tolok Ukur Pelaksanaan Hut Banten Dan Banten Expo pada
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pekerjaan sewa tenda dan dekorasi tidak dapat direalisasikan
disebabkan sudah disediakan oleh Biro Umum dan kegiatan
Banten Expo berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Provinsi
Banten tidak dilaksanakan dan diganti dengan pesta rakyat
HUT Banten;

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Minat Dan Budaya
Baca Masyarakat pada sub tolok ukur peningkatan minat baca
masyarakat (pengukuran indeks minat baca) tidak dapat
direalisasikan disebabkan pihak ketiga/perusahaan yang
ditunjuk tidak memiliki MOU dengan Gubernur sehingga pihak
DPK Provinsi Banten tidak bisa menjalin kerjasama (UNMA
dan UIN).

b). Solusi

1.

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan DED perpustakaan khusus
yang melibatkan lintas sektor OPD diharapkan untuk
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Diharapkan untuk kedepannya lagi untuk dapat dilakukan
koordinasi terlebih dahulu dengan lintas sektor OPD yang
bersangkutan agar tidak terjadi kesalahan dalam pekerjaan.

- Selalu taat dalam mengikuti tahapan prosedur pekerjaan
dengan sesama lintas sektor OPD agar terjalin hubungan
yang baik sesama perangkat pemerintah daerah.

Kepada penanggung jawab kegiatan/PPTK untuk lebih cermat

dan teliti lagi dalam menganalisis surat ederan dari

Sekda/Gubernur yang berkenaan dengan program kegiatan

agar tidak terjadi kekeliruan lagi di tahun yang akan datang;

Diharapkan DPK Provinsi Banten untuk segera membuatkan

MOU dengan pihak terkait kepada gubernur agar bisa segera

dilaksanakan pekerjaan pengukuran minat baca di provinsi

Banten yang disebabkan ini merupakan program/kegiatan

tahunan yang sudah ditargetkan dalam RENSTRA 2017 —2022.
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3.2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan
didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten. Pelaksanaan program

dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.23
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Kearsipan)
. . Realisasi
No Uraian Urusan, Org?msasy Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
()
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
KEARSIPAN 1.856.460.560 1.573.620.739 | 84,76
. Dinas Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan 1.856.460.560 1573.620.739 | 84,76 dan Kearsipan
Kearsipan Daerah
Daerah
. Dinas Perpustakaan
P P lol t
rogram Pengelolaan Sistem 1.856.460.560 1573.620.739 | 84,76 | 9639 | dan Kearsipan
Kearsipan
Daerah
L Dinas Perpustakaan
Penelusuran, Akulsisi dan 939.834.560 714504500 | 76,02 | 89,18 | danKearsipan
Pemeliharaan Arsip Statis
Daerah
Pelayanan Kearsipan dan Dinas Perpustakaan
Y P 457.901.000 413.059.239 | 90,21 100,00 | dan Kearsipan
Pemanfaatan Arsip
Daerah
Dinas Perpustakaan
Pengelolaan Arsip Dinamis 458.725.000 446.057.000 97,24 100,00 dan Kearsipan
Daerah

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan
Kegiatan Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip Statis pada
pekerjaan Belanja jasa konsultansi manajemen entry daftar alih
media arsip, Belanja jasa konsultansi manajemen alih media arsip
statis audio visual, Belanja jasa konsultansi manajemen akuisisi
arsip kepala daerah provinsi banten dan Belanja Jasa konsultansi

akuisisi arsip legeslatif provinsi banten. Tidak dapat terealisasi
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3.3

3.3.1

dikarenakan sulitnya mencari rekanan/pihak ketiga yang

berkompetensi dibidang pekerjaan tersebut, sehingga berdampak

pada penyerapan anggaran.
b). Solusi

Solusi yang dapat dilakukan untuk dari permasalahan tersebut,

meliputi :

- Diharapkan untuk penanggung jawab kegiatan/PPTK setiap
melakukan perencanaan kegiatan/anggaran agar lebih teliti dan
cermat serta didasari analisis perhitungan kapasitas kemampuan
pencapaian kinerja sehingga tidak berdampak pada realisasi
penyerapan anggaran/pekerjaan.

- Agar dapat lebih berperan aktif dalam melakukan koordinasi
baik ke PEP ataupun ke leading sector terkait yang sekiranya bisa

mempermudah/mempercepat dalam proses pekerjaan kegiatan.

Penyelenggaraan Urusan Pilihan.

Penyelenggaraan Urusan Pilihan melaksanakan 7 Urusan Bidang 25
program dan 197 kegiatan yang tersebar di 6 (enam) Perangkat Daerah, yaitu:
Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,
dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Adapun Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Provinsi Banten Tahun 2019, sebagai berikut :

Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan didukung oleh 5
program dan 48 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 3.24

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019

(Bidang Kelautan dan Perikanan)

Uraian Urusan, Organisasi Realisasi
No ’ g, ! Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(1]
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
KELAUTAN DAN
PERIKANAN 17.637.923.000 15.387.096.077 87,24
. . Dinas Kelautan
Dinas Kelautan dan Perikanan 17.637.923.000 15.387.096.077 | 87,24 R
dan Perikanan
Program Tata Kelola 8.862.033.291 7821746259 | 8826 | 9416 | DinasKelautan
Pemerintahan dan Perikanan
Penyusunan Laporan Kinerja 94.870.000 84.715.000 | 89,30 100,00 Dm.as Kelautan dan
Keuangan dan Neraca Aset Perikanan
Perencanaan, Evaluasi dan 310.765.000 234.003.018 | 75,30 100,00 Dln'as Kelautan dan
Pelaporan Perikanan
Pengadaan Sarana Prasarana 1.022.719.619 968.871.453 | 9473 100,00 Dm.as Kelautan dan
Kantor Perikanan
Pemeliharaan Sarana dan 664.000.000 614719280 | 92,58 96,17 Dm.as Kelautan dan
Prasarana Kantor Perikanan
Penyediaan Barang dan Jasa 2 986.447 500 2.711.797.470 | 90,80 95,17 Dln'as Kelautan dan
Perkantoran Perikanan
Peningkatan Kapasitas 234.650.000 160476550 | 68,39 90,05 Dm.as Kelautan dan
Aparatur Perikanan
Rapat Koordinasi Kedalam 447 130,000 255420070 | 57,12 64,21 Dm'as Kelautan dan
dan Keluar Daerah Perikanan
Penyediaan Data 230.455.000 173824385 | 7543 | 100,00 | DinasKelautandan
Pembangunan Sektoral Perikanan
Pengadaan Sarana Prasarana
K PTD P i Di Kel
antor pada UPTD Produksi 75.000.000 67.493300 | 89,99 | 10000 | DinasKelautandan
Perikanan Budidaya Air Perikanan
Payau dan Laut
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada .
D Kel
UPTD Produksi Perikanan 99.324.600 94214.000 | 94,85 | 94,85 inas Kelautan dan
. . Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Laut
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Dinas Kelautan d
Produksi Perikanan 253.538.572 223508364 | 8816 | 93,07 | oo ncadandan
. . Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Laut
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD 74.370.000 73000000 | 9816 | 100,00 | DinasKelautandan
Pengujian dan Penerapan Perikanan
Mutu Hasil Perikanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada
Dinas Kelautan d.
UPTD Pengujian dan 75.000.000 68.366.900 | 91,16 | 91,16 | _ oo heawandan
. Perikanan
Penerapan Mutu Hasil
Perikanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkar}.toran pada UPTD 840.361.000 799.556.024 | 95,14 95,38 D1n.as Kelautan dan
Pengujian dan Penerapan Perikanan
Mutu Hasil Perikanan
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No atan Lrusan, ga,‘ sast, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(1]
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD Dinas Kelautan dan
Pelabuhan Perikanan Pantai 75:000.000 73.373.557 | 97,83 100,00 Perikanan
Labuan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Dinas Kelautan dan
UPTD Pelabuhan Perikanan 91.300.000 82.706800 | 90,59 95,52 Perikanan
Pantai Labuan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Dinas Kelautan dan
Pelabuhan Perikanan Pantai 471.262.000 389.916.605 | 82,74 86,95 Perikanan
Labuan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Cabang Dinas .
Kelautan dan Perikanan 95.000.000 93.750.000 | 98,68 | 10000 | DinasKelautandan
. . Perikanan
Provinsi Banten Wilayah
Utara
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada .
D Kel
Cabang Dinas Kelautan dan 211.500.000 199503483 | 94,33 | 96,41 inas Kelautan dan
. .. Perikanan
Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Utara
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Cabang .
Dinas Kelautan dan 159.340.000 110290000 | 69,22 | 72,3 | DinasKelautandan
. . Perikanan
Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Utara
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Cabang Dinas .
Kelautan dan Perikanan 42.502.000 42502000 | 100,00 | 10000 | DinasKelautan dan
. . Perikanan
Provinsi Banten Wilayah
Selatan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Dinas Kelautan d
Cabang Dinas Kelautan dan 225.000.000 221763000 | 9856 | 100,00 | oo headandan
. L Perikanan
Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Selatan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Cabang .
Dinas Kelautan dan 82.498.000 77975000 | 9452 | oa5p | DinasKelautandan
. L Perikanan
Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Selatan
Program Peningkatan Produksi 3.903.855.000 3.064.307.404 | 7849 97,80 Dinas K'elautan
Perikanan Tangkap dan Perikanan
Pengelolaan Sumber Daya 576.200.000 363.833.735 | 63,14 93,02 Dm'as Kelautan dan
Tkan Perikanan
Pengelolaan Kapal, Alat
P kap Ikan d Dinas Kelautan d.
enangkap fan can 529.455.000 446211.676 | 8428 | 100,00 | 'nasheautandan
Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
Perikanan
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Uraian Urusan, Organisasi Realisasi
No s OB ’ Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(1]

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
Pembinaan dan Dinas Kelautan dan
Pengembangan Pelabuhan 543.200.000 452.389.009 | 83,28 91,86 .

. Perikanan
Perikanan
Pembangunan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Fasilitas Pokok dan 1.900.000.000 1483104841 | 7806 | 100,00 | DinasKelautandan
Fungsional Pelabuhan Perikanan
Perikanan - UPTD Provinsi
Banten (DAK)
Pelaksanaan Tata Kelola dan Dinas Kelautan dan
Pelayanan Usaha 100.000.000 92.838.143 | 92,84 | 100,00 as helautan da
Perikanan
Kepelabuhan
Pelaksanaan Operasional .
Pelabuhan dan 150.000.000 143900000 | 9593 | 100,00 | DinasKelautandan
Perikanan
Kesyahbandaran
Pelayanan Usaha Jasa
Kelautan pada Cabang Dinas .
Kelautan dan Perikanan 70.000.000 51150000 | 73,07 | o750 | DinasKelautandan
. . Perikanan
Provinsi Banten Wilayah
Utara
Pelayanan Usaha Jasa
Kelautan pada Cabang Dinas .
Kelautan dan Perikanan 35.000.000 30.880.000 | 8823 | 10000 | DinasKelautandan
. . Perikanan
Provinsi Banten Wilayah
Selatan
Program Pengawasan S.umber 673.991.500 637.751.420 | 94,62 100,00 Dinas K‘elautan
Daya Kelautan dan Perikanan dan Perikanan
Di Kel
Penanganan Pelanggaran 250.000.000 242841900 | 97,14 | 100,00 | DinasKelautandan
Perikanan
Pengawasan Pen.gelolaan 253.297.000 243.657.020 | 96,22 100,00 Dm'as Kelautan dan
Sumberdaya Perikanan Perikanan
Pengawasan Pengelolaan 170.764.500 151.252.500 | 88,57 100,00 Dm.as Kelautan dan
Sumberdaya Kelautan Perikanan
Program Peningkatan Daya 1.597.550.620 1532678137 | 9594 | op3e | DinasKelautan
Saing Perikanan dan Perikanan
Pembinaan Mutu dan Dinas Kelautan dan
Diversifikasi Produk 479.980.000 450.179.000 | 93,79 100,00 .
. Perikanan
Kelautan dan Perikanan
Penmgk.atan Investa§1 dan 554.415.620 548.113.000 | 98,86 100,00 Dm.as Kelautan dan
Promosi Produk Perikanan Perikanan
Peningkatan Usaha dan Di Kelautan d
Kelembagaan Perikanan 184.250.000 179517337 | 97,43 | 100,00 | _ oo heautandan
. Perikanan
Budidaya
Peningkatan Kualit Dinas Kelautan d
eningratan fuattias 246.525.000 243926800 | 9895 | 100,00 | nasheautandan
Pengujian Perikanan
Pengendalian Mutu 132.380.000 110942000 | 8381 | o180 | DinasKelautandan
Perikanan Perikanan
Program Pengelolaan Sumber .
D Kelaut
Daya Laut, Pesisir dan Pulau- 2.600.492.589 2.330.612.857 | 89,62 | 85,12 1nas Befautan
. dan Perikanan
Pulau Kecil
Pengelolaa.n Ruang Laut dan 515.483.380 508.205.881 | 98,59 100,00 Dm.as Kelautan dan
Konservasi Perikanan
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Uraian Urusan, Organisasi Realisasi
No s OB ’ Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(1]
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
P Pesisi Di Kelaut:
endayagunaan Pesisir dan 578.790.000 538527480 | 9304 | 100,00 | DinasKelautandan
Pulau-pulau Kecil Perikanan
Pemberdayaan Ekonomi 502.260.000 460369971 | 91,66 | 100,00 | DinasKelautandan
Masyarakat Pesisir Perikanan
Produksi Benih Ikan Air Laut 15.000.000 4400000 | 29,33 40,00 Dm.as Kelautan dan
dan Payau Perikanan
Pelayanan Teknis Produksi
Di Kel
Perikanan Budidaya Air 14.412.209 3.600.000 | 24,98 | 40,00 inas Kelautan dan
Perikanan
Payau dan Laut
Pengelolaan dan
Pengendalian Laut, Pesisir
dan Pulau.—Pulau Kecil pada 110.000.000 60.020.000 | 54,56 86,05 Dm.as Kelautan dan
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Utara
Pengelolaan dan
Pengendalian Laut, Pesisir
dan Pulau.-Pulau Kecil pada 104.300.000 95559427 | 9162 100,00 Dln'as Kelautan dan
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Perikanan Provinsi Banten
Wilayah Selatan
Pembangunan/Rehabilitasi
prasarana Kawasan
Konservasi Pesisir dan Dinas Kelautan dan
340.000.000 307.634.709 90,48 100,00
Pulau-Pulau Kecil dan ! ! Perikanan
prasarana di Pulau-Pulau
Kecil Wilayah Utara (DAK)
Pembangunan/Rehabilitasi
prasarana Kawasan
Konservasi Pesisir dan Dinas Kelautan dan
Pulau-Pulau Kecil dan 420.247.000 352295389 | 83,83 | 100,00 as hetautan da
. Perikanan
prasarana di Pulau-Pulau
Kecil Wilayah Selatan
(DAK)

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan
Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
Sisa anggaran yang tidak terserap, disebabkan antara lain:
1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pengadaan jasa
pengiriman diklat tidak dilaksanakan dikarenakan pembatalan

untuk penyelenggaraannya;
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2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Premi Asuransi
belum dapat terealisasi karena Pergub/Juknis masih dalam
proses dan akan tercantum dalam SSH di TA. 2020;

3. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan - UPTD
Provinsi Banten (DAK) disebabkan adanya sisa pelaksanaan
lelang pengadaan Fender di Pelabuhan Perikanan Binuangeun;

4. Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten Wilayah Utara disebabkan kurangnya tenaga
ahli dan tenaga teknis yg menguasai, luasnya cakupan wilayah
kerja, serta kurangnya Pegawai yang ada di KCD Wilayah
Utara.

b). Solusi

1. Perlu adanya tahapan-tahapan perencanaan program
pembangunan, sehingga dalam melaksanakan
program/kegiatan akan lebih terukur dan terarah sesuai dengan
rencana dan ketentuan yang ada sehingga dapat terlaksana
dengan baik;

2. Menunggu PERGUB Juknis Pembayaran premi asuransi

nelayan.

3.3.2 Urusan Pilihan Bidang Pariwisata.
Pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata didukung oleh 5 program dan
19 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten.
Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:
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Tabel 3.25
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Pariwisata)
. N Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran _— Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(1]
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PARIWISATA 17.567.571.000 15.911.524.267 | 90,57
Dinas Pariwisata 17.567.571.000 15.911.524.267 | 90,57 Dinas Pariwisata
Program Tata Kelola 4.718.327.700 3.824.979.601 | 81,07 | 92,62 | Dinas Pariwisata
Pemerintahan
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan 32.250.000 31.931.500 | 99,01 100,00 | Dinas Pariwisata
Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan . L.
62.842.600 61.715.700 | 98,21 100,00 | Dinas Pariwisata
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana 1.226.058.400 753.896.450 | 6149 | 83,33 | Dinas Pariwisata
Kantor
Pemeliharaan Sarana dan 596.288.000 473240300 | 7936 | 100,00 | Dinas Pariwisata
Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa 2.542.826.100 2.309.657.252 | 90,83 | 100,00 | Dinas Pariwisata
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas 24.714.000 15.172.000 | 61,39 | 6500 | Dinas Pariwisata
Aparatur
Rapat Koordinasi Kedalam 233.348.600 179.366.399 | 76,87 | 100,00 | Dinas Pariwisata
dan Keluar Daerah
Program Pengembangan
Industri Pariwisata dan 1.708.463.700 1.555.169.218 | 91,03 94,00 Dinas Pariwisata
Ekonomi Kreatif
Pembinaan Usaha Industri 479.295.550 391.350.692 | 81,65 | 8200 | Dinas Pariwisata
Pariwisata
Standarisasi Usaha Industri
Pariwisata dan Ekonomi 388.920.500 364.420.345 93,70 100,00 Dinas Pariwisata
Kreatif
Pengembangan Potensi . .
K . 840.247.650 799.398.181 95,14 100,00 Dinas Pariwisata
Ekonomi Kreatif
P P P k
rogram Pemasaran Produ 7.246.621.150 6.777.792.907 | 9353 | 100,00 | Dinas Pariwisata
Pariwisata
Promosi Pariwisata Provinsi . L.
3.303.848.600 2.910.174.968 | 88,08 100,00 Dinas Pariwisata
Banten
Penyiapan Sarana dan
Prasarana Promosi 3.263.110.800 3.249.761.555 99,59 100,00 Dinas Pariwisata
Pariwisata
Pengembangan Potensi . .
o C 679.661.750 617.856.384 | 90,91 100,00 Dinas Pariwisata
Pasar Pariwisata
Program Pengembangan
Sumberdaya Manusia . ..
.. . 1.513.582.400 1.410.737.887 93,21 100,00 Dinas Pariwisata
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
Peningkatan Standarisasi
dan Kualifikasi Sumber 394.053.000 376.440.600 | 95,53 100,00 Dinas Pariwisata
Daya Manusia
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pariwisata 232.052.000 200.122.387 | 86,24 | 100,00 | Dinas Pariwisata
Ekonomi Kreatif tingkat
lanjutan
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No

Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

Anggaran

Realisasi

(Rp)

%

Fisik
(%)

Nama PD

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pariwisata
Banten

887.477.400

834.174.900

93,99

100,00

Dinas Pariwisata

D

Program Pengembangan

estinasi Pariwisata

2.380.576.050

2.342.844.654

98,42

100,00

Dinas Pariwisata

Optimalisasi Pengembangan
Daya Tarik Wisata Provinsi
Banten

1.065.230.700

1.053.544.564

98,90

100,00

Dinas Pariwisata

Pengelolaan Kawasan
Strategis Pariwisata Provinsi
Banten

1.007.973.350

990.324.790

98,25

100,00

Dinas Pariwisata

Pengembangan
Pemberdayaan Masyarakat
Destinasi Pariwisata
Provinsi Banten

307.372.000

298.975.300

97,27

100,00

Dinas Pariwisata

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata yang

dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1.

Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor tidak
terlaksananya pengadaan kendaraan operasional kantor (hi-ace)
Karena gagal lelang;

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur tidak terserap
seluruhnya kegiatan bimtek karena mengikuti surat undangan
pelatihan/bintek yang masuk ke dinas;

Kegiatan Pembinaan Usaha Industri Pariwisata tidak
terlaksananya tolok wukur kegiatan Penghargaan Usaha
Akomodasi  pariwisata yang berwawasan lingkungan

dikarenakan adanya kesalahan penempatan kode rekening;

b). Solusi

1.

Kedepan akan dilakukan penetapan HPS yang lebih sesuai
dengan harga pasaran serta spesifikasi yang sesuai dengan

kebutuhan;
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2. Lebih proaktif kembali untuk melihat serta mengetahui jadwal

pelaksanaan pelatihan aparatur baik di dalam maupun di luar

daerah;

3. Lebih dilakukan

lagi

pengawasan

berjenjang

terkait

penyusunan rancangan anggaran agar tidak terjadi kesalahan

penempatan kode rekening belanja;

3.3.3 Urusan Pilihan Bidang Pertanian.

Pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian didukung oleh 7 program dan 61

kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas

Pertanian Provinsi

Banten.

Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:
Tabel 3.26
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Pertanian)
. .. Realisasi
No Uraian Urusan, Orgémsasy Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(1) 2) (3) 4) (5) (6) (7)

PERTANIAN 51.789.705.000 46.361.944.125 89,52

Dinas Pertanian 51.789.705.000 46.361.944.125 | 89,52 Dinas Pertanian

Program Tata Kelola Pemerintahan 29.342.764.675 25.178.618.618 | 85,81 96,78 Dinas Pertanian
Penyusunan Laporan Kinerja 175.000.000 173.162.600 | 98,95 | 100,00 | Dinas Pertanian
Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan . .

882.490.000 863.780.000 | 97,88 | 100,00 | Dinas Pertanian

Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 913.908.275 709.227.600 | 77,60 100,00 | Dinas Pertanian
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1.400.000.000 1.292.139.563 | 92,30 | 100,00 | Dinas Pertanian
Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa 3.967.950.000 3.707.276.793 | 9343 | 100,00 | Dinas Pertanian
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur 45.900.000 44.900.000 | 97,82 | 100,00 | Dinas Pertanian
Rapat Koordinasi Kedalam dan 500.000.000 499.557.355 | 99,91 | 100,00 | Dinas Pertanian
Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 9.300.000 9.300.000 | 100,00 | 100,00 | Dinas Pertanian
dan Pelayanan Perpustakaan
gslr(ﬁiiaa“ Data Pembangunan 405.620.000 377.584.000 | 93,09 | 100,00 | Dinas Pertanian

I1I1-112




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

No

Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

Anggaran

Realisasi

(Rp)

%

Fisik
(%)

Nama PD

(1)

2)

(3)

4

(5)

(6)

(7)

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada UPTD Benih dan Perlindungan
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan

750.545.300

719.213.591

95,83

100,00

Dinas Pertanian

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Benih dan
Perlindungan Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan

902.694.000

860.292.700

95,30

100,00

Dinas Pertanian

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran UPTD Benih dan
Perlindungan Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan

4.459.864.100

4.222.045.817

94,67

100,00

Dinas Pertanian

Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD Benih
dan Perlindungan Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan

339.780.000

332.852.954

97,96

100,00

Dinas Pertanian

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada UPTD Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan

292.551.000

285.483.353

97,58

100,00

Dinas Pertanian

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan

336.800.000

333.245.500

98,94

100,00

Dinas Pertanian

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan

745.552.000

719.873.348

96,56

100,00

Dinas Pertanian

Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD
Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan

146.500.000

146.500.000

100,00

100,00

Dinas Pertanian

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada UPTD Pelayanan dan
Pengujian Veteriner

427.200.000

365.443.352

85,54

90,00

Dinas Pertanian

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pelayanan dan
Pengujian Veteriner

550.000.000

406.660.300

73,94

100,00

Dinas Pertanian
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No

Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan

Anggaran

Realisasi

(Rp)

%

Fisik
(%)

Nama PD

(1)

2)

(3)

4

(5)

(6)

(7)

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pelayanan
dan Pengujian Veteriner

1.311.710.000

1.254.441.762

95,63

100,00

Dinas Pertanian

Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD
Pelayanan dan Pengujian Veteriner

219.750.000

155.100.000

70,58

100,00

Dinas Pertanian

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada UPTD Pengujian Pakan dan
Pembibitan Ternak

138.200.000

138.021.600

99,87

100,00

Dinas Pertanian

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pengujian Pakan
dan Pembibitan Ternak

545.000.000

441.625.500

81,03

100,00

Dinas Pertanian

Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pengujian
Pakan dan Pembibitan Ternak

1.759.250.000

1.681.554.487

95,58

100,00

Dinas Pertanian

Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPTD
Pengujian Pakan dan Pembibitan
Ternak

117.200.000

106.296.100

90,70

100,00

Dinas Pertanian

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
dan Penyediaan Sarana Pendukung
UPTD Benih dan Perlindungan
Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan (DAK)

3.000.000.000

466.952.900

15,57

16,67

Dinas Pertanian

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
dan Penyediaan Sarana Pendukung
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
(DAK)

200.000.000

194.419.153

97,21

100,00

Dinas Pertanian

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
dan Penyediaan Sarana Pendukung
UPTD Pelayanan dan Pengujian
Veteriner (DAK)

200.000.000

195.500.000

97,75

100,00

Dinas Pertanian

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi
dan Penyediaan Sarana Pendukung
UPTD Pengujian Pakan dan
Perbibitan (DAK)

4.600.000.000

4.476.168.290

97,31

100,00

Dinas Pertanian

Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Pangan

3.697.004.200

3.427.204.700

92,70

100,00

Dinas Pertanian

Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Produk
Serelia

1.294.080.100

1.274.145.000

98,46

100,00

Dinas Pertanian
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No alan Lrusan, LUrganisas, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
0
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu aneka 546.020.000 509.156.600 | 93,25 100,00 | Dinas Pertanian
Kacang dan Umbi
Pengembangan Teknologi dan Pasca 374.305.000 364.704.600 | 97,44 | 100,00 | Dinas Pertanian
panen Tanaman pangan
Perlindungan Tanaman Pangan 305.793.500 265.799.200 | 86,92 100,00 | Dinas Pertanian
Pelayanan Teknis Sertifikasi dan 564.015.000 507.557.000 | 89,99 | 100,00 | Dinas Pertanian
Pengawasan Tanaman Pangan
Perbenihan Tanaman Pangan 612.790.600 505.842.300 | 82,55 100,00 | Dinas Pertanian
Program. P‘enmgkat.an Produksi dan 3.357.868.000 3.160.641.500 | 94,13 100,00 | Dinas Pertanian
Produktivitas Hortikultura
Peningkatan Produksi Buah dan 309.570.000 297.578.800 | 96,13 | 100,00 | Dinas Pertanian
Florikultura
Peningkatan Produksi Sayuran dan 1.037.750.000 998.042.000 | 96,17 | 100,00 | Dinas Pertanian
Tanaman Obat
Pengembangan Teknologi dan Pasca 767.746.000 738.925.800 | 96,25 | 100,00 | Dinas Pertanian
Panen Hortikultura
Perlindungan Tanaman . .
R 164.854.000 156.901.000 | 95,18 100,00 | Dinas Pertanian
Hortikultura
Pelayanan Teknis Sertifikasi dan 284.343.000 236.593.000 | 8321 | 100,00 | Dinas Pertanian
Pengawasan Tanaman Hortikultura
Perbenihan Tanaman hortikultura 793.605.000 732.600.900 | 92,31 100,00 | Dinas Pertanian
Program. P'enmgkatan Produksi dan 2.238.808.200 2.113.372.000 | 94,40 100,00 | Dinas Pertanian
Produktivitas Perkebunan
Pelayanan Teknis Sertifikasi dan 46.838.000 44.818.000 | 95,69 | 100,00 | Dinas Pertanian
Pengawasan Tanaman Perkebunan
Perlindungan Tanaman Perkebunan 240.000.000 237.495.000 | 98,96 100,00 | Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi Komoditas 303.580.000 283.804.000 | 93,49 | 100,00 | Dinas Pertanian
Perkebunan
Pengembangan Komoditas 900.000.000 849.240.000 | 94,36 | 100,00 | Dinas Pertanian
Perkebunan
Pengembangan Aneka Usaha dan 316.790.200 289.324.500 | 91,33 | 100,00 | Dinas Pertanian
Pemasaran Hasil Perkebunan
Perbenihan Tanaman Perkebunan 431.600.000 408.690.500 | 94,69 100,00 | Dinas Pertanian
Program Peninglatan Produksi dan 4.015.865.925 3.735.790.607 | 93,03 | 100,00 | Dinas Pertanian
Produktivitas Peternakan
Pengembangan Perbibitan Ternak 697.250.000 630.027.084 | 90,36 | 100,00 | Dinas Pertanian
Pengembangan Pakan ternak 271.513.600 264.881.530 | 97,56 100,00 | Dinas Pertanian
Pengolahan dan Pemasaran Hasil 336.855.000 307.868.000 | 91,39 | 100,00 | Dinas Pertanian
Peternakan
Pengujian Mutu Pakan dan Hijauan 223.630.175 212244778 | 9491 | 100,00 | Dinas Pertanian
Pakan ternak
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Uraian Urusan, Organisasi Realisasi
No r OB ’ Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
0
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
Pengembangan Kawasan Pertanian 1.650.000.000 1.497.023.300 | 90,73 | 100,00 | Dinas Pertanian
terpadu
Perbibitan Ternak 836.617.150 823.745.915 | 98,46 100,00 | Dinas Pertanian
Program Peninglatan Prasarana 6.799.036.200 6.521.219.500 | 95,91 | 100,00 | Dinas Pertanian
Sarana dan Penyuluhan Pertanian
Penyediaan Prasarana dan Sarana 425.800.000 412.412.500 | 96,86 | 100,00 | Dinas Pertanian
Pertanian
Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi 468.640.000 453.531.000 | 96,78 100,00 | Dinas Pertanian
Peningkatan Kapasitas 5.904.596.200 5.655.276.000 | 9578 | 100,00 | Dinas Pertanian
Kelembagaan Tani
Program Penanganan Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat 2.338.357.800 2.225.097.200 | 95,16 100,00 | Dinas Pertanian
Veteriner
Penanggulangan dan Pencegahan 548.100.000 544224700 | 99,29 | 100,00 | Dinas Pertanian
Penyakit Hewan Menular
Pengendalian Kesehatan 460.200.000 454387500 | 98,74 | 100,00 | Dinas Pertanian
Masyarakat Veteriner
Pengawasan Obat dan Produk Asal 410.282.700 402.175.000 | 98,02 | 100,00 | Dinas Pertanian
Hewan
Peningkatan Penyidikan, Pengujian
dan Pengendalian Penyakit Hewan 522.135.100 461.790.500 | 88,44 100,00 | Dinas Pertanian
Menular
Peningkatan Penyidikan, Pengujian
dan Pelayanan Masyarakat 397.640.000 362.519.500 | 91,17 | 100,00 | Dinas Pertanian
Veteriner (Kesmavet)

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1.

Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor pada
UPTD Benih Dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura
Dan Perkebunan tidak terserapnya Belanja Listrik karena
anggaran yang ada tidak mencukupi untuk penambahan daya
listrik, dan tidak dilakukan pembayaran STNK pada kendaraan
yang rusak berat;

Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada UPTD
Pelayanan Dan Pengujian Veteriner terkendala pada Belanja alat

kedokteran tidak diserap karena harga produk dipasaran
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mengalami kenaikan melebihi pagu anggaran dan beberapa

efisensi pada kontrak pengadaan belanja modal yang lain;

3. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Dan Penyediaan
Sarana Pendukung UPTD Benih Dan Perlindungan Tanaman
Pangan Hortikultura Dan Perkebunan (DAK) tidak diserap
karena sesuai dengan pembahasan bersama DED, moderenisasi
pengairan kawasan pertanian terpadu dengan sistem pancar
(sprinkle) curug kota serang yaitu :

- Analisa perhitungan satuan harga yang tidak sesuai dengan
ketentuan;

- Tidak terdapat analisa satuan upah pegawai;

- Tidak memuat desai konstruksi rumah penyimpanan mesin
air;

- Perlu di lakukan review DED, masih belum adanya
pelimpahan aset dri dinas PUPR ke pertanian terkait
pengairan.

b). Solusi

1. Dilakukan penambahan anggaran biaya listrik untuk
penambahan daya listrik;

2. Dilakukan penentuan harga estimasi yang lebih baik pada
tahun kegiatan berikutnya;

3. Perlu dilakukan review DED kembali dengan analisa yang lebih
baik.

3.3.4 Urusan Pilihan Bidang Kehutanan.
Pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan didukung oleh 1 program dan
15 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:
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Tabel 3.27
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Kehutanan)
. - Realisasi
No Uraian Urusan, OrgelmlsasL Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7)
KEHUTANAN 10.276.976.000 9.971.828.794 | 97,03
Dinas
Lingk
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 10.276.976.000 | 9.971.828.794 | 97,03 mgxungan
Hidup dan
Kehutanan
Dinas
Program Pengelolaan dan Konservasi 10276976000 | 9.971.828.794 | 97,03 | 100,00 | Lingkungan
Hutan Hidup dan
Kehutanan
Dinas
Li
Perencanaan dan penatagunaan hutan 515.000.000 508243227 | 98,69 | 100,00 | Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Dinas
Perr.manfaatan hutan dan penatausahaan 725.000.000 717570000 | 98,98 100,00 Ll.ngkungan
hasil hutan Hidup dan
Kehutanan
Dinas
?engembangan aneka usaha dan promos 606.250.000 594.167.500 | 98,01 100,00 Ll'ngkungan
i kehutanan Hidup dan
Kehutanan
Dinas
Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan 900.000.000 861.882.760 | 95,76 100,00 Ll'ngkungan
dan Lahan Hidup dan
Kehutanan
Dinas
Konservasi SDA dan Ekosistem 600.000.000 593.685.807 | 98,95 | 100,00 | Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Dinas
Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyar 650.000.000 626.425.600 | 96,37 100,00 Ll'ngkungan
akat Hidup dan
Kehutanan
Dinas
Pengembangan Pembenihan Tanaman 742 465.000 706.473.998 | 95,15 100,00 Ll'ngkungan
Hutan Hidup dan
Kehutanan
Dinas
Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan 71.000.000 269.005.000 | 99,26 100,00 Ll'ngkungan
Taman Hutan Raya Banten Hidup dan
Kehutanan
Dinas
Pengembangan dan Pemanfaatan 361.000.000 332701598 | 92,16 | 100,00 | [ingkungan
Kawasan Taman Hutan Raya Banten Hidup dan
Kehutanan
Dinas
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Lingkungan
Sosial (DAK) 1.407.545.000 1.396.086.000 | 99,19 | 100,00 Hidup dan
Kehutanan
Dinas
Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih 160.000.000 157.277.920 | 98,30 100,00 Ll'ngkungan
Tanaman Hutan Hidup dan
Kehutanan
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Uraian Urusan, Organisasi Realisasi
No aa usan, Urganisast, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (3) 4 (5) (6) (7)
. Dinas
Pengawasan dan Pengendalian Sumber Linekungan
Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK 380.600.000 364.935.000 | 95,88 | 100,00 ngung
Wilayah Lebak dan Tangeran Hidup dan
Hayah Lebak dan langerang Kehutanan
Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dinas
Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK 325.000.000 301.195.000 | 92,68 | 100,00 | -ingkungan
Wilayah Pandeglang, Serang dan Hidup dan
Cilegon Kehutanan
ey Dinas
Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Linekungan
Masyarakat pada Cabang Dinas LHK 1.154.400.000 1.108.173.800 | 96,00 100,00 Hi dgu; d§2
Wilayah Lebak dan T:
ilayah Lebak dan Tangerang Kehutanan
Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Dinas
Masyarakat pada Cabang Dinas LHK 1478716000 | 1434005584 | 9698 | 100,00 | Lingkunsan
Wilayah Pandeglang, Serang dan Hidup dan
Cilegon Kehutanan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan yang

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Banten, adalah:

a). Permasalahan

1.

Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam
pelaksanaan kegiatan dilapangan (kendaraan dinas yang sesuai
dengan medan yang berat/kondisi lapangan yang berat;

Koordinasi dan sinkronisasi data dalam menunjang
pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder lain yang belum
optimal khususnya dalam pelaksanaan penyusunan data
Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) di Provinsi Banten;

Terbatasnya SDM kehutanan khususnya Penyuluh Kehutanan
sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan kehutanan di
Provinsi Banten dari tahun ketahun semakin berkurang
jumlahnya, seiring dengan banyaknya ASN penyuluh

kehutanan yang memasuki usia pensiun, dan terbatasnya
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penambahan formasi penyuluh kehutanan ASN di Provinsi

Banten tinggal berjumlah 9 orang ditiga wilayah kabupaten di

Provinsi Banten (Kabupaten Lebak sebanyak 1 orang,

Kabupaten Pandeglang 6 orang dan Kabupaten Serang 2 orang);

4. Masih luasnya lahan kritis di Provinsi Banten yang belum
tertangani, jumlah lahan kritis dengan kriteria kritis di Provinsi
Banten seluas 170.615,79 Ha dan kriteria sangat kritis seluas
59.224,94 Ha yang tersebar di 4 Kabupaten dan 2 Kota di
Provinsi Banten (Kota serang, Cilegon, Kabupaten Lebak,
Pandeglang, Serang dan Tangerang);

5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat,
hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Provinsi Banten memiliki
potensi yang cukup besar dan belum dapat dioptimalkan
dengan baik meskipun tidak semua jenis HHBK tersebar serta
dikelola dan di usahakan disetiap daerah di wilayah Provinsi
Banten;

6. Pada Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan
terdapat hambatan antara lain :

- Dalam kegiatan pengadaan bahan tanaman, terutama dalam
pengadaan benih tanaman yang harus mengikuti masa
panen raya dan disesuaikan dengan type benih sehingga
memerlukan waktu yang lebih lama. Kondisi iklim global
yang berubah-ubah secara ekstrim, membuat masa panen
raya benih bisa bergeser dari kebiasaan alaminya bahkan
beberapa jenis tanaman tidak berbuah walaupun tahun ini
seharusnya tanaman tersebut berbuah sesuai dengan
daunnya.

- Kondisi iklim tidak hanya berpengaruh pada proses
pengadaan benih namun juga berpengaruh terhadap jadwal

dan jumlah benih yang disemai jadwal penyemaian terpaksa
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mundur bulan, seharusnya dengan jumlah benih yang
disemai disesuaikan dengan kondisi cuaca.

- Kuranngya anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana
persemaian atau pembibitan yang dikhawatirkan penyediaan
bibit tanaman tidak sesuai target, seperti kondisi
Laboratorium Kultur Jaringan yang tidak terjaga dari
kemungkinan mati lampu dan atap yang rusak sehingga
calon calon bibit tanaman mati terkontaminasi oleh jamur
dan bakreri.

- Keterlambatan dalam pertanggungjawaban administrasi
kegiatan, terkadang terlambat untuk penyampaiannya

dikarenakan jarak dan kurang tenaga administrasi kegiatan.

b). Solusi

1.

Perlunya daya dukung sarana prasarana penunjang kegiatan
dilapangan khususnya kendaraan dinas yang dapat dgunakan
pada medan lapangan yang cukup berat mengingat kondisi
lapangan di wilayah Provinsi Banten masih banyak yang cukup
berat;

Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data serta
melaksanakan upaya-upaya koordinasi dengan stakeholder
terkait serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait di
Kabupaten/Kota serta instansi vertical lainnya ditingkat pusat;
Melaksanakan upaya perencanaan pengadaan penyuluhan
kehutanan dan perencanaan proses impasing penyuluhan
kehutanan serta optimalisasi penyuluh kehutanan swadaya
(PKSM) di Provinsi Banten dalam rangka menunjang tupoksi
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Dalam upaya mencegah dan mengendalikan terjadinya
kerusakan hutan dan lahan maka diperlukan upaya-upaya
rehabilitasi hutan yang rusak dan lahan kritis, serta pemulihan

kembali fungsi daerah aliran sungai (DAS) melalui sistem
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3.3.5

pengelolaan DAS serta pengembangan Rehabilitasi Hutan dan

Lahan pada lahan kritis mengingat makin seringnya terjadi

bencana banjir dan tanah longsor, yang salah satunya

disebabkan oleh semakin menurunnya daya dukurg
lingkungan;

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan

pemanfatan hasil hutan bagi masyarakat antara lain :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan maupun
skala ekonomi budidaya tanaman kehutanan, dengan
membentuk suatu perwilayahan komoditas dalam suatu
wilayah ~ hamparan,  Sehingga  diharapkan  dapat
meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan nilai
ekonomi produk;

- Meningkatkan sumberdaya petani hutan dan aparatur
maupun pengusaha agar pembinaan maupun pengelolaan
usaha kehutanan dapat dilaksanakan secara profesional;

- Pemanfaatan dan optimalisasi lembaga-lembaga terkait
dalam mengintensifkan permodalan usaha petani dan
memanfaatkan sistem informasi pasar;

Untuk mengetasi kendala dan hambatan Pengembangan

Perbenihan Tanaman Kehutan diatas telah dilakukan

perubahan jadwal kegiatan dan jenis tanaman serta mengajukan

penambahan personil untuk kegiatan administrasi kegiatan

serta upaya penambahan anggaran.

Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.

Pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral didukung
oleh 4 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan

dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 3.28

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral)

Uraian U n, Organisasi Realisasi
No atan Lrusan, gi:l sasl, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) ) 3) 4) (5) (6) (7)
ENERGI DAN SUMBERDAYA
MINERAL 33.995.134.000 27.950.887.442 | 82,22
. . Dinas Energi dan
Dinas Energi dan Sumber Daya 33.995.134.000 27.950.887.442 | 82,22 Sumber Daya
Mineral "
Mineral
Dinas Energi dan
Program Tata Kelola 8.560.631.500 7461221581 | 87,16 | 9828 | Sumber Daya
Pemerintahan .
Mineral
Penyusunan Laporan Dinas Energi dan
Kinerja Keuangan dan 160.000.000 160.000.000 | 100,00 | 100,00 | Sumber Daya
Neraca Aset Mineral
Perencanaan, Evaluasi dan Dinas Energi dan
g 391.222.000 371.619.604 | 94,99 100,00 | Sumber Daya
Pelaporan .
Mineral
P daan S P Dinas Energi dan
engadaan sarana frasarana 2.516.863.000 1.890.089.756 | 7510 | 8450 | Sumber Daya
Kantor .
Mineral
. Dinas Energi dan
Pemeliharaan Sarana dan 805.530.000 710515620 | 88,20 | 100,00 | Sumber Daya
Prasarana Kantor .
Mineral
. Dinas Energi dan
Penyediaan Barang dan Jasa 2.769.366.000 2519.411.894 | 90,97 | 100,00 | Sumber Daya
Perkantoran .
Mineral
. . Dinas Energi dan
Peningkatan Kapasitas 226.653.000 220.886.000 | 97,46 | 100,00 | Sumber Daya
Aparatur .
Mineral
N Dinas Energi dan
Rapat Koordinasi Kedalam 936.500.000 887575707 | 94,78 | 100,00 | Sumber Daya
dan Keluar Daerah .
Mineral
Peningkatan Pengelolaan Dinas Energi dan
Kearsipan dan Pelayanan 122.817.500 116.017.500 | 94,46 100,00 | Sumber Daya
Perpustakaan Mineral
. Dinas Energi dan
Penyediaan Data 631.680.000 585.105.500 | 92,63 | 100,00 | Sumber Daya
Pembangunan Sektoral .
Mineral
engelofaan emal 5.151.253.533 4.691.429.385 | 91,07 | 9696 | Sumber Daya
Geologi, Air Tanah, Mineral X
Mineral
dan Batubara
Pengembangan geologi dan Dinas Energi dan
e gan geolog 820.000.000 773626871 | 9434 | 100,00 | Sumber Daya
air tanah .
Mineral
Dinas Energi dan
Pengusahaan air tanah 442.900.000 435.193.777 | 98,26 100,00 Sumber Daya
Mineral
Pengendalian geologi dan Dinas Energi dan
e 8e008 841.364.633 713.229.037 | 84,77 | 100,00 | Sumber Daya
air tanah )
Mineral
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No alan Lrusan, Urganisast, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) 2) 3) 4) 5) (6) (7)
.. Dinas Energi dan
Eksplorasi mineral dan 885.975.000 880.855.800 | 99,42 | 100,00 | Sumber Daya
batubara .
Mineral
Operasi produksi mineral Dinas Energi dan
perast procu 1.205.411.000 1.111.711.000 | 9223 | 100,00 | Sumber Daya
dan batubara )
Mineral
Reklamasi dan pasca Dinas Energi dan
P 955.602.900 776.812.900 | 81,29 81,78 | Sumber Daya
tambang .
Mineral
Program Pengembangan dan Dinas Energi dan
Pengelolaan Infrastruktur 18.624.129.447 14.179.467.956 | 76,13 97,62 Sumber Daya
Energi dan Ketenagalistrikan Mineral
. Dinas Energi dan
Pengembangan infrastruktur 991.490.000 945613200 | 9537 | 100,00 | Sumber Daya
energi baru terbarukan .
Mineral
Pengembangan infrastruktur Dinas Energi dan
gembangan intrastruxdu 15.585.460.987 11213771496 | 71,95 | 92,85 | Sumber Daya
ketenagalistrikan )
Mineral
Pengendalian Dinas Energi dan
pengembangan infrastruktur 2.047.178.460 2.020.083.260 | 98,68 100,00 | Sumber Daya
Energi Mineral
Program Pengembangan Dinas Energi dan
& 8 gan 1.659.119.520 1.618.768.520 | 97,57 | 100,00 | Sumber Daya
Pemanfaatan Ketenagalistrikan .
Mineral
. . Dinas Energi dan
Pemb Tek
embinaan fexms 500.428.520 500.428.520 | 100,00 | 100,00 | Sumber Daya
Ketenagalistrikan .
Mineral
Peneusahaan Dinas Energi dan
gusanaar 467.491.000 466.041.000 | 99,69 100,00 | Sumber Daya
ketenagaistrikan .
Mineral
Pencendalian Dinas Energi dan
8 L 691.200.000 652.299.000 | 94,37 100,00 | Sumber Daya
ketenagalistrikan .
Mineral

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan

Sumberdaya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor terdapat sisa

anggaran yang tidak dapat digunakan yaitu :

- Usulan pengadaan kendaraan operasional roda 2 jenis trail

sebanyak 10 unit untuk operasionalisasi verifikasi data calon

penerima bantuan sosial dan monitoring pembangunan
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listrik perdesaan yang tidak diterima/diakomodir selama
proses verifikasi RKAP dengan nilai sisa Anggaran sebesar
Rp.390.000.000,-;

- Terdapat sisa anggaran dari pengadaan shelving (Alas Rak
Besi) tambahan sebesar Rp.32.000.000,- yang tidak bisa
diadakan karena penyedia tidak menjual shelving tersebut
secara partial (dalam bentuk suku cadang).

2. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan
terdapat sisa anggaran tidak digunakan yaitu :

- Pada  Pembangunan  Listrik Perdesaan  sebesar
Rp.3.517.319.142,- yang merupakan sisa anggaran dari
pengurangan jumlah penerima BANSOS Listrik Perdesaan
(1.335 calon penerima) dan diskon pembayaran biaya
Sambungan Rumah (SR) dari PT. PLN;

- Tidak seluruhnya BANSOS Listrik Perdesaan terealisasi
sesuai target DPPA, yaitu hanya terealisasi 7.985 RTS dari
target 8.665 RTS atau tidak terealisasi sebanyak 700 RTS
dengan nilai Rp.716.846.200,- Pembatalan ini disebabkan
karena penerima BANSOS tersebut sudah tidak memenuhi
persyaratan akibat kendala teknis dan berkaitan dengan data
dari TNP2K tentang rumah tangga miskin yang layak
mendapat bantuan sosial listrik perdesaan, By Name By
Adress (harus sesuai dengan ID calon konsumen), serta data
dari PT. PLN (Persero) tentang sudah tidaknya mereka
memiliki ID. Pelanggan PLN, serta data tersebut bersifat
dinamis artinya sukar diprediksi apa dan bagaimana serta
kapan data tersebut berubah.

3. Kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang terkendala karena
masih adanya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
yang tidak tepat waktu (tidak sesuai dengan waktu

perencanaan) sehingga ada kegiatan yang tidak terlaksana;
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b). Solusi

1. Dinas ESDM Provinsi Banten telah membuat surat kepada
Bapak Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD Provinsi Banten
Nomor 900.543-DESDM/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal
Laporan Hasil Verifikasi RKA pada RAPBD Perubahan
TA.2019, untuk penyesuaian pagu anggaran yang tidak
digunakan pada kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
sebesar Rp.390.000.000,-, dan kepada para pelaksana teknis
kegiatan kedepan perlu proses persiapan yang lebih baik lagi
dalam perencanaan pengadaan barang;

2. Dibutuhkan koordinasi dan ketepatan dalam mengontrol dan
memonitoring data ke instansi terkait dalam hal ini PT. PLN
area terkait, sehingga data dapat benar-benar sesuai dengan
yang diharapkan;

3. Proses persiapan yang lebih baik lagi dalam perencanaan
pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaannya serta
peningkatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan (pihak
ketiga) kepada para pelaksana teknis kegiatan kedepan perlu
memperhatikan dan mengacu pada Rencana Operasional

Kegiatan atau (ROK) yang telah dibuat;

3.3.6 Urusan Pilihan Bidang Perdagangan.
Pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan didukung oleh 4 program
dan 12 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 3.29
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Perdagangan)
. - Realisasi
No Uraian Urusan, Orgelmlsasy Anggaran Tisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7)
PERDAGANGAN 10.031.715.400 9.016.835.978 | 89,88
Dinas Perindustrian dan 10.031.715.400 9.016.835.978 | 89,88 Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Perdagangan
Program Pengembangan . 3.748.819.400 3165439.327 | 8444 97,38 Dinas Perindustrian
Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan
Peningkatan Peran Pelaku
Usaha Dalam Kerjasama Dinas Perindustrian
Perdagangan dan 900.000.000 742.762.100 | 82,53 94,73
dan Perdagangan
Pengembangan
Perdagangan Berjangka
Peningkatan Akses 1.161.000.000 1089.525.827 | 9384 | 99,2 | DinasPerindustrian
Distribusi Perdagangan dan Perdagangan
Stabilisasi Harga Barang . . .
Kebutuhan Pokok dan 1.101.791.000 914130000 | 82,97 | 9692 | -.nasPerindustrian
. dan Perdagangan
Barang Penting
Dinas Peri .
Pengendalian Inflasi Daerah 586.028.400 419.021.400 | 7150 | os0e | inasPerindustrian
dan Perdagangan
Program Pengembangan 1.986.966.000 1876522960 | 94,44 | ogg1 | Dinas Perindustrian
Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan
Peningkatan Peran Dunia Dinas Perindustrian
Usaha Bagi Pengembangan 463.666.000 411.131.600 | 88,67 97,04
dan Perdagangan
Ekspor Daerah
Pengembaflgan dan 387300.000 362280142 | 93,54 99,62 Dinas Perindustrian
Pengendalian Impor daerah dan Perdagangan
Peningkatan Promosi . 1.136.000.000 1103.111.218 | 97,10 99,77 Dinas Perindustrian
Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan
Program Perhndungfm dan 3.124.509.000 2.866.122.300 | 91,73 99,62 Dinas Perindustrian
Pengawasan Industri dan Perdagangan
Pengawasan dan Pembinaan Dinas Perindustrian
Standarisasi Mutu Produk 558.880.000 493.895.700 | 88,37 99,38
. dan Perdagangan
Industri
Peningkatan Perlindungan 2.080.779.000 1.888.774.600 | 90,77 99,74 Dinas Perindustrian
Konsumen dan Perdagangan
Peningkatan Pengawasan . . .
D Perindust
Barang Beredar/Jasa dan 484.850.000 483.452.000 | 99,71 | 99,73 1nas rermdustrian
o dan Perdagangan
Tertib Niaga
Program Pelayanan Pengujian Dinas Perindustrian
1.171.421. 1.108.751.391 4 2,
dan Sertifikasi Mutu Barang 000 08.751.39 94,65 92,00 dan Perdagangan
Peningkatan Pelayanan 661.289.000 621711484 | 94,02 87,84 Dinas Perindustrian
Mutu Barang dan Perdagangan
Pen.mgk?tan Pela}.ze.man' 510.132.000 487.039.907 | 9547 96,16 Dinas Perindustrian
Kalibrasi dan sertifikasi dan Perdagangan
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3.3.7 Urusan Pilihan Bidang Perindustrian.

Pada Urusan Pilihan Bidang Perindustrian didukung oleh 3 program
dan 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.30

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Perindustrian)

Uraian Urusan, Organisasi Realisasi
No a1a usan, g? sasl, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (2) 3) 4 () (6) (7)
PERINDUSTRIAN 94.620.619.600 77.290.262.701 | 81,68
Dinas Perindustrian dan 94.620.619.600 77.290.262.701 | 81,68 Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Perdagangan
Program Tata Kelola 89.141.785.600 7223435359 | 81,03 | 99 | DinasPerindustrian
Pemerintahan dan Perdagangan
Penyusunan Laporan . . .
D Perindust
Kinerja Keuangan dan 92.986.000 83.850.600 | 90,19 | 9983 | oo eHNAUSTIAR
dan Perdagangan
Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan 718.808.000 425.833.071 59,24 99,83 Dinas Perindustrian
Pelaporan dan Perdagangan
Pengadaan Sarana Prasarana 73.708.739.600 58712350519 | 79,65 98,80 Dinas Perindustrian
Kantor dan Perdagangan
Pemeliharaan Sarana dan 2 980.280.000 2.763762.973 | 92,74 99,72 Dinas Perindustrian
Prasarana Kantor dan Perdagangan
Penyediaan Barang dan Jasa 3.850.589.000 3.529.136.608 | 91,65 91,43 Dinas Perindustrian
Perkantoran dan Perdagangan
Peningkatan Kapasitas 292.950.000 248495200 | 84,83 99,79 Dinas Perindustrian
Aparatur dan Perdagangan
Rapat Koordinasi Kedalam 943.280.000 594550065 | 63,03 99,75 Dinas Perindustrian
dan Keluar Daerah dan Perdagangan
Penyediaan Data 990,348,000 603.939.000 | 60,98 99,79 Dinas Perindustrian
Pembangunan Sektoral dan Perdagangan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana pada UPTD . 764.500.000 727.904.535 | 95,21 93,04 Dinas Perindustrian
Pengembangan Teknologi dan Perdagangan
dan Standardisasi Industri
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Dinas Perindustrian
UPTD Pengembangan 246.400.000 244.632.400 | 99,28 99,02
. . dan Perdagangan
Teknologi dan Standardisasi
Industri
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD . 1.056.912.000 1031116079 | 97,56 99,47 Dinas Perindustrian
Pengembangan Teknologi dan Perdagangan
dan Standardisasi Industri
Pengadaan Sarana dan
Prasarana pada UPTD 1.254.070.000 1239.059.710 | 9880 | 9s45 | DinasPerindustrian
Pengujian dan Sertifikasi dan Perdagangan
Mutu Barang
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Uraian Urusan, Organisasi Realisasi
No aia usan, g? sast, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (2) 3) 4) (5) (6) (7)
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Ka.r}tor pada 565.050.000 556.172.640 | 98,43 98,45 Dinas Perindustrian
UPTD Pengujian dan dan Perdagangan
Sertifikasi Mutu Barang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD 1.123.239.000 970.924.659 | 86,44 | 9948 | Dinas Perindustrian
Pengujian dan Sertifikasi dan Perdagangan
Mutu Barang
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Dacrah pada Dinas Perindustrian
UPTD Pengembangan 232.534.000 184.036.363 | 79,14 99,76
. . dan Perdagangan
Teknologi dan Standardisasi
Industri
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar D?erah pada 321.100.000 318580.172 | 99,22 96,02 Dinas Perindustrian
UPTD Pengujian dan dan Perdagangan
Sertifikasi Mutu Barang
Program Peningkatan Daya 4.578.563.000 4173611107 | 9116 | 9861 | Dinas Perindustrian
Saing Industri dan Perdagangan
Perencanaan dan
Pengembangan . . .
Perwilayahan Industri serta 910.000.000 718842407 | 7899 | o7y | DinasPerindustrian
. . dan Perdagangan
Rekomendasi Teknis
Perijinan
Peningkatan dan Dinas Perindustrian
Pengembangan Industri 2.488.563.000 2.313.445.400 | 92,96 99,81
: dan Perdagangan
Kecil Menengah
Peningkatan dan Dinas Perindustrian
Pengembangan Sumber 1.180.000.000 1.141.323.300 | 96,72 98,20
. dan Perdagangan
Daya Industri
Program Pelayanan . . .
D P dust
Pengembangan Teknologi dan 900.271.000 882.298.000 | 98,00 | 9846 | . oo cmmcuswHan
. . dan Perdagangan
Standarisasi Industri
Pengembangan dan . . .
D Perindust
Peningkatan Produk 400.271.000 392378000 | 98,03 | 99,86 | . oo enmcusTan
. . dan Perdagangan
industri
Standar.isasi dan sertifikasi 500.000.000 489.920000 | 97,98 97,06 Dinas Perindustrian
Industri dan Perdagangan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Banten, adalah:

a). Permasalahan

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor sisa anggaran

pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana berasal dari

belanja modal pengadaan lahan PDP, Hal ini disebabkan oleh hasil
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3.4

3.4.1

appraisal yang menggunakan harga "wajar" bukan harga "pasaran”
tanah.

b). Solusi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
membayarkan harga lahan sesuai dengan hasil appraisal (harga
wajar). Sisa belanja modal senilai Rp.14,675,848,954,- merupakan

efisiensi anggaran pengadaan lahan PDP.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

Penyelenggaraan =~ Urusan  Pemerintahan  Fungsi = Penunjang
melaksanakan 7 Urusan Bidang 27 program dan 288 kegiatan yang tersebar di
17 (tujuh belas) Perangkat Daerah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah; Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah; Badan Penghubung; Badan Kepegawaian Daerah; Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Inspektorat Provinsi;
Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro
Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber
Daya Alam, Biro Bina Perekonomian, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat,
Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan), dan Sekretariat DPRD
Provinsi Banten.

Adapun Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019, sebagai berikut :

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi
Pemerintahan.

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi

Pemerintahan didukung oleh 12 program dan 112 kegiatan yang dilaksanakan
pada Sekretariat DPRD, Badan Penghubung, Sekretariat Daerah (Biro Umum,
Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro
Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Perekonomian, Biro Bina

Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Biro Organisasi, dan Biro Kesejahteraan
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Rakyat) Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.31

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019

(Bidang Administrasi Pemerintahan)

Uraian U o S Realisasi
No raian Urusan, Organisasi, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) ) (3) 4 ) (6) 7)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 452.632.136.000 395.496.353.910 87,38
Sekretariat DPRD 293.103.758.000 |  252.786.949.942 | 86,24 Sekretariat
DPRD
Program Tata Kelola Pemerintahan 67.943.240.000 59.397.721.509 | 8742 | 98,36 ]S;If;;gamt
Perencanaan, Evaluasi dan 687 440.000 685.980.000 99,79 100,00 Sekretariat
Pelaporan DPRD
Sekretariat
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 11.692.200.000 7.977.251.060 68,23 84,93 DPRD
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 14.307.800.000 12.730.496.182 88,98 100,00 Sekretariat
Kantor DPRD
Penyediaan Barang dan Jasa 30.110.000.000 27207206491 | 9043 | 100,00 | Sckretariat
Perkantoran DPRD
. . Sekretariat
Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.150.000.000 1.113.989.875 96,87 98,63 DPRD
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 400.000.000 373.663.200 93,42 100,00 Sekretariat
dan Pelayanan Perpustakaan DPRD
Penyediaan Data Pembangunan Sekretariat
Sektoral 61.620.000 60.890.000 98,82 100,00 DPRD
. . Sekretariat
Pengelolaan Administrasi Keuangan 800.000.000 771.915.500 96,49 100,00 DPRD
Rapat Koordinasi Kedalam dan Sekretariat
.034.180. 7.765.161.681 X 100,
Keluar Daerah Aparatur 8.054.180.000 65.161.68 96,65 00,00 DPRD
Verifikasi dan Pembukuan 700.000.000 691.167.520 98,74 100,00 Sekretariat
Keuangan DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Sekretariat
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 225.160.518.000 193.389.228.433 85,89 95,92 DPRD
Penyelenggaraan Tata Kelola Alat Sekretariat
183.575.318. 155.670.394.47. 4 1
Kelengkapan DPRD Provinsi Banten 83.575.318.000 556703 3 84,80 00,00 DPRD
Pengkajian, Penyusunan Produk Sekretariat
Hukam 4.150.000.000 3.284.089.100 79,13 87,29 DPRD
Rapat dan Risalah DPRD Provinsi 2.943.200.000 1.942 313.060 65,99 90,13 Sekretariat
Banten DPRD
Pehp.uta.n dan Protokoler DPRD 1.857.000.000 1.737.950.000 93,55 96,95 Sekretariat
Provinsi Banten DPRD
Informasi, Publikasi dan Sekretariat
Dokumentasi DPRD Provinsi Banten 9.485.000.000 8.551.925.190 90,16 100,00 DPRD
- - Sekretariat
Penjaringan Aspirasi Masyarakat 20.150.000.000 19.347.326.750 96,02 97,05 DPRD
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No atan Lrusan, ga} sast, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
Penyelenggaraan Tata Kelola
Administrasi Pimpinan DPRD dan Sekretariat
.000.000. 2.855.929. 2 1
Badan Musyawarah DPRD Provinsi 3.000.000.000 855.929.860 95,20 00,00 DPRD
Banten
R Sekretariat
Sekretariat Daerah 154.460.024.000 138.047.494.112 89,37
Daerah
K "
Program Tata Kelola Pemerintahan 106.124.338.325 95.797.926.607 | 9027 | 9859 ]s)eaerreat}?mt
Penyusunan Laporan Kinerja 75.000.000 72734500 96,98 100,00 Biro Umum
Keuangan dan Neraca Aset Setda
Biro Umum
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 24.894.448.000 22.495.056.586 90,36 99,85 Setda
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 19.156.100.000 17.151.812.714 89,54 99,97 Biro Umum
Kantor Setda
Penyediaan Barang dan Jasa 8.350.109.000 7879494253 | 9436 | 100,00 | DO Umum
Perkantoran Setda
Rapat Koordinasi Kedalam dan 3.337.355.000 3264344500 | 9781 | 100,00 | Diro Umum
Keluar Daerah Aparatur Setda
Biro
Tata Usaha Pemerintahan 1.234.557.000 1.200.993.141 97,28 100,00 | Pemerintahan
Setda
' Biro Hukum
Tata Usaha Biro Hukum 576.734.500 499.591.635 86,62 100,00 Setda
Tata Usaha Biro Kesejahteraan Biro
) 1.533.856.500 1.381.277.605 90,05 97,92 | Kesejahteraan
Rakyat
Rakyat Setda
Biro Bina
Tata Usaha Biro Perekonomian 903.218.500 884.240.000 97,90 100,00 | Perekonomian
Setda
Biro
Tata Usaha Biro Administrasi 2 555.136.000 2152.781.080 84,25 94,92 Administrasi
Pembangunan Pembangunan
Setda
Tata Usaha Biro Infrastruktur d Biro
sg/i saha Biro fnfrastiictur dan 790.191.000 786922213 | 9959 | 99,59 | Infrastruktur
dan SDA Setda
Biro
Tata Usaha Biro P.sdm.mlstram 8.307.602.000 7 747 993,550 93,26 97,76 Administrasi
Rumah Tangga Pimpinan Rumah Tangga
Pimpinan Setda
Penyediaan Pelayaan Kedinasan il;o inistrasi
Biro Administrasi Rumah Tangga 13.823.382.000 12.638.107.136 | 91,43 | 97,75 miisrast
- Rumah Tangga
Pimpinan ..
Pimpinan Setda
Biro
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 8.864.103.250 6.963.798.847 78,56 93,64 Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan Setda
Biro
Tata Usaha Gubernur dan Wakil 1.906.431.500 1.486.699.400 77,98 89,00 Administrasi
Gubernur Rumah Tangga
Pimpinan Setda
Biro
Tata Usaha Sekda., Staf Ahli 221.460.000 192.199.500 86,79 100,00 Administrasi
Gubernur dan Asisten Daerah Rumah Tangga
Pimpinan Setda
Tata Usaha Biro Umum dan 8.115.574.000 7637715017 | 9411 | 100,00 | Do Umum

Perpustakaan Setda

Setda
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No alan Lrusan, Urganisas, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) 2) (3) 4 (5) (6) (7)
Pelayanan dan Penataan Kearsipan 449 400.000 417 670,200 92,94 100,00 Biro Umum
pada Setda Setda
Pelayanan Kerumahtanggaan di 200.000.000 193519000 | 9676 | 99,92 | DiroUmum
lingkungan Setda Setda
Pengadaan S.arfma dan Prasarana 400.000.000 355.165.000 88,79 99,01 Biro Umum
Pelayanan di Lingkungan Setda Setda
. - Biro Organisasi
Tata Usaha Biro Organisasi 429.680.075 395.810.730 92,12 100,00 Setda
Progra.m Penataan dan Peningkatan 2.081.799.925 1.793.354.854 86,14 100,00 Biro Organisasi
Kapasitas Kelembagaan Setda
Bi ——
Tatalaksana Organisasi 191.945.500 184.400.500 | 96,07 | 100,00 s;g:)rgamsm
Bi ——
Kebijakan Pelayanan Publik 264.994.000 255.082.500 | 96,26 | 100,00 s;g:)rgamsm
Biro O isasi
Kelembagaan dan Perangkat Daerah 410.003.900 329225000 | 80,30 | 100,00 s;‘;a reanisast
Pembinaan dan Pengendalian Biro Organisasi
262.322.450 238.158.461 90,79 100,00
Kelembagaan Kab/Kota ! ! Setda
. . Biro Organisasi
Analisa Formasi Jabatan 333.140.000 289.686.400 86,96 100,00 Setda
Akuntabilitas Kinerja Perangkat 304.995.000 245.168.010 80,38 100,00 Biro Organisasi
Daerah Setda
Pelayanan Kepegawaian di 222.173.075 162639680 | 7320 | 10000 | DiroOrganisast
Lingkungan Setda Setda
Budaya Kerja dan Koordinasi
Pengembangan Sumber Daya 92.226.000 88994303 | 9650 | 100,00 | DiroOrganisasi
Manusia Pemerintah Provinsi Setda
Banten
Program Perumusan Kebijakan Biro
8 . ) 2.006.190.000 1.774.763.738 88,46 95,75 Pemerintahan
Pemerintahan
Setda
Penyelenggaraan Kerjasama Luar Biro
cnye enggaraan Refjasama La 180.000.000 171804000 | 9545 | 83,84 | Pemerintahan
Negeri
Setda
Biro
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 345.500.000 323.491.500 93,63 87,35 | Pemerintahan
Setda
Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Biro
Penyelenggaraan Pelayanan 210.000.000 194.977.695 92,85 100,00 | Pemerintahan
Administrasi Terpadu Kecamatan Setda
Penataan Wilayah Administrasi d Biro
chataan T ayah Admimstast can 284.000.000 229575543 | 80,84 | 9854 | Pemerintahan
Batas Daerah
Setda
Penyusunan Administrasi Biro
Rupabumi dan Kode Data Wilayah 196.690.000 184.350.000 93,73 97,65 | Pemerintahan
Administrasi Pemerintahan Setda
Biro
Penataan Daerah Otonom 210.000.000 180.053.000 85,74 100,00 | Pemerintahan
Setda
Administrasi Kepala Daerah dan Biro
P 240.000.000 184.155.500 76,73 100,00 | Pemerintahan
DPRD Setda
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No alan Lrusan, Urganisas, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
Evaluasi Kinerja Pemerintahan Biro
vauasi funerja remerntaha 340.000.000 306356500 | 90,10 | 98,63 | Pemerintahan
Daerah
Setda
.. Biro Bina
Program Perumusan Kebijakan 1.762.207.500 1720296361 | 97,62 | 100,00 | Perekonomian
Perekonomian
Setda
.. Biro Bina
Perumusan Kebijakan Lembaga 310.860.000 307.835.000 | 99,03 | 100,00 | Perekonomian
Keuangan Daerah dan BUMD
Setda
.. Biro Bina
Perumusan Kebijakan Penanaman 197.845.000 197.550.000 | 99,85 | 100,00 | Perekonomian
Modal dan Promosi
Setda
.. . . Biro Bina
Perumusan Kebijakan Perindustrian, 185.036.000 185.036.000 | 100,00 | 100,00 | Perekonomian
Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Setda
.. Biro Bina
Perumusan Kebijakan . 167.984.000 167.984.000 | 100,00 | 100,00 | Perekonomian
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Setda
.. - Biro Bina
Perumusan Kebijakan Pariwisata 179.707.000 178.707.000 | 99,44 | 100,00 | Perekonomian
dan Ekonomi Kreatif
Setda
. . Biro Bina
Perumusan Kebijakan Pertanian, 362.054.500 359.509.861 | 99,30 | 100,00 | Perekonomian
Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Setda
.. Biro Bina
Perumusan Kebijakan Kelautan dan 189.562.000 154.850.000 | 81,69 | 100,00 | Perekonomian
Perikanan
Setda
. . Biro Bina
Perumusan Kebijakan Lingkungan 169.159.000 168.824500 | 99,80 | 100,00 | Perekonomian
Hidup dan Kehutanan
Setda
Program Peningkatan Kualitas Produk 2.488.850.500 1.817.823.850 73,04 99,96 Biro Hukum
dan Pelayanan Hukum Setda
Sosialisasi Hukum 349.522.000 266.804350 | 7633 | 100,00 g;ig;{“kum
Pengembangan Jaringan Biro Hukum
Dokumentasi dan Informasi Hukum 288.564.000 261.256.600 90,54 100,00 Setda
Penyusunan Rancangan Peraturan 219.754.500 69.056.200 3142 100,00 Biro Hukum
Daerah Setda
Penyusunan Keputusan dan Biro Hukum
Peraturan Kepala Daerah Provinsi 121.362.500 109.132.500 89,92 100,00 Setda
Banten
Pengawasan Produk Hukum 109.477.000 97396000 | 8896 | 100,00 | DiroHukum
Kab/Kota Setda
Biro Hukum
Penanganan Sengketa Hukum 550.720.000 253.505.600 46,03 99,71 Setda
Biro Hukum
Pelayanan Bantuan Hukum 465.948.500 401.578.600 86,19 100,00 Setda
Peningkatan Perlindungan Hukum Biro Hukum
dan HAM 383.502.000 359.094.000 93,64 100,00 Setda
. Biro
f;;’ir:t‘::ﬂl:fgmusm Kebijakan 1.304.847.000 1.250.672.000 | 9585 | 9648 | Infrastruktur
dan SDA Setda
Biro
Perumusan Kebijakan ESDM 245.034.000 244.224.000 99,67 99,67 Infrastruktur
dan SDA Setda
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No atan Lrusan, ga} sast, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
Perumusan Kebijakan Pekerjaan Biro
Umu mu o Pena]taan % an” 306.550.000 286.105.000 | 93,33 | 93,33 | Infrastruktur
. uang dan SDA Setda
Biro
Perumusan Kebijakan Pertanahan 241.850.000 222.920.000 92,17 92,17 | Infrastruktur
dan SDA Setda
Perumusan Kebijakan Perumahan Biro
Raku atu o Kaw]asan Pem‘ll o 253.296.000 241126000 | 9520 | 9520 | Infrastruktur
Y u dan SDA Setda
Perumusan Kebijakan Urusan Biro
Perﬁ bu 2 . jakan Lrusa 135.097.000 135.017.000 | 99,94 | 99,94 | Infrastruktur
ubunga dan SDA Setda
Perumusan Kebijakan bidang Biro
komunikasi informasi, statistik dan 123.020.000 121.280.000 98,59 98,59 Infrastruktur
persandian dan SDA Setda
Program Perumusan Kebijakan Biro
8 . J 15.243.409.500 14.651.646.913 96,12 97,84 Kesejahteraan
Kesejahteraan Rakyat
Rakyat Setda
Perumusan Kebijakan .
Pemberdayaan Perempuan Dan Biro
. 4 P 142.780.000 138.548.000 97,04 92,20 Kesejahteraan
Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Rakyat Setda
Masyarakat dan Desa
Koordinasi Pelaskanaan Kebijakan Biro
Ketentraman dan Ketertiban Umum 147.558.000 141.268.500 95,74 100,00 | Kesejahteraan
serta Perlindungan Masyarakat Rakyat Setda
Perumusan Kebijakan Pendidikan Biro
dan Kebudayaan, Kepemudaan dan 177.650.000 169.772.500 95,57 100,00 | Kesejahteraan
Olah Raga Rakyat Setda
Biro
Perumusan Kebijakan Kesehatan 176.790.000 171.113.000 96,79 100,00 | Kesejahteraan
Rakyat Setda
Perumusan Kebijakan Pengendalian Biro
Penduduk dan KB, Kependudukan 180.000.000 148.658.500 82,59 98,80 Kesejahteraan
dan Catatan Sipil Rakyat Setda
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Biro
. ) 4.413.712.192 4.366.862.932 98,94 100,00 | Kesejahteraan
Kehidupan Agama
Rakyat Setda
Biro
Koordinasi Lembaga Agama 9.567.439.308 9.109.621.681 95,21 98,62 | Kesejahteraan
Rakyat Setda
Biro
Perumusan Kebijakan Sosial 437.480.000 405.801.800 92,76 93,10 Kesejahteraan
Rakyat Setda
Biro
Program Dukungan Layanan 5.666.354.000 5.002196.161 | 8828 | o9s09 | Administrasi
Administrasi Pembangunan Pembangunan
Setda
Biro
Analisa Data Kegiatan Pelaporan 186.423.000 126.348.300 67,78 95,24 Administrasi
dan Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan
Setda
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No atan Lrusan, ga} sast, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) 2) (3) 4 (5) (6) (7)
Perencanaan Penelitian dan Biro . .
.. . Administrasi
Pengembangan administrasi 288.726.000 287.026.500 99,41 99,53
embaneunan Pembangunan
P 8 Setda
Biro
Pengendalian Administrasi 1.148.350.000 1.004.151.960 87 44 98,54 Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan
Setda
Pengendalian Administrasi Bantuan Biro
Keuangan, Dekonsentrasi, Dana 750.000.000 600.711.876 80,09 98,98 Administrasi
Alokasi Khusus dan Tugas Pembangunan
Perbantuan Setda
. . . Biro
Pengendalian Administrasi Administrasi
Pendapatan Keuangan dan Aset 371.230.000 290.775.970 78,33 99,89
Pembangunan
Daerah
Setda
Biro
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan 679.595.000 590.615.000 86,91 95,85 Administrasi
Pembangunan Pembangunan
Setda
Biro
Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa 1.714.550.000 1.602.874.280 93,49 96,67
Pembangunan
Setda
Biro
R Administrasi
Pengendalian Barang dan Jasa 527.480.000 499.692.275 94,73 99,99
Pembangunan
Setda
Biro
Pfogr‘am Fasilitasi dan Pelayanan 10.728.533.250 8.698.539.981 81,08 98,24 Administrasi
Pimpinan Rumah Tangga
Pimpinan Setda
Biro
. N Administrasi
Penyelenggaraan Dinas Pimpinan 7.645.256.500 5.704.995.611 74,62 94,63
Rumah Tangga
Pimpinan Setda
Biro
_— Administrasi
Tata Acara Pimpinan 984.730.000 981.784.000 99,70 100,00
Rumah Tangga
Pimpinan Setda
Biro
L Administrasi
Pelayanan Tamu Pimpinan 708.216.000 676.055.920 95,46 98,33
Rumah Tangga
Pimpinan Setda
Biro
Peliputan dan Dok tasi Administrasi
iputan dan Dokumentast 1.390.330.750 1335704450 | 96,07 | 100,00 fstrast
Pimpinan Rumah Tangga
Pimpinan Setda
Bi
Program Pelayanan Umum 7.053.494.000 5.540.273.647 | 7855 | 99,97 s:rt‘;fm“m
Analisa Kebutuhan Sarana dan 471.523.000 450.622.900 95,57 99,98 Biro Umum
Prasarana Setda
Distribusi dan Pemelih Bi
istribusi dan Pemeliharaan Sarana | - 5 5, 671 o9 2155631247 | 6691 | 100,00 | DrOUmum
Prasarana di Lingkungan Setda Setda
Pelayanan Pembayaran Biro Umum
Gaji/Tunjangan Pegawai di 120.300.000 103.331.000 85,89 99,99 v

Lingkungan Setda

Setda
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No alan Lrusan, Urganisas, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) 2) 3) 4) (5) (6) (7)
Pen.gf:lola.an. Perbendaharaan dan 290.000.000 245,500,000 84,66 100,00 Biro Umum
Verifikasi Biro Umum Setda
Penyelenggaraan Pemerintah 2.950.000.000 2585188500 | 8763 | 99,90 | DiroUmum
Daerah Setda
B
Badan Penghubung 5.068.354.000 4.661.909.856 | 91,98 adan
Penghubung
. Badan
Program Tata Kelola Pemerintahan 2.911.891.000 2.690.128.658 92,38 100,00
Penghubung
Penyusunan Laporan Kinerja 23.440.000 19833000 | 8461 | 10000 | P40
Keuangan dan Neraca Aset Penghubung
Perencanaan, Evaluasi dan 35.607.000 34539000 | 9700 | 100,00 | B2dan
Pelaporan Penghubung
Badan
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 163.651.500 156.684.200 95,74 100,00
Penghubung
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 449 444,000 408.909.779 90,98 100,00 Badan
Kantor Penghubung
Penyediaan Barang dan Jasa 1.512.032.000 1396317263 | 9235 | 10000 | Badan
Perkantoran Penghubung
. . Badan
Peningkatan Kapasitas Aparatur 34.889.000 21.888.800 62,74 100,00
Penghubung
Rapat Koordinasi Kedalam dan 558.037.500 518116616 | 9285 | 10000 | 22930
Keluar Daerah Penghubung
Penyediaan Data Pembangunan 134.790.000 133.840.000 | 99,30 | 100,00 | Badan
Sektoral Penghubung
. Badan
Program Pembangunan Kemitraan 2.156.463.000 1.971.781.198 91,44 100,00
Penghubung
Penyelenggaraan Pemerintah 440.690.000 385183906 | 8740 | 10000 | B2dan
Daerah Penghubung
Badan
Pelayanan Masyarakat 347.396.000 302.944.550 87,20 100,00
Penghubung
Promosi, Investasi dan Hubungan 1.368.377.000 1283652742 | 9381 | 10000 | Badan
Kelembagaan Penghubung

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Administrasi Pemerintahan, adalah:

Sekretariat DPRD

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor disebabkan

karena

tidak

tersedianya

Kendaraan yang Memenuhi

Spesifikasi yang diinginkan, dan dalam proses E-Purchasing

kendaaraan yang diinginkan belum masuk dalam E-Katalog,

sehingga tidak terealisasinya pengadaan tersebut;
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Kegiatan Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum terkendala

pada beberapa tolok ukur kegiatan, yaitu :

- Naskah Akademis hanya terealisasi 5 dari 8 Naskah
Akademis;

- Efisiensi Tolok Ukur Penyusunan Rapergub Hak dan
Keuangan DPRD;

- Efisiensi Belanja Tolok Ukur Fasilitasi Penyusunan,
Pembahasan dan Penetapan Raperda APBD;

- Efisiensi Belanja Tolok Ukur Fasilitasi Kerjasama Penguatan
Kelembagaan.

Kegiatan Peliputan dan Protokoler DPRD Provinsi Banten

terkendala pada Tolok Ukur Karantina Pimpinan dan Anggota

DPRD Masa Bhakti 2019-2024 tidak diperkenankan untuk

dilaksanakan berdasarkan hasil saran BPKP Perwakilan

Provinsi Banten;

Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada tolok ukur

Kanal Aspirasi tidak terealisasi yang disebabkan gagal tender.

b). Solusi

Sisa Anggaran yang tidak terserap dikembalikan kepada Kas

Daerah.

Biro Umum

a). Permasalahan

1.

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor tidak

terserap maksimal disebabkan penyerapan berdasarkan

pengajuan pemeliharaan dari masing-masing pemegang

kendaraan dinas;

Kegiatan Tata Usaha Biro Umum dan Perpustakaan Setda tidak

terserap maksimal disebabkan, yaitu :

- Pengiriman Kursus-kursus/Pelatihan menyesuaikan dengan
adanya surat dari penyelenggara dan disesuaikan dengan

kompetensinya;
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- Premi  Asuransi Kesehatan = menyesuaikan

dengan

kelengkapan Dokumen Peserta yang mengusulkan

keikutsertaan BPJS Kesehatan (dari 276 pegawai yang

mengusulkan 85 pegawai).

3. Kegiatan Distribusi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana di

Lingkungan Setda disebabkan realisasi BBM mengikuti

Reimburse dari Pemegang kendaraan dan untuk bulan juni di

sesuaikan dengan pergub 73 tahun 2014.
b). Solusi

Solusi dari permasalahan ini adalah dengan memperhitungkan

secara cermat kebutuhan Belanja pada kegiatan agar penggunaan

anggaran lebih efektif dan optimal.

Biro Pemerintahan

a). Permasalahan

Terkendala pada Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan

Batas Daerah dikarenakan Peta Administrasi Batas tidak dapat

dibuat karena Pihak Ketiga (Konsultan) mengundurkan diri pada

akhir waktu.

b). Solusi

Penyusunan peta administrasi batas sudah dilaksanakan pada awal

tahun anggaran.

Biro Hukum

a). Permasalahan

1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disebabkan

antara lain :

- Tahun 2019 merupakan tahun Pemilihan Presiden, DPD,

DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membawa

dampak pada agenda pembahasan Raperda, dan ada kalanya

jadwal pembahasan/Pansus berbarengan dengan jadwal

I11-139



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

pendampingan oleh Biro Hukum sehingga tidak bisa diikuti
seluruhnya;

- Terdapat Raperda yang penggandaannya juga telah dibiayai
berasal dari anggaran OPD Pemrakarsa seperti Raperda
tentang Perubahan RPJMD, penggandaan berasal dari
anggaran BAPPEDA

2. Penanganan Sengketa Hukum disebabkan banyak anggaran yg

tidak terserap ketika proses persidangan, dikarenakan
penggugat mencabut gugatannya; dan tidak adanya
permohonan dari OPD ke Biro Hukum terkait Penyusunan

Legal Memorandum.

b). Solusi

Perencanaan dan penganggaran untuk selanjutnya agar

disesuaikan, lebih cermat dan teliti.

Biro Kesejahteraan Rakyat

a). Permasalahan

1.

Kegiatan Perjalanan Dinas pada Biro Kesejahteraan Rakyat
banyak yg tidak terserap karena dimasing-masing kegiatan juga
dianggarkan perjalanan dinas;

Kegiatan Verivikasi Calon Penerima Bantuan Masyarakat
terkendala terkait koring uang saku tim survey bantuan
kemasyarakatan tidak terserap seluruhnya dikarenakan
proposal pengajuan dari masyarakat tidak sesuai dengan
rencana alokasi anggaran yang disediakan, termasuk ada

efesiensi kontraktual.

b). Solusi

Diharapkan kedepan agar lebih teliti dan pengganggaran kegiatan

agar disesuaikan kebutuhan.
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Biro Bina Perekonomian

a). Permasalahan

1. Kegiatan Tata Usaha Biro Perekonomian terdapat pengadaan
barang/jasa yang tidak diserap karena harga satuan lebih
rendah dari harga pasar;

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Kelautan Dan Perikanan
terkendala pada Belanja Jasa Konsultansi Penelitian yang tidak
dilaksanakan.

b). Solusi

1. Untuk harga satuan akan berkoordinasi dengan Biro
Administrasi Pembangunan;

2. Akan dilaksanakan dan dianggarkan kembali menunggu

feasiblity study.

Biro Administrasi Pembangunan Setda

a).

b).

Permasalahan

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa terkendala pada Pengiriman

peserta peningkatan SDM jabatan fungsional bidang pengadaan

barang/jasa tidak diserap/dilaksanakan dikarenakan tidak ada
usulan jadwal dari LKPP;

Solusi

Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan menunggu usulan dari

LKPP.

Biro Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan

a). Permasalahan

Beberapa tolok ukur kegitan dengan penyerapan anggaran yang

kurang maksimal antara lain disebabkan :

1.

Penyediaan Makanan Dan Minuman Untuk Pertemuan,
Kunjungan Pimpinan Dan Tamu Pimpinan Serta Kegiatan Rutin

Harian Pimpinan Dengan OPD, FKPD, Lembaga Masyarakat,
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Tokoh Agama dan Organisasi Lainnya; dan pada tolok ukur
kegiatan Fasilitasi Layanan Kebutuhan Rumah Dinas Gubernur,
Wakil Gubernur Dan Sekretaris Daerah dikarenakan Belanja
Jamuan rutin dan bahan baku untuk rumah dinas Sekda
ditiadakan, sehingga anggaran tidak dilaksanakan.
Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Dinas Pimpinan
disebabkan pemeliharaannya menyesuaikan dengan pengajuan
dari masing-masing pemegang kendaraan.
Pemeliharaan/Perawatan Bangunan Sarana Dan Prasarana
Pimpinan terkait Sewa Rumah Dinas Pimpinan terkendala
peraturan daerah terkait alih fungsi rumah dinas.

Tolok ukur Kebersihan Sarana dan Prasarana Pimpinan, dan
tolok ukur Pemeliharaan/Perawatan Sarana dan Prasarana
Peralatan Kantor Pimpinan terkait belanja pemeliharaan Rumah

Dinas Pimpinan (Wakil Gubernur) tidak dapat dilaksanakan.

b). Solusi

Diharapkan kedepan agar lebih teliti dan pengganggaran kegiatan

agar disesuaikan kebutuhan.

Badan Penghubung

a). Permasalahan

1.

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran terkait [uran
BPJS TKS tidak terserap karena kurangnya anggaran biaya per
orang dan perbulannya karena harga satuan tidak sesuai
dengan biaya BPJS yang berlaku;

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebabkan
kurangnya jumlah kuota pass bandara dari Kemendari untuk
Provinsi/Daerah sehingga berdampak pada Pass Pimpinan dan

Petugas;
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b). Solusi
1. Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sesuai dengan anggara
biaya BPJS yang berlaku dan sesuai dengan Pergub Standar
Harga Satuan BPJS;

2. Akan menyesuaikan jumlah Kuota Pass Bandara;

3.4.2 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan.

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan
didukung oleh 2 program dan 17 kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat
Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.32

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019

(Bidang Pengawasan)

i isasi Realisasi
No Uraian Urusan, Org:.imsasL Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % Fisik (%)
(1) 2) 3) (4) 5) (6) (7)
PENGAWASAN 29.482.507.000 23.882.248.547 81,00
Inspektorat Provinsi 29.482.507.000 |  23.882.248.547 | 81,00 Inspektorat
Provinsi
I ktorat
Program Tata Kelola Pemerintahan 13.696.834.200 |  11.975538.814 | 8743 9858 | opeciord
Provinsi
Penyusunan Laporan Kinerja 22.288.000 22288000 | 10000 | 100,00 | InSpektorat
Keuangan dan Neraca Aset Provinsi
Perencanaan, Evaluasi dan 87.865.000 79182.800 90,12 93,89 Inspe':kt(.)rat
Pelaporan Provinsi
I
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.580.267.000 4.390.438.713 95,86 100,00 nspe.kt(.)rat
Provinsi
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2 600.378.200 2178.657 411 83,78 100,00 Inspe',-kt(.)rat
Kantor Provinsi
Penyediaan Barang dan Jasa 3.424.845.500 2867032295 | 8371 | 10000 | mspektorat
Perkantoran Provinsi
Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.623.990.500 1126.821.345 | 69,39 93,34 | Inspektorat
Provinsi
Rapat Koordinasi Kedalam dan 1.200.000.000 1160909250 | 9674 | 10000 | nSPektorat
Keluar Daerah Provinsi
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 106.500.000 104.760.000 98,37 100,00 Inspe.kt(.)rat
dan Pelayanan Perpustakaan Provinsi
Penyediaan Data Pembangunan 50.700.000 45.449.000 89,64 100,00 Inspt?kt(.)rat
Sektoral Provinsi
Program Pembinaan dan Pengawasan | . 700 o7 00 | 11006709733 | 7543 990 | Inspektorat
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Pengawasan Internal Bidang 7.125.293.000 5902457200 | 8284 | 10000 | Spektorat
Pendapatan Provinsi
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i isasi Realisasi
No Uraian Urusan, Org;-mlsasy Anggaran Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) %, Fisik (%)
(1) (2) (3) 4 (5) (6) 7)
Pengawasan Internal Bidang Belanja Inspektorat
1.922.895. 1.380.409. 71,7
Modal dan Barang Milik Daerah 922.895.800 380.409.300 79 93,63 Provinsi
Pengawasan Internal Bidang Belanja Inspektorat
Barang dan Jasa dan Bantuan 2.167.527.300 1.296.466.400 59,81 100,00 P .
Provinsi

Keuangan Daerah
Pengawasan Perencanaan Inspektorat
Pembangunan Daerah dan 2.335.990.000 1.487.004.000 63,66 100,00 per

. . Provinsi
Pengendalian Kepegawaian Daerah
P.enyusunan Kebijakan tentang 209.126.500 208.226.500 99,57 100,00 Inspt?kt(.)rat
Sistem dan Prosedur Pengawasan Provinsi
Evaluasi Hasil Pembinaan dan 299.378.000 230511800 | 7700 | 10000 | Mmepektorat
Pengawasan Provinsi Banten Provinsi
Pemantauan dan Tindak Lanjut Inspektorat
Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP 175.690.000 110.522.400 62,91 100,00 Prop insi @
dan Itjen Kementerian v
Pelaksanaan Pencegahan dan Inspektorat
Pemberantasan Korupsi di 1.549.772.200 1.291.112.133 83,31 100,00 Pro}z/insi
Lingkungan Provinsi Banten

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi

Banten, adalah:

a). Permasalahan

1.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terkendala pada
Peningkatan Kompetensi Aparatur terkait Pelaksanaan
Pengiriman Kursus, Diklat, Bimtek pejabat fungsional yang
tidak dapat dilaksanakan karena bersamaan dengan kegiatan
pengawasan;

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan terkendala pada Penyusunan Pergub Tentang
Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Provinsi
Banten 2019 terkait Belanja Tenaga Ahli yang tidak terserap

karena disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
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3. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan terkendala

pada tolok ukur Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan daerah

terkait Honor Narasumber Pusat dan Perjalanan Dinas yang

tidak terserap karena pusat belum dapat melaksanakan tugas
bersamaa tugas lain;

Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan

Barang Milik Daerah terkendala pada tolok ukur kegiatan

Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal)

tahun 2018 Tahap II tidak dilaksanakan disebabkan

Pelaksanaan kegiatan pengawasan  Tahap II  dialihkan

penyelesaiannya pada Tahap III;

Kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pengendalian Kepegawaian Daerah terkendala pada :

- Tolok ukur Kegiatan Evaluasi LPPD Kab/Kota se-Provinsi
Banten Tahun 2019 disebabkan adanya pengembalian dana
(STS) sebesar Rp.43.050.000,- karena kesalahan input pada
Anggaran perubahan 2019;

- Tolok ukur Kegiatan Audit Kinerja tidak dilaksanakan
karena tidak cukup waktu bersamaan dengan tugas
pengawasan diluar PKPT.

Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi

dilingkungan Provinsi Banten pada tolok ukur kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Tim saber Pungli Provinsi Banten Tahun

2019 disebabkan belum dapat memberikan waktu terkait

Kegiatan ANEV dari Tim Saber pungli Pusat;

b). Solusi

1.

Akan menyesuaikan jadwal pengiriman Diklat, Kursus dan
Bintek bagi pejabat fungsional dengan jadwal pelaksanaan
pengawasan;

Akan dibatasi tenaga ahli pada setiap kegiatan;

Kedepan harus menyesuaikan jadwal pusat;
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Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang dan jasa Tahap II
saat itu sedang pelaksanaan tugas pengawasan diluar PKPT;

Kedepan akan lebih teliti dalam penginputan data, sehingga
tidak terjadi lagi kesalahan input data kegiatan, serta harus

dilakukan  penjadwalan lebih matang sehingga

yang

pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

6. Dilakukan penyesuaian

mendatang;

anggaran ANEV untuk

tahun

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan

didukung oleh 5 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Pelaksanaan program

dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.33

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019

(Bidang Perencanaan)

A L. Realisasi
No Uraian Urusan, Org;imlsam, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % ©)
(1) (2) 3) 4) (5) (6) (7)
PERENCANAAN 25.009.943.000 | 20.152.115.083 | 80,58
Badan Perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 25.009.943.000 | 20.152.115.083 | 80,58 Pembangunan
Daerah
Badan Perencanaan
Program Tata Kelola Pemerintahan 12.678.836.000 | 10.131.630.177 | 79,91 | 93,03 | Pembangunan
Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Badan Perencanaan
109.430.000 107.980.000 | 98,67 | 96,81 Pembangunan
dan Neraca Aset
Daerah
Badan Perencanaan
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 237.430.000 231.375.000 | 97,45 96,91 Pembangunan
Daerah
Badan Perencanaan
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.362.000.000 1.773.604.800 | 75,09 86,45 Pembangunan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan
3.073.762.000 2.762.780.453 | 89,88 | 84,72 | Pembangunan
Kantor
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa Badan Perencanaan
6.092.322.000 4.703.223.620 | 77,20 93,31 Pembangunan
Perkantoran
Daerah
Badan Perencanaan
Peningkatan Kapasitas Aparatur 243.862.000 173.962.300 | 71,34 | 94,12 | Pembangunan
Daerah
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Uraian Urusan, Organisasi Realisasi
No s T8 . Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(Y
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7)
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Badan Perencanaan
P v 542.269.000 366.416.004 | 67,57 94,11 Pembangunan
Daerah
Daerah
. . Badan Perencanaan
Peninglatan Pengelolaan Kearsipan dan 17.761.000 12.288.000 | 69,19 | 97,80 | Pembangunan
Pelayanan Perpustakaan
Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Badan Perencanaan
gram s Teng 7.581.025.000 | 6.095.862.900 | 80,41 | 91,56 | Pembangunan
Evaluasi Pembangunan
Daerah
Perencanaan dan Pengangearan Badan Perencanaan
anaan dan renganggara 5.226.000.000 | 4725424300 | 90,42 | 96,27 | Pembangunan
Pembangunan
Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan
gendatian dan tvalua 1.393.905.000 | 1.118.678.600 | 80,26 | 90,70 | Pembangunan
Pembangunan
Daerah
Badan Perencanaan
Kerjasama Pendanaan Pembangunan 961.120.000 251.760.000 | 26,19 | 87,71 | Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan
8 . 8 1.890.190.000 | 1.591.892.750 | 84,22 | 98,47 | Pembangunan
Pembangunan Ekonomi
Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan Badan Perencanaan
Pengendalian Bidang Ketahanan 648.110.000 588.265.900 | 90,77 99,65 Pembangunan
Pangan Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan Badan Perencanaan
Pengendalian Bidang Keuangan, 742.080.000 559.769.050 | 75,43 99,85 Pembangunan
Investasi dan Ketenagakerjaan Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan Badan Perencanaan
Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan 500.000.000 443.857.800 | 88,77 | 9590 | Pembangunan
Ekonomi Kreatif Daerah
Program Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan
Pembangunan Sosial dan Pemerintahan 1.586.536.000 1.217.431.791 | 76,74 99,32 Pembangunan
Kemasyarakatan Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan Badan Perencanaan
Pengendalian Bidang Kesejahteraan 333.000.000 250.948.544 | 75,36 | 114,97 | Pembangunan
Sosial Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan Badan Perencanaan
Pengendalian Bidang Sumber Daya 364.680.000 297.542.174 | 81,59 | 90,49 | Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan Badan Perencanaan
Pengendalian Bidang Tata 603.755.000 519.754.573 | 86,09 | 99,68 | Pembangunan
Pemerintahan Daerah
Badan Perencanaan
P dalian dan Evaluasi P
engenca tan dan tvauast Frogram 285.101.000 |  149.186.500 | 52,33 | 92,13 | Pembangunan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Daerah
Program Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur dan 1.273.356.000 | 1.115.297.465 | 87,59 | 95,58 | Pembangunan
Pengembangan Wilayah Daerah
eng vidans uans, 724.861.000 |  639.683.154 | 88,25 | 9546 | Pembangunan
Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daerah

Daya Mineral
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Uraian Urusan, Organisasi Realisasi
No aa usan, Urganisast, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(Y
(1) (2) 3) 4 (5) (6) (7)
Perencanaan, Penganggaran dan Badan Perencanaan
Pengendalian Bidang Penataan 265.530.000 220.164.200 | 82,92 | 95,86 | Pembangunan
Infrastruktur Wilayah Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan Badan Perencanaan
Pengendalian Bidang Komunikasi dan 282.965.000 255.450.111 | 90,28 | 95,43 | Pembangunan
Informatika Daerah

3.4.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan.

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan

didukung oleh 6 program dan 100 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan

Pendapatan Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.34
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Keuangan)
. .. Realisasi
No Uraian Urusan, Org?msasy Anggaran Tioik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
(1) 2) (3) (4) (5) (6) (7)
KEUANGAN 159.528.840.000 | 148.038.803.666 | 92,80
Badan
Badan Pendapatan Daerah 136.282.037.000 | 127.520.886.723 | 93,57 Pendapatan
Daerah
Badan
Program Tata Kelola Pemerintahan 109.324.068.700 | 102.421.170.638 | 93,69 | 100,00 | Pendapatan
Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Badan
265.204.000 228.430.285 | 86,13 | 100,00 | Pendapatan
dan Neraca Aset
Daerah
Badan
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 123.652.800 105.121.800 | 85,01 100,00 | Pendapatan
Daerah
Badan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 52.458.972.600 49.135.790.777 | 93,67 | 100,00 | Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan
2.363.440.000 2.104.353.770 | 89,04 | 100,00 | Pendapatan
Kantor
Daerah
Badan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 18.210.552.800 | 17.569.821.502 | 96,48 | 100,00 | Pendapatan
Daerah
Badan
Peningkatan Kapasitas Aparatur 556.768.000 520.707.088 | 93,52 | 100,00 | Pendapatan
Daerah
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No atan Lrusan, ga} sast, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) 2) (3) 4) (5) (6) (7)
— . Badan
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dacrah 876.000.000 722.757.007 | 82,51 | 100,00 | Pendapatan
dan Luar Daerah
Daerah
. . Badan
Peninglatan Pengelolaan Kearsipan dan 304.900.000 255.680.200 | 83,86 | 100,00 | Pendapatan
Pelayanan Perpustakaan
Daerah
Badan
Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 232.184.600 227.203.000 | 97,85 | 100,00 | Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan
Kantor pada UPTD Pengelolaan 310.180.000 289.450.106 | 93,32 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Cikande Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan
Kantor pada UPTD Pengelolaan 741.587.200 705.100.159 | 95,08 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Cilegon Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan
Kantor pada UPTD Pengelolaan 363.855.900 341.530.562 | 93,86 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Rangkasbitung Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan
Kantor pada UPTD Pengelolaan 668.556.000 639.318.099 | 95,63 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Serang Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan
Kantor pada UPTD Pengelolaan 622.759.000 591.624.700 | 95,00 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Balaraja Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan
Kantor pada UPTD Pengelolaan 1.054.680.000 981.857.762 | 93,10 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Cikokol Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan
Kantor pada UPTD Pengelolaan 1.089.680.000 990.945.929 | 90,94 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Ciledug Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan
Kantor pada UPTD Pengelolaan 1.243.145.000 1.232.079.289 | 99,11 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Ciputat Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan
Kantor pada UPTD Pengelolaan 322.198.000 297.281.800 | 92,27 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Malingping Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan
Kantor pada UPTD Pengelolaan 441.406.000 354.887.600 | 80,40 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Pandeglang Daerah
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No alan Lrdsan, Jrganisasi, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) 2) (3) 4) () (6) (7)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan
Kantor pada UPTD Pengelolaan 1.769.950.000 1.756.306.000 | 99,23 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Serpong Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 2.552.748.000 2.460.366.457 | 96,38 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Cikande Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 1.836.950.400 1.748.557.118 | 95,19 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Cilegon Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 1.919.506.100 1.710.670.268 | 89,12 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Rangkasbitung Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 2.235.930.000 2.050.992.692 | 91,73 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Serang Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 2.412.323.000 2.168.658.841 | 89,90 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Balaraja Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 2.882.947.000 2.613.007.172 | 90,64 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Cikokol Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 2.062.052.000 1.750.139.490 | 84,87 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Ciledug Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 2.082.557.000 1.948.395.976 | 93,56 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Ciputat Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 1.709.103.700 1.560.293.440 | 91,29 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Malingping Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 2.301.143.600 2.132.733.247 | 92,68 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Pandeglang Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 1.921.606.000 1.873.437.886 | 97,49 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Serpong Daerah
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No atan Lrusan, ga} sast, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) 2) (3) 4) () (6) (7)

Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Badan

dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan 100.000.000 96.445.000 | 96,45 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Cikande Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Badan

dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan 100.000.000 96.097.000 | 96,10 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Cilegon Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Badan

dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan 97.250.000 94.298.500 | 96,97 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Rangkasbitung Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Badan

dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan 55.430.000 49.206.920 | 88,77 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Serang Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Badan

dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan 100.000.000 99.980.000 | 99,98 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Balaraja Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Badan

dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan 223.850.000 223.830.000 | 99,99 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Cikokol Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Badan

dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan 150.000.000 148.437.680 | 98,96 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Ciledug Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Badan

dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan 150.000.000 149.914.516 | 99,94 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Ciputat Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Badan

dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan 100.000.000 94.860.000 | 94,86 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Malingping Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Badan

dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan 161.000.000 150.940.000 | 93,75 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Pandeglang Daerah
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No alan Lrdsan, Jrganisasi, Anggaran Fisik Nama PD
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o
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Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Badan
dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan 150.000.000 149.661.000 | 99,77 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah Serpong Daerah
Badan
Program Peningkatan Pendapatan Daerah 22.832.187.300 | 21.510.602.327 | 94,21 | 100,00 | Pendapatan
Daerah
Badan
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah 3.499.113.300 3.236.695.360 | 92,50 | 100,00 | Pendapatan
Daerah
Badan
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah 9.154.740.000 8.788.846.364 | 96,00 100,00 | Pendapatan
Daerah
Badan
Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah 1.351.760.000 1.072.428.500 | 79,34 | 100,00 | Pendapatan
Daerah
Badan
Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah 324.150.000 239.981.800 | 74,03 100,00 | Pendapatan
Daerah
. Badan
Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan 256.874.000 220.010.153 | 85,65 | 100,00 | Pendapatan
Lain-lain
Daerah
Badan
Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak 441.270.000 385.852.650 | 87,44 | 100,00 | Pendapatan
Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 419.028.000 416.624.000 | 99,43 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Cikande Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 341.244.000 339.821.500 | 99,58 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Cilegon Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 284.140.000 283.875.000 | 99,91 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Rangkasbitung Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 305.309.000 300.966.500 | 98,58 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Serang Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 523.758.000 454.104.000 | 86,70 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Balaraja Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 481.793.000 481.793.000 | 100,00 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Cikokol Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 373.852.000 318.259.800 | 85,13 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Ciledug Daerah

I11-152




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

. S Realisasi
No Uraian Urusan, Orgflnlsa51, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) 2) (3) 4) () (6) (7)

Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 372.536.000 372.480.000 | 99,98 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Ciputat Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 218.758.000 214.449.000 | 98,03 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Malingping Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 355.393.000 354.193.000 | 99,66 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Pandeglang Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 380.530.000 376.916.000 | 99,05 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Serpong Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 319.910.000 318.785.000 | 99,65 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Cikande Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 319.460.000 305.442.000 | 95,61 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Cilegon Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 315.905.000 303.629.000 | 96,11 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Rangkasbitung Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 319.910.000 319.910.000 | 100,00 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Serang Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 347.410.000 310.996.800 | 89,52 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Balaraja Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 358.660.000 355.420.000 | 99,10 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Cikokol Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 358.660.000 358.404.000 | 99,93 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Ciledug Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 355.700.000 353.350.000 | 99,34 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Ciputat Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah Badan

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 319.910.000 305.770.000 | 95,58 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Malingping Daerah
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
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(1) 2) (3) 4) () (6) (7)
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah Badan
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 349.454.000 343.319.500 | 98,24 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Pandeglang Daerah
Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah Badan
pada UPTD Pengelolaan Pendapatan 382.960.000 378.279.400 | 98,78 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Serpong Daerah
. Badan
Program Perencanaan, Pengendalian dan 4125.781.000 | 3.589.113.758 | 86,99 | 100,00 | Pendapatan
Evaluasi Pendapatan Daerah
Daerah
Pendataan, Perencanaan dan Badan
Pengembangan Potensi Pendapatan 2.557.154.000 2.378.866.800 | 93,03 | 100,00 | Pendapatan
Daerah Daerah
Badan
P i P lian P
embinaan dan Pengendalian Pendapatan 944.127.000 700493.268 | 7419 | 100,00 | Pendapatan
Daerah
Daerah
Badan
itori Evaluasi Pel
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 624.500.000 509.753.690 | 81,63 | 100,00 | Pendapatan
Pendapatan Daerah
Daerah
Badan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 23246.803.000 | 20.517.916943 | 88,26 Pengelolaan
Daerah Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
P lol
Program Tata Kelola Pemerintahan 15.482.047.300 | 13.623.691.149 | 88,00 | 9733 |  C ecodan
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan 148.927 600 148.645.600 | 99,81 | 100,00 Pengelolaan
dan Neraca Aset Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
P lol
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 285.507.000 272517.000 | 95,45 | 100,00 | ;o 8¢ Can
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
P lol
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 3145384300 | 2.775435.850 | 8824 | 9433 | crecodan
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 3.607.222.500 3.001.866.630 | 8322 | 100,00 Pengelolaan
Kantor Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.681.171.900 6.036.344.795 | 90,35 | 100,00 Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Peningkatan Kapasitas Aparatur 100.000.000 39.600000 | 39,60 | 82,00 | Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 600.574.000 556.778.624 | 92,71 | 100,00 Pengelolaan
dan Luar Daerah Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan 338.080.000 236.709.650 | 70,02 | 100,00 Pengelolaan
Pelayanan Perpustakaan Keuangan dan
Aset Daerah
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No atan Lrusan, ga} sast, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) 2) (3) 4) () (6) (7)
Badan
P lol
Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 575.180.000 555.793.000 | 96,63 | 9878 | &co@an
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Program Peningkatan dan Pengembangan 1.843.144.000 1.632.984.792 | 88,60 | 100,00 Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Penatausahaan Realisasi Keuangan 77 213.000 74010767 | 9585 | 100,00 Pengelolaan
Daerah Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Penatausahaan Kas Daerah 177.620.000 176074769 | 99,13 | 100,00 | Dengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 330.311.000 322272005 | 97,57 | 100,00 | Fengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
P lol
Penyusunan Pedoman Anggaran 356.000.000 321.859.431 | 90,41 | 100,00 | . o8& O@an
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Verifikasi Dokumen Pelaksanaan APBD 902.000.000 738.767.800 | 81,00 | 100,00 | Lengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Program Penatausahaan dan Pelaporan 927.426.000 808.354.289 | 87.16 | 99,52 Pengelolaan
Keuangan Daerah Keuangan dan
Aset Daerah
P
enyusunan Raperda Badan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pencelolaan
dan Pergub Penjabaran Pertanggung 136.478.000 121.580.330 | 89,08 | 100,00 &
e Keuangan dan
Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
Aset Daerah
Banten
B
Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan P:gaZIOIaan
RaperKDH Tentang APBD dan Perubahan 92.015.000 74.985.000 | 81,49 100,00 &
APBD Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Penyediaan Informasi Akuntansi, Statistik 97.000.000 92159299 | 95,01 | 100,00 Pengelolaan
dan Laporan Keuangan Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi 243.322.500 173.622.360 | 71,35 | 96,13 Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Peny}lsunan .Pellaporan Keuangan dan 264.926.500 258.096.300 | 9742 | 100,00 Pengelolaan
Interim Provinsi Banten Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Rekonsiliasi Data Penenr.najan dan 2.948.000 21.406.000 | 9328 | 100,00 Pengelolaan
Pengeluaran APBD Provinsi Banten Keuangan dan
Aset Daerah
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Uraian U n, Organisasi Realisasi
No alan Lrdsan, Jrganisasi, Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) 2) (3) 4) () (6) (7)
Badan
Penyusunan Laporan Pada Koordinator Pengelolaan
42.657. 40.143. 4,11 | 1
Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah 657.000 0.143.000 | 94, 00,00 Keuangan dan
Aset Daerah
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Badan
APBD Kab/ Kota se Provinsi Banten dan Pengelolaan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah 28.079.000 26.362.000 | 93,89 | 100,00 Ke gn 1 dan
tentang Penjabaran Pertanguungjawaban AsZtaDng ha
Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota se- aera
Provinsi Banten
Badan
P lol
Program Penatausahaan Aset Daerah 4994185700 | 4.452.886.713 | 89,16 | 99,37 | o ec oadn
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Penatausahaan Aset Daerah 1447.870.600 | 1329553457 | 91,83 | 100,00 | Lengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Penggunaan dan Pemanfaatan Aset 268.470.000 21789375 | 82,61 99,18 Pengelolaan
Daerah Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
P lol
Pembinaan dan Pengawasan Aset Daerah 2270442100 | 1.964.544.923 | 86,53 | 100,00 | . < eeCAdnl
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
P lol
Perencanaan Kebutuhan Barang 352.828.000 309.646.000 | 87,76 | 100,00 | . O &eo@an
Keuangan dan
Aset Daerah
Badan
Penghapusan Barang Daerah 654.575.000 627.352.958 | 9584 | 97,68 | engelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Keuangan, adalah:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a). Permasalahan
Pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah terdapat efisiensi anggaran, meliputi :
Efisiensi dari Belanja Makan dan Minuman Kegiatan; Belanja
Pengiriman Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan; Belanja Jasa

Narumber; dan efisiensi Sisa kontrak/LS.
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b). Solusi

Solusi dari permasalahan yang terjadi pada beberapa kegiatan yang

dilaksanakan dapat ditempuh, antara lain :

- Meningkatkan pengelolaan kegiatan baik dari sisi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan;

- Meningkatkan kecermatan pada saat penyusunan Rencana Kerja,

RKA dan DPA;

- Meningkatkan Kapasitas

SDM pelaksana kegiatan

secara

berkesinambungan, dan meningkatkan kualitas kegiatan.

3.45 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian.

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian
didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Pelaksanaan program dan kegiatan
dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.35
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Kepegawaian)
Realisasi
Uraian Urusan, Organisasi, —
No Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) % F(l;l)k Nama PD
o
(1) 2) 3) (4) (5) (6) (7)
KEPEGAWAIAN 10.970.086.000 | 8.382.679.002 | 76,41

Badan Kepegawaian Daerah 10.970.086.000 | 8.382.679.002 | 76,41 Badan Kepegawaian

Daerah
. Badan Kepegawaian

Program Tata Kelola Pemerintahan 4.616.452.000 | 4.031.956.333 | 87,34 93,45 Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan 100.000.000 94.308.550 | 94,31 98,16 Badan Kepegawaian

dan Neraca Aset Daerah
. Badan Kepegawaian

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 684.348.000 654.892.650 | 95,70 98,64 Daerah
Badan Kepegawaian

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 466.263.720 261.405.000 | 56,06 78,69 Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 656.955.000 600254112 | 9137 | 96,27 Badan Kepegawaian

Kantor Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa 1598.485.280 | 1492787774 | 9339 | 92,32 | Badan Kepegawaian

Perkantoran Daerah
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Uraian Urusan, Organisasi, Realisast
No - ’ Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (2) 3) 4 5) (6) (7)
. . Badan Kepegawaian
Peningkatan Kapasitas Aparatur 140.000.000 104.778.500 | 74,84 | 85,66 Daerah
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar 785.400.000 657.600780 | 83,73 | 9521 Badan Kepegawaian
Daerah Daerah
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan 10.000.000 9.877.800 | 98,78 | 100,00 Badan Kepegawaian
Pelayanan Perpustakaan Daerah
Penyediaan Data Pembangunan 175.000.000 156.051.167 | 89,17 | 96,06 Badan Kepegawaian
Sektoral Daerah
Program Penatausahaan Kepegawaian 2.922.198.000 | 2.155.022.253 | 73,75 92,23 Badan Kepegawaian
Daerah Daerah
Perencanaan, Pengadaan dan 783.719.000 226419673 | 2889 | 80,86 Badan Kepegawaian
Pengangkatan Daerah
. Badan Kepegawaian
Kepangkatan dan Penggajian 593.911.000 555.001.211 | 93,45 | 100,00 Daerah
Perp%ndahan, Pemberhentian dan 214.304.000 207.627.983 | 96,88 | 95,36 Badan Kepegawaian
Pensiun Daerah
s . Badan Kepegawaian
Disiplin Pegawai 443.565.000 365.449.331 | 82,39 93,69
Daerah
. . . Badan Kepegawaian
Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai 239.009.000 208.748.535 | 87,34 | 95,70 Daerah
. . Badan Kepegawaian
Data dan Informasi Kepegawaian 647.690.000 591.775.520 | 91,37 87,74 Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 3.431.436.000 | 2.195.700.416 | 63,99 88,74 Badan Kepegawaian
Daya Aparatur Daerah
. Badan Kepegawaian
Pengembangan Jabatan Fungsional 262.576.000 134.715.500 | 51,31 87,21 Daerah
Penganglatan Jabatan Tinggi dan 2731460000 | 1711.433.193 | 62,66 | 8661 | oodan Kepegawaian
Administrasi Daerah
. . Badan Kepegawaian
Pengembangan Kompetensi Pegawai 437.400.000 349.551.723 | 79,92 | 92,39 Daerah

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada tolok ukur

kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Mesin Id - Card berserta

pendukungnya tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan

mesin tersebut tidak ada/membutuhkan waktu kedatangan

dari pihak Vendor karena mesin tersebut menggunakan

mekanisme import;
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2. Kegiatan Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan sisa
anggaran yang tidak diserap karena Pelaksanaan Kegiatan
Seleksi Penerimaan CPNS sebagaimana intruksi Pemerintah
Pusat pada tahun 2019 proses pelaksanaan seleksi dimaksud
hanya sampai dengan tahapan seleksi adminitrasi dan
penyelesaian masa sanggah sebelum ditetapkan sebagai calon
seleksi TKD, sedangkan pelaksanaan test dilaksanakan pada
tahun 2020;

3. Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional terdapat anggaran
yang tidak terserap, hal ini karena :

- Pelaksanaan pengembangan Jabatan Fungsional pada
tahapan Pelantikan bekum dapat dilaksanakan karena
menunggu koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait
dengan agenda Pemerintah Republik Indonesia dalam
rangka alih fungsi pegawai dari struktural ke fungsional;

- Adanya penyesuaian cara penerapan Sosialisasi yang akan
dilaksanakan kepada masing-masing rumpun Jabatan
Fungsional guna meningkatkan pemahaman tentang
manajemen Jabatan Fungsional apabila diselenggarakan pada
masing-masing wilayah dikarenakan cara ini dipandang
lebih efektif dan tepat sasaran.

4. Kegiatan Pengangkatan Jabatan Tinggi dan Administrasi
terdapat anggaran yang tidak terserap, hal ini karena :

- Penyelenggaraan Seleksi JPT peserta yang mendaftar kurang
dari jumlah yang diperkirakan sehingga mempengaruhi
terhadap penyerapan anggaran yang sudah direncanakan;

- Pengiriman assesment bagi pegawai kurang dari jumlah
yang sudah direncanakan karena kuota dari pihak
penyelenggara tidak dapat menampung jumlah usulan dari
Pemerintah Provinsi Banten karena keterbatasan waktu dan

sumber daya yang ada.
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b). Solusi

1. Pengadaan Mesin Id Card untuk kedepannya harus disertakan
alternatif lebih dari type yang tersedia agar tidak terpaku pada
satu jenis barang;

2. Tidak banyak solusi yang bisa diambil oleh Pemerintah Daerah
karena pelaksanaan Seleksi CPNS merupakan agenda nasional
dan berlaku secara menyeluruh;

3. Pada tahun 2020 pola baru ini sudah ditetapkan secara
menyeluruh untuk semua rumpun jabatan fungsional;

4. Solusi dari pada Kegiatan Pengangkatan Jabatan Tinggi dan
Administrasi, meliputi :

- Pengumuman pelaksanaan seleksi JPT harus lebih lama,
sehingga informasi dapat tersampaikan kepada calon peserta
seleksi.

- Penyelenggaraan assesment harus dilaksanakan pada
Triwulan awal serta penyampaian kepada pihak
penyelenggara  harus  diinformasikan  pada  tahun

sebelumnya.

3.4.6 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan
Pelatihan didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan pada
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten.
Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :
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Tabel 3.36

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019
(Bidang Pendidikan dan Pelatihan)

Uraian Urusan, Organisasi Realisasi
No ! g. ’ Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % %)
o
(1) (2) 3) 4 (5) (6) 7)
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN 46.412.162.000 | 43.189.828.191 | 93,06
Badan Pengembangan
Badan Pengembangan Sumber 46.412.162.000 | 43.189.828.191 | 93,06 Sumber Daya Manusia
Daya Manusia Daerah
Daerah
Badan Pengembangan
Program Tata Kelola 24.025.948.211 | 23.051.433.965 | 9594 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Pemerintahan
Daerah
Penvusunan Laporan Kineri Badan Pengembangan
yustian mapora 2 120.000.000 | 120.000.000 | 100,00 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Keuangan dan Neraca Aset
Daerah
P Evaluasi d Badan Pengembangan
erencanaan, tvauast dan 315983.000 |  290.371.296 | 91,89 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Pelaporan
Daerah
Pengadaan Sarana Prasarana Badan Pengembangan
5 9.704.139.609 | 9.290.693.585 | 95,74 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Kantor
Daerah
. Badan Pengembangan
Pemeliharaan Sarana dan 3.867.486.586 | 3.802.136.875 | 98,31 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Prasarana Kantor
Daerah
. Badan Pengembangan
Penyediaan Barang dan Jasa 9.019.040.016 | 8562.160.003 | 94,93 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Perkantoran
Daerah
. . Badan Pengembangan
Peningkatan Kapasitas 70.000.000 58.788.000 | 83,98 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Aparatur
Daerah
L Badan Pengembangan
Rapat Koordinasi Kedalam dan 713250000 | 713.203.806 | 99,99 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Keluar Daerah
Daerah
Peningkatan Pengelolaan Badan Pengembangan
Kearsipan dan Pelayanan 200.319.000 198.350.400 | 99,02 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Perpustakaan Daerah
. Badan Pengembangan
Penyediaan Data 15.730.000 15.730.000 | 100,00 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Pembangunan Sektoral
Daerah
Badan Pengembangan
Program Pengembangan SDM 20.206.345.250 | 18.389.961.946 | 91,01 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Aparatur
Daerah
Pengembangan Kompetensi Badan Pengembangan
gempang e 14.486.812.450 | 13.09.351.675 | 90,42 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Kepemimpinan dan Prajabatan
Daerah
Pengembangan Kompetensi Badan Pengembangan
&€ & P 794.900.000 794.900.000 | 100,00 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Manajemen
Daerah
Pengembangan Kompetensi Badan Pengembangan
gembang P 3.006.944.000 | 2757.129.220 | 91,69 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Pemerintahan Daerah
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No

Realisasi

Uraian Urusan, Orgelmlsasy Anggaran Fisik Nama PD
Program dan Kegiatan (Rp) % (%)
()

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Badan Pengembangan
676.026.000 618.814.000 | 91,54 100,00 | Sumber Daya Manusia
Daerah

Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum

Badan Pengembangan
762.612.800 668.678.208 | 87,68 100,00 | Sumber Daya Manusia
Daerah

Pengembangan Kompetensi
Teknis Substantif

Badan Pengembangan
479.050.000 451.088.843 | 94,16 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Daerah

Pengembangan Kompetensi
Fungsional

Badan Pengembangan

Program Penilaian dan Sertifikasi | /g gcq 39 | 1748432280 | 8021 | 100,00 | Sumber Daya Manusia

Aparatur

Daerah
ey . Badan Pengembangan
Sertifikasi Kompetensi dan 577951539 | 445258149 | 77,04 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Kerjasama
Daerah
Badan Pengembangan
Pengendalian Mutu Diklat 1.301.917.000 | 1.008.578.862 | 77,47 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Daerah
. . Badan Pengembangan
K 1 Teknol
urikulum dan Teknologi 300.000.000 | 294595269 | 9820 | 100,00 | Sumber Daya Manusia
Pembelajaran Daerah

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengendalian Mutu Diklat tidak diselenggarakannya
Sarasehan Widyaiswara Nasional yang pada awalanya
dialokasikan di BPSDMD Provinsi Banten, kemudian dialihkan
penyelenggaraannya ke BPSDMD Kemendagri;

2. Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Kerja Sama terkendala
pada tolok ukur Bimtek Barang dan Jasa yang pada awalnya
dialokasikan selama 7 hari menjadi 3 hari, selebihnya hanya
efisiensi anggaran honorarium narasumber, efesiensi makan

dan minum, penggandaan, perjalanan dinas.
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3.4.7

b). Solusi

Tahap perencanaan kegiatan perlu ketelitian dalam menyusun

kebutuhan anggaran,

berjalan efektif sesuai dengan target perencanaan.

Urusan Pemerintahan

Pengembangan.

Fungsi

sehingga pelakasanaan kegiatan dapat

Penunjang Bidang Penelitian dan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan

Pengembangan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan

pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Pelaksanaan

program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.37

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2019

(Bidang Penelitian dan Pengembangan)

Uraian Urusan, Organisasi,

Realisasi

Kebijakan Strategi Daerah

A isi PD
No Program dan Kegiatan nggaran (Rp) o, F(lojl)k Nama
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 3.971.063.000 | 2.995.823.735 | 75,44
Badan Perencanaan Pembangunan 3.971.063.000 | 2.995.823.735 | 75,44 Badan Perencanaan
Daerah Pembangunan Daerah
P Peneliti B P
rogram Penelitian dan 3.971.063.000 | 2.995.823.735 | 75,44 | 99,64 | Lodan Perencanaan
Pengembangan Pembangunan Daerah
Pene.zlhtlan, Pengkf'ﬂ]lan dan Analisis 2.972.610.000 | 2.231.217.600 | 75,06 | 99,35 Badan Perencanaan
Kebijakan Strategi Daerah Pembangunan Daerah
Pengembangan dan Inovasi 998.453.000 764.606.135 | 76,58 | 99,93 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, adalah :

a). Permasalahan

Terdapat uraian kegiatan yang tidak dilaksanakan karena kebijakan

pimpinan untuk Fasilitasi DRD, serta terdapat efisiensi anggaran

lainnya.
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b). Solusi
Tahap perencanaan kegiatan perlu ketelitian dalam menyusun
kebutuhan anggaran, sehingga pelakasanaan kegiatan dapat

berjalan efektif sesuai dengan target perencanaan.

3.5 Capaian Indikator Kinerja Program
Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2017-2019 yang

meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),

Tingkat Inflasi, dan Gini Ratio. Adapun capaian tersebut digambarkan pada

tabel berikut:

Tabel 3.38
Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2017 - 2019
URAIAN 2017 2018 2019
INDIKATOR MAKRO Target .. Target .. Target ..
PEMBANGUNAN RPJMD Realisasi RPJMD Realisasi RPJMD Realisasi

IP M (Poin) 71,35 71,42 71,77 71,95 72,20 72,22
LPE (%) 5,70 571 6,00 5,82 6,20 5,53
Persentase 5,25 5,59 5,13 5,25 5,00 4,94
Penduduk Miskin(%) ’ ’ ’ ’ ’ ’
Persentase
Pengangguran 8,69 9,28 8,45 8,52 8,20 8,11
Terbuka (%)
Tingkat Inflasi (%) 4,00 3,98 3,70 3,42 4,20 3,30
Gini Ratio (%) 0,400 0,390 0,390 0,367 0,390 0,361

* proyeksi (rilis BPS 17 Feb 2020)

Sumber : BRS Provinsi Banten Tahun 2019

Sebagaimana tabel diatas, Indikator makro pembangunan Provinsi

Banten Tahun 2017-2019 untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
mengalami peningkatan, sedangkan untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE),
Persentase Penduduk Miskin, Persentase Pengangguran Terbuka (TPT),
Tingkat Inflasi, dan Gini Ratio mengalami fluktuasi.

Sub Bab ini menjelaskan rincian target dan realisasi capaian indikator

kinerja Tahun Anggaran 2019 pada setiap program yang diukur/dievaluasi
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capaiannya pada 127 program 227 indikator kinerja, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut :

Capaian Indikator Kinerja Program
Provinsi Banten 2019

Tabel 3.39

Indikator
Kinerja . . Predik
. L Awal Target Rea!|sa ngl.(at at
Indikator Kinerja RPIMD si Capaian Kineria
No Program Program RPJMD (baseline) ] OPD
(Outcome)
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Tata - .
1 | Kelola g‘l'('g‘l'a“g' ‘f)sat“a”' 2.5 3.00 319 | 106.33 ST | Seluruh OPD
Pemerintahan
Program Penataan Perse.r.‘t?s‘? QPD yang
dan Peningkatan menmiliki nilai Setda (Biro
2 N Laporan Kinerja 10 50.00 50.00 100,00 ST A
Kapasitas P intah D. hB Organisasi)
Kelembagaan emerintah Daera
(Satuan: %)
Program Persentase
keselarasan .
3 | Perumusan kebijakan di 65 7500 | 9575 | 127,67 st | Setda(Biro
Kebijakan - . Pemerintahan)
. bidangPemerintahan
Pemerintahan .
(Satuan: %)
Presentase .
eS| tessrasan setta (oo
4 e Kebijakan pada 16.27 18.28 18.28 100.00 ST .
Kebijakan Bidang Perekonomian
Perekonomian Ekonomi(Satuan: %) )
Program
Peningkatan Persentase realisasi Setda (Biro
5 Kualitas Produk target 0 100.00 100.00 100.00 ST Hukum)
dan Pelayanan prolegda(Satuan: %)
Hukum
Presentase
keselarasan
peraturan .
perundangan daerah 70 80,00 80 100,00 ST f'itﬁfrg"ro
dengan regulasi
hukum
nasional(Satuan: %)
Persentase Raperda
inisiatif yang -
memiiliki naskah 50 80,00 80 100,00 ST flitf:m(?'ro
akademik(Satuan:
%)
Persentase
Program kesel
Perumusan eselarasan Setda (Biro
6 - kebijakan di bidang 70 80,00 80,00 100,00 ST )
Kebijakan inf K Bisda)
Infrastruktur infrastruktur
(Satuan: %)
Program
Persentase
Pe"‘.'.m usan keselarasan Setda (Biro
7 Kebijakan = L 70 80,00 75,00 93,75 ST
. kebijakan di bidang Kesra)
Kesejahteraan Kesra(Satuan: %)
Rakyat -
Persentase
Program Dukungan | keselarasan
Layanan kebijakan di bidang Setda (Biro
8 Administrasi Admiistrasi 70 80,00 80,00 100,00 ST Adpem)
Pembangunan Pembangunan(Satua
n: %)
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Indikator
Indi — KII\r\l:;JIa Target Rea!isa Tingl_(at Pr:glk
ndikator Kinerja RPIMD si Capaian Kinerja
No Program Program RPJMD (baseline) OoPD
(Outcome)
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Presentase Kinerja
Pengadaan Setda (Biro
Barang/Jasa(Satuan: 70 80.00 80,00 100,00 ST Adpem)
%)
oo o | Capaian % kinerja
Program Fasilitasi .
9 | dan Pelayanan ?e'aya”a'? Rumah 70 80.00 | 72.13 90.16 gr | Setda (Biro
Pimpinan angga Pimpinan ARTP)
(Satuan: %)
Capaian % kinerja
Pelayanan Tata Setda (Biro
Usaha Pimpinan ( 70 80.00 80.00 100.00 ST ARTP)
(Satuan: %)
Capaian % kinerja
Pelayanan Setda (Biro
Keprotokolan(Satuan 70 80,00 79.98 99.98 ST ARTP)
1 %)
Persentase Prasarana
dan sarana
Program penunjang kinerja di Setda (Biro
10 Pelayanan Umum Lingkungan Setda 70 80,00 80,00 100,00 ST Umum)
dalam kondisi
baik(Satuan: %)
Pesrsentase
Program Kepatuhan OPD
Peningkatan dan terhadap Peraturan
11 | Pengembangan Perundang-undangan 75 85,00 85,00 100,00 ST BPKAD
Pengelolaan di Bidang
Keuangan Daerah Keuangan(Satuan:
%)
Persentase
Program Kesesuaian laporan
Penatausahaan dengan Standar
12 dan Pelaporan Akutansi 70 90,00 90,00 100,00 ST BPKAD
Keuangan Daerah Pemerintah(Satuan:
%)
Program capaian tertib
13 | Penatausahaan Administrasi Aset 100 100,00 100,00 100,00 ST BPKAD
Aset Daerah daerah (Satuan: %)
Program
Pembinaan dan
14 | Pengawasan Capaian Nilai Sakip 55 7500 | 7500 | 100,00 ST | Inspektorat
penyelenggaraan (Satuan: %)
Pemerintahan
Daerah
Indeks Integritas 72.48 74,48 74,48 | 100,00 ST | Inspektorat
(Satuan: poin)
Capaian Leveling
Kapabilitas 2 3,00 3,00 100,00 ST Inspektorat
APIP(Satuan: nilai)
Capaian OPINI
Laporan Keuangan 100 100,00 100,00 100,00 ST Inspektorat
(Satuan: opini)
Program
Pengembangan, Persentase
Pendayagunaan, ketersediaan
15 | Peningkatan 12.41 48,38 48,38 100,00 ST Diskominfo
. perangkat TI
Teknologi (Satuan: %)
Informasi dan ’
Komunikasi
Persentase
Program
Peningkatan Akses Pengelolaan
16 d L Informasi dan 10 40,00 32,02 80,05 T Diskominfo
an Kualitas o
Komunikasi

Informasi Publik

Publik(Satuan: %)
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Indikator
Kinerja . . Predik
. - Awal Target Rea!lsa ngl_(at at
Indikator Kinerja RPIMD si Capaian Kineria
No Program Program RPIMD h ] OPD
(baseline)
(Outcome)
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase
Ketersediaan Sarana
17 | Program Tata dan Prasarana 10 40,00 | 40,00 | 100,00 ST | Diskominfo
Kelola Persandian Persandian dan
Keamanan Informasi
(Satuan: %)
Persentase
Program keterpakalanc_:lata
Penyediaan Data dan informasi N .
18 pembangunan 30 60,00 60,00 100,00 ST Diskominfo
Pembangunan
daerah yang
Daerah - .
terintegrasi (Satuan:
%)
Program Persentase dokumen
Pergncanaan perencanaan RPJPD
’
19 | Pengendalian dan | RTRW dan 100 100.00 | 100,00 | 100,00 ST | Bappeda
. RPJMDyang telah
Evaluasi :
Pembangunan ditetapkan dengan
PERDA (Satuan: %)
Persentase Dokumen
Perencanaan : RKPD
yang telah
ditetapkan dengan 100 100,00 100,00 100,00 ST Bappeda
PERKADA (Satuan:
%)
Persentase
Penjabaran
Konsistensi Program 70 85.00 100,00 121.43 ST Bappeda
RPIMD kedalam
RKPD (Satuan: %)
Persentase
Kesesuaian rencana
pembangunan 50 75.00 100,00 150.00 ST Bappeda
dengan RTRW
(Satuan: %)
Persentase usulan
Program kegiatan lingkup
Perencanaan dan bidang ekonomi yang
20 | Pengendalian diakomodir dalam 50 75.00 100,00 150.00 ST Bappeda
Pembangunan dokumen
Ekonomi perencanaan
(Satuan: %)
Persentase usulan
Program kegiatan lingku
Perencanaan dan €9 'gkup
N bidang Sosial dan
Pengendalian Pemerintahan yan
21 | Pembangunan . han yang 50 75.00 100,00 150.00 ST Bappeda
. diakomodir dalam
Sosial dan
. dokumen
Pemerintahan perencanaan
Kemasyarakatan (Satuan: %)
Persentase usulan
Program kegiatan lingkup
Perencanaan dan bidang Infrastruktur
Pengendalian dan Pengembangan
22 | Pembangunan Wilayah yang 50 75.00 100,00 150.00 ST Bappeda
Infrastruktur dan diakomodir dalam
Pengembangan dokumen
Wilayah perencanaan
(Satuan: %)
Prosentase pegawai
:;zga::Tsahaan yang didistribusikan
23 K . sesuai hasil 0 90,00 54,17 60,19 R BKD
epegawaian .
pemetaan (Satuan:
Daerah

%)
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No

Program

Indikator Kinerja
Program RPJMD
(Outcome)

Indikator
Kinerja
Awal
RPIJMD
(baseline)

Target

Realisa
si

Tingkat
Capaian

Predik
at
Kinerja

2016

2019

2019

2019

2019

OPD

3

Prosentase pegawai
yang tidak
melanggar kode etik
dan disiplin pegawai
(Satuan: %)

90,00

98,44

109,38

ST

BKD

Prosentase akurasi
data kepegawaian
(Satuan: %)

90,00

90,00

100,00

ST

BKD

24

Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Prosentase
penempatan pegawai
sesuai dengan
kebutuhan dan
kompetensinya
(Satuan: %)

70

90,00

92,16

102,40

ST

BKD

25

Program
Pengembangan
SDM Aparatur

Rasio peserta Diklat
kepemimpinan dan
prajabatan.
manajemen dan
pemerintahan yang
lulusberkategori baik
(Satuan: %)

70

85,00

99,92

117,55

ST

BPSDM

Rasio peserta Diklat
Teknis Umum.
Substantif. dan
Fungsional yang lulus
berkategori
baik(Satuan: %)

70

85,00

97,20

114,35

ST

BPSDM

26

Program Penilaian
dan Sertifikasi
Aparatur

Prosentase
kompetensi dan
profesionalisme
penyelenggara diklat
(Satuan: %)

70

85,00

93,97

110,55

ST

BPSDM

Cakupan
Ketersediaan Bahan
Penunjang
Kediklatan dan
Bimtek Aparatur
(Satuan: %)

70

85,00

100,00

117,65

ST

BPSDM

27

Program
Peningkatan
Pendapatan
Daerah

Persentase
Peningkatan Pajak
Daerah terhadap
Pendapatan Daerah
(%) (Satuan: %)

55.6

58,94

62,38

105,84

ST

BAPENDA

Persentase
Peningkatan
Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lain-lain
terhadap Pendapatan
Daerah (%) (Satuan:
%)

44.4

41,06

41,46

100,98

ST

BAPENDA

28

Program
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi
Pendapatan
Daerah

Persentase Potensi
Tunggakan Pajak
Daerah yang dapat di
selesaikan (Satuan:
%)

2.36

15,22

21,76

142,98

ST

BAPENDA

29

Program
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

cakupan pelayanan
ketentraman
ketertiban umum
daerah provinsi
(Satuan: %)

100

100,00

100,00

100,00

ST

Satpol-PP

30

Program
Penegakan
Peraturan
Perundang-
undangan Daerah

Presentase
Penegakan Peraturan
Perundang-undangan
daerah (Satuan: %)

70

75,00

75,00

100,00

ST

Satpol-PP
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Indikator
Kinerja . . Predik
. - Awal Target Rea!lsa ngl_(at at
Indikator Kinerja RPIMD si Capaian Kineria
No Program Program RPIMD | =0, ] OPD
(Outcome)
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Program C::(I?n%aunn an
31 | Perlindungan P 9 , 100 100,00 | 100,00 | 100,00 ST | Satpol-PP
masyarakat (Satuan:
Masyarakat %)
Program Cakupan koordinasi
3 | Penanganan penanganan bencana 100 100,00 | 100,00 | 100,00 ST | Satpol-PP
Bencana kebakaran (Satuan:
Kebakaran %)
Cakupan pembinaan
p dan penguatan 4
rogram
Pembinaan Eogsensus Dasar B
L . ebangsaan adan
33 ‘I’Slologl dan (Pancasila. UUD 5 24,00 24,00 100,00 ST Kesbangpol
awasan :
Kebangsaan 1945. Bhineka
Tunggal Ika.
NKRI(Satuan: %)
Program g;c:\suertt:asr? peristiwa
34 | Peningkatan gangguan 0 100,00 | 100,00 | 100,00 gr | Badan
Kewaspadaan k | Kesbangpol
Nasional eamanaan dalam
daerah (Satuan: %)
Program Persentase Ormas
Peningkatan yang mendapatkan Badan
» Ketahanan Sosial Pembinaan(Satuan: 70 70,00 70,00 100,00 ST Kesbangpol
dan Ekonomi %)
Program
Peningkatan Angka Partisipasi Badan
36 | pendidikan Politik | Pilpres (Satuan: %) 68.66 70,00 | 70,00 | 100,00 ST | Kesbangpol
Masyarakat
Program
Pencegahan dan Cakupan mitigasidan
37 | Kesiapsiagaan Pengurangan Resiko 100 100,00 98.00 98.00 ST BPBD
Penanggulangan Bencana (Satuan: %)
Bencana
Program Presentase
Kedaruratan dan g::g[;teadl:a;:n
38 | Logistik - 100 100,00 84.98 84.98 T BPBD
Logistik. Prabencana
Penanggulangan dan T D
Bencana an Tanggap Darurat
Bencana (Satuan: %)
Program Presentase
Rehabilitasi dan | Fernulinan Kondsi
39 | Rekonstruksi ' 100 100,00 97,57 97,57 ST BPBD
sarana dan
Penanggulangan
Bencana prasarana pasca
bencana (Satuan: %)
Program
Administrasi Rasio bayi berakte
40 Kependudukan dan | kelahiran(Satuan: %) 60 67,38 92,04 136,60 ST DP3AKKB
Catatan Sipil
Rasio Pasangan
berakte nikah 20 30,81 32,93 106,88 ST DP3AKKB
(Satuan: %)
Rasio kepemilikan
KTP-el dan NIK 80 86,47 98,82 114,28 ST DP3AKKB
(Satuan: %)
Rasio kepemilikan
akta kelahiran per
1000 77 80,99 92,58 114,31 ST DP3AKKB
penduduk(Satuan:
%)
Cakupan data dan
informasi 80 100,00 | 100,00 | 100,00 ST | DP3AKKB

kependudukan
(Satuan: %)

I11-169




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

No

Program

Indikator Kinerja
Program RPJMD
(Outcome)

Indikator
Kinerja
Awal
RPIJMD
(baseline)

Target

Realisa
si

Tingkat
Capaian

Predik
at
Kinerja

2016

2019

2019

2019

2019

OPD

41

Program
Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah

Capaian % Kinerja
Fungsi DPRD
(Satuan: %)

100,00

94,37

94,37

ST

Set DPRD

Rasio Ketersediaan
Prasarana danSarana
Perkantoran
danPeningkatan
Kualitas Sumber
Daya Aparatur
(Satuan: %)

100,00

97,17

97,17

ST

Set DPRD

Capaian %
Pelayanan
Keprotokolan.
kehumasan dan
dukungan
pelaksanaan kegiatan
Reses DPRD (Satuan:
%)

100,00

98,92

98,92

ST

Set DPRD

42

Program
Pembangunan
Kemitraan

Cakupan koordinasi
Badan Penghubung
Terhadap Mitra
Strategis (Satuan:
%)

100,00

97,31

97,31

ST

Badan
Penghubung

43

Program Penelitian
dan
Pengembangan

Persentase hasil
penelitian yang
dimanfaatkan
(Satuan: %)

70

60,00

100,00

166,67

ST

Bappeda

Persentase inovasi

yang
diadopsi(Satuan: %)

70

60,00

100,00

166,67

ST

Bappeda

44

Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan

Persentase Jalan
Provinsi Dalam
Kondisi
Mantap(Satuan: %)

74.45

84,67

98,15

115,92

ST

DPUPR

Persentase Jalan
Provinsi Yang
Memenuhi Standar
Teknis (Satuan: %)

26.6

28,99

37,40

129,01

ST

DPUPR

Persentase Jembatan
Provinsi Dalam
Kondisi Mantap
(Satuan: %)

83

89,70

90,70

101,11

ST

DPUPR

45

Program
Pengembangan
Jasa Konstruksi

Presentase badan
usaha jasa konstruksi
yang memenuhi
standar (Satuan: %)

20,00

13,87

69,35

DPUPR

46

Program Penataan
Ruang

Persentase Rencana
Detail Tata Ruang
(RDTR) pada 8
Kawasan Strategis
Provinsi (Satuan: %)

37,50

20,00

53,33

DPUPR

47

Program
Penyelenggaraan
Kawasan
Permukiman dan
Perumahan

Luas Kawasan
Kumuh yang ditata
(Satuan: Ha)

375.29

203.20

101.16

49.78

SR

DPRKP

Persentase Rumah
Tidak Layak Huni
yang ditangani
(Satuan: %)

82.86

85,18

93,13

109,33

ST

DPRKP

48

Program
Keciptakaryaan

Cakupan Rumah
Tangga yang
memiliki Akses Air
Bersih(Satuan: %)

71.05

76,15

73,68

96,76

ST

DPRKP
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Indikator
. N KII\r\l:;JIa Target Rea!isa Tingl_(at Pr:glk
Indikator Kinerja RPIMD si Capaian Kinerja
No Program Program RPJMD (baseline) OoPD
(Outcome)
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Rumah
Tangga yang 67.94 75,57 79,71 105,48 ST DPRKP
memiliki Akses
Sanitasi (Satuan: %)
Cakupan pelayanan
pengelolaan sampah 0 20,00 0,00 0,00 SR | DPRKP
Regional (Satuan:
%)
Persentase regulasi
Program
7 dan pedoman
Peningkatan standar pelayanan
49 | Pelayanan transportasi yang 0 20,00 62,50 312.5 ST Dishub
Penyelenggaraan diterapkan (Satuan:
Perhubungan %) ’
Program Persenttase )
. pengaturan rekayasa
50 Eg:g:’::;?:gﬁ: lalulintas di ruas 100 10000 | 2467 | 2467 SR | Dishub
Lintas jalan provinsi
(Satuan: %)
Persentase
Program Penger_1da|ian.
Peningkatan penertiban dan )
51 pengawasan 0 100,00 37,66 37.66 SR Dishub
:el?‘yabnan penyelanggaraan
erhubungan angkutan (Satuan:
%)
Program Cakupanpemulihan
52 | Pembangunan dan pencegahan 15.51 26,27 26,89 102.36 ST DPUPR
Sumberdaya Air banjir(Satuan: %)
Luas Layanan
Jaringan Irigasi 16721,7 15826,0
Teknis 15,118.50 8 6 94.64 ST DPUPR
Provinsi(Satuan: ha)
Cakupan Pemulihan
Pencegahan 46.21 56,97 55,37 97,19 ST DPUPR
Abrasi(Satuan: %)
persentase
Program Penataan Eg%ilsgr?%zr:an
53 | Bangunan dan linak 0 50,00 39,89 79,78 T DPRKP
Lingkungan ingkungan .
dikawasan strategis
Provinsi (Satuan: %)
persentase
pengelolaan gedung 0 69,00 | 62,56 90,67 T | DPRKP
strategis Provinsi
(Satuan: %)
Program Persentase
Peningkatan ketersediaan rambu-
54 | Sarana dan rambu lalulintas 10 20,00 50 250 ST Dishub
Prasarana terhadap kebutuhan
Perhubungan (Satuan: %)
Persentase
Pembangunan dan
pemeliharaan dan 0 20,00 27,89 139,45 ST | Dishub
prasarana
perkeretaapian
(Satuan: %)
Program Persentase
Peningkatan pelabuhan
55 | Pelayanan pengumpan regional 0 20.00 50.00 250.00 ST Dishub
Perhubungan Laut | operasional (Satuan:
dan Udara %)
Program Angka Partisipasi
56 | Pendidikan Kasar (APK) Sekola 71.13 7467 | 8423 | 112.80 ST | Dindikbud
enengah(Satuan:
Menengah %)
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No

Program

Indikator Kinerja
Program RPJMD
(Outcome)

Indikator
Kinerja
Awal
RPIJMD
(baseline)

Target

Realisa
si

Tingkat
Capaian

Predik
at
Kinerja

2016

2019

2019

2019

2019

OPD

3

Angka Partisipasi
Murni (APM) Sekolah
Menengah(Satuan:
%)

57.21

60.33

62.02

102.80

ST

Dindikbud

Angka Putus Sekolah
SMA (Satuan: Nilai)

0.25

0.19

0.0024

98.74

ST

Dindikbud

Angka Putus Sekolah
SMK (Satuan: Nilai)

0.5

0.38

0.0048

98.74

ST

Dindikbud

Angka Kelulusan SMA
(Satuan: %)

98.83

98,85

100,00

101,16

ST

Dindikbud

Angka Kelulusan SMK
(Satuan: %)

99.87

99,90

99,92

100,02

ST

Dindikbud

Nilai Rata-rata Ujian
SMA IPA (Satuan:
%)

50.7

53,22

54,55

102,50

ST

Dindikbud

Nilai Rata-rata Ujian
SMK (Satuan: %)

54.7

56,30

44,06

78,26

Dindikbud

Nilai Rata-rata Ujian
SMAIPS (Satuan: %)

47.6

49,76

49,47

99,42

ST

Dindikbud

Persentase SMK yang
menerapkan link and
match (Satuan: %)

10

34,00

70,31

206,81

ST

Dindikbud

57

Program
Pendidikan Khusus

Cakupan Layanan
Sekolah Khusus dan
Layanan
Khusus(Satuan: %)

15

34,00

27,10

79,70

Dindikbud

58

Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

Nilai Uji Kompetensi
Guru (UKG)
SMK(Satuan: Nilai)

56.23

57,74

56,23

97,38

ST

Dindikbud

Nilai Uji Kompetensi
Guru (UKG) SMA
(Satuan: Nilai)

64.57

65,14

64,57

99,12

ST

Dindikbud

Persentase guru SMA
yang bersertifikat
(Satuan: %)

95.26

97,16

42,80

44,05

SR

Dindikbud

Persentase guru SMK
yang bersertifikat
(Satuan: %)

48.28

60,97

25,90

42,48

SR

Dindikbud

59

Program
Peningkatan Mutu
Pembelajaran

Presentasi Akses dan
Mutu Media
Pembelajaran(Satuan
1 %)

10

30.00

85.00

283.33

ST

Dindikbud

60

Program
Pelestarian
Kebudayaan

Persentase event
yang mengangkat
nilai budaya
masyarakat Banten
(Satuan: %)

70

90,00

90,00

100,00

ST

Dindikbud

Cakupan organisasi
kesenian (pembinaan
sanggar/ kelompok
seni dan budaya)
(Satuan: %)

70

90,00

90,00

100,00

ST

Dindikbud

Cakupan Apresiasi
Seni dan Kreatifitas
Karya Budaya
(Satuan: %)

70

90,00

90,00

100,00

ST

Dindikbud
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Indikator
Kinerja . . Predik
. - Awal Target Rea!lsa ngl_(at at
Indikator Kinerja RPIMD si Capaian Kineria
No Program Program RPIMD | =0, ] OPD
(Outcome)
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Cakupan Pelestarian
Nilai-Nilai Sejarah 70 90,00 | 76,00 84,44 T Dindikbud
dan Warisan Budaya
(Satuan: %)
Program Cakupan Pelayanan
61 | Pengelolaan P yan: 0 90,00 87,00 96,67 ST Dindikbud
Museum (Satuan: %)
Kekayaan Budaya
e o
62 | Pengelolaan agar budaya yang 0 90,00 88,00 97,78 ST Dindikbud
dilestarikan (Satuan:
Keragaman Budaya %)
Cakupan Pelestarian
Benda Cagar 0 90,00 88,00 97,78 ST Dindikbud
Budaya(Satuan: %)
Cakupan Kelompok/
Program Organisasi
g3 | Peningkatan Kepemudaan dan 70 80,00 79,67 99,59 ST | Dispora
Pemberdayaan kewirausahaan
Kepemudaan pemuda Mandiri
(Satuan: %)
Persentase Pemuda
Wirausshawan Baru 0 80,00 | 79,71 99,64 ST | Dispora
yang difasilitasi
(Satuan: %)
Program Cakupan
g4 | Pengembangan Ketercukupan 50 7500 | 71,43 | 9524 ST | Dispora
dan Pemberdayaan | Fasilitas
Olah Raga Olahraga(Satuan: %)
Cakupan
Keikutsertaan cabang
Program olahraga pada event
65 | Peningkatan ilavah ional d 50 80,00 80,00 100,00 ST Dispora
Prestasi Olah Raga | \/'aYan- nasional dan
internasional(Satuan:
%)
Program
. Cakupan
Pembinaan dan . .
66 Pemasyarakatan gembln.a;a/nolahraga( 60 80,00 79,46 99,33 ST Dispora
Olah Raga atuan: %)
Program
Cakupan Data
67 | Pemberdayaan Terpilah Gender dan 50 63.33 57.61 90.97 ST | DP3AKKB
Perempuan dan .
. Anak(Satuan: %)
Keluarga Sejahtera
Cakupan
Perencanaan 50 55,00 76,47 139,04 ST | DP3AKKB
Responsif
Gender(Satuan: %)
Rasio Partisipasi
perempuan di
lembaga legislatif. 58.72 62,27 72,75 116,83 ST | DP3AKKB
swasta dan
pemerintah (Satuan:
%)
Cakupan
Kabupaten/Kota
yang memiliki 70 75,00 100,00 133,33 ST DP3AKKB
Lembaga Sadar
Gender(Satuan: %)
Indek Ketahan
Keluarga(Satuan: %) 65.19 67,62 86,64 128,13 ST DP3AKKB
Program
Peningkatan .
. N Cakupan Penyelsaian
gg | KualitasHidupdan | . 2, ., 75 9500 | 83.10 | 87.47 T | DP3AKKB

Perlindungan
Perempuan dan
Anak

KDRT(Satuan: %)
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No

Program

Indikator Kinerja
Program RPJMD
(Outcome)

Indikator
Kinerja
Awal
RPIJMD
(baseline)

Target

Realisa
si

Tingkat
Capaian

Predik
at
Kinerja

2016

2019

2019

2019

2019

OPD

3

Cakupan Penyelsaian
pengaduan
Kekerasan terhadap
Anak(Satuan: %)

75

95.00

81.38

85.66

DP3AKKB

Rasio Perlindungan
Khusus Anak
(Satuan: %)

75

63.33

59.84

94.49

ST

DP3AKKB

69

Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan

Cakupan pembinaan
perpustakaan Umum
dan perpustakaan

khusus (Satuan: %)

75

90.00

85.71

95.23

ST

DPK

70

Program
Pengembangan
Koleksi dan
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Perpustakaan

Cakupan Pelayanan
Perpustakaan Sesuai
Standar Minimal
Perpustakaan
(Satuan: %)

70

80,00

80,00

100,00

ST

DPK

71

Program
Pengelolaan
Sistem Kearsipan

Persentase
Digitalisasi Arsip
Statis Daerah
(Satuan: %)

70

85,00

85,00

100,00

ST

DPK

Persentase
Digitalisasi Arsip
Dinamis Daerah
(Satuan: %)

70

85,00

85,00

100,00

ST

DPK

Persentase
Pengelolaan Arsip
OPD sesuai Standar
(Satuan: %)

70

90,00

93,00

103,33

ST

DPK

72

Program Upaya
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat

Persentase
Persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan
(Satuan: %)

45

81,00

83,39

102,95

ST

Dinkes

Persentase balita gizi
buruk yang dirawat
dan ditangani
(Satuan: %)

100

100,00

100,00

100,00

ST

Dinkes

Persentase Kab/Kota
yang telah
mendapatkan
dukungan program
kesehatan
masyarakat (Satuan:
%)

50

60,00

100,00

166,67

ST

Dinkes

73

Program
Peningkatan Akses
dan Mutu
Pelayanan
Kesehatan

Presentase Penduduk
yang mendapatkan
Jaminan Pelayanan
Kesehatan (Satuan:
%)

75

100,00

94,23

94,23

ST

Dinkes

Persentase
pelayanan kesehatan
yang terakreditasi
(FKTP. FKRTL.
Laboratorium)
(Satuan: %)

45

81,00

90,00

111,11

ST

Dinkes

Persentase
Terbangunnya
Rumah Sakit Jiwa
dan Pusat
Rehabilitasi
Ketergantungan Obat
(Satuan: %)

10

35,00

35,00

100,00

ST

Dinkes

Perentase
Pembangunan
Rumah Sakit Banten
Selatan (Satuan: %)

30,00

30,00

100,00

ST

Dinkes
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No

Program

Indikator Kinerja
Program RPJMD
(Outcome)

Indikator
Kinerja
Awal
RPIJMD
(baseline)

Target

Realisa
si

Tingkat
Capaian

Predik
at
Kinerja

2016

2019

2019

2019

2019

OPD

3

74

Program
Pencegahan
Pengendalian
Penyakit

Persentase Kab/Kota
yang telah
mendapatkan
dukungan program
pencegahan.
pengendalian
penyakit dan krisis
kesehatan (Satuan:
%)

60

85,00

100,00

117,65

ST

Dinkes

75

Program
Pemberdayaan
Sumberdaya
Kesehatan dan
Kefarmasian

Jumlah
Dokter/Dokter Gigi.
Tenaga Kesehatan
yang diRekrut dan
ditingkatkan
Kompetensinya
(Satuan: satuan
orang)

170

126

74,12

Dinkes

Presentase
Pemenuhan Obat
Publik dan
Perbekalan
Kesehatan(Satuan:
%)

65

80,00

80,00

100,00

ST

Dinkes

Persentase
Pembinaan Sarana
Kefarmasian
(Satuan: %)

40

60,00

94,51

157,52

ST

Dinkes

76

77

Program
Peningkatan
Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan Daerah

Persentase Jenis
Pemeriksaan
Laboratorium
kesehatan yang di
layani (Satuan: %)

27

37,00

48,94

132,27

ST

Dinkes

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan

Capaian SPM
Pelayanan Medis
RSUD Banten
(Satuan: %)

70

70.00

65.18

93.11

ST

Dinkes

Capaian SPM
Pelayanan
Keperawatan RSUD
Banten (Satuan: %)

88

88,00

88,00

100,00

ST

Dinkes

Capaian pemenuhan
Standar Sarana dan
Prasarana Rumah
Sakit Banten
(Satuan: %)

70

75,00

75,00

100,00

ST

Dinkes

Cakupan kualitas
pelayanan sesuai
SPM Rumah Sakit
Umum
Malingping(Satuan:
%)

50

70,00

79,92

114,17

ST

Dinkes

Bed Occupancy Ratio
(BOR) RSUD
Malingping (Satuan:
%)

30

50,00

58,18

116,36

ST

Dinkes

Indeks kepuasan
pelanggan (Satuan:
%)

50

70,00

74,53

106,47

ST

Dinkes

78

Program
Kependudukan dan
Keluarga
Berencana

Angka kelahiran total
(total fertility
rate/TFR) per WUS
(15-49 tahun)
(Satuan: Jumlah)

2.4

2,29

2,21

96,51

ST

DP3AKKB

I1I-175




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2019

Indikator
K;\r;(:;]la Target Realisa | Tingkat Pr:g'k
Indikator Kinerja RPIMD si Capaian Kinerja
No Program Program RPJMD (baseline) OoPD
(Outcome)
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase
pemakaian
kontrasepsi (modern
contraceptive 59 61,00 69,88 114,56 ST DP3AKKB
prevalence
rate/CPR)(Satuan:
%)
Persentase
kebutuhan ber-KB
yang tidak terpenuhi 10.3 10,18 14,13 138,80 ST DP3AKKB
(unmet need)
(Satuan: %)
Tingkat putus pakai
kontrasepsi(Satuan: 2.6 25,18 35,68 141,70 ST DP3AKKB
%)
Program
Peningkatan Iklim, | Nilai Realisasi
79 | Promosi dan Investasi PMDN 124 13.8 20.71 150.07 ST DPMPTSP
Kerjasama (Satuan: triliyun)
Investasi
Nilai Realisasi
Investasi PMA 39.9 47.00 28.02 59.62 R DPMPTSP
(Satuan: triliyun)
Program .
Pengelolaan Data ;{:fil?mlzirinanfaatan
80 | dan Sistem 75 100,00 100,00 100,00 ST DPMPTSP
Informasi Penanaman L
Penanaman Modal Modal(Satuan: %)
Program Presentase Realisasi
81 Ee".‘y.a“a“ Perizinan sesuai 100 100,00 | 100,00 | 100,00 ST | DPMPTSP
erizinan Penaman | Standar Pelayanan
Modal (Satuan: %)
Cakupan Potensi
Program Investasi yang
82 | Pengendalian T ! . 16.96 17,09 26,14 152,93 ST DPMPTSP
erealisasi(Satuan:
Penanaman Modal %)
Persentase Struktur
Industri pada
Program Industri Unggulan
83 | Peningkatan Daya Daerah Yang 0 20,00 20,00 100,00 ST Disperindag
Saing Industri Mendapatkan
Fasilitasi Penguatan
(Satuan: %)
Persentase
Kerjasama SDM
Berkompetensi 0 20,00 20,00 100,00 ST Disperindag
Industri yang Aktif
(Satuan: %)
Rasio Pertumbuhan
industri kreatif 0 20,00 25,71 128,55 ST Disperindag
(Satuan: %)
:legy"::‘an Jumlah.Prodluk
Pengembangan Industri Kecil o
84 . Berstandar dan 1,200 200 421 210,50 ST Disperindag
Teknologi dan bersertifikasi(Satuan:
Standarisasi umlah )
Industri Jumlah)
Program Koefisien Variasi
Pengembangan Harga Kebutuhan
85 P Pokok Antar Waktu 0 5,00 0,29 194.00 ST Disperindag
erdagangan d - .
. an Wilayah (Satuan:
Dalam Negeri %)
Pertumbuhan Omset
Pedagang(Satuan: 5 12,00 24,30 202,50 ST Disperindag
%)
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Indikator
Kinerja . . Predik
. - Awal Target Rea!lsa ngl_(at at
Indikator Kinerja RPIMD si Capaian Kineria
No Program Program RPIMD | =0, ] OPD
(Outcome)
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
capaian stabilitas
harga barang 6.93 5,00 1,09 178.00 ST Disperindag
pokok(Satuan: %)
Neraca ketersediaan
barang 100 100,00 100,00 100,00 ST Disperindag
pokok(Satuan: %)
Program
Surplus Neraca
Pengembangan . .
86 Perdagangan Luar E’sarctj:;_:j:.n?jtr; USD) 2,828.83 3,118.79 3,356.47 107.62 ST Disperindag
Negeri )
Program .
? Indeks Tendensi
Perlindungan dan . . -
87 Pengawasan Eciigis)umen(Satuan. 104.65 112.00 109.11 97.42 ST Disperindag
Industri
Program
Persentase
Pelayanan .
88 | Pengujian dan Pelayanan S.emf'kaS' 75 85,00 85,00 100,00 ST Disperindag
> . dan standarisasi
Sertifikasi Mutu (Satuan: %)
Barang -
;;igir:all‘(‘atan Persentase Produksi
89 gke . Perikanan(Satuan: 7.49 8,08 8,08 100,00 ST DKP
Produksi Perikanan %)
Tangkap °
Program
90 ;ﬁgg::?:;a Luas Laut Yang 50 6500 | 6500 | 100,00 ST | DKP
Terawasi(Satuan: %) ! ! !
Kelautan dan
Perikanan
Program Persentase Usaha
91 | Peningkatan Daya Eg's'frrt‘i?i?(a’;ang 50 100,00 | 100,00 | 100,00 ST | DKP
Saing Perikanan SNI(Satuan: %)
Program
Pengelolaan .
Nilai Tukar Nelayan
92 Sun_1b_er Daya Laut, (NTN)(Satuan: nilai) 115 117 125 106,84 ST DKP
Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
Program . .
> Ketersediaan Dinas
93 | Peningkatan pangan(Satuan: %) 93.9 96,30 89,83 93,28 ST Ketapang
Ketahanan Pangan
Program .
> Keterjangkauan/ .
94 Ee“'“.gkata“ akses pangan 80.09 8550 | 82,19 96,13 gr | Dinas
eterjangkauan (Satuan: %) Ketapang
Pangan )
95 gz:ﬁ:?i?:ngan Pemanfaatan 73.21 90,00 | 77,84 86,49 T | Dinas
Pangan(Satuan: %) ' ! ! ! Ketapang
Konsumen Pangan
Program
Pengembangan Jumlah Pusat Sentra
96 | Industri Pariwisata | Ekonomi Kreatif 2 1 1 100,00 ST Dispar
dan Ekonomi (Satuan: Lokasi)
Kreatif
Program Jumlah Kunjungan
97 | Pemasaran Produk | Wisatawan(Satuan: 14,705,763 15’221’3 14’;57’4 91,83 ST Dispar
Pariwisata Orang)
Rata-Rata Lama
Kunjungan(Satuan: 1.33 1,39 1,31 94,24 ST Dispar
Hari)
Rata-Rata
Pengeluaran 3,852,21 | 3,418,58 .
Wisatawan(Satuan: 3,634,490 6 2 88,74 T Dispar
Rp)
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Indikator
. N KII\r\l:;JIa Target Rea!isa Tingl_(at Pr:glk
Indikator Kinerja RPIMD si Capaian Kinerja
No Program Program RPJMD . OoPD
(baseline)
(Outcome)
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Jumlah tenaga kerja
Pengembangan yang terlatih di
gg | Sumberdaya sektor 200 300 400 133,33 ST | Dispar
Manusia kepariwisataan dan
Pariwisata dan ekonomi kreatif
Ekonomi Kreatif (Satuan: Orang)
Program Presentasi
Pengembangan Pengembangan .
99 Destinasi Destinasi Wisata 20 20,00 20,00 100,00 ST Dispar
Pariwisata (Satuan: %)
Program
Pengembangan Capaian Koperasi
100 Eelembagaan dan AKKf (Satuan: %) 0 6,00 6,00 100,00 ST Dinas K-UKM
engawasan
Koperasi
Program
Peningkatan Persentase Koperasi
101 | Kualitas Usaha dan | yang Bankable 0 6,00 6,00 100,00 ST Dinas K-UKM
pemberdayaan (Satuan: %)
Koperasi
Persentase realisasi
Program Pelatihan |mrlgﬂ1entas||1hgsn
102 | SDM Koperasi dan | Pelatihan terhadap 0 6,00 6,00 100,00 ST | Dinas K-UKM
UMKM total _peserta _
pelatihan Koperasi
(Satuan: %)
Persentase realisasi
implementasi hasil
pelatihan terhadap 0 1,00 1,00 | 10000 | ST | DinasK-UKM
total peserta
pelatihan Usaha Kecil
(Satuan: %)
Program Persentase Usaha
Pengembangan Kecil yang bermitra
103 | Sistem Pendukung | secara aktif dengan 0 1,00 1,00 100,00 ST Dinas K-UKM
Usaha Bagi Usaha Dunia Usaha lain
Kecil (Satuan: %)
Cakupan PMKS yang
Program Menda_patk_a n .
104 Rehabilitasi Sosial ;{eh_abllltaﬂ . 1,429 608 693 113,98 ST Dinsos
osial(Satuan:
Orang)
Cakupan PSKS yang
Program meningkat
105 | Pemberdayaan Partisipasinya 1,624 1520 1671 109,93 ST Dinsos
Sosial sosial(Satuan: ! !
Orang)
Program Persentase Updating
106 | Perlindungan dan Data PMKS(Satuan: 100 100,00 100,00 100,00 ST Dinsos
Jaminan Sosial %)
Cakupan Korban
Bencana Alam dan
Sosial yang .
mendapat 2,120 1,300 2,352 180,92 ST Dinsos
perlindungan
(Satuan: orang)
Cakupan Keluarga
miskin yang
meqdapatkan 48,150 25,000 49,511 198,04 ST Dinsos
jaminan
sosial(Satuan: kk)
Cakupan PMKS Fakir
Program Miskin Penerima
107 | Penanganan Fakir Fasilitas 1,850.00 949 949 100,00 ST Dinsos

Miskin

Pemberdayaan
Sosial(Satuan: kk)
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Indikator
. N KII\r\l:;JIa Target Rea!isa Tingl_(at Pr:glk
Indikator Kinerja RPIMD si Capaian Kinerja
No Program Program RPJMD (baseline) OoPD
(Outcome)
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Cakupan PMKS yang
mendapatkan
Program Bimbingan Sosial
Pelayanan dan Keterampilanpada .
108 Rehabilitasi Sosial Balai Pemulihan dan 390 110 130 118,18 ST Dinsos
Dalam Panti Pengembangan
Sosial (Satuan:
Orang)
Cakupan PMKS yang
Program dilayani dan
109 | Pelayanan dan dilindungl pada Balal 280 230 255 110.87 sT | Dinsos
Perlindungan Perlindungan
Sosial Dalam Panti | Sosial(Satuan:
Orang)
Program
Pengembangan Cakupan Pelayanan
dan Pengelolaan Listrik Perdesaan I
10 | 1nfrastruktur (Satuan: Rumah 10,000 10,000 | 7,965 79,65 S | Dinas ESDM
Energi dan Tangga)
Ketenagalistrikan
Program Pelaku usaha
111 | Pengembangan ketenagalistrikan 9.92 2283 | 398 | 174,48 ST | Dinas ESDM
Pemanfaatan yang memenuhi ! ! !
Ketenagalistrikan standar (Satuan: %)
Program Prosentase
Pengembangan,
Pengelolaan dan pelaksanaan
9 engawasan dan .
112 | Pemanfaatan B Komoncine: 60 70,00 70,82 | 101,17 ST | Dinas ESDM
Geologi, Air Tanah, ast .
Mineral dan perijinan (Satuan:
%)
Batubara
Presentase Badan
Usaha Pertambangan 37.67 4452 | 4452 | 100,00 ST | Dinas ESDM
yang memenuhi
Standar (Satuan: %)
Program Cakupan Desa
113 | Peningkatan Tertinggal menjadi 158 2,00 2,00 100,00 ST | Dinas PMD
Pemberdayaan Berkembang ! ! !
Masyarakat Desa (Satuan: Desa)
Cakupan Desa
Berkembang menjadi 1,022 2,00 2,00 100,00 ST | Dinas PMD
Mandiri (Satuan:
Desa)
Program Cakupan Lembaga
Peningkatan Kemasyarakatan
114 | PemberdayaanLem | Desa dalam Kategori 1,022 41,00 41,00 100,00 ST Dinas PMD
baga Baik (Satuan:
Kemasyarakatan Jumlah)
Program Cakupan Kerjasama
Peningkatan Desa yang
115 | Partisipasi menigkatkan Jumlah 58 2,00 2,00 100,00 ST Dinas PMD
Masyarakat Dalam Desa Mandiri
Membangun Desa (Satuan: Jumlah)
::r)\g;::}:;li:::‘:n Capaian Produktivitas
116 o Tenaga Kerja 4.31 4,40 4,78 108,64 ST Disnakertrans
Produktivitas (Satuan: %)
Tenaga Kerja )
Program
Peningkatan Capaian Hubungan
117 | Hubungan Industri | Industrial (Satuan: 2.93 4,40 3,93 89,38 T Disnakertrans
dan Jaminan Sosial | %)
Ketenagakerjaan
Capaian Pengupahan
dan Kesejahteraan 10 10,00 10,00 100,00 ST Disnakertrans

Tenaga Kerja
(Satuan: %)
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Indikator
Kinerja . . Predik
. - Awal Target Rea!lsa ngl_(at at
Indikator Kinerja RPIMD si Capaian Kineria
No Program Program RPIMD h ] OPD
(Outcome) (baseline)
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Jaminan
Sosial Tenaga Kerja 9.49 9,53 10,00 104,93 ST Disnakertrans
(Satuan: %)
Capaian
Program . -
118 | Pengawasan P_erllndungan Kc_>nd|S| 2.92 3,04 1,18 38,82 SR Disnakertrans
Ketenagakerjaan Lingkungan Kerja
(Satuan: %)
Program
Penempatan Capaian Kesempatan )
119 Tenaga Kerja dan Kerja (Satuan: %) 14.95 15,55 13,59 87,40 T Disnakertrans
Transmigrasi
;;?gr::;n Capaian Pelatihan
120 ¥ dan kompetensi kerja 1.25 1,26 3,06 242,86 ST Disnakertrans
Pelatihan Tenaga .o
- . (Satuan: %)
Kerja Industri
Program
121 | Pengendalian Indeks Kualitas Air 51 5200 | 5207 | 100,13 ST | DLHK
Pencemaran (Satuan: Nilai)
Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas
Udara(Satuan: Nilai) 58.8 59,20 73,35 123,90 ST DLHK
Peningkatan Peran
serta masyarakat
dalam perlindungan
dan pengelolaan
lingkungan hidup 203 60 62 103,33 ST | DLHK
(Satuan:
Kelompok/Lembaga)
Program Luas Lahan kritis
121 | Pengelolaan dan yang terehabilitasi 145,94 ST DLHK
Konservasi Hutan (Satuan: Hektar) 69,466 3,000 7,297
Persentase
Peningkatan fungsi
hutan bagi 38 10,00 11,58 115,80 ST DLHK
masyarakat (Satuan:
%)
Program .
. Capaian
Peningkatan Produksitivitas
122 | Produksi dan : 55.68 59,07 48,43 81,99 ST Distan
. Tanaman Padi
Produktivitas .
(Satuan: Ton/Ha)
Tanaman Pangan
Capaian Produksi
Tanaman Padi 2,396,688 | 2,420,71 | 2,183,58 90,20 T Distan
(Satuan: Ton) 4 2
Capaian Produksi
Tanama.n Jagung 20,551 22,657 111,274 491,12 ST Distan
(Satuan: Ton)
Capaian Produksi
Tanaman Kedelai 6,801 1,427 19,03 ST Distan
7,498
(Satuan: Ton)
Program
Peningkatan Capaian Produksi
123 | Produksi dan Tanaman Cabai 7,498 8,970 11,444 127,58 ST Distan
Produktivitas (Satuan: Ton)
Hortikultura
Capaian Produksi
Tanaman .
BawangMerah 700 771,75 1,497 193,97 ST Distan

(Satuan: Ton)
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Indikator
Kinerja . . Predik
. - Awal Target Rea!lsa ngl_(at at
Indikator Kinerja RPIMD si Capaian Kineria
No Program Program RPIMD h ] OPD
(baseline)
(Outcome)
2016 2019 2019 2019 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Peningkatan
Peningkatan Produktivitas
124 | Produksi dan Komoditas Unggulan 3,184 3,510 3,047 86,80 T Distan
Produktivitas Perkebunan Kakao
Perkebunan (Satuan: Kg/Ha)
Capaian Produksi
Tanaman Aren 1,694 1,762 3,063 173,84 ST Distan
(Satuan: Ton)
Capaian Produksi
Tanama.n Kelapa 43,116 44,858 42,743 95,29 ST Distan
(Satuan: Ton)
Program
Peningkatan Peningkatan Produksi
125 | Produksi dan Daging (Satuan: 33.52 34,18 21,14 61,85 ST Distan
Produktivitas Ton)
Peternakan
Program
Peningkatan PersentaseSarana
126 | Prasarana Sarana Produksi Pertanian 80 87,00 87,00 100,00 ST Distan
dan Penyuluhan (Satuan: %)
Pertanian
Program Persentase
Penanganan Pengendalian
Kesehatan Hewan Kesehatan Hewan .
127 dan Kesehatan dan Kesehatan 100 100,00 100,00 100,00 ST Distan
Masyarakat Masyarakat Veteriner
Veteriner (Satuan: %)
Rata-rata Capaian 122.14 ST
Ket :

ST= Sangat Tinggi =91-100, T=Tinggi 76-=90, S=Sedang 66-=75, R=Rendah 51-=65, SR=Sangat Rendah <50

Dari capaian indikator diatas dapat menggambarkan pelaksanaan program
pembangunan selama tahun 2019 yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah
Provinsi Banten dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta memberikan
pelayanan sesuai kewenangan masing-masing. Keberhasilan pencapaian target dari
kegiatan dan program akan mendorong tercapainya target sasaran perangkat daerah
dan akan memberikan dampak pada pencapaian target sasaran pembangunan
Provinsi Banten.

Dari capaian seluruh program, Pemerintah Provinsi Banten sudah sangat baik,
yang termasuk kategori Sangat Tinggi mencapai 104 program (81.89%), Tinggi 11
program (8.66%), Sedang 3 program (2.36%), Rendah 4 program (3.16%) dan Sangat
Rendah 5 program (3.94%).
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Program dengan kategori Sangat Rendah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan untuk
penanganan luas kawasan kumuh yang ditata tidak tercapai, dikarenakan
adanya pergeseran target prioritas penangan;

2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas disebabkan masih
difokuskan di perkotaan serang karena sebagai ibukota Provinsi yang ruang
lingkupnya terbatas, juga terkendala koordinasi dan kewenangan jalan-jalan
terhubung.

3. Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan tidak tercapai dikarenakan:

a. SDM secara kuantitatif cukup namun secara kualitatif (kompetensi) masih
sangat terbatas terutama untuk PPNS;

b. Terbenturnya dengan agenda kepolisian daerah dalam melakukan penangan
terkait UU Lalu Lintas;

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak tercapai
dikarenakan untuk peningkatan kompetensi guru pergeseran target penangan;

5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan tidak tercapai dikarenakan:

a. Rasio Kebutuhan Jumlah Pengawas tidak sesuai dengan banyaknya jumlah
perusahaan di Provinsi Banten.

b. Belum banyaknya perusahaan yang menerapkan Program SMK3.

c. Kekurangan SDM Pengawas Ketenagakerjaan, pada saat ini kebutuhan

sebanyak 200 pengawas, sementara yang tersedia baru ada 72 pengawas.

Program dengan kategori Rendah diantaranya program sebagai berikut:
1. Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah tidak tercapai karena:

a. Alokasi kebutuhan pegawai yang menggunakan pola rekuitmen tidak
mendapatkan sesuai jumlah yang diusulkan. Provinsi Banten berdasarkan
ANJAB ABK/ Bezzeting pegawai masih mengalami kekurangan sebanyak
21.368 pegawai. Persentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil
pemetaan, dalam perjanjian kinerja tahun 2019 ditetapkan target sebesar 90%
dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 mencapai realisasi sebesar

54,17% sehingga nilai capaian indikator kinerja program adalah 60,19% dalam
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kata lain tidak mencapai target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan oleh
beberapa hal yaitu; Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Banten telah
mengusulkan formasi sebanyak 480 pegawai yang didasarkan kepada urgensi
kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, akan tetapi jumlah
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat hanya sebanyak 253 pegawai.

Pemenuhan kebutuhan pegawai melalui perpindahan/mutasi dari Luar
Pemerintah Provinsi Banten ke Pemerintah Provinsi Banten sampai dengan

saat ini masih dalam proses.

2. Program Penataan Ruang tidak tercapai, berdasarkan persentase Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR) pada 8 (delapan) Kawasan Strategis Provinsi untuk tahun

2019 ditetapkan sebesar 37,5 % atau untuk penyusunan 3 (tiga) perda yaitu :

a.

Penyusunan Perda  RTR Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pusat

Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Penyusunan Perda RTR Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Banten Lama

Penyusunan Perda RTR Kawasan Strategis Provinsi Serang Cilegon namun

pada akhir tahun 2019, penyusunan ketiga Perda ini belum dapat

dilaksanakan terealisasi dikarenakan :

- Untuk Penyusunan Perda RTR Kawasan Strategis Provinsi Kawasan
Banten Lama dan Penyusunan Perda RTR Kawasan Strategis Provinsi
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) secara materi teknis,
Draft Ranperda, KLHS sudah disusun dan sudah mendapat rekomendasi
Badan Informasi Geospasial (BIG), dan pada tahun 2019 sudah masuk
dalam agenda prolegda prioritas dari DPRD Provinsi Banten, namun
terhambat dengan pelaksananaan Pemilihan Legislatif (pemilihan Anggota
dewan) yang berbarengan dengan Pilpres, sehingga di undur menjadi
agenda prioritas DPRD tahun 2019, serta belum mendapatkannya
Rekomendasi KLHS dari Kementerian Lingkungan Hiduk dan Kehutanan
dan belum mendapatkan Persetujuan Subtansi dari Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN RI.

- Sedangkan untuk Penyusunan Perda RTR Kawasan Strategis Provinsi

Serang Cilegon secara Materi Teknis, Draft Ranperda, KLHS sudah di
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susun, namun untuk peta dasar, tematik dan rencana belum mendapat
Rekomendasi BIG dan KLHS belum mendapat rekomendasi/Valiadasi dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Sehingga Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan
Strategis Provinsi sebesar 20 % terhadap target realisasi indikasi kinerja
program 37,5% untuk 3 (tiga) Perda sehingga capaian prosentase realisasi
terhadap target Indikator Kinerja sebesar 53,3 %. Capaian kinerja program
ini dihitung dari beberapa indikator atau variabel yang mempengaruhi
proses dalam penyusunan Perda RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP),
antara lain:

1) Dokumen Materi Teknis (Buku Rencana, Naskah Akademis, Draft
Rancangan Perda, Album Peta dan Dokumen KLHS)

2) Rekomendasi/Validasi Dokumen KLHS dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.

3) Rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG)

4) Rekomendasi Gubernur

5) Persetujuan DPRD Provinsi Banten

6) Rekomendasi Persetujuan Substansi dari Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN

7) Evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

3. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi tidak tercapai

dikarenakan belum maksimalnya penyelesaian masalah pada proyek besar :

a.

PT Multimas Nabati Asahan (Perijinan Rencana Pembangunan Terminal
Umum, Belum adanya regulasi ijin Usaha Kawasan Industri, Infrastruktur
akses jalan di Bojonegara)

PT Lotte Chemical (tumpang tindih kepemilikan lahan).
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Program dengan kategori Sedang diantaranya program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi tidak tercapai disebabkan kendala yang
dihadapi sebagai berikut :

- Adanya perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 ke UU Nomor 2 Tahun 2017.
- Kurangnya animo masyarakat terhadap sertifikasi tenaga ahli
- Belum adanya penyesuaian perda no.4 tahun 2011 Tentang Jasa Konstruksi.

2. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian tidak tercapai
dikarenakan Rekruitmen tenaga kesehatan ditargetkan sebanyak 170 orang
sedangkan yang terealisasi sebanyak 126 orang, hal tersebut dikarenakan adanya
tenaga kesehatan yang mengundurkan diri saat proses seleksi dam
mengundurkan diri karena telah diterima sebagai CPNS.

3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan
Ketenagalistrikan tidak tercapai disebabkan penerima BANSOS tersebut sudah
tidak memenuhi persyaratan akibat kendala teknis dan berkaitan dengan data
dari TNP2K tentang rumah tangga miskin yang layak mendapat bantuan sosial
listrik perdesaan, by name by adress (harus sesuai dengan ID calon konsumen),
serta data dari PT. PLN (Persero) tentang sudah tidaknya mereka memiliki ID.
Pelanggan PLN, serta data tersebut bersifat dinamis artinya sukar diprediksi apa

dan bagaimana serta kapan data tersebut berubah
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BAB IV
CAPAITAN KINERJA
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyakarat,
Pemerintah Provinsi juga menyampaikan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten yang bersumber dari APBN Tahun
Anggaran 2019. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan serta
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

41  Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada
Daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat tersebut, Kepala Daerah bertugas
untuk melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan
kegiatan tugas pembantuan, serta koordinasi, pengendalian, pembinaan,

pengawasan, dan pelaporan.
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4.2

Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan alokasi
Tugas Pembantuan sebesar Rp 119.089.841.000,- (Seratus Sembilan Belas Milyar
Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)
terdiri dari 1 Fungsi, 3 Sub Fungsi dan 7 Program serta 27 Kegiatan, adapun
Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan Tugas
Pembantuan sebanyak 2 Perangkat daerah. Adapun rincian Perangkat Daerah
yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan diuraikan
melalui tabel berikut :

Tabel 4.1.

Alokasi dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019

Realisasi
Rp (0/0)

Perangkat Daerah Pagu

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN 50.144.172.000 | 44.211.000.451 | 88,17

DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN 68.945.669.000 | 66.629.774.921 | 96,64

Grand Total 119.089.841.000 | 110.840.775.372 | 93,07

Realisai keuangan untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Banten
sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp110.840.775.372,- (Seratus Sepuluh
Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga
Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 93,07%. Adapun uraian
pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan
pada masing-masing Perangkat Daerah di atas, antara lain :
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten
Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Banten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp50.144.172.000,- (Lima
Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu
Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp44.211.000.451,- (Empat
Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu
Rupiah) atau sebesar 88,17%, yang dijabarkan melalui 1 Fungsi, 2 Sub
Fungsi dan 2 Program serta 2 Kegiatan, rendahnya serapan kegiatan tugas

pembantuan pada Dinas PUPR disebabkan adanya effisiensi kontrak dari
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kegiatan Pelaksanaan reservasi dan Peningkatan Jalan Nasional sebesar
Rp5.253.335.000,- dari Pagu Kontrak sebesar Rp30.871.349.000,-. Adapun
uraian pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Banten dijabarkan melalui tabel berikut :

Tabel 4.2.

Alokasi dan Realisasi Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019

Realisasi
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan Pagu
Rp (%)
EKONOMI 50.144.172.000 | 44.211.000.451 | 88,17
PENGAIRAN 17.609.260.000 | 16.938.803.000 | 96,19
Z’;‘;’gmm Pengelolaan Sumber Daya | 4 ¢69 760,000 | 16.938.803.000 | 96,19
Operasi dan Pemeliharaan 17.609.260.000 | 16.938.803.000 | 96,19
Sarana Prasarana SDA
'"TRANSPORTASI 32.534.912.000 | 27.272.197.451 | 83,82
Program Penyelenggaraan Jalan 32.534.912.000 | 27.272.197.451 | 83,82
Pelaksanaan Preservasi dan
1. Peningkatan Kapasitas Jalan 32.534.912.000 | 27.272.197.451 | 83,82
Nasional
Total 50.144.172.000 44.211.000.451 | 88,17

2. Dinas Pertanian Provinsi Banten
Pada tahun 2019 Dinas Pertanian Provinsi Banten mendapatkan alokasi
anggaran sebesar Rp68.945.669.000,- (Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan
Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
dengan realisasi keuangan sebesar Rp66.629.774.921,- (Enam Puluh Enam
Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat
Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 96.64%, yang
dijabarkan melalui 1 Fungsi, 1 Sub Fungsi dan 5 Program serta 25
Kegiatan, adapun uraian pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas

Pertanian Provinsi Banten dijabarkan melalui tabel berikut :
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Tabel 4.3.
Alokasi dan Realisasi Tugas Pembantuan Dinas Pertanian
Tahun Anggaran 2019
Realisasi
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan Pagu
Rp (%)
EKONOMI 68.945.669.000 | 66.629.774.921 | 96,64
PERTANIAN, KEHUTANAN,
PERIKANAN DAN KELAUTAN 68.945.669.000 | 66.629.774.921 | 96,64
Program Pemenuhan Pangan
Asal Ternak dan Agribisnis 3.909.605.000 | 3.790.876.850 | 96,96
Peternakan Rakyat
1 Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis 500.000.000 | 457.616.000 | 91,52
Lainnya Ditjen
Peternakan
2 Pengembangan
Pengolahan dan 247.000.000 235.950.000 | 95,53
Pemasaran Hasil Ternak
3 Pengendalian dan
Penanggulangan 31.000.000 30.294.000 | 97,72
Penyakit Hewan
4  Peningkatan Pemenuhan
Persyaratan Produk
Hewan yang ASUH 718.000.000 716.687.000 | 99,82
(Aman, Sehat, Utuh dan
Halal)
5 Peningkatan Produksi 1.413.095.000 | 1.399.358.850 | 99,03
Pakan Ternak
6 Penyediaaan Benih dan
Bibit Serta Peningkatan 1.000.510.000 950.971.000 | 95,05
Produksi Ternak
Program Peningkatan
Produksi dan Nilai Tambah 5.624.325.000 | 5.481.585.985 | 97,46
Hortikultura
1 Pengolahan dan
Pemasaran Hasil 1.420.000.000 | 1.403.848.000 | 98,86
Hortikultura
2 Peningkatan Produksi
Buah dan Florikultura 1.864.325.000 | 1.764.712.700 | 94,66
3  Peningkatan Produksi
Sayuran dan Tanaman 2.100.000.000 | 2.073.029.885 | 98,72
Obat
4  Peningkatan Usaha
Dukungan Manajemen
dan Teknis Lainnya pada 240.000.000 | 239.995.400 | 100,00
Ditjen Hortikultura
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Realisasi
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan Pagu
Rp (%)
Program Peningkatan
Produksi Komoditas 2.039.288.000 | 1.975.966.040 | 96,89
Perkebunan Berkelanjutan
1 Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis 345.250.000 |  329.530.000 | 95,45
Lainnya Ditjen
Perkebunan
2 Dukungan Pengolahan
dan Pemasaran Hasil 981.710.000 961.660.940 | 97,96
Perkebunan
3 Dukungan Perbenihan 423.648.000 |  396.611.100 | 93,62
Tanaman Perkebunan
4 Dukungan Perlindungan 288.680.000 |  288.164.000 | 99,82
Perkebunan
Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas dan 26.996.016.000 | 25.337.056.380 | 93,85
Mutu Hasil Tanaman Pangan
1 Dukungan Manajemen
dan Teknis Lainnya pada 636.000.000 585.500.000 | 92,06
Ditjen Tanaman Pangan
2 Pengelolaan Produksi
Tanaman Aneka Kacang 530.000.000 530.000.000 | 100,00
dan Umbi
3 Pengelolaan Produksi 2.457.416.000 | 2.397.103.200 | 97,55
Tanaman Serealia
4  Pengelolaan Sistem
Penyediaan Benih 19.276.100.000 | 17.733.141.180 | 92,00
Tanaman Pangan
5 Pengolahan dan
Pemasaran Hasil 4.096.500.000 | 4.091.312.000 | 99,87
Tanaman Pangan
Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana 30.376.435.000 | 30.044.289.666 | 98,91
dan Sarana Pertanian
1 Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis 9.356.560.000 | 9.353.775.000 | 99,97
Lainnya Ditjen Prasarana
dan Sarana Pertanian
2 Fasilitasi Pembiayaan 1.014.230.000 | 1.014.050.000 | 99,98
Pertanian
3 Fasilitasi Pupuk dan 1.856.000.000 | 1.856.000.000 | 100,00
Pestisida
4 Pengelolaan Air Irigasi 4.499.000.000 | 4.499.000.000 | 100,00
Untuk Pertanian
5 Pengelolaan Sistem
Penyediaan dan 13.550.645.000 | 13.221.464.666 | 97,57

Pengawasan Alat Mesin
Pertanian
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. . Realisasi
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan Pagu
Rp (%)
6  Perluasan dan
Perlindungan Lahan 100.000.000 100.000.000 | 100,00
Pertanian
TOTAL 68.945.669.000 | 66.629.774.921 | 96,64
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BAB YV
PENUTUP

Pemerintah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2019 telah melaksanakan

upaya perbaikan kinerja meliputi:

1.

Melakukan Revisi Perda No 7 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten
tahun 2017-2022 yang diikuti oleh Revisi Peraturan Gubernur tentang
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama,
meliputi penambahan isu strategis bencana, penguatan arah kebijakan tentang
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perbaikan cascading kinerja, dan
penyesuaikan regulasi terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
baik dari sisi perencanaan, pengukuran, capaian, pelaporan dan evaluasi
dengan indikator yang lebih dapat dipertanggungjawabkan pada setiap level
jabatan, termasuk integrasi antara SAKIP dengan penentuan besaran
Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Hasil penilaian Kemenpan-RB, SAKIP
Provinsi Banten bepredikat B;

Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan
peningkatan kualitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sehingga
tingkat maturitas bisa meningkat dari level 2 ke level 3;

Optimalisasi pendapatan daerah terus dilakukan melalui pengurangan
potensi dari tunggakan pajak, koordinasi terkait pajak rokok, dan revisi Perda
mengenai Pajak Daerah dan distribusi daerah. Hal ini terbukti dengan
peningkatan ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2019
dan meraih penghargaan Indonesia Award Inovasi Kreativitas Peningkatan
Pendapatan Daerah yang menempatkan Banten sebagai daerah yang memiliki
rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan tertinggi ke-dua se
Indonesia;

Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik terus digalakkan melalui
pendekatan absen retina, penon-joban pegawai yang tidak disiplin,

assessment bagi seluruh pejabat, pengukuran kinerja yang lebih kredibel
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berdasarkan pendekatan sakip, pelaporan keuangan dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) tiga tahun berturut, turut, sertifikasi asset milik
pemprov yang sampai saat ini telah mencapai 2.862 bidang, serta keterbukaan
informasi yang terus ditingkatkan;

Mendorong peningkatan produktivitas potensi pertanian, kelautan,
perikanan, dan pariwisata Provinsi Banten melalui pendekatan peningkatan
nilai tambah melalui pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan Pendirian

BUMD Agro.

Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2019, baik yang

bersumber dari APBD TA.2019 maupun Tugas Pembantuan, secara umum dapat

disampaikan sebagai berikut:

1.

Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun kedua Perda Nomor 7 tahun 2017
tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebelum direvisi melalui
Perda Nomor 10 Tahun 2019 setelah melalui proses melalui review dokumen
RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama, dan SAKIP agar kinerja Pemerintah
Provinsi bisa berjalan sesuai harapan;

Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran
2019 target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022 untuk LPE
dari target 6,20% tercapai 5,53%; Persentase Penduduk Miskin dari target
5,00% tercapai 4,94% (terrendah ke-dua di Pulau Jawa); Persentase Tingkat
Pengangguran Terbuka dari target 8,20% tercapai 8,11%, dan Tingkat Inflasi
dari target 4,20% tercapai 3,30%, serta Gini Ratio dari Target 0,390 tercapai
0,361%. Capaian Indikator Makro Provinsi Banten pada Tahun 2019 terbaik
pada level Provinsi se-jawa, di mana dari 4 indikator makro (IPM, LPE,
Tingkat Kemiskinan, dan Gini Ratio) dari 6 capaian indikator Makro Provinsi
Banten di atas capaian Nasional;

Dari 127 Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
Banten pada Tahun 2019, realisasi capaian kategori sangat tinggi sebanyak 104
program, Tinggi sebanyak 11 Program, Sedang sebanyak 3 Program, Rendah
sebanyak 4 Program, dan Sangat Rendah sebanyak 5 Program.
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Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 27 September
2019 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019,
menetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp11.699.894.624.576,- dengan
realisasi mencapai Rp11.201.902.696.973,- atau 95,74%, target belanja sebesar
Rp12.648.850.767.464,- terserap sebesar Rp11.327.955.521.009,92 atau mencapai
89,56%, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp7.889.167.293.475,-
terserap sebesar Rp7.306.320.494.580,- atau 92,61% dan Belanja Langsung
sebesar Rp4.759.683.473.989,- terserap sebesar Rp4.021.635.026.529,92 atau
84,49%:;

Berdasarkan hasil evaluasi akhir Pelaksanaan APBD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (un-
audited), terdapat sisa lebih perhitungan angaran (SiLPA) sebesar
Rp953.903.318.851,- lebih  kecil sebesar Rp126.052.824.037,-, apabila
dibandingkan dengan realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp1.079.956.142.888,-.

Tugas Pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) TA.2019 tercapai 93,07% atau Rp110.840.775.372,- dari alokasi
anggaran sebesar Rp119.089.841.000,-, dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat
Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 fungsi dan 2 sub

fungsi dan Dinas Pertanian Provinsi Banten melalui 1 fungsi dan 1 sub fungsi.

Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan, maka pada tahun

2020, Pemerintah Provinsi Banten mengambil langkah-langkah strategis sebagai

berikut:

1.

Dalam rangka penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2021, melakukan
penyelarasan dan antisipasi kebijakan dan perencanaan dan pengendalian
antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;
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Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, memperkuat koordinasi
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan
antara Pemerintah, Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten;

Mengimplementasikan standar pelayanan minimal untuk lebih meningkatkan
mutu pelayanan serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi,
dan akuntabilitas serta responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat;
Melaksanakan sepenunnya Rencana Aksi Koordinasi, Supervisi, dan
Pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara terintegrasi;
Melakukan integrasi sistem manajemen perencanaan, penganggaran, dan
penatausahaan keuangan, asset, SAKIP dan audit, terutama mengenai Barang
Milik Daerah;

Meningkatkan sinergisitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja
secara terukur, tepat waktu dan tepat sasaran berbasis data dan teknologi
informasi yang akurat dan mutakhir;

Memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah berbasiskan analisa jabatan
dan beban kerja agar mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan dan
reformasi birokrasi terutama terkait struktur perangkat daerah, jumlah dan
kompetensi serta formasi penempatan SDM aparatur yang sesuai dengan
beban kerja yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang
memadai;

Menuntaskan target pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana
pendidikan, agar pada tahun 2021 pemerintah bisa lebih fokus pada
pembangunan ekonomi terutama pertanian dan pariwisata;

Membangun fasilitas kesehatan sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas
masyarakat terhadap sarana kesehatan;

Membangun sarana olahraga yang memadai sehingga Pemerintah Provinsi
Banten bisa menyelenggarakan even-even olahraga tingkat nasional maupun

internasional.
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